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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  ke~pada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


A BAD  Pasifik  dalam  pandangan  Lawrence  B.  Krause  sudah  dimulai.  Kenyataan  ini 
tampak  dari  fakta  bahwa  Pasifik  telah  menjadi  pusat  gravitasi  perekonomian  du- 
nia.  Tanda-tandanya  berupa  hubungan-hubungan  bisnis  yang  dibangun  oleh  be- 
ribu-ribu  usahawan  yang  mengendalikan  ratusan  milyar  dolar  AS  untuk  diinvestasikan  di 
kawasan  ini.  Regionalisme  Pasifik  dimulai  oleh  sektor  swasta  dan  masa  depannya  pun 
tergantung  pada  sektor  swasta.  Pada  dasarnya  APEC  berkepentingan  untuk  menciptakan 
iklim  yang  terbaik  agar  kekuatan-kekuatan  ekonomi  yang  ada  menghasilkan  integrasi 
ekonomi  yang  terus-menerus  semakin  erat.  Kendatipun  berbeda-bedanya  negara-negara 
APEC,  perdagangan  dan  investasi  internasional  di  dalam  kawasan  ini  telah  berkembang 
pesat.  Berdasarkan  beberapa  ukuran  integrasi  ekonomi  di  Pasifik  sudah  sebesar  di  Eropa, 
meskipun  tanpa  peraturan-peraturan  yang  dirundingkan. 

Para  pemimpin  negara-negara  ASEAN  makin  menyadari  bahwa  perekonomian  mereka 
tidak  mungkin  lagi  berjalan  sendiri-sendiri,  melainkan  kian  didorong  oleh  pasar  menuju  ke 
suatu  integrasi  ekonomi  baik  regional  maupun  internasional.  Telah  tumbuh  bermacam 
organisasi  kerja  sama  ekonomi.  Hadi  Soesastro  mengemukakan  bahwa  dalam  menghadapi 
dan  melibatkan  diri  ke  dalam  APEC  yang  masih  berusia  muda  ini,  negara-negara  anggota 
ASEAN  meneropong  proses  eksistensi  forum  tersebut  dengan  arif  mengingat  masing-masing 
anggota  memiliki  kepentingan  yang  berbeda.  Visi  2020  APEC  mengenai  perdagangan  bebas 
dan  terbuka  akan  tercapai  bila  mampu  menumbuhkan  kepercayaan  dan  konsensus  yang 
pragmatis  serta  mampu  mendorong  Uni  Eropa  untuk  bekerjasama  secara  konstruktif 
dengan  kawasan  Asia  Pasifik  menuju  liberalisasi  global. 

Dalam  ruang  lingkup  Pasifik  Selatan  baik  Australia  maupun  Selandia  Baru  boleh  dibi- 
lang  merupakan  suatu  kekuatan  besar  pemegang  peran  utama  di  bidang  ekonomi,  polmj 
dan  militer.  Menurut  Ikrar  Nusa  Bhakti  dalam  menghadapi  situasi  yang  terus  berubah  sejat 
dekade  1980-an  terlebih  1990-an  ini,  kedua  negara  mulai  menyadari  perlunya  menyesuaikm 
politik  luar  negeri  mereka  masing-masing  guna  mempertahankan  suatu  lingkungin 
keamanan  yang  positif  dan  strategis  sebagai  sumbangan  pada  keamanan  global  serta  ne- 
ningkatkan  kerja  sama  perdagangan  dan  investasi  dengan  negara-negara  di  kawasan  Pasfik 
Selatan.  Perubahan  sikap  tersebut  tampaknya  masih  lebih  didorong  oleh  motivasi  poitik 
sebab  betapapun  negara-negara  di  Pasifik  Selatan  masih  dianggap  terlalu  kecil  dan  terssbar 
untuk  dapat  dijadikan  pasar  bagi  kedua  negara. 


PENGANTAR  REDAKSI 
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Sejak  akhir  dasawarsa  1980-an,  telah  terjadi  peningkatan  kekuatan  militer  negara-negara 
Asia  Pasifik.  Edy  Prasetyono  mengemukakan  bahwa  banyak  faktor  yang  dapat  menjelas- 
kan  perkembangan  ini  yang  pada  dasarnya  mengungkapkan  betapa  negara-negara  di  kawa- 
san  ini  kini  sedang  dihadapkan  pada  ketidakpastian  situasi  kawasan.  Faktor  pertama  dan 
mungkin  yang  terpenting  adalah  berkurangnya  kehadiran  militer  AS  yang  memunculkan 
persepsi  tentang  ketidakpastian  komitmen  AS  terhadap  keamanan  Asia  Pasifik.  Hal  ini 
mendorong  negara-negara  di  kawasan  ini  untuk  mengembangkan  kemampuan  kekuatan 
militer  mereka.  Sejalan  dengan  ini,  muncul  pula  kekhawatiran  tentang  peningkatan  proyeksi 
militer  kekuatan- kekuatan  regional  yaitu  Cina,  Jepang,  dan  India.  Di  saat  masih  belum 
ditemukannya  pemecahan  atas  konflik-konflik  regional,  tentorial,  dan  masih  adanya  saling 
kecurigaan,  perkembangan  di  atas  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  persaingan  kekuatan 
yang  akan  menjurus  ke  ketidakstabilan  kawasan.  Bersamaan  dengan  itu,  pasar  persenjataan 
internasional  makin  terbuka.  Semua  ini  memberikan  alasan-alasan  yang  kuat  kepada 
negara-negara  Asia  Pasifik  tentang  perlunya  meningkatkan  kekuatan  militer  mereka. 

Faktor-faktor  di  atas  menunjukkan  bahwa  bukanlah  peningkatan  kekuatan  militer  yang 
menyebabkan  ketidakpastian  situasi  kawasan  Asia  Pasifik.  Melainkan,  peningkatan  kekuat- 
an militer  merupakan  cermin  ketidakpastian  kawasan  Asia  Pasifik  pada  era  pasca  Perang 
Dingin.  Ini  berarti  perkembangan  tersebut  perlu  dibahas  dalam  konteks  keamanan  kawasan 
yang  lebih  luas.  Itulah  sebabnya  mengapa  pembicaraan  dan  proses  menuju  pembentukan 
kerja  sama  keamanan  multilateral  di  Asia  Pasifik  menjadi  sangat  penting. 

Pasca  Perang  Dingin  bagi  Jepang  terbuka  visi  dan  pilihan  strategis  untuk  menjadi  negara 
"normal":  yaitu  mandiri  memainkan  peran  politik  dan  militer  sesuai  dengan  kemampuan 
ekonominya,  karena  sekarang  ini  Jepang  dimungkinkan  memiliki  kemampuan  berperan  le- 
bih aktif  dalam  masalah-masalah  internasional.  Bantarto  Bandoro  berpendapat,  kesalahan 
dalam  menangani  pilihan  ini  akan  menimbulkan  konsekuensi  serius  berupa:  (1)  berakhirnya 
jaminan  keamanan  AS  dan  akses  Jepang  pada  teknologi  AS;  (2)  perlombaan  senjata  dengan 
negara-negara  besar  lain;  (3)  kemungkinan  konflik  di  antara  negara-negara  Asia  Timur;  dan 
(4)  berkurangnya  akses  Jepang  ke  pasar  Asia  dan  Eropa. 

Hasil-hasil  kerja  sesudah  Perang  Dingin  telah  membangkitkan  citra  positif  PBB  di  mata 
masyarakat  internasional.  Akibatnya,  semakin  banyak  negara  menuntut  fungsi  PBB  sebagai 
pemelihara  keamanan  ke  berbagai  kawasan  konflik.  Untuk  memaksimalkan  keberhasilan 
PBB  ini  menurut  Wisnu  Dewanto  dipersyaratkan  restrukturisasi  organisasinya,  pemantapan 
mekanisme  pendanaan  kegiatannya,  dan  demokrasi  Dewan  Keamanan.  Demi  terciptanya 
dunia  yang  tertib  serta  adil,  hukum  internasional  harus  dapat  ditegakkan  dengan  memberi 
wewenang  peradilan  kepada  Mahkamah  Internasional  atas  setiap  pelanggaran  hukum  inter- 
nasional dan  menjadikan  Dewan  Keamanan  sebagai  kekuatan  pemaksa  ditaatinya  keputus- 
an  Mahkamah  ini. 

Pertemuan  Para  Pemimpin  Ekonomi  Kerja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (Asia  Pacific 
Economic  Leaders  Meeting  -  AELM)  yang  berlangsung  di  Bogor  tanggal  15  November  1994 
mempunyai  arti  penting  sebab  selain  mengeluarkan  Deklarasi  Bogor  yang  merupakan 
dokumen  penting,  para  pemimpin  APEC  juga  sepakat  mengenai  "tujuan"  dari  kerja  sama 
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ekonomi  Asia  Pasifik.  Deklarasi  ini  akan  menjadi  landasan  baru  bagi  kerja  sama  ekonomi 
Asia  Pasifik  di  masa-masa  mendatang  sehingga  mampu  memperkuat  posisi  APEC  dalam 
perekonomian  dunia.  Ringkasan  Peristiwa  yang  diberi  judul  "Arah  Kerja  Sama  Ekonomi 
Asia  Pasifik"  memuat  tentang  Pertemuan  SOM  ke-4  APEC,  Konferensi  Tingkat  Menteri 
ke-6  APEC  dan  Pertemuan  APEC  ke-6  November  1994,  yang  disusun  oleh  Tim  Departemen 
Hubungan  Internasional. 


Desember  1994 


REDAKSI 


Abad  Pasifik: 
Mitos  atau  Realitas?* 


Lawrence  B.  Krause 


Pasifik  dalam  Konteks  Dunia 


BAGAIMANA  keadaan  perkembang- 
an  Pasifik  dewasa  ini  dan  apakah 
akan  terjadi  fajar  dari  suatu  Abad 
Pasifik?  Berakhirnya  Perang  Dingin  jelas 
menandai  suatu  titik  balik  dalam  sejarah 
dunia.  Ada  pihak  yang  menang  dan  ada  pi- 
hak  yang  kalah.  Bekas  negara  Uni  Soviet 
tentulah  pihak  yang  paling  kalah.  Tidak  be- 
gitu  jelas,  apakah  dalam  jangka  pendek  Jer- 
man  menjadi  pihak  yang  kalah  karena  seca- 
ra  ceroboh  melakukan  penyatuan  dengan 
Jerman  Timur  -  dan  menyeret  negara  Eropa 
lainnya  menanggung  akibatnya.  Seharusnya 
Jepang  juga  dihitung  sebagai  pihak  yang 
cukup  kalah,  karena  kehilangan  statusnya 
sebagai  pembonceng  gratis  yang  sebelumnya 
diperbolehkan  melalaikan  tanggung  jawab 
internasionalnya.  Pihak  pemenang  tentu  sa- 


*Alih  bahasa  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  dari 
Lawrence  B.  Krause,  The  Pacific  Century:  Myth  or 
Reality,  The  1994  Panglaykim  Memorial  Lecture  di 
Jakarta. 


ja  AS.  AS  menang  besar  karena  tidak  lagi 
harus  menanggung  beban  biaya  militer  yang 
berat,  bahkan  meskipun  penyesuaian  de- 
ngan perekonomian  masa  damai  sangatlah 
menyakitkan.  Walaupun  demikian,  pe- 
nyesuaian telah  berlangsung  cepat  dan  AS 
sudah  memperoleh  kedudukannya  kembali 
dalam  persaingan  ekonomi  dunia.  Akan 
tetapi,  pemenang  yang  benar-benar  paling 
besar  adalah  Cina.  Cina  telah  terbebas  dari 
ancaman  keamanan  di  sepanjang  perbatasan 
daratnya  dengan  bekas  Uni  Soviet.  Ia  tidak 
lagi  malu-malu  berhubungan  dengan  ekono- 
mi-ekonomi  pasar  yang  lain  karena  sifat  po- 
litiknya.  Dan  rongrongan  terhadap  ekono- 
mi perencanaan  sentral  di  tempat  lain,  telah 
memperkuat  kemampuan  pembaru-pemba- 
ru  ekonomi  di  dalam  negeri  demi  manfaat 
besar  perekonomian  Cina.  Pertumbuhan 
ekonomi  Cina  yang  pesat  sedang  mentrans- 
formasikan  lingkungan  ekonomi  Pasifik. 

Dari  berakhirnya  Perang  Dingin  diaju- 
kan  tiga  perubahan  analisis.  Pertama,  urus- 
an  keamanan  makro  menghilang.  Kejadian- 
kejadian  terakhir  di  Haiti,  Korea  Utara, 
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Ruanda,  atau  bahkan  Bosnia  bukanlah  kri- 
sis  dunia  yang  besar  -  dari  skala  nilai  sepu- 
luh  cumalah  bernilai  dua.  Kedua,  urusan 
ekonomi  telah  muncul  sebagai  prioritas.  Isi 
dialog  Jepang-AS  membuktikan  pengamat- 
an  ini.  Ketiga,  regionalisme  telah  meningkat 
menjadi  dasar  organisasi  hubungan  interna- 
sional.  Terdapat  beberapa  pendekatan  un- 
tuk  menerangkan  ini.  Ada  pendekatan  prak- 
tis  yang  menyebutkan,  bahwa  terlalu  banyak 
negara  di  dunia  melakukan  perundingan 
atau  bahkan  diskusi.  Dalam  hal  ini  negara- 
negara  memilih  membentuk  kelompok  yang 
lebih  kecil  demi  keberhasilan  kerja  sama. 
Ada  pendekatan  historis  yang  menyebutkan, 
bahwa  Uni  Eropa  telah  terbentuk  dan  se- 
dang  meluas.  Oleh  karena  itu,  negara- negara 
non-Eropa  akan  membuat  organisasi  juga 
sebagai  kekuatan  untuk  menghadapinya. 
Akhirnya,  ada  pendekatan  akademis  yang 
berdasarkan  ieori  realis  struktural  mengenai 
hubungan  internasional  yang  mengatakan 
bahwa  hanya  kekuatan  relatiflah  yang  ber- 
arti,  bukan  kekuatan  militer,  kekayaan  atau 
pendapatan  yang  bersifat  mutlak.  Jadi  nega- 
ra-negara  bangsa  berpikir  dalam  istilah  yang 
berlawanan,  tetapi  untuk  menghindari  keka- 
cauan  satu  melawan  yang  lain,  mereka  mem- 
bangun   hubungan   kelembagaan  dengan 
yang  lain  seperti  yang  dipikirkan  negara 
bangsa,  khususnya  untuk  mengembangkan 
kerja  sama  dalam  perdagangan  internasio- 
nal. Apa  pun  pendekatannya,  mereka  semua 
berkesimpulan  sama  bahwa  dunia  bipolar 
dalam  Perang  Dingin  tidak  akan  dilanjutkan 
dengan  pembentukan  dunia  yang  satu,  me- 
lainkan  dunia  yang  regionalisme. 

Menjadi  pertanda  apakah  ini  bagi  orga- 
nisasi satu  dunia,  seperti  Organisasi  Perda- 
gangan Dunia  {World  Trade  Organisations  - 
WTO)  yang  baru?  Pentinglah  diakui  bahwa 
perundingan  dagang  Putaran  Uruguay  yang 


baru  selesai,  dimulai  semasa  Perang  Dingin. 
Lembaga  GATT  adalah  hasil  buatan  Perang 
Dingin  dan  dibutuhkan  sebagai  alat  politik 
AS  untuk  memperoleh  kepemimpinan  atas 
dunia  nonkomunis.  Sementara  WTO  yang 
baru  mungkin  benar-benar  menjadi  suatu 
alat  yang  amat  berguna,  namun  mungkin 
tak  dapat  mensponsori  pelaksanaan  perun- 
dingan jenis  Putaran  Uruguay  yang  secara 
nyata  membebaskan  perdagangan  dunia  dan 
investasi  karena  kurangnya  alasan  politis 
yang  mendesakkannya. 

Jikalau  perekonomian  dunia  perlu  berci- 
rikan  regionalisme,  suatu  pertanyaan  pen- 
ting  muncul  seperti  berapa  banyak  kawasan 
dibutuhkan  agar  memadai?  Uni  Eropa  de- 
ngan Jerman  bersatu  sebagai  penggerak  uta- 
ma,  Bumi  Belahan  Barat  dengan  Amerika 
Serikat  sebagai  penggerak  utama,  dan  Asia 
dengan  Jepang  sebagai  penggerak  utama- 
nya.    Tampaknya   konstruksi   ini  tidak 
mungkin  dan  tidak  diinginkan.  Ini  tidak 
mungkin  karena  ada  kekuatan- kekuatan 
ekonomi  sedang  mendorong  Bumi  Belahan 
Barat  -  khususnya  Amerika  Utara  -  dan 
Asia  sama-sama  makin  mendekat.  Dan  jika- 
lau negara- negara  di  dalamnya  telah  mening- 
katkan  perhatian  ekonomi  pada  puncak 
agendanya,  mereka  tidak  akan  mengurban- 
kan  kepentingan  ekonominya  tanpa  ancam- 
an  yang  dipikirkan  luas  sehingga  memaksa 
mereka  untuk  berbuat  demikian.  Lebih  lan- 
jut,  konstruksi  tiga  kawasan  memberikan 
kedudukan  kepemimpinan  kawasan  kepada 
negara  yang  sekurang- kurangnya  dipercaya 
oleh  negara- negara  di  kawasan  yang  sama 
-  Jerman  di  Eropa,  AS  di  Amerika,  dan  Je- 
pang di  Asia.  Maka,  hubungan-hubungan 
internal  di  antara  negara-negara  di  masing- 
masing  kawasan  bisa  jadi  sangat  mudah  ber- 
selisih.  Akhirnya,  teori  permainan  memper- 
lihatkan  bahwa  permainan  tiga  orang  sa- 
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ngatlah  tidak  stabil  karena  pergeseran  koali- 
si  dan  banyak  pertentangan.  Konstruksi  tiga 
kawasan  sungguh-sungguh  dapat  membawa 
ke  persaingan  ekonomi  yang  bersifat  de- 
struktif. 

Menjadi  harapan  maupun  keinginan  agar 
dunia  akan  dicirikan  hanya  dengan  dua 
kawasan:  Uni  Eropa  dan  APEC  (Asia  Paci- 
fic Economic  Cooperation),  dan  APEC  akan 
menjadi  satu-satunya  kawasan  non-Eropa. 
Kontras  di  antara  dua  kawasan  ini  akan 
menjadi  lebih  besar  daripada  persamaannya, 
maka  hanya  akan  ada  dua  kawasan. 

Sebelum  menyelidiki  apakah  itu  APEC, 
perlu  dibahas  bagaimana  keadaan  Ame- 
rika  Serikat  di  dunia  ini  setelah  Perang 
Dingin.  Dalam  banyak  aspek  Amerika  Seri- 
kat merupakan  negara  nomor  satu  di  dunia. 
AS  tinggal  satu-satunya  negara  militer  adi- 
kuasa  dengan  hampir  memonopoli  senjata 
penghancur  yang  bersifat  massal.  Ini  meng- 
untungkan  kedudukan  AS  dalam  meja  pe- 
rundingan,  tetapi  tidak  berarti  bahwa  AS 
dapat  mendiktekan  hasil  politik  akhir.  Ke- 
kuatan  militer  sangatlah  berguna  mengha- 
dapi  kekuatan  militer  lain,  namun  sangat 
sukar  untuk  menggunakannya  sebagai  alat 
yang  efektif  dalam  jenis-jenis  krisis  yang  ter- 
jadi  di  dunia  sekarang.  Kekuatan  militer  AS 
tidak  akan  lebih  berhasil  mendatangkan  de- 
mokrasi  di  Haiti  daripada  di  Somalia.  Untuk 
menjadi  konstruktif  kekuatan  militer  harus 
digunakan  sebagai  ancaman,  dan  ini  sung- 
guh  amat  sukar  membuat  ancaman  demiki- 
an  dapat  diterima.  Amerika  Serikat  telah 
meminta  mandat  PBB  untuk  penggelaran 
baru  kekuatan  militer  di  seberang  perbatas- 
annya.  Bukan  karena  negara-negara  lain  se- 
dang  meningkatkan  aset  militernya,  melain- 
kan  karena  mereka  secara  kolektif  meng- 
himpun  dan  mengancam  dengan  kekuatan 


nonmiliter  dan  kekuatan  ini  mungkinlah 
yang  lebih  efektif. 

AS  juga  adalah  perekonomian  yang  ter- 
besar  di  dunia  dan  merupakan  eksportir  dan 
importir  yang  terkemuka.  Akan  tetapi  seba- 
gai penghela  ekonomi,  AS  adalah  melebihi 
negara-negara  industri  yang  lain.  Dan  dalam 
beberapa  aspek,  seperti  aset  murni  luar  nege- 
ri,  adalah  jauh  lebih  kecil  daripada  beberapa 
dari  mereka.  Memang  ada  aspek  lain  ke- 
kuatan nasional,  termasuk  stabilitas  politik 
dan  daya  tarik  kebudayaan  rakyat,  tetapi 
dalam  hal-hal  ini  juga  AS  adalah  lebih  mirip 
negara-negara  industri  lain. 

Dalam  pemilihan  presiden  tahun  1992, 
masyarakat  Amerika  memilih  calon  yang 
menjanjikan  berkonsentrasi  untuk  memaju- 
kan  ekonomi  AS.  Kendati  ada  sementara  ke- 
lemahan,  pemerintahan  Clinton  telah  sangat 
memajukan  kinerja  ekonomi  Amerika  Seri- 
kat. Mengikuti  penalaran  Presiden  Clinton 
adalah  memberi  pelajaran.  Kesehatan  eko- 
nomi AS  sangat  berkaitan  dengan  keber- 
hasilan  perdagangan  internasional  dan  inves- 
tasi.  Keberhasilan  ini  perlu  ditemukan  di 
pasar-pasar  yang  sedang  berkembang  paling 
pesat.  Negara-negara  yang  paling  dinamis  di 
dunia  adalah  di  Asia  Tirriur  dan  Tenggara. 
Dan  sungguh  ke  sinilah  AS  menujukan  pa- 
ling banyak  ekspornya  (di  samping  ke  Mexi- 
co). Karena  itu,  seharusnya  AS  berusaha 
maksimal  masuk  dan  mendayagunakan  pa- 
sar-pasar di  bagian  dunia  ini.  Itulah  sebab- 
nya  Pemerintah  AS  mengalihkan  perhatian- 
nya  ke  Asia-Pasifik.  Diselenggarakannya 
pertemuan  Kepala-kepala  Pemerintahan  di 
Seattle  dalam  pertemuan  APEC  tahun  1993, 
merupakan  simbol  dari  beralihnya  perhatian 
itu.  Dengan  cepat  AS  menjadi  negara  Pasi- 
fik  dan  ingin  terlibat  dengan  kawasan 
APEC. 
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Hakekat  APEC 

APEC  sendiri  biasa  digambarkan  dengan 
ciri-ciri  tertentu.  APEC  merupakan  forum 
dari  pemerintah  ke  pemerintah  yang  berusia 
lima  tahun,  terdiri  dari  enam  belas  pereko- 
nomian  ~  segera  menjadi  delapan  belas  ~ 
dari  tepian  Pasifik.  Ia  mempunyai  sekreta- 
riat  kecil  dan  dari  awalnya  ingin  mewadahi 
subkawasan  ASEAN,  CER  (Australia  dan 
Selandia  Baru)  dan  NAFTA.  Selama  tahun- 
tahun  awal  pembentukannya,  ia  menspon- 
sori  sejumlah  pertemuan  internasional  dan 
menciptakan  beberapa  kelompok  kerja  de- 
ngan penugasan  khusus. 

Meskipun  semua  yang  dikatakan  di  atas 
ini  benar,  namun  belum  terungkaplah  esensi 
APEC.  Sebagai  suatu  proses,  bukan  melulu 
atau  bahkan  pertama-tama  suatu  organisasi. 
Proses  ini  sedang  meningkatkan  integrasi 
ekonomi  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Meng- 
ingat  pemerintah-pemerintah  tidak  menye- 
babkan  berlangsungnya  integrasi  itu,  maka 
peranan  organisasi  APEC  sehubungan  de- 
ngan proses  APEC  adalah  mengusahakan 
agar  pemerintah-pemerintah  jangan  mem- 
buat  lebih  buruknya  proses  itu.  Sebagai- 
mana  sumpah  Hipocrates  bagi  para  dokter, 
seharusnya  pemerintah-pemerintah  APEC 
berjanji  untuk  tidak  mengganggu  proses  itu. 
Usaha  ini  dilengkapi  dengan  perluasan 
kesadaran  APEC  di  dalam  masing-masing 
negara.  Selama  setiap  pertemuan  tingkat 
menteri,  harus  ada  beberapa  pertemuan  Pe- 
jabat  Senior,  dan  pada  gilirannya  mereka 
membutuhkan  diskusi-diskusi  (briefings). 
Pembentukan  kelompok-kelompok  kerja 
khusus  berarti  bahwa  ada  pegawai-pegawai 
negeri  di  dalam  birokrasi  yang  menyibukkan 
diri  dengan  masalah-masalah  APEC.  Pega- 
wai-pegawai negeri  ini  perlu  berinteraksi 


dengan  masyarakat  pengusaha  untuk  me- 
nyebarluaskan  bahan  hasil  kajiannya. 
Bahkan  lingkungan  akademis  perlu  dimintai 
nasihatnya.  Jaringan  kerja  orang-orang 
yang  terlibat  APEC  ini,  merupakan  suatu 
bagian  masyarakat  yang  berkewajiban  me- 
mikirkan  kawasan  APEC  dalam  berbagai 
tindakannya.  Pemerintah-pemerintah  mung- 
kin  masih  mengambil  kebijakan  jelek,  tetapi 
hendaknya  jangan  sampai  dilalaikan  akibat- 
nya  pada  negara-negara  APEC. 

Memang  akan  sungguh  menakjubkan  ka- 
lau  APEC  dapat  melancarkan  integrasi  eko- 
nomi lebih  lanjut.  Dan  khususnya  akan  ber- 
manfaat  jika  APEC  dapat  turut  mencegah 
dan  menyelesaikan  perselisihan-perselisihan 
ekonomi.  Pada  dasarnya  APEC  hendaklah 
berkepentingan  untuk  menciptakan  iklim 
yang  terbaik,  agar  kekuatan-kekuatan  eko- 
nomi yang  ada  menghasilkan  integrasi  eko- 
nomi yang  terus-menerus  semakin  erat.  Da- 
lam bidang-bidang  terbatas  tertentu  di  mana 
pemerintah-pemerintah  terlibat  secara  men- 
dalam,  entah  secara  tradisi  atau  tuntutan- 
tuntutan  teknologi  seperti  dalam  hal  keuang- 
an  atau  telekomunikasi,  ada  lingkup  bagi  pe- 
merintah untuk  lebih  aktif  mendorong  inte- 
grasi melalui  harmonisasi  peraturan  dan 
standar,  tetapi  lingkup  ini  dibatasi. 

Hubungan  APEC  dengan  Sektor 
Swasta 

Perlu  diungkapkan  lagi,  bahwa  regional- 
isme  Pasifik  dimulai  oleh  sektor  swasta  dan 
masa  depannya  pun  tergantung  pada  sektor 
swasta.  Lalu  apakah  hubungan  APEC  de- 
ngan sektor  swasta,  khususnya  masyarakat 
pengusaha?  Ada  bahaya  bahwa  sekali  peme- 
rintah-pemerintah mulai  berbicara  satu  sa- 
ma  lain,  tidak  pernah  ada  waktu  yang  sewa- 
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jarnya  untuk  berkonsultasi  dengan  masya- 
rakat  pengusaha,  dan  banyak  birokrat  eng- 
gan  berurusan  dengan  persoalan-persoalan 
mereka.  Jikalau  para  menteri  pemerintah 
mulai  beranggapan  dirinya  mengetahui 
segala  sesuatu  .  tentang  bisnis  sehingga 
merasa  tidak  membutuhkan  nasihat,  maka 
ada  bahaya  besar  sekali. 

Syukurlah  bahwa  APEC  telah  menyedia- 
kan  wadah  partisipasi  bagi  sektor  swasta  da- 
lam  perbincangan-perbincangannya,  perta- 
ma-tama  dengan  memberi  tempat  dalam  me- 
ja  PECC  (Pacific  Economic  Cooperation 
Council).  Ahli-ahli  sektor  swasta  juga  ber- 
partisipasi  langsung  dalam  kegiatan-kegiat- 
an  banyak  kelompok  kerja.  PECC  khusus- 
nya  sangat  cocok  menjadi  penghubung  sek- 
tor swasta,  karena  dirinya  merupakan  tri- 
partit  yang  dapat  menyampaikan  pandangan 
pengusaha  atau  akademikus  agar  menjadi 
perhatian  pemerintah.  Proyek-proyek  PECC 
(termasuk  PEO  -  Pacific  Economic  Outlook  - 
yang  saya  pimpin)  sejalan  dengan  kepenting- 
an-kepentingan  APEC  dan  bermanfaat  serta 
tepat  pada  waktunya  memberi  masukan  un- 
tuk pekerjaan  APEC.  Bukannya  menyebab- 
kan  gangguanlah,  sebaliknya  PECC  dapat 
menjadi  sumber  daya  yang  berharga  bagi  pe- 
merintah-pemerintah.  Karena  meliputi  bebe- 
rapa  negara  bukan  anggota  APEC,  ia  dapat 
memperkenalkan  pandangan- pandangan  ba- 
ru  dan  bertindak  mengupayakan  penyiapan 
negara- negara  ini  untuk  berpartisipasi  dalam 
APEC.  PECC  dapat  memperdebatkan  ga- 
gasan-gagasan  yang  mudah  menimbulkan 
pertengkaran,  bahkan  yang  aneh-aneh,  de- 
ngan cara  yang  tak  dapat  dilakukan  oleh 
pemerintah-pemerintah.  Dan  ia  dapat  mem- 
peroleh  informasi  ekonomi  tepat  pada  wak- 
tunya dari  masyarakat  pengusaha  dalam 
bentuknya  yang  tidak  biasa.  Memanglah  ada 
banyak  asosiasi  bisnis  transnasional  di  Pa- 


sifik.  Beberapa  di  antaranya  telah  memper- 
oleh  manfaatnya  berpartisipasi  dalam  ke- 
giatan-kegiatan  APEC  melalui  cara  yang 
berbeda-beda.  Akan  tetapi,  PECC  hendak- 
nya  tetap  menjadi  pengikat  utama  bagi 
APEC  untuk  menjalin  tukar-menukar  ga- 
gasan  yang  penuh,  bertanggungjawab  dan 
berkesinambungan. 

Pandangan  Lain  Tentang  APEC 

Konsepsi  mengenai  APEC  pertama-tama 
sebagai  proses  tidak  terdapat  pada  sementara 
pemikir  di  Amerika  Serikat  dan  negara  lain, 
karena  mereka  berangkat  dari  premis  yang 
berbeda.  Mereka  berpendapat  bahwa  kebi- 
jakan  pemerintah  mengenai  perdagangan  in- 
ternasional  dan  investasi  di  samping  sangat 
dominan,  juga  amat  tidak  mantap.  Kebij ak- 
an akan  bergerak  maju  menuju  lebih  banyak 
liberalisasi  (penggunaan  istilah  Manchester), 
atau  justru  lebih  proteksionis,  namun  tidak 
dapat  tetap  sama  (ini  disebut  teori  sepeda). 
Alasannya  adalah  bahwa  usaha-usaha  per- 
dagangan membagikan  kembali  pendapatan 
di  dalam  negeri  secara  agak  sembunyi-sem- 
bunyi,  dan  ini  sangat  menyukarkan  para  pe- 
jabat  menghadapi  permintaan  lebih  banyak 
proteksi  bagi  perusahaan  yang  mendapat 
persaingan  impor.  Sebagaimana  para  pro- 
teksionis mengisahkan  ceritanya,  bahwa  ini- 
lah  pilihan  antara  membantu  perusahaan  da- 
lam negeri  bersaing  atau  memberi  pasar  ke- 
pada  perusahaan  asing.  Sementara  perusa- 
haan asing  kalah  seandainya  dilakukan  pro- 
teksi, maka  penderita-penderita  yang  se- 
sungguhnya  adalah  industri  nasional  peng- 
ekspor  dan  konsumen  dalam  negeri.  Dan 
mereka  seringkali  tidak  menyadari  bahwa  se- 
sungguhnya  menjadi  penderita.  Satu-satu- 
nya  cara  untuk  mengendalikan  negara- 
negara  proteksionis,  menurut  teori  sepeda, 
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adalah  terus-menerus  mengadakan  perun- 
dingan  internasional  yang  bertujuan  membe- 
baskan  perdagangan,  karena  hal  ini  akan 
memobilisasi  kepentingan  ekspor.  Lebih 
jauh  lagi,  perlu  persetujuan-persetujuan  per- 
dagangan internasional  yang  membatasi 
lingkup  tindakan  negara  proteksionis.  Maka 
para  pemikir  PECC  berpendapat,  bahwa  di- 
perlukan  perundingan  dagang  yang  amat 
baik  untuk  perdagangan  bebas  dalam 
APEC,  karena  perdagangan  bebas  di  ling- 
kup dunia  di  bawah  pengaturan  WTO  belum 
terlaksana. 

Saya  tidak  sependapat  dengan  analisis  itu 
berdasarkan    beberapa   alasan.  Pertama, 
perundingan-perundingan  kurang  mampu 
menghadapi  tekanan-tekanan  proteksionis 
seperti  yang  diperkirakan,  dan  kalau  tidak 
ada  perundingan-perundingan  pun  kurang 
berpengaruh    untuk   perdagangan  bebas. 
Satu-satunya  cara  untuk  mengatasi  protek- 
sionisme  adalah  diarahkan  pada  sikap  pro- 
tektif  itu  sendiri.  Kedua,  tindakan  perun- 
dingan tidak  mungkin  menyebabkan  hasil- 
hasil  yang  bersifat  membebaskan.  Beberapa 
negara  proteksionis  telah  tahu  bagaimana 
menyembunyikan  tuntutannya  dan  menu- 
tupinya  dengan  dalih  demi  perlindungan 
lingkungan  atau  membela  hak-hak  pekerja 
yang  diakui  secara  internasional.  Seandai- 
nya  lingkungan  dan  hak-hak  pekerja  diper- 
masalahkan,  adalah  paling  baik  dibicarakan 
tersendiri,  dan  tidak  terkait  dengan  perun- 
dingan dagang  di  mana  masalahnya  dapat 
dimanipulasi  oleh  para  pencari  rente.  Akhir- 
nya,  perundingan-perundingan  -  khususnya 
menyangkut  faktor-faktor  yang  sangat  ber- 
dampak  pada  masa  mendatang  --  menuntut 
tanggung  jawab  berat  dari  pemerintah.  Pe- 
merintah-pemerintah  harus  memperkirakan 
kecenderungan  dan  akibat  ekonomi  yang 
akan  terjadi  kalau  tanpa  persetujuannya. 


Dan  kemudian  mengubah  peraturan-per- 
aturan  seperti  yang  ditetapkan  usul  persetu- 
juan.  Ini  merupakan  tugas  yang  membosan- 
kan  dan  tidak  dapat  dikerjakan  secara  aku- 
rat.  Skenario-skenario  kasus  yang  lebih  bu- 
ruk  dikemukakan,  seolah-olah  kasus  itu  me- 
rupakan hasil  akhir  yang  paling  mungkin. 
Hal  lebih  serius  adalah  prospek  adanya  ke- 
mungkinan  sebelumnya  mengenai  andil  dis- 
tributif  dalam  setiap  negara  bisa  dirongrong 
sehingga  menyebabkan  gangguan  dan  keti- 
dakpastian  politik.  Setiap  pemerintah  yang 
secara  serius  mengadakan  komitmen  inter- 
nasional, harus  berhati-hati  melaksanakan 
perundingan-perundingan.  Ini  tidak  berarti 
menganjurkan  agar  perundingan  tidak  per- 
nah  selayaknya  diusahakan.  Sebaliknya,  se- 
rangkaian  persetujuan  ekonomi  internasio- 
nal yang  dicapai  dalam  periode  setelah  Pe- 
rang  Dunia  II  memang  sangat  bermanfaat, 
khususnya  bagi  negara  kecil  dan  yang  se- 
dang  berkembang.  Akan  tetapi,  tekanannya 
adalah  pada  kesepakatan.  Perundingannya 
tidak  dapat  dijadikan  tujuan  itu  sendiri. 
Maka,  ini  menimbulkan  pertanyaan  kritis, 
seperti  apakah  suatu  kesepakatan  yang  di- 
rundingkan  perlu  untuk  mencapai  tujuan- 
tujuan  APEC? 


Arti  Regionalisme  Terbuka 

Baik  tujuan  maupun  bentuk  APEC  itu 
termuat  dalam  perkataan  "regionalisme  ter- 
buka". Konsep  ini  dirumuskan  oleh  PECC 
pada  pertemuan  umumnya  yang  kesembilan 
di  San  Fransisco  pada  tahun  1991  dan  dite- 
rima  oleh  semua  anggota  APEC  yang  selu- 
ruhnya  merupakan  anggota  PECC.  Perkata- 
an itu  memuat  beberapa  dimensi.  Di  satu  pi- 
hak,  berarti  bahwa  APEC  bukanlah  suatu 
kelompok  yang  tertutup,  sebaliknya  mendo- 
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rong  negara-negara  Asia  Pasifik  lain  untuk 
menginginkan  dan  memenuhi  syarat  men- 
jadi  anggota.  Memenuhi  syarat  artinya  me- 
nerima  prinsip-prinsip  pasar,  menganut  ke- 
bijakan  ekonomi  berorientasi  ke  luar  selama 
jangka  waktu  cukup,  dan  menerima  tujuan 
jangka  panjang  perdagangan  dan  investasi 
bebas  di  kawasan.  Apakah  itu  berarti  bahwa 
setiap  negara  yang  memenuhi  syarat  dalam 
arti  tersebut  boleh  mejadi  anggota?  Setiap 
perekonomian  yang  mendiskriminasikan  se- 
mua  anggota  APEC  untuk  menguntungkan 
negara-negara  lain  non-APEC  jelas-jelas  ke- 
lihatan  tak  memenuhi  syarat  sebagai  calon 
anggota.  (Akan  tetapi,  Brasil  mungkin  me- 
menuhi persyaratan  sekalipun  tidak  berba- 
tasan  dengan  Pasifik). 

Di  pihak  lain,  APEC  tidak  ingin  merugi- 
kan  negara-negara  bukan  anggota.  Jadi,  ia 
mendorong  anggota-anggotanya  untuk  me- 
luaskan  liberalisasi  perdagangan  dan  inves- 
tasi yang  mungkin  dilaksanakannya  juga  ke- 
pada  yang  bukan  anggota.  APEC  bertujuan 
untuk  perdagangan  bebas  global,  dan  tidak 
ingin  menjadi  blok  perdagangan  yang  tertu- 
tup.  Secara  tegas  ia  menolak  pendekatan 
Uni  Eropa  dan  NAFTA  untuk  melaksana- 
kan  perdagangan  bebas  di  kawasannya  saja. 

Ada  ambiguitas  jelas  di  dalam  arti  yang 
kedua  regionalisme  terbuka.  Apakah  secara 
harafiah  berarti  bahwa  tidak  ada  diskrimi- 
nasi  jenis  apa  pun  dapat  dilakukan  yang  me- 
nguntungkan negara-negara  anggota?  Jika 
demikian,  maka  APEC  akan  mendorong 
munculnya  para  pembonceng,  yaitu  negara- 
negara  dapat  mengelakkan  kewajiban  yang 
mungkin  menyertai  keanggotaan  tanpa  men- 
jadi anggota,  tetapi  masih  menikmati  semua 
manfaatnya.  Dalam  satu  arti  diskriminasi  se- 
lalu  dipraktekkan  karena  agenda  APEC  di- 
tentukan  oleh  para  anggota,  tidak  oleh 
bukan  anggota.  Kelompok  Pakar  APEC 


(Eminent  Persons  Group  -  EPG)  dalam  la- 
poran  keduanya  disibukkan  oleh  isu  ini.  Me- 
reka  berkesimpulan  bahwa  kondisinya  me- 
muaskan  jika  liberalisasi  unilateral  yang  se- 
luas  mungkin  dilaksanakan  oleh  anggota- 
nya,  bila  ada  komitmen  untuk  lebih  jauh  me- 
ngurangi  hambatan-hambatan  perdagangan 
dan  investasi  mereka  kepada  negara-negara 
non-APEC,  bila  menawarkan  manfaat-man- 
faat  liberalisasi  APEC  kepada  negara  bukan 
anggota  berdasarkan  keuntungan  timbal  ba- 
lik. 

Perumusan  ini  mungkin  melekat  pada 
beberapa  ketidaksepakatan  pokok  dalam 
EPG.  Mereka  yang  menginginkan  perun- 
dingan  untuk  mencapai  persetujuan  formal 
terlaksananya  perdagangan  bebas  pada 
waktu  tertentu  dan  dengan  suatu  masa  tran- 
sisi  khusus  (barangkali  dibeda-bedakan  me- 
nurut  tingkat  perkembangannya)  mungkin 
merasa  bahwa  kedudukan  mereka  ditentu- 
kan  perumusan.  Meskipun  demikian,  mere- 
ka yang  melihat  tidak  perlunya  ~  sungguh 
suatu  bahaya  ~  perundingan  formal  ~  mung- 
kin juga  merasa  puas,  karena  tujuan  perda- 
gangan bebas  pada  waktu  tertentu  di  masa 
depan  dapat  disepakati  tanpa  adanya  perun- 
dingan formal. 

Lalu,  apakah  sebaiknya  perlu  perunding- 
an formal  atau  tidak?  Saya  berpendapat  un- 
tuk menerima  kebijaksanaan  Asia  Tenggara 
menyangkut  isu  demikian.  Mengapa  orang 
harus  berkeinginan  membuat  keputusan  ten- 
tang  isu  ini  pada  waktu  sekarang?  Penunda- 
an  mungkin  memberikan  beberapa  keun- 
tungan. Ketika  negara-negara  melaksanakan 
liberalisasi  yang  ditentukan  oleh  Putaran 
Uruguay,  mungkin  mereka  akan  mengalami 
bahwa  keuntungannya  lebih  banyak  dan  ke- 
rugiannya  lebih  sedikit  daripada  yang  diper- 
kirakan.  Skenario  kasus-kasus  yang  lebih 
buruk  dari  liberalisasi  perdagangan  justru  ti- 
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dak  terjadi.  Ini  adalah  pengalaman  dengan 
semua  persetujuan  jenis  ini  sebelumnya. 
Oleh  karena  itu  mengikuti  pengalaman  sebe- 
lumnya, mungkinlah  lebih  mudah  mencapai 
kesepakatan  yang  sesungguhnya  mengenai 
apakah  suatu  persetujuan  formal  benar- 
benar  diperlukan.  Kedua,  anggota-anggota 
akan  dapat  mengamati  Uni  Eropa  dan  meli- 
hat  kalau-kalau  Uni  Eropa  cenderung  nienu- 
jii  perekonomian  yang  tertutup.  Jikalau  me- 
mang  demikian  ~  tetapi  saya  pikir  itu  tidak 
mungkin  ~  maka  kebutuhan  akan  kekuatan 
untuk  menghadapinya  menjadi  jelas.  Akhir- 
nya,  teori  sepeda  akan  dicoba.  Sesudah  se- 
tiap  putaran  GATT  ada  semacam  sikap 
diam,  tetapi  tidak  amat  serius  dan  tentu  saja 
tidak  mencegah  usaha-usaha  baru  untuk  li- 
beralisasi.  Apabila  proteksionisme  akan  me- 
nguat,  maka  kebutuhan  perundingan  mung- 
kin diterima  lebih  luas. 

Menteri-menteri  APEC  telah  semakin 
mendekati  liberalisasi  perdagangan  dan  bah- 
wa  ini  semakin  meyakinkan  kemajuan  bagi 
APEC.  Memang  terserah  pada  para  pimpin- 
an  pemerintahan  untuk  memberikan  komit- 
men  politik  dan  isi  pada  APEC.  Jikalau  di 
bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto 
para  pimpinan  pemerintahan  akan  memilih 
menyetujui  tujuan  perdagangan  bebas  di  ka- 
wasan  dalam  suatu  masa  tertentu,  maka  ko- 
mitmen  politik  pada  APEC  akan  dikokoh- 
kan.  Sudah  mencukupilah  penandatanganan 
suatu  deklarasi  yang  bermaksud  mencipta- 
kan  perdagangan  bebas  pada  waktu  yang  di- 
tetapkan,  sekalipun  tidak  memuat  perenca- 
naan  detail  bagaimana  mencapainya. 

Secara  kebetulan,  deklarasi  yang  ditan- 
datangani  demikian  akan  sangat  bermanfaat 
bagi  Amerika  Serikat.  Ini  dapat  diberi  ting- 
katan  seperti  Persetujuan  Presidensial  yang 
tidak  membutuhkan  persetujuan  Kongres. 
Ia  kemudian  dapat  digunakan  oleh  pemerin- 


tahan Clinton  selama  konperensi  Para  Pe- 
mimpin  benua  Amerika  pada  bulan  Desem- 
ber  1994  sebagai  tujuan  yang  diinginkan 
oleh  kelompok  itu  juga.  Prinsip  regional- 
isme  terbuka  sedang  didiskusikan  dan  di- 
setujui  di  Amerika  Latin.  Mungkin  AS  men- 
desak  negara- negara  lain  untuk  menyiapkan 
diri  ikut  dalam  APEC  dan  lupa  melakukan 
perundingan  mendetail  dengan  Amerika  Se- 
rikat, Kanada,  Meksiko  untuk  memperluas 
NAFTA. 

Apakah  APEC  Ancaman  untuk  Me- 
lemahnya  ASEAN? 

Beberapa  analisis  dan  sementara  negara 
Asia  Tenggara  sangat  berhati-hati  mengenai 
APEC,   karena  mereka  khawatir  bahwa 
APEC  dapat  melemahkan  ASEAN.  Jika 
ASEAN  hanyalah  suatu  kesatuan  bea  cukai, 
maka  liberalisasi  perdagangan  jenis  apa  pun, 
termasuk  Putaran  Uruguay  akan  memotong 
batas-batas  preferensi  dan  dapat  mengurangi 
arti  ASEAN.  Tetapi  ini  bukanlah  kasusnya. 
Sebagaimana  dikemukakan  di  depan,  adalah 
dimensi  politik  dan  keamanan  ASEAN  yang 
membuatnya  demikian  berarti  bagi  para 
anggotanya,  bukan  preferensi  tarif.  Perta- 
nyaan  yang  tepat  diajukan  ialah  apakah 
APEC  membuat  kerja  sama  dan  kesatuan 
ASEAN  lebih  perlu  atau  kurang  perlu.  Pan- 
dangan  saya  atas  situasinya  adalah  bahwa 
APEC  membuat  kerja  sama  ASEAN  malah- 
an  makin  penting  bagi  negara  anggotanya 
dan  akan  memperkuat,  tidak  menghambat 
perkembangannya.  Kawasan  Perdagangan 
Bebas  ASEAN  (ASEAN  Free  Trade  Area  - 
AFT  A)  akan  dipercepat  baik  karena  selesai- 
nya  Putaran  Uruguay  maupun  berkembang- 
nya  APEC.  Persoalan  yang  semakin  men- 
jadi pertanyaan  ialah  apakah  yang  akan 
diperbuat  ASEAN,  atau  apakah  yang  dipi- 
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kirkan  ASEAN  --  bukan  bagaimana  enam 
negara  ASEAN  akan  bereaksi.  APEC  mung- 
kin  menantang  ASEAN,  tetapi  tidak  akan 
melemahkan  ASEAN.  Tantangan  bagi 
ASEAN  adalah  untuk  menjadi  suatu  waha- 
na  kolektif  yang  bahkan  semakin  kuat  bagi 
keenam  anggotanya. 

Kemajuan  historis  sedang  berlangsung  di 
ASEAN,  bahkan  ketika  APEC  sendiri  ber- 
gerak  maju.  AFTA  sudah  dirancangkan.  Ju- 
ga  Forum  Regional  ASEAN  (ASEAN  Re- 
gional Forum  -  ARF)  diadakan  di  Bangkok 
pada  bulan  Juli  1994.  ARF  adalah  lembaga 
untuk  mendiskusikan  masalah-masalah  po- 
litik,  militer,  dan  keamanan  bagi  seluruh  ka- 
wasan  Asia  Pasifik.  Ada  kemungkinan 
memprakarsai  dialog  membangun  keperca- 
yaan  dan  benar-benar  mendorong  negara 
anggota  untuk  mengusahakan  pengembang- 
an  perdamaian  di  kawasan.  Menurut  pemi- 
kiran  saya  ASEAN  tidak  dirugikan  dan  jus- 
tru  semakin  diperkuat,  dan  bagaimanapun 
tidak  terancam  oleh  APEC. 

Baik  secara  geografis  maupun  peranan, 
ASEAN  berada  di  pusat  APEC.  Tidak  ada 
persoalan  lain  kecuali  bahwa  APEC  akan 
maju  hanya  dengan  konsensus  sepenuhnya. 
Jikalau  negara-negara  ASEAN  mengingin- 
kan  kemajuan  APEC  berjalan  lambat  dan 
bertahap,  maka  itu  pun  yang  akan  terjadi. 
Negara-negara  lain  seperti  Korea  dan  Ameri- 
ka  Serikat  mungkin  menginginkan  kemaju- 
an yang  lebih  cepat.  Mereka  mungkin  men- 
coba  meyakinkan  negara  lain  untuk  mene- 
rima  resiko  akselerasi,  tetapi  jikalau  mereka 
tak  teryakinkan,  maka  itulah  yang  harus  di- 
terima. 

Akan  tetapi,  terdapat  ongkos-ongkos 
berkenaan  dengan  kemajuan  yang  lambat. 
Bukan  hanya  kesempatan  untuk  pertumbuh- 
an  ekonomi  lebih  cepat  yang  hilang,  tetapi 
kesempatan- kesempatan  dan  pilihan-pilihan 


lain  akan  menjadi  lebih  kompetitif.  Semen- 
tara  analis  berkeyakinan  bahwa  AS  mungkin 
berpaling  ke  Amerika  Selatan  dan  mencoba 
memperluas  NAFTA,  jikalau  APEC  kelihat- 
an  tidak  menjanjikan.  Saya  sendiri  berpikir 
bahwa  Amerika  Selatan  yang  mana  pun  ti- 
dak memiliki  potensi  mendekati  yang  dimi- 
liki  Asia  Pasifik  dan  tidak  sanggup  memuas- 
kan  kebutuhan  AS  untuk  mitra  perdagangan 
dan  investasi.  Meskipun  demikian,  terbuka 
prospek  bahwa  kebijakan  AS  mungkin  men- 
jadi lebih  agresif  lagi  secara  unilateral  mau- 
pun bilateral.  Tak  terelakkan  bahwa  AS 
akan  menjadi  lebih  bilateral  setelah  ber- 
akhirnya  Perang  Dingin,  sebagaimana  di- 
alaminya  sendiri  dalam  situasi  di  mana  ia 
telah  membukakan  akses  pasar  yang  besar 
tanpa  imbalan  pasaran  memadai  dari  mitra 
dagang  utamanya.  Contohnya,  sekurang- 
kurangnya  ada  enam  lembaga  keuangan  Je- 
pang  yang  menjadi  dealer  utama  surat-surat 
berharga  di  AS,  tetapi  tidak  ada  satu  pun 
perusahaan  keuangan  AS  diperbolehkan  me- 
miliki status  yang  sama  di  Jepang.  Memper- 
baiki  keseimbangan  yang  diwarisi  dari  bila- 
teralisme  masa  lalu  jelas  tak  bisa  dihindari, 
namun  itu  tidak  perlu  diteruskan  di  masa 
mendatang.  Apabila  ada  pendekatan-pende- 
katan  regional  dan  global  yang  menjanjikan 
hasil-hasil  nyata,  maka  bilateralisme  men- 
jadi tak  diperlukan.  Oleh  karena  itu,  ada 
tukar-menukar  antara  kecepatan  liberalisasi 
APEC  dan  kekuatan  bilateralisme  AS. 

Bagaimana  Tentang  Kaukus  Ekono- 
mi Asia  Timur  {East  Asia  Economic 
Caucus  -  EAEC)? 

Menghadapi  meluas  dan  mendalamnya 
Persatuah  Eropa  dan  segera  terbentuknya 
NAFTA,  beserta  dengan  seretnya  Putaran 
Uruguay,  Perdana  Menteri  Mahathir  dari 
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Malaysia  muncul  dengan  gagasannya  mem- 
bentuk  lembaga  baru  yang  terbatas  pada 
negara-negara  Asia  Timur  dan  Tenggara 
yang  sekarang  dikenal  sebagai  EAEC.  Seba- 
gaimana  dijelaskan  kepada  saya,  EAEC 
akan  memberikan  jaminan  bagi  negara-ne- 
gara di  Asia  Timur  pada  saat  sistem  perda- 
gangan  global  menjadi  suram,  di  mana  Uni 
Eropa  dan  NAFTA  mengurung  diri  dengan 
berbagai  hambatan  terhadap  negara-negara 
sisa  dunia. 

Menanggapi  perumusan  semula  dari  ga- 
gasan  itu  (EAEG),  Amerika  Serikat  segera 
menentangnya  berdasarkan  dua  alasan.  Per- 
tama,  Amerika  Serikat  tidak  diikutsertakan, 
dan  kedua,  Jepang  diikutkan.  Karena  tujuan 
organisasi  yang  diusulkan  sangat  tidak  jelas, 
AS  harus  berprasangka  bahwa  ini  berarti 
mendiskriminasikan  Amerika  Serikat  demi 
menguntungkan  Jepang.  Ingatlah  bahwa  AS 
telah  menyambut  baik  ASEAN  maupun 
CER,  meskipun  keduanya  mendiskriminasi- 
kannya.  Sungguh  Amerika  Serikat  memiliki 
catatan  panjang  untuk  mau  didiskriminasi- 
kan  jika  tujuannya  dapat  diterima,  tetapi 
menyangkut  Jepang  adalah  masalah  yang 
berbeda.  Para  analis  telah  lama  mengakui 
bahwa  ancaman  paling  serius  bagi  kemak- 
muran  ekonomi  dan  mungkin  bahkan  stabi- 
litas  politik  dunia  adalah  perselisihan  eko- 
nomi antara  Jepang  dan  Amerika  Serikat 
yang  dapat  berakibat  dalam  perang  dagang. 
Perekonomian  AS  dan  Jepang  memiliki  sa- 
ling   ketergantungan   yang  menghasilkan 
manfaat  ekonomi  penting  bagi  kedua  nega- 
ra.  Seolah-olah  mereka  berada  dalam  perka- 
winan  ekonomi.  Inilah  suatu  perkawinan 
yang  agak  penuh  pertengkaran,  tetapi  perce- 
raian  tidak  dipersoalkan  karena  akan  mem- 
beratkan  bagi  kedua  negara.  Setiap  perusa- 
haan  besar  Amerika  sekurang-kurangnya 
mempunyai  satu  hubungan  kerja  patungan 
dengan  satu  perusahaan  besar  Jepang  atau 


lebih.  Banyak  yang  memiliki  beberapa  per- 
talian  industrial.  Di  tahun  akhir-akhir  ini, 
Jepang  merupakan  investor  terbesar  di  Ame- 
rika Serikat.  Perusahaan- perusahaan  Jepang 
mempekerjakan  ratusan  ribu  orang  Amerika 
di  AS.  Secara  praktis  Jepang  adalah  satu- 
satunya  negara  yang  industrinya  dapat  di- 
bandingkan  dengan  dan  dalam  beberapa  in- 
dustri  berteknologi  lebih  unggul  daripada 
Amerika  Serikat,  yang  karenanya  AS  harus 
sibuk  membereskan  kekurangan-kekurang- 
annya.  Banyaknya  publikasi  perselisihan  di 
antara  dua  negara  ~  termasuk  perselisihan 
sekarang  mengenai  akses  pasar  -  dapat  me- 
nyesatkan  para  pengamat  yang  tidak  cermat 
pada  apa  yang  sedang  berlangsung.  Perseli- 
sihan-perselisihan  ini  dibalut  secara  berhati- 
hati  dan  tidak  diperbolehkan  merusakkan 
keseluruhan  hubungan.  Di  bawah  permuka- 
an,  perekonomian  AS  dan  Jepang  sedang 
menyatu,  dan  hasil  akhirnya  mungkin  lebih 
tampak  Jepangnya  daripada  Anglo-Saxon. 
Oleh  karena  itu,  jika  ada  pemutusan  hu- 
bungan ekonomi  antara  Jepang  dan  Ameri- 
ka Serikat,  akan  terjadi  akibat-akibat  yang 
hebat.   Ini  menjelaskan  mengapa  reaksi 
orang- orang  Amerika  terhadap  EAEC  demi- 
kian  keras  ~  sebab  EAEC  terasa  seperti 
skema  untuk  memaksakan  keretakan  antara 
Jepang  dan  Amerika  Serikat. 

Para  pendukung  EAEC  berpendapat 
bahwa  AS  memang  tak  dapat  dipahami.  Ba- 
gaimanapun  juga  AS  telah  mengadakan  per- 
sekutuan  yang  bersifat  diskriminatif  dengan 
Kanada  dan  Meksiko  dalam  NAFTA,  na- 
mun  Jepang  tidak  bereaksi  begitu  keras.  Se- 
benarnya  mengenai  NAFTA  ialah  bahwa  hal 
itu  hanyalah  meresmikan  keadaan  khusus 
yang  sudah  terjadi  di  Amerika  Utara.  NAF- 
TA menghasilkan  insentif  baru  yang  sangat 
sedikit  untuk  mengkonsentrasikan  kegiatan 
ekonomi  di  antara  tiga  anggotanya.  Bahkan 
sebelum  NAFTA,  antara  70%  dan  S5°/o  dari 
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perdagangan  baik  Kanada  maupun  Meksiko 
adalah  dengan  Amerika  Serikat.  Pendek 
kata,  tidak  ada  peluang  untuk  penyirnpang- 
an  perdagangan.  AS  mempunyai  batas  da- 
ratan  panjang  yang  tak  terlindungi  dengan 
kedua  negara.  Sebelum  terbentuknya  NAF- 
TA, daerah-daerah  perbatasan  sepenuhnya 
terintegrasi.  Misalnya,  saya  tinggal  di  San 
Diego  yang  bertetangga  dengan  sesama  kota 
di  Meksiko  yaitu  kota  Tijuana.  Untuk  pergi 
berbelanja  ke  kota  Meksiko  ini  saya  mem- 
butuhkan  waktu  lebih  singkat  daripada  la- 
manya  orang  di  pinggiran  Jakarta  pulang 
atau  pergi  dari  kantor  ke  rumahnya.  Karena 
itu,  kami  biasa  berbelanja  di  Tijuana,  saya 
memperbaiki  sepatu  di  sana,  kami  seringkali 
makan  malam  dan  menikmati  suasana  ma- 
lam  di  sana.  NAFTA  adalah  kasus  khusus 
dan  tidak  merugikan  Jepang  atau  negara 
lain  mana  pun. 

Dalam  reaksi  atas  tanggapan  negatif 
Amerika  Serikat,  sebagian  saya  andaikan 
bahwa  usul  EAEC  dikemukakan  dengan 
suatu  modifikasi  atau  penjelasan  ~  saya  ti- 
dak tahu  yang  manakah  itu.  Sekarang 
EAEC  merupakan  usul  ASEAN  dan  itulah 
yang  membuatnya  lebih  lunak  dari  sudut 
pandang  AS.  Selain  itu,  ia  dimaksudkan  un- 
tuk menjadi  kaukus  di  dalam  APEC,  bukan- 
lah  pesaing  langsung  bagi  APEC.  Kami  di- 
beritahu  bahwa  itu  dimaksudkan  untuk 
memberi  wadah  pertukaran  pendapat  secara 
informal  dan  tidak  mempunyai  tujuan  jelek. 
Dalam  bentuk  ini,  ia  hampir  tak  dapat  di- 
tentang,  tetapi  apakah  itu  bermanfaat?  Jika- 
lau  berkaukus  berarti  para  partisipan  men- 
capai  pendirian  bersama  dalam  isu-isu  yang 
penting,  maka  EAEC  merupakan  ancaman 
baik  bagi  APEC  maupun  ASEAN.  Ia  dapat 
memperkaku  diskusi-diskusi  dalam  APEC, 
bila  anggota-anggota  kaukus  memasuki  dis- 
kusi  itu  dengan  semangat  ketertutupan,  ia 
akan  mempersulit  kelembagaan  ASEAN  da- 


lam fungsinya  membangun  konsensus.  Jadi 
ia  akan  terasa  sebagai  atau  tak  perlu  untuk 
melaksanakan  fungsi  yang  murni  konsulta- 
tif,  atau  jika  lebih  banyak  diinginkan  maka 
sedikit  pun  ia  tak  membantu. 

Adalah  menarik  mengamati  tanggapan 
negara  lain  terhadap  usul  EAEC,  khususnya 
Jepang.  Merupakan  taktik  diplomasi  Jepang 
untuk  bersembunyi  di  balik  selubung  apa 
pun  yang  ada,  demi  menghindari  pendirian 
tentang  isu  yang  menimbulkan  perselisihan 
dan  dapat  menyebabkan  suatu  negara  ma- 
rah.  Jepang  tidak  pernah  mau  menerima  ke- 
pemimpinan  EAEC  dan  karena  itu  menghin- 
dari tanggung  jawabt  Seharusnya  Perdana 
Menteri  Mahathir  sangat  frustrasi  sampai  di- 
anjurkan  oleh  Tokyo,  agar  meyakinkan 
Washington  bahwa  EAEC  adalah  gagasan 
yang  baik,  sebelum  Jepang  mau  mendu- 
kungnya.  Sebagaimana  saya  katakan  di  de- 
pan,  berakhirnya  Perang  Dingin  menghapus 
peluang  yang  menguntungkan  Jepang. 

Kepemimpinan  APEC 

Kepemimpinan  memang  diperlukan  bagi 
organisasi  apa  pun  jika  ia  diinginkan  untuk 
maju.  Dalam  APEC  tanggung  jawab  kepe- 
mimpinan adalah  untuk  menjamin  agar  pro- 
ses integrasi  ekonomi  meningkat.  Perlu  da- 
tang  dari  manakah  kepemimpinan  itu?  Ne- 
gara-negara  anggota  tidak  menginginkan  ke- 
pemimpinan ini  dilaksanakan  dengan  biro- 
krasi  kelembagaan  yang  besar,  seperti  dalam 
hal  Uni  Eropa  di  Brussel.  Birokrasi  cende- 
rung  membuat  kelembagaan  menjadi  tujuan 
dalam  dirinya  sendiri,  yang  mungkin  benar- 
benar  berbeda  dari  kepentingan  semua 
negara  anggotanya.  Sebagai  gantinya,  kepe- 
mimpinan dalam  APEC  perlu  datang  dari 
pemerintah  negara  anggotanya.  Demi  suatu 
organisasi  ekonomi  amat  wajarlah  kalau 
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Amerika  Serikat,  perekonomian  yang  terbe- 
sar  dalam  APEC,  dipertimbangkan  menjadi 
pemimpin,  dan  seperti  saudara  sekalian  me- 
ngetahui  Amerika  Serikat  tidak  mengelak 
untuk  menerima  tanggung  jawab  itu, 
bahkan  tanpa  menuntut  sedikit  pun. 

Akan  tetapi,  kawasan  Asia  Pasifik  ber- 
untung  mempunyai  lebih  dari  satu  pereko- 
nomian yang  besar,  namun  di  samping 
alasan  GNP  keseluruhan  untuk  dipercaya- 
kan  kepemimpinan  masih  ada  pertimbangan 
lain.  Memang  dalam  keanggotaan  APEC  Su- 
dan terdapat  lima  negara  atau  subkawasan 
yang  dapat  dicalonkan  untuk  memegang  ke- 
pemimpinan. Karena  Jcegiatan  APEC  dida- 
sarkan  prinsip  konsensus,  kesemua  lima 
negara  sampai  tingkat  tertentu  melaksana- 
kan  kepemimpinan.  Di  samping  Amerika 
Serikat,  ada  Jepang,  Cina,  ASEAN,  dan 
Korea.  Juga  karena  prinsip  konsensus,  se- 
tiap  negara  secara  individual  dimungkinkan 
mempunyai  inisiatif  dan  ini  dapat  didukung 
jika  berhasil  meyakinkan  semua  negara  yang 
lain. 

Indonesia  harus  menemukan  peran  apa 
yang  ingin  dimainkannya  dalam  APEC,  dan 
sampai  tingkat  itulah  bersedia  memberikan 
kepemimpinan.  Pada  masa  lalu  Indonesia 
sangat  peka  pada  kepentingan  semua  negara 
berkembang,  termasuk  negara  berkembang 
dari  kawasan  lain.  Akan  bermanfaat  sekali 
bag!  APEC  kalau  diingatkan  pada  akibat- 
akibat  penting  dari  apa  yang  dilakukan 
APEC  bagi  bukan  anggotanya,  dan  Indone- 
sia dapat  menjalankan  tanggung  jawab  ini. 
Hal  ini  khusus  penting  karena  beberapa  dari 
negara  berkembang  lain  itu  pada  waktunya 
dapat  bergabung  dalam  APEC,  dan  dengan 
menolong  mereka  APEC  akan  menolong 
dirinya  sendiri.  Hal  ini  juga  merupakan  pen- 
dirian  yang  tepat  untuk  kepentingan  para 
warga  dunia.  Saya  merasa  Indonesia  bisa 


mengasah  kecakapan  kepemimpinannya  di 
ASEAN,  dan  kemudian  menerapkan  pela- 
jaran  itu  bagi  APEC.  Sekali  lagi,  memben- 
tuk  konsensus  di  dalam  ASEAN  akan  sangat 
membantu  dalam  mengemudikan  APEC. 

Kolektivitas  kepemimpinan  dalam 
APEC  perlu  bertanggungjawab  memantau 
hubungan  ekonomi  antar  negara,  untuk  me- 
mastikan  bahwa  tidak  ada  hambatan-ham- 
batan  baru  perdagangan  dan  investasi  yang 
dibuat  sampai  mengganggu  proses  integrasi. 
Memanglah  ada  ongkos  dari  kepemimpinan 
kolektif.  Dapat  terjadi  kekurangtegasan  dan 
cepatnya  kemajuan  bisa  berkurang  sampai 
ke  tingkat  minimum.  Kebaikan  yang  meng- 
imbanginya  adalah  dijauhkan  dari  kesalah- 
an-kesalahan.  Batu  uji  dari  apakah  im- 
bangan  yang  memadai  diperoleh  adalah  bi- 
sakah  APEC  menanggapi  secara  tepat  tan- 
tangan-tantangan  yang  mungkin  timbul  dan 
dengan  cara  sesuai  waktunya.  Tantangan- 
tanganan  itu  mungkin  berasal  dari  dalam 
APEC,  dan  bukan  dari  luar. 


Tantangan  Bagi  APEC 

Apakah  sumber  tantangan  yang  mung- 
kin dihadapi  APEC?  Sementara  banyak  ma- 
lapetaka  dapat  dibayangkan,  seperti  berla- 
kunya  kembali  proteksionisme  di  suatu  ne- 
gara besar,  maka  sumber  tantangan  bagi 
APEC  sama  sekali  tak  terbayangkan.  Apa 
yang  lebih  mungkin  menantang  status  quo, 
akan  berasal  dari  konsekuensi-konsekuensi 
sistemik  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang 
pesat.  APEC  ditandai  oleh  beragamnya  ting- 
kat perkembangan  dan  pendapatan  rata- rata 
per  kapita  di  antara  anggotanya.  Tingkat 
pendapatan  tertinggi  (Jepang)  mungkin  dua- 
puluh  kali  tingkat  pendapatan  yang  terendah 
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(Indonesia  atau  Cina  tergantung  pada  ang- 
ka-angka  mana  yang  digunakan).  Dalam  ke- 
nyataan  perkembangan  ekonomi,  jika  tidak 
ada  distorsi-distorsi  maka  negara-negara 
yang  paling  tertinggal  dapat  tumbuh  yang 
paling  cepat.  Pertumbuhan  yang  pesat  me- 
nyebabkan  maupun  diakibatkan  oleh  trans- 
formasi  struktural.  Negara-negara  berkem- 
bang  harus  diberikan  peluang  secukupnya 
untuk  menggalakkan  industri-industri  baru 
yang  merupakan  potensi  bagi  pertumbuhan- 
nya,  dan  mereka  seharusnya  diperbolehkan 
dan  digiatkan  untuk  memasuki  pasar-pasar 
ekspor  potensial.  Akan  tetapi,  ada  syarat 
tambahan  untuk  integrasi  ekonomi  yang  ko- 
koh.  Bila  negara  berkembang  itu  negara  be- 
sar  seperti  halnya  Indonesia  atau  Cina,  ke- 
mampuan  mereka  berdampak  pada  negara- 
negara  lain  adalah  besar.  Dalam  bidang  per- 
dagangan,  ini  berarti  bahwa  negara  berkem- 
bang mungkin  tiba-tiba  meningkat  secara 
dramatis  daya  saingnya  dalam  beberapa  pro- 
duk  dan  secara  serius  membalikkan  pasar- 
pasar  yang  ada.  Negara-negara  harus  diberi 
waktu  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kon- 
disi-kondisi  pasar  yang  baru.  Kekacauan  apa 
pun  akibat  perdagangan  bebas,  entah  untuk 
mengembangkan  industri-industri  bayi  atau 
mengatasi  gangguan  pasar,  harus  melewati 
pengujian  yang  bijaksana  dan  dibatasi  wak- 
tunya,  tetapi  penyesuaian  demikian  harus 
ada.  Jasa-jasa  mediasi  APEC  mungkinlah 
digunakan  untuk  mengawasi  proses  itu  dan 
mencegah  perselisihan-perselisihan  yang 
mudah  timbul. 

Tantangan  mendatang  lain  bagi  APEC 
yang  juga  berasal  dari  pesatnya  pertumbuh- 
an ekonomi  adalah  bahaya  inflasi.  Inflasi 
pertama-tama  merupakan  masalah  bagi  ne- 
gara yang  mengalami  inflasi  itu.  Tetapi  da- 
lam suatu  kawasan  di  mana  pasar  barang 
dan  modal  terintegrasi,  limpahannya  pada 
mitra-mitra  dagang  dapat  berarti  penting. 


Semua  negara  anggota  APEC  menyadari 
manfaat-manfaat  stabilitas  ekonomi  secara 
politis  maupun  ekonomis,  maka  khawatir 
pada  impor  inflasi  dan  akan  mencoba  me- 
ngatasinya.  Pertahanan  terbaik  menghadapi 
inflasi  ialah  mencegahnya.  Negara-negara 
dapat  saling  membantu  melalui  konsultasi 
berkala,  khususnya  jika  negara  itu  kurang 
berpengalaman.  Tak  satu  pun  negara  ingin 
membiarkan  inflasi,  namun  semua  pemerin- 
tahan  cenderung  tunduk  pada  khayalannya 
dari  waktu  ke  waktu.  "Sekali  saja",  "se- 
mentara",  "inflasi  penyesuaian"  adalah  se- 
gala  konsep  yang  digunakan  oleh  para  analis 
kalau  ingin  menentang  kebijakan  anti- 
inflasi.  Dan  kadang-kadang  tidak  melaku- 
kan  sesuatu  merupakan  kebijakan  yang  be- 
nar.  Akan  tetapi  semuanya  terlalu  sering, 
suatu  unsur  luar  seperti  pemilihan  umum 
mendatang  merupakan  alasan  agar  tingkat 
suku  bunga  tidak  dinaikkan,  padahal  penun- 
daannya  mungkin  berisiko.  Konsultasi  di  an- 
tara  Menteri-menteri  Keuangan  dan  Guber- 
nur-gubernur  Bank  Sentral  dapat  menghasil- 
kan  pemikiran  dan  kebijakan  yang  realistis. 
Sementara  masing-masing  negara  masih  ber- 
tanggungjawab  pada  kebijakan  moneternya 
sendiri,  maka  nasihat  yang  diberikan  oleh 
mitra  terpercaya  dapat  membantu  menun- 
jang  kebijakan-kebijakan  yang  bertanggung- 
jawab.  Pertemuan  Menteri-menteri  Keuang- 
an APEC  merupakan  suatu  forum  yang  baik 
sekali  untuk  pertukaran  pikiran  jenis  ini. 

Prospek  Bagi  APEC:  Proses 

Prospek  bagi  integrasi  ekonomi  lebih 
lanjut  di  Asia  Pasifik  adalah  amat  cerah, 
karena  prospek  ini  pada  hakekatnya  hasil 
dari  perkembangan  ekonomi  yang  cepat. 
Momentum  pertumbuhan  ekonomi  yang 
cepat  memang  selayaknya  ada  di  negara- 
negara  berkembang  di  kawasan.  Momentum 
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ini  berasal  dari  semangat  kewiraswastaan 
masyarakat  dan  kesediaan  mereka  mena- 
bungkan  banyak  dari  pendapatan  mereka 
guna  menjamin  kehidupan  yang  lebih  me- 
nyenangkan  di  masa  depan  bagi  anak-anak 
mereka  dan  mungkin  bahkan  dari  mereka 
sendiri.  Pemerintah  telah  berperan  mencip- 
takan  arah  pertumbuhan  yang  pesat  dengan 
mengupayakan  stabilitas  politik  dan  ekono- 
mi,  dengan  memberikan  insentif  yang  tepat 
untuk  berinvestasi,  dan  menetapkan  orien- 
tasi  kebijakan  ke  luar  negeri.  Kawasan  ini  te- 
lah membuktikan  melebihi  kawasan  lain, 
bahwa  perdagangan  internasional  dan  inves- 
tasi  asing  langsung  dapat  mendorong  per- 
tumbuhan negara-negara  berkembang  dewa- 
sa  ini.  Kebijakan  pemerintah  juga  harus  me- 
nyesuaikan  diri  dengan  kondisi-kondisi  eko- 
nomi  yang  berubah-ubah.  Pertumbuhan  sen- 
diri mengubah  tuntutan-tuntutan  kebijakan. 
Sekarang  kemajuan  mungkin  tergantung  pa- 
da  pembaruan  upaya-upaya  ekonomi  yang 
sebelumnya  berguna  untuk  memulai  proses 
pertumbuhan,  tetapi  akan  menghalanginya 
jika  terus  dilanjutkan.  Sifat  sangat  penting 
dari  pembuat  suatu  kebijakan  yang  baik 
adalah  dapat  menyesuaikan  diri  dan  berse- 
dia  mengubah  kebijakan  jika  keadaan  me- 
nuntut. 

Periode  pertumbuhan  yang  pesat  di  Asia 
Pasifik  dapat  berlangsung  selama  beberapa 
waktu,  sesungguhnya  sejauh  pandangan  pe- 
ramal  dapat  melihatnya.  Alasannya  adalah 
bahwa  proses  pengejaran  teknologi  yang  me- 
rupakan  inti  pembangunan  industri  di  mana 
pun  tidak  mendekati  tuntas.  Rak-rak  penuh 
dengan  teknologi  teruji  yang  sudah  dikem- 
bangkan  di  negara-negara  lain,  belum  dite- 
rapkan  di  negara-negara  berkembang  di  ka- 
wasan. Banyak  darinya  masih  belum  men- 
cocoki,  tetapi  ketika  faktor  harga  berubah 
dan  faktor  kelangkaan  meningkat,  teknolo- 


gi-teknologi  ini  akan  menjadi  menguntung- 
kan.  Selama  proses  alih  teknologi  terlaksana 
secara  baik,  pertumbuhan  yang  pesat  seha- 
rusnya  dapat  melangkah  dari  tahap  satu  ke 
tahap  berikutnya. 

Paparan  saya  yang  terbatas  tentang  eko- 
nomi Indonesia  menyarankan  agar  Indone- 
sia dapat  siap  untuk  percepatan  pertumbuh- 
an. Tingkat  pertumbuhan  Indonesia  sudah 
tinggi,  namun  kurang  dibandingkan  bebe- 
rapa negara  berkembang  lain  di  kawasan. 
Pengamatan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk 
mengritik  usaha-usaha  yang  dilakukan  pada 
masa  lalu,  karena  semua  negara  adalah 
unik,  dan  Indonesia  mempunyai  beberapa 
tantangan  khusus  dalam  hal  geografi  dan  se- 
jarahnya.  Pertumbuhan  yang  lebih  tinggi 
dan  tidak  berinflasi  adalah  mungkin  bagi  In- 
donesia. Untuk  mencapai  itu  dibutuhkan 
perbaikan  dalam  pemasaran  produk  dan  in- 
vestasi  dalam  sumber  daya  manusia,  terma- 
suk  pembaruan-pembaruan  kebijakan  yang 
lebih  jauh.  Tingkat  menabung  di  Indonesia 
sedang  meningkat  dan  menunjang  pertum- 
buhan. Sebab  itu,  tampaknya  masyarakat 
siap  untuk  pertumbuhan  yang  cepat  di  Indo- 
nesia dan  semua  negara  ASEAN  lainnya  ba- 
gaimanapun  berarti,  bahwa  ASEAN  akan 
menjadi  lebih  terintegrasi  ke  dalam  kawasan 
APEC. 

Selalu  ada  orang-orang  yang  pesimis  da- 
lam tinjauan  ekonominya,  dan  mereka  da- 
pat menunjukkan  dua  keprihatinan  yang 
dapat  menghambat  pertumbuhan  di  kawa- 
san. Keprihatinan  yang  pertama  ialah  pa- 
rahnya  siklus  harga  bahan-bahan  mentah 
yang  masih  terjadi  dan  menyebabkan  perpe- 
cahan  antara  negara  pengekspor  dan  negara 
pengimpor.  Harga  bahan-bahan  mentah  ber- 
gerak  naik  rata-rata  tigapuluh  persen,  tetapi 
ini  tidak  melebihi  dan  mungkin  kurang  dari 
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penurunan  harga  sebelumnya.  Batu  uji  dari 
seriusnya  siklus  ini  akan  terlihat,  jika  pulih- 
nya  pertumbuhan  ekonomi  dunia  sekarang 
ini  terhenti  sebelum  waktunya  sebagai  akibat 
peningkatan  inflasi  yang  terjadi  karena  naik- 
nya  harga- harga  komoditi. 

Keprihatinan  yang  kedua  menyangkut 
persoalan  kemungkinan  kekurangan  modal 
di  kawasan.  Kebutuhan  modal  untuk  kepen- 
tingan  infrastruktur  saja  begitu  besar  se- 
hingga  menimbulkan  kekhawatiran  akan  ti- 
dak  tersedianya  modal  menurut  tingkat 
bunga  yang  disanggupi.  Secara  wajar  saya 
berpandangan  optimis  tentang  hal  ini.  Seba- 
gian  besar  modal  diperoleh  dari  dalam 
negeri  di  mana  nilai  tabungan  meningkat 
dan  tetap  saja  tinggi  di  kawasan.  Memang 
dua  negara  terkaya,  Amerika  Serikat  dan  Je- 
pang,  berkebalikan  dengan  kecenderungan 
ini.  Tingkat  tabungan  Jepang  cenderung  me- 
nurun,  yang  sama  sekali  normal  dalam  per- 
ekonomian  yang  matang  dan  kependuduk- 
annya  semakin  menua.  Yang  tidak  wajar 
adalah  rendahnya  tingkat  tabungan  di  AS, 
yang  malahan  ia  telah  menjadi  penghutang 
dunia  yang  terbesar  dalam  pasar  modal  in- 
ternasional  ketika  ia  seharusnya  menjadi 
murni  pemberi  pinjaman.  Oleh  karena  itu, 
defisit  neraca  pembayaran  AS  yang  kronis 
dalam  anggaran  belanjanya  merupakan  ma- 
salah  bagi  seluruh  kawasan,  bukan  hanya 
bagi  Amerika  Serikat  saja.'  Rupanya,  AS 
akan  mengalami  kemajuan  dalam  mengu- 
rangi  defisit  selama  beberapa  tahun  men- 
datang,  tetapi  lajunya  mungkin  pelan  dan 
menyakitkan. 

Prospek  Pelembagaan  APEC 

Sekarang  beralih  pada  APEC  dalam  ben- 
tuknya  yang  lain  sebagai  lembaga,  tinjauan 


ini  harus  lebih  berhati-hati.  Selalu  ada  sikap 
skeptis  mengenai  kemungkinan  pelembaga- 
an apa  pun  di  Pasifik.  Gerald  Segal  dalam 
tulisan-tulisannya  menekankan  bahwa  nega- 
ra-negara  di  tepian  Pasifik  sangat  beraneka 
ragam.  Mereka  berbeda-beda  besarnya,  ber- 
beda-beda  tingkat  perkembangannya,  ber- 
beda-beda kebudayaan  dan  agamanya,  ber- 
beda-beda pengalaman  sejarahnya,  secara 
geografis  jauh  terpisah,  dan  sudah  sedikit 
berpengalaman  bekerjasama  satu  sama  lain. 
Pandangan  skeptis  yang  lain,  Richard  Hig- 
gott,  baru-baru  ini  menulis  bahwa  APEC  te- 
lah melakukan  sedikit  gerak  maju  mengikat- 
kan  diri  dalam  kelembagaan.  Kriterianya 
bagi  sukses  adalah  pembentukan  suatu  per- 
setujuan  yang  mengikat  secara  hukum  pada 
aturan  dan  prosedur  yang  akan  menentukan 
perilaku  negara- negara  sedemikian  sehingga 
dapat  diantisipasi  yang  manakah  bahan  un- 
tuk membangun  suatu  rezim. 

Yang  penting  bahwa  kedua  pemikir 
skeptik  ini  adalah  orang  Eropa  dan  me- 
reka menilai  APEC  berdasarkan  penga- 
laman Uni  Eropa.  Hal  ini  jelas  ukuran  yang 
salah.  APEC  tidak  ingin  menjadi  UE  yang 
lain  dan  tidak  akan  menjadi  seperti  itu.  Ti- 
dak akan  pernah  ada  birokrasi  APEC  yang 
besar  seperti  halnya  di  Brussel.  Kendatipun 
berbeda-bedanya  negara-negara  APEC  se- 
perti dikatakan  di  atas,  perdagangan  inter- 
nasional  di  dalam  kawasan  telah  berkem- 
bang  pesat.  Berdasarkan  beberapa  ukuran, 
integrasi  ekonomi  di  Pasifik  sudah  sebesar  di 
Eropa  ~  dan  tanpa  peraturan-peraturan 
yang  dirundingkan.  Sementara  pengaturan 
kontak-kontak  telah  dilembagakan.  Sejum- 
lah  pendukung  APEC  akan  lebih  menyukai 
itu.  Meskipun  demikian,  tidak  ada  bukti 
bahwa  kurangnya  persetujuan  sekarang  se- 
cara serius  menghambat  gerak  integrasi,  dan 
inilah  penguji  yang  sesungguhnya. 
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Kita  harus  mengakui  bahwa  antusias- 
me  mengenai  APEC  banyak  berbeda  di  an- 
tara  anggota-anggotanya.  Negara-negara 
ASEAN  mungkin  memasuki  APEC  agak 
enggan  karena  tidak  tahu  apakah  itu  artinya 
bagi  mereka,  dan  ada  kekhawatiran  bahwa 
itu  akan  merongrong  ASEAN  sendiri.  Se- 
jauh  ini  apa  yang  dikhawatirkan  itu  tidak 
terjadi,  dan  saya  berkeyakinan  itu  tidak 
akan  terjadi  juga  di  waktu  mendatang.  Bu- 
kan  rahasia  lagi  bahwa  Malaysia  tetap  ting- 
gal  sangat  kritis  terhadap  APEC  dan  mencu- 
rigai  kemajuannya.  Menurut  pendapat  saya 
pendirian  Malaysia  tidak  menguntungkan, 
tetapi  situasinya  masih  dapat  diberi  toleran- 
si.  Perekonomian  Malaysia  sangat  cerah  di 
dalam  strukturnya  yang  sekarang.  Saya  me- 
ragukan  akankah  Malaysia  ingin  membalik- 
kan  keadaannya  sekarang  sampai  tingkat  se- 
demikian  sehingga  kemajuannya  akan  ter- 
henti.  Mungkinkah  Malaysia  mempunyai 
pandangan  yang  lain  mengenai  masa  depan. 
Selama  APEC  mengalami  kemajuan  selang- 
kah,  maka  tidak  ada  kewajiban  untuk  men- 
capai  suatu  konsensus  mengenai  waktu  men- 
datang. 

Akan  seperti  apakah  kelembagaan 
APEC  dalam  usia  tigapuluh  tahunnya? 
Tentu  saja  tak  seorang  pun  tahu.  Akan 
tetapi,  kita  mengetahui  ke  manakah  arah- 
nya.  Ia  sedang  menjadi  wahana  utama 
untuk  dialog  ekonomi  di  Asia  Pasifik.  Se- 
dang meningkatlah  bidang  dan  jumlah  sa- 
luran  komunikasi  di  antara  pemerintah-pe- 
merintah  anggotanya.  Telah  ditemukan 
pengganti  untuk  keperluan  birokrasi  besar  -- 
pertemuan  Kepala-kepala  Pemerintahan 
dari  waktu  ke  waktu.  Jikalau  pertemuan- 
pertemuan  ini  tidak  menyepakati  dicobanya 


pengaturan  agenda-agenda  secara  kaku,  ma- 
ka para  pemimpin  pun  mempunyai  waktu 
untuk  memperbincangkan  hubungan  mere- 
ka satu  sama  lain  dalam  iklim  yang  informal 
dan  mendukung.  Dalam  waktu  yang  tepat, 
mereka  akan  menemukan  dan  menentukan 
arah  mana  yang  harus  diambil  APEC,  me- 
mang  dengan  bantuan  menteri-menteri  dan 
kadang-kadang  para  pakar. 


Kesimpulan 

Limabelas  tahun  yang  lalu  belum  ada 
PECC,  dan  kemungkinan  adanya  APEC 
bahkan  tak  terpikirkan.  Akan  tetapi,  seke- 
lompok  akademikus  mengadakan  perte- 
muan di  PAFTAD  yang  sewaktu-waktu 
menginginkan  agar  pemerintah-pemerintah 
mau  mengakui  apa  yang  sudah  diciptakan 
oleh  masyarakat  usaha  di  Pasifik  dan  mem- 
buat  sesuatu  terhadapnya.  Pembentukan 
PECC  merupakan  langkah  pertama  untuk 
memenuhi  keinginan  itu,  dan  sekarang  ini 
APEC  sungguh  bereksistensi  dan  sedang 
berkembang. 

Apakah  hal  ini  bisa  mewujudkan  impian 
tentang  Abad  Pasifik?  Sudah  barang  tentu 
tidak  ada  bangunan  batu  gaya-Brussel  yang 
melambangkan  Abad  Pasifik.  Sebaliknya, 
simbol-simbol  Abad  Pasifik  adalah  hubung- 
an-hubungan  bisnis  yang  dibangun  oleh 
beribu-ribu  usahawan  yang  mengendalikan 
ratusan  milyar  dolar  untuk  diinvestasikan  di 
kawasan.  Kenyataan  Abad  Pasifik  muncul 
dari  fakta  bahwa  Pasifik  telah  menjadi  pusat 
gravitasi  ekonomi  dunia.  Abad  Pasifik 
sudah  dimulai. 


APEC  dan  Asia  Pasifik: 
Sudut  Pandang  ASEAN* 


Hadi  Soesastro 


Pengantar 


REGIONALISASI  ekonomi  telah 
menjadi  suatu  pokok  bahasan  pen- 
ting  dalam  agenda  nasional,  regio- 
nal dan  internasional  di  hampir  semua 
negara  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Regionali- 
sasi  ekonomi  itu  sendiri  memiliki  bermacam 
bentuk  karena  yang  menjadi  sumber  pendo- 
rongnya  juga  bermacam-macam. 

Negara-negara  ASEAN  terlibat  dalam 
berbagai  organisasi  kerja  sama  ekonomi  re- 
gional yang  jumlahnya  terus  meningkat. 
Yang  pertama  dan  terutama  adalah  ASEAN 
itu  sendiri,  suatu  Perhimpunan  antar  Negara 
Asia  Tenggara  yang  didirikan  tahun  1967. 
Orang  umumnya  percaya  bahwa  sasaran 
utama  asosiasi  ekonomi  ini  adalah  untuk 


♦Dialihbahasakan  oleh  M.  Bambang  Walgito  dari 
Hadi  Soesastro,  APEC  and  Asia  Pacific:  An  ASEAN 
Perspective,  makalah  yang  disajikan  dalam  Seminar 
mengenai  Regionalization  of  the  World  Economy  Poli- 
cy, di  Dupont  Plaza  Hotel,  Washington,  D.C.,  5-6  Ok- 
tober  1994. 


mengembangkan  semacam  solidaritas  regio- 
nal antar  negara  tetangga  dengan  maksud 
untuk  menciptakan  keamanan  dan  stabilitas 
regional.  Jadi  asosiasi  ini  lebih  didorong 
oleh  motif  politik.  Akan  tetapi  para  pendiri 
ASEAN  itu  sendiri  mengungkapkan  secara 
jelas  bahwa  yang  menjadi  tujuan  utama 
pembentukan  ASEAN  bukanlah  integrasi 
ekonomi  kawasan. 

Pada  tahun  1992  para  pemimpin  ASEAN 
mulai  menyadari  bahwa  perekonomian  me- 
reka  secara  pesat  didorong  oleh  pasar  menu- 
ju  ke  suatu  integrasi  ekonomi  baik  regional 
maupun  internasional.  Masing-masing  tidak 
lagi  berjalan  sendiri-sendiri,  melainkan  sa- 
dar  bahwa  dengan  bergabung  bersama  mere- 
ka  mampu  memperkokoh  posisi  kolektif  me- 
reka  dan  memperoleh  keuntungan  yang  le- 
bih besar  dari  integrasi  mereka  dalam  per- 
ekonomian dunia.  Tambahan  pula,  mereka 
percaya  bahwa  pemerintah  akan  memberi- 
kan  beberapa  kemudahan  demi  tercapainya 
integrasi  yang  digerakkan  oleh  pasar. 

Inilah  kenyataan  yang  mendorong  pem- 
bentukan AFTA  (ASEAN Free  Trade  Area  - 


474 


ANALISIS  CSIS,  1994-6 


Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN).  Pe- 
merintah  negara-negara  anggota  ASEAN  ju- 
ga  menyadari  bahwa  adalah  suatu  keharusan 
bagi  eksistensi  dan  relevansi  ASEAN  itu  sen- 
diri  untuk  meningkatkan  dan  memperkokoh 
kerja  sama  ekonomi  antar  sesama  negara 
anggota.  Telah  dirasakan  bahwa  kerja  sama 
ekonomi  yang  lebih  erat  menjadi  lebih 
mungkin  mengingat  hakekat  dari  perekono- 
mian  ASEAN  yang  terus  menerus  berubah. 
Berbagai  kejutan  eksternal  yang  terjadi 
tahun  1980-an  telah  mendorong  negara- 
negara  ASEAN  untuk  menyesuaikan  diri  de- 
ngan  menganut  berbagai  strategi  yang  lebih 
berorientasi  keluar  dan  liberalisasi  yang  uni- 
lateral. 

Pada  hakekatnya,  AFTA  pertama-tama 
ditujukan  untuk  meningkatkan  daya  pikat 
ASEAN  sebagai  suatu  lokasi  dan  pasar  in- 
vestasi.  AFTA  juga  dapat  dilihat  sebagai 
suatu  lahan  latihan  bagi  negara  anggota 
ASEAN  dalam  usaha  mereka  untuk  berinte- 
grasi  dalam  perekonomian  dunia  secara  pe- 
nuh.  Akan  tetapi,  ruang  lingkup  AFTA  jauh 
lebih  terbatas  dibandingkan  dengan  kerja 
sama  regional  lainnya  seperti  NAFTA 
(North  American  Free  Trade  Agreement- 
Perjanjian  Perdagangan  Bebas  Antar  Ame- 
rika  Utara).  Beberapa  kalangan  malahan 
berpendapat  bahwa  skema  yang  dianut  AF- 
TA pada  hakekatnya  lebih  bersifat  arkaik 
dan  waktu  yang  15  tahun  lamanya  yang  di- 
perlukan  untuk  menyelesaikannya  dapat  di- 
anggap  terlalu  lama.  Akhir-akhir  ini  negara- 
negara  ASEAN  telah  sepakat  untuk  mencari 
jalan  guna  mempercepat  implementasi  AF- 
TA. 

AFTA  hanyalah  salah  satu  inisiatif  yang 
sekarang  ini  dilontarkan  oleh  negara-negara 
ASEAN.  Usulan  lain  dapat  dianggap  seba- 
gai pelengkap  karena  ASEAN  itu  sendiri  bo- 
leh  dibilang  terlalu  kecil  dan  sekaligus  terlalu 


besar.  Di  satu  pihak,  ASEAN  dianggap  ter- 
lalu besar  dalam  arti  bahwa  negara-negara 
anggota  ASEAN  itu  sendiri  kendati  sudah 
merestrukturisasikan  perekonomian  mereka 
masing-masing  masih  beragam  dan  tingkat 
pertumbuhan  perekonomian  merekapun 
amat  beragam,  sehingga  integrasi  antar  ang- 
gota cenderung  dangkal.  Oleh  karena  itu  un- 
tuk memberi  bobot  yang  lebih  berarti  bagi 
kerja  sama  ekonomi  ini,  ASEAN  telah  me- 
nganut prinsip  yang  dinamakan  "six  minus 
X",  yang  memungkinkan  diadakannya 
suatu  proyek  kerja  sama  ASEAN  walaupun 
tidak  semua  negara  anggota  terlibat.  Sebagai 
contoh,  pengembangan  segitiga  SIJORI 
yang  mencakup  Singapura,  Johor  di  Malay- 
sia dan  Riau  di  Indonesia. 

Di  lain  pihak,  ASEAN  dapat  dibilang 
terlalu  kecil  dalam  arti  kurang  efektif  dalam 
diplomasi  ekonomi  eksternal  menghadapi 
berbagai  ketidakpastian  dalam  perekonomi- 
an dunia  dewasa  ini.  Guna  meningkatkan 
efektivitasnya,  ASEAN  menyadari  perlunya 
menjadi  anggota  dari  kelompok-kelompok 
yang  lebih  besar  di  kawasan  Asia  Pasifik  se- 
perti APEC  {Asia  Pacific  Economic  Coop- 
eration -  Kerja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik). 

Kerja  sama  ekonomi  yang  berbeda-beda 
ini  menempatkan  ASEAN  pada  titik  konsen- 
trasi  dari  berbagai  lingkaran  di  mana  ma- 
sing-masing anggota  harus  konsisten  dengan 
perkembangan  lebih  lanjut  dari  sistem  per- 
dagangan multilateral  yang  didasarkan  atas 
GATT.  Walaupun  AFTA  merupakan  suatu 
pengaturan  preferensial  antar  anggotanya, 
para  negara  ASEAN  menyadari  bahwa  AF- 
TA harus  berorientasi  ke  luar.  Bermacam- 
macam  kerja  sama  intra  dan  ekstra  regional 
hendaknya  saling  memperkuat  satu  sama 
lain.  Hendaknya  tetap  dipertahankan  suatu 
keseimbangan  perhatian  terhadap  hubungan 
intra  dan  ekstra  regional  mengingat  bahwa 
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apabila  ASEAN  terlalu  menyibukkan  diri 
dalam  hubungan  ekonomi  intra  regional,  li- 
beralisasi  perdagangan  global  akan  cende- 
rung  terabaikan.  Dilihat  dari  segi  perdagang- 
annya  dengan  bagian  dunia  lainnya, 
ASEAN  hendaknya  mencari  jalan  untuk 
mempertahankan  dan  mengembangkan  per- 
dagangan dan  juga  jalinan  ekonomi  dengan 
semua  mitra  dagangnya. 

Baik  APEC  maupun  EAEC  (East  Asia 
Economic  Caucus)  yang  diusulkan,  yang 
masing-masing  merupakan  skema  kerja 
sama  ekstra  regional  ASEAN,  merupakan 
suatu  jaminan  bagi  ASEAN.  Ini  merupakan 
jaminan  terhadap  perkembangan  yang  tidak 
menentu  dalam  perekonomian  dunia.  Sebe- 
narnya,  ketidaktentuan  ini  muncul  menjadi 
suatu  kekuatan  penggerak  yang  melatarbe- 
lakangi  banyak  bentuk  kerja  sama  regional 
yang  sekarang  ini  sedang  diusulkan,  terma- 
suk  ARF  {ASEAN  Regional  Forum  -  Forum 
Regional  ASEAN)  dalam  bidang  keamanan 
politik.  Jadi  kini  tumbuh  suatu  "regionalis- 
me  baru"  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Salah 
satu  ciri  penting  dari  regionalisme  baru  ini, 
yang  secara  jelas  terungkap  dalam  ruang 
lingkup  keamanan  politik,  adalah  prinsip  in- 
klusivitas,  artinya  pencakupan  sumber- 
sumber  ketidakpastian  (atau  ancaman  po- 
tensial)  yang  mungkin  terjadi  di  kawasan 
tersebut. 

Ciri  tersebut  hendaknya  juga  dianut 
dalam  bidang  ekonomi,  karena  ciri  tersebut 
memberikan  suatu  logika  yang  mendasari 
strategi  lingkar  konsentrasi  kerja  sama  yang 
kini  tengah  diupayakan  ASEAN. 

ASEAN  dan  Pengembangan  APEC 

Dilihat  dari  usianya  yang  belum  ada  lima 
tahun  ini  APEC  dapat  dikatakan  masih  ba- 


yi.  Dari  namanya  juga  belum  terlihat  mau 
jadi  apa  APEC  itu.  Ketika  lahir  pada  bulan 
November  1989,  APEC  diproklamasikan  se- 
bagai  suatu  "proses  antar  pemerintah  yang 
sifatnya  informal"  untuk  mengupayakan 
kerja  sama  ekonomi  di  kawasan  Asia  Pasi- 
fik. APEC  dapat  dilihat  sebagai  suatu 
eksperimen  besar  dalam  pembentukan  suatu 
institusi  regional  yang  mencakup  negara  dan 
perekonomian  yang  begitu  beragam. 

Dalam  bulan  Januari  1989,  dalam  kun- 
jungannya  ke  Korea  Selatan,  Perdana  Men- 
teri  Australia,  Bob  Hawke,  mengusulkan 
diadakannya  pertemuan  antar  menteri  di  ka- 
wasan untuk  membahas  pembentukan  suatu 
kerja  sama  ekonomi  pada  tingkat  pemerin- 
tah. Ada  berbagai  faktor  yang  ikut  berjasa 
dalam  pembentukan  dari  apa  yang  kemudi- 
an  bernama  APEC  (Ali  Alatas,  1991).  Per- 
tama-tama  adalah  pendekatannya  yang 
pragmatis  terhadap  bidang-bidang  yang  se- 
cara substansial  merupakan  kepentingan 
bersama.  Kedua  adalah  pendekatannya  yang 
sensitif  terhadap  berbagai  cara  pelaksanaan 
yang  mungkin  dapat  dilakukan.  Ketiga  ada- 
lah adanya  konsultasi  yang  ekstensif  dan 
berhati-hati  yang  dilakukan  Australia  dalam 
mengembangkan  dan  menyiapkan  konsep. 
Akan  tetapi,  hendaknya  hal  ini  jangan  ter- 
lalu dilebih-lebihkan  sehingga  berbagai  peru- 
bahan  dramatis  yang  terjadi  dalam  lingkung- 
an  ekonomi  dan  politik  internasional  dan  re- 
gional telah  mendorong  pemerintah-peme- 
rintah  di  kawasan  tersebut  untuk  mengakui 
pentingnya  membentuk  suatu  forum  konsul- 
tasi dan  kerja  sama  antar  pemerintoh  untuk 
membahas  persoalan  di  bidang  ekonomi. 

Pertemuan  pertama  tingkat  menteri 
APEC  yang  diadakan  di  Canberra  pada  bu- 
lan November  1989,  dihadiri  oleh  26  menteri 
dari  12  kawasan,  yakni  6  negara  anggota 
ASEAN,  lima  negara  Pasifik  dan  Korea  Se- 
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latan.  Ada  tiga  organisasi  yang  diterima  se- 
bagai  peninjau,  yakni  ASEAN,  PECC,  dan 
Secretariat  Forum  Pasifik  Selatan.  Pertemu- 
an  tersebut  menghasilkan  beberapa  prinsip 
dasar,  antara  lain: 

a.  yang  menjadi  sasaran  APEC  adalah  mem- 
pertahankan  laju  perkembangan  dan  per- 
tumbuhan  di  kawasan  untuk  meningkat- 
kan  standar  hidup  dan  secara  umum  me- 
ningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  du- 
nia; 

b.  APEC  hendaknya  memperkokoh  sistem 
perdagangan  multilateral  yang  terbuka 
dan  tidak  diarahkan  untuk  membentuk 
suatu  blok  perdagangan  regional;  dan 

c.  guna  mengembangkan  kepentingan  ber- 
sama  dan  menjaga  interdependensi  yang 
konstruktif,  APEC  hendaknya  lebih  me- 
musatkan  perhatiannya  pada  masalah-  - 
masalah  ekonomi  dan  bukannya  masalah 
politik  ataupun  keamanan,  dengan  men- 
dorong  arus  pengiriman  barang,  jasa, 
modal  dan  teknologi. 

Dalam  bulan  Juli  1990  diadakanlah  suatu 
pertemuan  tingkat  menteri  yang  kedua  di 
Singapura.  Dalam  pertemuan  ini  telah  dite- 
tapkan  tujuh  proyek  untuk  menggalang  ker- 
ja  sama  praktis.  Tujuan  dari  proyek-proyek 
tersebut  adalah  untuk  mengembangkan  "ke- 
biasaan  kerja  sama"  dan  membuktikan  per- 
lunya  kerja  sama  ekonomi  melalui  berbagai 
cara  yakni:  mengembangkan  data  regional 
mengenai  arus  barang,  jasa  dan  investasi; 
mempercepat  arus  alih  teknologi  dan  pe- 
ngembangan  sumber  daya  manusia;  mem- 
promosikan  kerja  sama  di  bidang  energi, 
sumber  daya  laut  dan  telekomunikasi.  Di 
samping  itu  masih  ada  pula  tiga  proyek  kerja 
sama  yang  ditambahkan  yakni  kerja  sama  di 
bidang  transportasi,  turisme  dan  perikanan. 

Untuk  menunjukkan  dukungan  APEC 


terhadap  suatu  sistem  multilateral  yang  ter- 
buka dan  kuat,  para  menteri  melontarkan 
suatu  deklarasi  yang  menekankan  komitmen 
kuat  mereka  atas  pelaksanaan  Putaran  Uru- 
guay yang  tepat  waktu  dan  berhasil.  Pada 
pertemuan  kedua  ini  juga  telah  disepakati 
bahwa  yang  menjadi  tema  sentral  APEC,  se- 
telah  selesainya  Putaran  Uruguay  tersebut, 
adalah  untuk  mempromosikan  suatu  sistem 
perdagangan  yang  lebih  terbuka,  dengan 
penjajagan  atas  suatu  pemikiran  untuk  ter- 
capainya  suatu  liberalisasi  perdagangan  re- 
gional tanpa  diskriminasi. 

Pada  pertemuan  tingkat  menteri  yang  ke- 
tiga  yang  diadakan  di  Seoul  bulan  November 
1991,  Cina,  Hong  Kong  dan  Taiwan  (Cina 
Taipei)  diterima  menjadi  anggota  APEC. 
Pertemuan  tersebut  juga  telah  menghasilkan 
Deklarasi  Seoul  yang  menetapkan  ruang 
lingkup,  modus  operasional  dan  prinsip- 
prinsip  keanggotaan  APEC. 

Ruang  lingkup  kegiatan  APEC  meliputi: 

a.  pertukaran  informasi  dan  konsultasi  me- 
ngenai kebijakan-kebijakan  yang  relevan 
dengan  usaha  bersama  untuk  memper- 
tahankan  laju  pertumbuhan,  meningkat- 
kan  kesesuaian  dan  mengurangi  ketim- 
pangan  ekonomi; 

b.  pengembangan  strategi-strategi  untuk 
mengurangi  hambatan  perdagangan  dan 
investasi;  dan 

c.  mempromosikan  perdagangan,  investasi 
dan  alih  teknologi  serta  kerja  sama  di 
sektor-sektor  khusus  seperti  sektor  ener- 
gi, lingkungan  hidup,  perikanan,  pariwi- 
sata,  transportasi  dan  telekomunikasi. 

Mode  operasional  APEC  didasarkan 
atas  kepentingan  timbal  balik,  suatu  komit- 
men untuk  membuka  dialog  dan  mencipta- 
kan  konsensus  serta  kerja  sama  melalui  kon- 
sultasi dan  pertukaran  pandangan  mengenai 
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analisis  dan  berbagai  ide  kebijakan  yang  ti- 
dak  hanya  diutarakan  oleh  para  anggota  te- 
tapi  juga  oleh  berbagai  organisasi  yang  rele- 
van  (ASEAN,  PECC  dan  Forum  Pasifik  Se- 
latan).  APEC  juga  menyambut  baik  keikut- 
sertaan  sektor  swasta  dalam  kegiatan-kegiat- 
an  APEC  yang  sesuai.  Pada  prinsipnya,  ke- 
ikutsertaan  dalam  APEC  ini  bersifat  terbuka 
terhadap  perekonomian  negara-negara  di 
kawasan  Asia  Pasifik  yang  telah  memiliki 
suatu  jalinan  ekoriomi  regional  yang  kuat 
dan  menerima  apa  yang  menjadi  tujuannya. 
Keputusan  untuk  ikut  serta  dibuat  berdasar- 
kan  konsensus  antara  mereka  sendiri. 

Pertemuan  tingkat  menteri  APEC  ke- 
empat  yang  diselenggarakan  di  Bangkok  bu- 
lan  September  1992,  telah  menyepakati  didi- 
rikannya  suatu  sekretariat  yang  permanen 
sebagai  suatu  mekanisme  pendukung  dan 
pendanaan  untuk  membiayai  berbagai  ke- 
giatan  APEC.  Sekretariat  tersebut  didirikan 
di  Singapura  dalam  bulan  Januari  1993,  dan 
dipimpin  oleh  seorang  direktur  eksekutif 
(biasanya  Ketua  APEC)  dan  seorang  wakil 
direktur  eksekutif  (dari  mantan  Ketua 
APEC).  Fungsi  sekretariat  adalah  untuk 
mengkoordinasikan  dan  membantu  berbagai 
proyek  APEC,  memudahkan  komunikasi 
antar  para  anggota  APEC  dan  mengadakan 
hubungan  dengan  masyarakat,  dengan  ber- 
bagai organisasi  dan  bisnis.  APEC  juga  me- 
miliki unit  riset  dan  analisis.  Dana  sentral 
APEC  yang  diambil  dari  kontribusi  para 
negara  anggota  telah  ditentukan  jumlahnya 
yakni  sebesar  US$2  juta  untuk  tahun  perta- 
ma. 

Dalam  pernyataannya  para  menteri  telah 
sepakat  antara  lain  untuk: 

a.  memperbarui  komitmen  kuat  APEC  un- 
tuk menerima  sistem  perdagangan  mul- 
tilateral yang  semakin  kokoh  yang  me- 
rupakan  hasil  dari  Putaran  Uruguay; 


b.  menggarisbawahi  pentingnya  usaha  me- 
reka untuk  memperkuat  dan  membebas- 
kan  perdagangan  sebagai  prioritas  utama 
mereka  untuk  1993; 

c.  membentuk  suatu  kelompok  tokoh  yang 
akan  melontarkan  visi  mereka  mengenai 
perdagangan  di  Asia  Pasifik  untuk  tahun 
2000  dan  untuk  mengidentifikasikan  ane- 
ka  kendala  dan  problema  yang  harus  di- 
pikirkan  oleh  APEC  guna  memajukan 
liberalisasi  perdagangan  selama  10  tahun 
mendatang; 

d.  mengimplementasikan  keempat  usulan 
yang  akan  menghasilkan  keuntungan  bis- 
nis yang  mencolok  dalam  jangka  pendek. 
Usulan-usulan  tersebut  adalah: 

-  pembentukan  suatu  basis  data  tarif 
elektronik  bagi  para  anggota  APEC 
untuk  mempermudah  perdagangan  re- 
gional melalui  arus  informasi  yang  le- 
bih  baik. 

-  mempermudah  dan  mengharmoniskan 
prosedur  dan  praktek  bea  cukai 

-  meneropong  segi-segi  administratif  dari 
akses  pasar  dan  rekomendasi  mengenai 
aneka  sarana  untuk  mengurangi  biaya 
yang  mereka  kenakan  pada  perdagang- 
an, dan 

-  menyiapkan  suatu  buku  pegangan  yang 
mendetail  mengenai  prosedur  peratur- 
an  investasi  di  kawasan. 


Dalam  pertemuan  tingkat  menteri  kelima 
yang  diselenggarakan  di  Seattle  dalam  bulan 
November  1993,  Meksiko  dan  Papua  New 
Guinea  diterima  sebagai  anggota  APEC  dan 
diputuskan  pula  untuk  menerima  Chili  men- 
jadi anggota  APEC  dalam  pertemuan  ting- 
kat menteri  yang  keempat.  Telah  disepakati 
pula  untuk  memikirkan  tambahan  anggota 
untuk  waktu  tiga  tahun  mendatang. 
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Dalam  pertemuan  tersebut,  para  menteri 
menegaskan  kembali  bahwa  yang  menjadi 
tujuan  pokok  APEC  adalah  perluasan  per- 
dagangan  regional  dan  global  serta  perbaik- 
an  peraturan  dan  prosedur  investasi  dengan 
cara  GATT  yang  konsisten.  Mereka  menye- 
rukan  supaya  Putaran  Uruguay  dapat  segera 
selesai  dan  sukses  dan  menunjukkan  komit- 
men  mereka  terhadap  tujuan  tersebut  de- 
ngan kesediaan  mereka  untuk  mengambil 
langkah-langkah  tambahan  spesifik  untuk  li- 
beralisasi  perdagangan. 

Para  menteri  juga  menyepakati  "Dekla- 
rasi  mengenai  Kerangka  Kerja  Bagi  Perda- 
gangan dan  Investasi  APEC"  guna  memaju- 
kan  peran  APEC  dalam  perdagangan  dan 
investasi  dengan  melibatkan  para  anggota- 
nya  baik  dalam  masalah  kebijakan  maupun 
fasilitas.  Seeara  formal  telah  dibentuk  suatu 
Komite  mengenai  Perdagangan  dan  Inves- 
tasi {Committee  on  Trade  and  Investment  - 
CTI). 

Dr.  C.  Fred  Bergsten,  Ketua  EPG  {Emi- 
nent Persons  Group  -  Kelompok  Tokoh  Ter- 
kemuka)  telah  menyampaikan  laporan  EPG 
yang  berjudul  "A  Vision  for  APEC  -  To- 
wards an  Asia  Pacific  Economic  Communi- 
ty" kepada  para  menteri  APEC  pada  bulan 
Oktober  1993.  Dalam  laporan  tersebut  dite- 
gaskan  bahwa  APEC  harus  mempercepat 
dan  mengembangkan  kerja  sama.agar  mam- 
pu  menjawab  tiga  ancaman  yang  membaha- 
yakan  vitalitas  kawasan  yang  berkesinam- 
bungan,  yakni:  erosi  sistem  perdagangan 
global  yang  multilateral;  evolusi  regionalis- 
me  yang  berorientasi  ke  dalam;  dan  resiko 
adanya  perpisahan  di  dalam  kawasan  Asia 
Pasifik.  EPG  kemudian  memberi  rekomen- 
dasi  kepada  APEC  untuk  memprakarsai  em- 
pat  hal:  liberalisasi  perdagangan  regional 
dan  global;  program  kemudahan  perdagang- 
an; kerja  sama  teknik;  dan  institusionalisasi 


APEC. 

Pada  tanggal  20  November  1993  telah  di- 
adakan  suatu  Pertemuan  Informal  Para  Ke- 
pala  Negara  APEC  di  Blake  Island  sebagai- 
mana  yang  diusulkan  dan  diprakarsai  oleh 
Presiden  AS,  Bill  Clinton.  Pertemuan  terse- 
but dihadiri  oleh  para  kepala  negara  anggota 
APEC,  kecuali  Malaysia.  Mereka  mengu- 
mandangkan  suatu  "statement  visi  ekono- 
mi"  yang  mencakup  tiga  hal  pokok.  Perta- 
ma,  deklarasi  akan  pentingnya  suatu  sistem 
dan  perdagangan  multilateral  yang  terbuka 
dan  tekad  para  pemimpin  Asia  Pasifik  untuk 
memimpin  usaha-usaha  yang  mengarah  ke 
pengambilan  Iangkah  konkret  bagi  terwu- 
judnya  hasil  Putaran  Uruguay  yang  paling 
mungkin  direalisasikan.  Kedua,  adanya  visi 
mengenai  "suatu  masyarakat  ekonomi  Asia 
Pasifik":  (a)  yang  didasari  semangat  keter- 
bukaan  dan  kemitraan;  (b)  yang  dengan  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  dinamis  mampu 
memberikan  sumbangan  kepada  perekono- 
mian  dunia  yang  sedang  berkembang  dan 
mendukung  suatu  sistem  perdagangan  inter- 
nasional  yang  terbuka;  (c)  di  mana  segala 
hambatan  terhadap  perdagangan  dan  inves- 
tasi harus  terus  dikurangi;  (d)  di  mana  keun- 
tungan  dari  pertumbuhan  ekonomi  dinik- 
mati  oleh  rakyat;  (e)  di  mana  terjadi  pening- 
katan  pendidikan  dan  latihan;  (f)  di  mana 
dengan  adanya  kemajuan  di  bidang  trans- 
portasi  dan  telekomunikasi  gerak  barang 
dan  masyarakat  dapat  berjalan  secara  cepat 
dan  efisien;  dan  (g)  di  mana  perlindungan 
terhadap  lingkungan  ditingkatkan  untuk 
menjamin  pertumbuhan  yang  berkesinam- 
bungan  dan  untuk  memberikan  masa  depan 
yang  aman  bagi  umat  manusia.  Ketiga,  ada- 
nya sederetan  inisiatif  yang  mencakup: 

a.  pencanangan  suatu  pertemuan  antar 
Menteri  Keuangan  APEC  untuk  memba- 
has  berbagai  masalah  luas  di  bidang  eko- 


APEC  DAN  ASIA  PASIFIK 


479 


nomi  termasuk  pembangunan  ekonomi 
makro  dan  arus  modal; 

b .  pembentukan  suatu  Forum  Bisnis  Pasifik 
untuk  mengidentifikasikan  berbagai  ma- 
salah  yang  harus  dihadapi  APEC  guna 
mempermudah  arus  perdagangan  dan  in- 
vestasi  di  kawasan; 

c.  pembentukan  Program  Pendidikan 
APEC  guna  mengembangkan  kerja  sama 
regional  di  bidang  pendidikan  lanjutan; 

d .  pembentukan  Program  Sukarelawan  Bis- 
nis APEC  untuk  mendukung  pengem- 
bangan  sumber  daya  manusia; 

e.  pencanangan  suatu  pertemuan  para  Men- 
teri  APEC  yang  diikuti  oleh  perusahaan 
menengah  dan  kecil  guna  membahas  ber- 
bagai cara  untuk  menciptakan  lingkung- 
an  yang  lebih  baik  bagi  kerja  sama  peru- 
sahan-perusahaan  tersebut; 

f.  pengembangan  prinsip-prinsip  yang  tak 
mengikat  yang  mencakup  masalah  inves- 
tasi; 

g.  pengembangan  dialog  mengenai  kebijak- 
an  APEC  dan  rencana  tindakan  untuk 
menghemat  energi,  memperbaiki  ling- 
kungan  hidup  dan  mempertahankan  laju 
pertumbuhan  ekonomi; 

h .  pembentukan  Pusat  Pertukaran  Transfer 
Teknologi  untuk  mempermudah  alih  tek- 
nologi  dan  keterampilan  pengelolaan  tek- 
nologi di  kalangan  anggota  APEC. 

Para  Kepala  Negara  itu  juga  sepakat  un- 
tuk bertemu  kembali  di  Indonesia  tahun 
1994.  Laporan  EPG  itu  juga  mengusulkan 
agar  tiap  tiga  tahun  diadakan  pertemuan  an- 
tara  kepala  negara.  Akan  tetapi,  sebagaima- 
na  diungkapkan  oleh  Fred  Bergsten  (1994), 
diharapkan  setelah  pertemuan  Seattle  terse- 
but hendaknya  diadakan  suatu  pertemuan 
tahunan  semacam  itu.  Dia  berpendapat 
bahwa  keputusan  semacam  itu  akan  menja- 


min  bahwa  para  kepala  negara  akan  terus 
memfokuskan  diri  pada  APEC  dan  akan  sa- 
ling  mengenai  satu  sama  lain  dengan  lebih 
baik,  sehingga  presiden  Amerika  Serikat 
akan  bepergian  ke  Asia  sekurang-kurangnya 
setahun  sekali,  dan  bahwa  semua  anggota 
APEC  akan  memperluas  cakrawala  pemikir- 
annya  dan  bahwa  para  menteri  dan  pejabat 
akan  benar-benar  dirangsang  untuk  melak- 
sanakan  instruksi  dari  kepala- kepala  negara 
mereka.  "Peningkatan"  proses  APEC  ini 
dapat  membantu  menyelesaikan  sengketa 
bilateral  di  kawasan  dan  institusionalisasi- 
nya  diharapkan  mampu  "meningkatkan  mo- 
mentum pembentukan  suatu  komunitas  di 
kawasan". 

Lebih  lanjut  dikatakannya  pula  bahwa 
pertemuan  Seattle  telah  membuktikan  bah- 
wa para  kepala  negara  jauh  lebih  siap  diban- 
ding  menteri- menteri  mereka,  yang  pada  gi- 
lirannya  juga  jauh  lebih  siap  dibandingkan 
para  pejabat  senior  mereka,  untuk  menga- 
nut  dan  mencapai  apa  yang  menjadi  cita-cita 
mereka.  Sebagai  tambahan,  Bergsten  menca- 
tat  pentingnya  proliferasi  pertemuan  antar 
menteri  APEC:  dalam  tahun  1994  pertemu- 
an-pertemuan  tersebut  mencakup  menteri 
keuangan,  menteri  lingkungan  hidup,  men- 
teri perdagangan  dan  para  menteri  yang  ber- 
tugas  menangani  industri  kecil  dan  mene- 
ngah. Bergsten  menyimpulkan  bahwa  "para 
kepala  negara  di  Seattle  mulai  mengubah 
APEC  dari  suatu  lembaga  yang  benar-benar 
konsultatif  menjadi  suatu  institusi  interna- 
sional  yang  substantif". 

Kesimpulan  ini  agaknya  tidak  memper- 
oleh  dukungan  dari  semua  anggota  APEC. 
Dalam  Pertemuan  Umum  PECC  X  yang  di- 
selenggarakan  di  Kuala  Lumpur  dalam  bu- 
lan  Maret  1994,  dan  dalam  suatu  interview 
dengan  Australian  Broadcasting  Corpora- 
tion, Menteri  Perdagangan  dan  Perindustri- 
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an  Malaysia,  Rafidah  Aziz,  terang-terangan 
menentang  perubahan  tersebut  ketika  dika- 
takan  bahwa  "APEC  pelan-pelan  sedang 
beralih  menjadi  sesuatu  yang  sejak  semula 
tidak  diharapkan,  artinya  bahwa  APEC  di- 
dirikan  sebagai  suatu  forum  konsultasi  long- 
gar."  (New  Straits  Times,  24  Maret  1994). 
Bagaimana  cara  memahami  statement  terse- 
but? 

Dalam  kesempatan  sebelumnya,  ketika 
berbicara  dalam  forum  para  eksekutif  bisnis 
Malaysia  dan  Filipina,  Rafidah  Aziz  menga- 
takan  bahwa  "Kuala  Lumpur  akan  menen- 
tang usaha  untuk  memberikan  suatu  struk- 
tur  formal  bagi  APEC  karena  hal  ini  akan 
melemahkan  ASEAN  ...  Pada  saat  APEC 
dilembagakan,  ASEAN  akan  tenggelam". 
(Jakarta  Post,  18  Januari  1994).  Dalam  kun- 
jungannya  ke  Indonesia,  Menteri  Rafidah 
Aziz  setelah  bertemu  dengan  Presiden  Soe- 
harto  melaporkan  bahwa  Indonesia  tidak 
mendukung   perubahan   APEC  menjadi 
suatu  organisasi  yang  formal  dan  terstruktur 
dan  bahwa  Presiden  Soeharto  berpendapat 
bahwa  APEC  sebaiknya  tetap  menjadi  suatu 
forum  informal  dan  tidak  terikat  karena 
adanya  perbedaan  dalam  tingkat  pemba- 
ngunan  ekonomi  di  antara  anggotanya  (Ja- 
karta Post,  24  Januari  1994). 

ASEAN  sejak  awal  mula  memang  ber- 
hati-hati  sekali  mengenai  APEC.  Seperti 
yang  disarankan  oleh  Tan  Kong  Yam  dan 
kawan-kawan  (1992),  ada  pemikiran  menda- 
lam  bahwa  perbedaan  mencolok  di  bidang 
pendapatan,  teknologi  dan  keterampilan  di 
antara  para  anggota  APEC  dapat  mengarah 
ke  ketergantungan  yang  asimetris,  pening- 
katan  ketegangan  dan  polarisasi  antara 
Utara-Selatan  di  tubuh  APEC.  Berbagai 
diskusi  yang  diselenggarakan  di  tahun 
1980-an  telah  menunjukkan  bahwa  ketakut- 
an  ASEAN  untuk  terlebur  dalam  suatu  orga- 


nisasi regional  yang  lebih  luas  dan  kekhawa- 
tirannya  akan  dominasi  negara-negara  yang 
lebih  kuat  perekonomiannya  akan  membuat 
tetap  mempertahankan  keinformalan  dan  ke 
non-institusionalisasian  APEC. 

Prinsip-prinsip  keikutsertaan  ASEAN 
dalam  proses  APEC  telah  diukirkan  bersa- 
ma  oleh  para  anggota  ASEAN  dalam  tahun 
1989  dan  dituangkan  dalam  apa  yang  dina- 
makan  Konsensus  Kuching.  Prinsip-prinsip 
tersebut  adalah  sebagai  berikut: 

a.  identitas  dan  persatuan  ASEAN  hendak- 
nya  tetap  dipertahankan  dan  hubungan- 
nya  yang  kooperatif  dengan  mitra  dialog- 
nya  dan  dengan  negara-negara  ketiga 
hendaknya  jangan  larut  dalam  pertum- 
buhan  APEC; 

b.  suatu  APEC  yang  berkembang  hendak- 
nya dilandaskan  atas  prinsip-prinsip  per- 
samaan  derajat,  kesetaraan  dan  keun- 
tungan  timbal  balik,  dengan  tetap  sepe- 
nuhnya  mempertimbangkan  berbagai 
perbedaan  dalam  tingkat  pertumbuhan 
ekonomi  negara-negara  di  kawasan; 

c.  APEC  hendaknya  jangan  sampai  diarah- 
kan  ke  pembentukan  suatu  blok  ekonomi 
dan  perdagangan  yang  berorientasi  ke  da- 
lam, melainkan  APEC  justru  harus  mem- 
perkokoh  sistem  perdagangan  dan  eko- 
nomi yang  multilateral  dan  terbuka  di  du- 
nia; 

d .  APEC  hendaknya  menyediakan  suatu  fo- 
rum konsultasi  mengenai  masalah-masa- 
lah  ekonomi  dan  hendaknya  jangan  di- 
arahkan  untuk  menerima  pengarahan- 
pengarahan  mandatoris  dari  peserta 
manapun  untuk  mengambil  tindakan 
ataupun  melaksanakan  sesuatu; 

e.  APEC  hendaknya  diarahkan  untuk  mem- 
perkokoh  kemampuan  individu  dan  ko- 
lektif  dari  para  anggota  untuk  analisis 
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ekonomi  dan  hendaknya  mempermudah 
jalur  konsultasi  timbal  balik  yang  lebih 
efektif  sehingga  memungkinkan  para  pe- 
serta  mengidentifikasikan  secara  lebih  je- 
las  dan  mempromosikan  kepentingan-ke- 
pentingan  bersama  dan  untuk  lebih  tegar 
memproyeksikan  kepentingan  tersebut 
dalam  berbagai  forum  multilateral  yang 
lebih  luas;  dan 
f .  APEC  hendaknya  terus  maju  secara  ber- 
tahap  dan  pragmatis,  teristimewa  dalam 
proses  institusionalisasi  tanpa  mengham- 
bat  perkembangan  selanjutnya  di  masa 
depan. 

Prinsip-prinsip  tersebut  terus  dikuman- 
dangkan  oleh  para  kepala  negara  dan  para 
pejabat  ASEAN,  termasuk  oleh  Presiden 
Soeharto  dalam  pidatonya  pada  konferensi 
internasional  di  Bali  dalam  bulan  Agustus 
1993.  Telah  muncul  berbagai  pertanyaan 
dari  dalam  tubuh  ASEAN  sendiri  mengenai 
apakah  konsensus  tersebut  masih  berlaku. 
Akan  tetapi,  sekiranya  prinsip-prinsip  itu 
masih  tetap  dianut,  masih  ada  cukup  ruang 
bagi  ASEAN  untuk  berpartisipasi  secara 
aktif  dan  konstruktif  di  gelanggang  APEC. 
Di  samping  itu  para  anggota  lainnya  dapat 
terus  mengembangkan  proses  kerja  sama 
ekonomi  regional  kendati  APEC  pada  hake- 
katnya  tetap  menjadi  suatu  forum  konsul- 
tasi. 

Ada  banyak  alasan  mengapa  APEC  te- 
tap mempertahankan  sifatnya  sebagai  suatu 
forum  konsultasi  untuk  beberapa  waktu 
mendatang.  Salah  satu  alasan  penting  ada- 
lah  perlunya  APEC  pada  tahap  ini  mengam- 
bangkan  kepercayaan  sebagai  suatu  tugas 
utamanya.  Proses  terjadinya  APEC  memi- 
liki  banyak  tahapan.  Pada  hakekatnya  baik 
pertemuan  tingkat  menteri  maupun  tingkat 
kepala  negara  bersifat  konsultatif.  Akan  te- 
tapi proses-proses  konsultasi  pada  tahap- 


tahap  tersebut  dapat  menghasilkan  berbagai 
inisiatif  sebagaimana  yang  tampak  dalam 
pertemuan  di  Seattle.  Bila  semuanya  itu  di- 
terjemahkan  dalam  program  dan  dilaksana- 
kan  secara  efektif,  itu  semua  akan  memben- 
tuk  landasan  bagi  agenda  APEC  yang  padat. 
Tak  ada  alasan  untuk  ragu-ragu  bahwa  pro- 
ses konsultasi  ini  tidak  dapat  mengarah  ke 
pelaksanaan  dan  implementasi  agenda  yang 
bermanfaat  bagi  kerja  sama  ekonomi  re- 
gional. Dengan  kata  lain  proses  APEC  ini 
akan  dapat  menghasilkan  suatu  substansi 
(Hadi  Soesastro,  1994).  Dalam  serangkaian 
Pertemuan  antar  Pejabat  Senior  (Senior  Of- 
ficials Meetings  -  SOMs)  telah  dirumuskan 
dan  dikembangkan  "struktur"  untuk  meng- 
implementasikan  inisiatif  dan  persetujuan 
yang  telah  dibuat  di  tingkat-tingkat  yang  le- 
bih tinggi.  Dengan  demikian  mereka  akan 
memanfaatkan  berbagai  rekomendasi  dan 
hasil  dari  aneka  proyek  kerja  APEC  sepeti 
CTI  (Komite  mengenai  Perdagangan  dan  In- 
vestasi)  yang  telah  terbentuk  baru-baru  ini. 
Konsolidasi  lebih  lanjut  proyek-proyek  kerja 
tersebut  dapat  •  mengarah  ke  pembentukan 
komite-komite  lain  di  masa  mendatang.  Ini 
secara  praktis  berarti  terjadinya  suatu  insti- 
tusionalisasi proses. 

Pengembangan  kerja  sama  ekonomi  re- 
gional di  kawasan  Asia  Pasifik  pada  umum- 
nya,  dan  proses  APEC  pada  khususnya,  per- 
lu  dikendalikan  oleh  kearifan  bahwa  proses 
pada  dasarnya  lebih  penting  dibanding 
struktur.  Ini  tidak  berarti  bahwa  struktur  in- 
stitusional  tidak  penting;  akan  tetapi,  struk- 
tur-struktur  tersebut  hendaknya  merupakan 
ungkapan  dari  apa  yang  dituntut  oleh  pro- 
ses. Bentuk  APEC  sekarang  ini  sudah  bqnar- 
benar  logis  dan  akan  terus  berkembang. 
Yang  menjadi  "keindahan"  dari  proses 
APEC  ini  ialah  bahwa  APEC  terus  menerus 
"diinjeksi"  oleh  kesegaran  dalam  tiap  pu- 
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taran  dengan  adanya  pergantian  tuan  rumah 
bagi  pertemuan  tingkat  menteri  APEC  yang 
memberikan  kepemimpinan  yang  diperlu- 
kan.  Tuan  rumah  dapat  dan  sesungguhnya 
memang  diharapkan  untuk  mengemukakan 
kepentingannya  sendiri  dan  visi  tentang 
APEC  dalam  proses  tersebut.  Sebagai  con- 
toh,  Indonesia  selaku  ketua  APEC  tahun 
1994  telah  menekankan  perlunya  mengang- 
kat  masalah-masalah  pembangunan  yang  ki- 
ranya  dapat  meningkatkan  tingkat  kesiapan 
sebagian  negara  berkembang  anggota  APEC 
agar  mampu  berpartisipasi  secara  bermakna 
dalam  liberalisasi  perdagangan  regional. 

Walaupun  kadang-kadang  retoris  suara- 
nya,  ASEAN  sebenarnya  cukup  pragmatis 
untuk  menerima  proses  institusionalisasi 
APEC  secara  bertahap.  Sebagaimana  yang 
diungkapkan  oleh  Menteri  Luar  Negeri  In- 
donesia, Ali  Alatas,  ASEAN  hendaknya  ti- 
dak  menentang  pembentukan  APEC  tetapi 
para  anggotanya  hendaknya  jangan  terlalu 
terburu-buru  menginstitusionalkan  forum 
tersebut.  "APEC  hendaknya  secara  berta- 
hap menjadi  suatu  organisasi  yang  memiliki 
suatu  sekretariat  dan  seperangkat  peraturan 
dan  prosedur  seperti  ASEAN"  (Jakarta 
Post,  19  Maret  1994). 

Ketika  para  menteri  keuangan  APEC 
mengadakan  pertemuan  di  Hawaii  dalam 
bulan  Maret  1994,  ASEAN  secara  jelas  me- 
ngatakan  bahwa  pertemuan  seperti  itu  hen- 
daknya jangan  diinstitusionalkan.  Konsen- 
sus^  ini  tercapai  dalam  Kaukus  ASEAN  dan 
didukung  oleh  Cina  dan  Jepang.  Akan  teta- 
pi, pada  akhir  pertemuan,  Menteri  Keuang- 
an Malaysia,  Anwar  Ibrahim,  menjelaskan 
bahwa  ASEAN  akan  membawa  kembali  per- 
soalan  tersebut  untuk  bertemu  kembali  di 
Indonesia  dalam  tahun  1995  karena  "kami 
tidak  memiliki  pandangan  yang  kuat  menge- 
nai  hal  tersebut"  (New  Straits  Times,  21  Ma- 


ret 1994).  Baru-baru  ini  dalam  pertemuan  ta- 
hunan  PBEC  yang  diselenggarakan  di  Kuala 
Lumpur,  Perdana  Menteri  Malaysia,  Maha- 
thir, sekali  lagi  mengemukakan  pandangan 
bahwa  APEC  hendaknya  jangan  diformal- 
kan,  "tetapi  kiranya  itu  menjadi  kehendak 
anggota- anggota  lainnya,  Malaysia  akan  ter- 
paksa  menyetujuinya"  (Jakarta  Post,  29 
Mei  1994).  Tetapi  seberapa  jauh  hal  itu  da- 
pat diterima  oleh  Malaysia  dan  anggota- 
anggota  ASEAN  lainnya? 


Dari  Seattle  ke  Jakarta 

Bagi  beberapa  anggota  APEC,  langkah 
keterlibatan  mereka  dalam  APEC  boleh  jadi 
memang  lam  ban.  Jadi  terus  dikumandang- 
kan  seruan  untuk  mempercepat  proses  insti- 
tusionalisasi APEC.  Direktur  Dewan  Ke- 
amanan  Amerika  Serikat  untuk  urusan  Asia, 
Sandra  Kristoff,  seorang  tokoh  yang  sudah 
bertahun-tahun  aktif  dalam  APEC,  mengu- 
sulkan  agar  APEC  menjadi  suatu  asosiasi 
kerja  sama  ekonomi  yang  formal  (Media  In- 
donesia, 24  Februari  1994).  Beberapa  alter- 
natif  lain  juga  diusulkan,  salah  satu  di  an- 
taranya  adalah  menjadikan  APEC  sebagai 
"GATT  untuk  Asia  Pasifik". 

Ketika  Amerika  Serikat  menjadi  ketua 
APEC  tahun  1993,  Pejabat  Menteri  Luar 
Negeri  Amerika  Serikat,  Lawrence  Eagle- 
burger,  mengusulkan  dalam  suatu  pertemu- 
an dengan  para  pejabat  senior  APEC  di 
Washington,  D.C.  bulan  Desember  1992, 
agar  siklus  1993  dilihat  sebagai  momentum 
transisi  APEC,  artinya  saat  untuk  "mengu- 
bah  fase  institusional  APEC  menjadi  opera- 
sional".  Dengan  kata  lain,  disarankannya 
agar  APEC  diubah  menjadi  suatu  realita  or- 
ganisasional,  suatu  organisasi  yang  dapat 
memecahkan  berbagai  persoalan  regional 
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umum  secara  kooperatif.  Khusus  disaran- 
kannya  agar  para  anggota  mampu  mencapai 
beberapa  hal  seperti: 

-  persetujuan  investasi  APEC; 

-  tata  cara  pengaturan  administratif  APEC; 

-  persetujuan  mengenai  hak  intelektual 
APEC; 

-  persetujuan  mengenai  kerja  sama  bea  cu- 
kai  APEC; 

-  mekanisme  penanggulangan  sengketa 
APEC; 

-  persetujuan  mengenai  wilayah  udara  ter- 
buka  bagi  penerbangan  sipil;  atau 

-  persetujuan  APEC  mengenai  perdagangan 
dalam  suatu  sektor  barang  atau  jasa  ter- 
tentu. 

Saran  tersebut  dapat  direalisasikan  me- 
lalui  beberapa  cara.  Seperti  dalam  kasus 
"persetujuan"  APEC  di  bidang  investasi, 
persetujuan  tersebut  didasarkan  atas  perse- 
tujuan awal  tentang  serangkaian  prinsip 
ideal.  Pada  mulanya  persetujuan  itu  bersifat 
tidak  mengikat.  Itu  dapat  dibuat  nienjadi 
mengikat  secara  sukarela  pada  tahap  beri- 
kutnya  dan  kemudian  dapat  diubah  lagi 
menjadi  suatu  undang-undang.  Alternatif 
tersebut  menganut  prinsip  "6  minus  X" 
ASEAN  yang  mengizinkan  para  anggota  un- 
tuk  tidak  mengambil  bagian  dalam  persetu- 
juan-persetujuan  APEC  bila  mereka  belum 
siap. 

Barangkali  bagi  Indonesia  atau  negara 
ASEAN  lainnya  usulan  yang  terdahulu  lebih 
sesuai.  Sebagaimana  disarankan  oleh  Suhadi 
Mangkusuwondo  (1994),  pendekatan  Asia 
adalah  menyetujui  prinsip-prinsipnya 
dahulu,  dan  baru  kemudian  membiarkan  se- 
muanya  tumbuh  berkembang  secara  berta- 
hap.  Hal  ini  bertentangan  dengan  pendekat- 
an Amerika  yang  oleh  banyak  pihak  di  Asia 
dianggap  terlalu  legalistis  dan  terlalu  insti- 


tusional.  Dia  berpendapat  bahwa  memulai 
sesuatu  dengan  komitmen-komitmen  luas 
yang  mengikat  secara  hukum  akan  membuat 
banyak  orang  Asia  merasa  takut. 

Sebagai  tambahan,  dalam  menyusun 
agenda  APEC  perlu  diingat  bahwa  masing- 
masing  anggota  memiliki  kepentingan  yang 
berbeda  dan  harapan  yang  berbeda 
mengenai  apa  yang  seyogyanya  menjadi 
fungsi  APEC.  Namun  masih  mungkin  untuk 
mengkombinasikan  sejumlah  permasalahan 
menjadi  suatu  agenda  APEC  yang  koheren. 
Seperti  yang  akan  diusulkan  di  sini,  APEC 
hendaknya  memberi  perhatian  yang  setara 
terhadap  tiga  tugas  pokok.  Pertama  adalah 
liberalisasi  perdagangan  regional.  Kedua 
adalah  kemudahan  di  bidang  investasi  dan 
perdagangan,  dan  ketiga  adalah  kerja  sama 
di  bidang  pembangunan.  Tiga  tugas  pokok 
ini  hendaknya  menjadi  agenda  APEC  seperti 
diusulkan  dalam  laporan  EPG.  Yang  perlu 
ditekankan  di  sini  adalah  bahwa  tugas  yang 
satu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  lainnya, 
mereka  semua  saling  terkait.  Para  pejabat 
Indonesia,  misalnya,  telah  menjelaskan 
bahwa  program  kerja  sama  pembangunan 
perlu  sekali  untuk  memungkinkan  negara- 
negara  yang  lebih  lemah  meningkatkan  ke- 
mampuan  mereka  untuk  ikut  serta  secara  le- 
bih penuh  dalam  proses  liberalisasi  perda- 
gangan regional  {Jakarta  Post,  29  April 
1994). 

Mengenai  liberalisasi  perdagangan  re- 
gional, Suhadi  Mangkusuwondo  (1994)  ber- 
pendapat bahwa  Indonesia  tidak  akan  men- 
dukung  ide  untuk  membentuk  suatu  penga- 
turan perdagangan  preferensial  seluas 
APEC.  Alasannya  adalah  alasan  politis. 
Akan  tetapi,  yang  lebih  penting  lagi  ialah 
pandangan  bahwa  yang  menjadi  bagian  pen- 
ting  dalam  proses  APEC  ialah  dorongan  ke 
arah  liberalisasi  unilateral  yang  sebegitu 
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jauh  telah  menjadi  kunci  untuk  menciptakan 
dinamika  ekonomi  kawasan.  Jadi,  masalah- 
nya  ialah  bagaimana  APEC  mampu  mencip- 
takan suatu  lingkungan  yang  mampu  mem- 
pertahankan  liberalisasi  unilateral  oleh  para 
anggotanya,  yang  bersifat  tidak  diskrimina- 
tif,  untuk  diterapkan  dengan  berlandaskan 
MFN  (Most  Favored  Nation),  dan  karena- 
nya  sepenuhnya  konsisten  dengan  GATT. 
Lagipula  hal  ini  tidak  memerlukan  suatu 
negosiasi.  Kepraktisan,  kearifan  dan  kela- 
yakan  strategi  ini  telah  dicanangkan  oleh 
Ross  Garnaut  (1994).  Hal  ini  benar-benar 
konsisten  dengan  meta-rezim  untuk  kerja 
sama  ekonomi  Asia  Pasifik  yang  telah  ber- 
jalan  selama  15  tahun  dan  telah  tertuang 
dalam  konsep  mengenai  "regionalisme  ter- 
buka". 

Menurut  identifikasi  Aggarval  ( 1993)  ada 
empat  pola  pemikiran  yang  berkembang  di 
sini,  salah  satu  di  antaranya  adalah  pan- 
dangan  yang  sekarang  dominan  mengenai 
regionalisme  terbuka  yang  konsisten  dengan 
GATT.  Tiga  pola  pemikiran  lainnya  adalah: 
pola  GATT  murni;  kelompok  yang  skeptis 
terhadap  regionalisme  terbuka;  dan  yang  ter- 
akhir  adalah  mereka  yang  menyerukan  di- 
bentuknya  suatu  blok  Asia.  Pola  yang  di- 
anut  kelompok  GATT  murni  berpendapat 
bahwa  APEC  akan  melemahkan  GATT  dan 
pengaturan  kelompok  regional  seperti  itu 
akan  memecah  perekonomian  dunia  men- 
jadi blok-blok  ekonomi  yang  saling  ber- 
saing.  Mereka  yang  menyerukan  dibentuk- 
nya  blok  Asia  telah  melihat  kecenderungan 
ke  arah  blok-blok  regional  dengan  adanya 
perluasan  Uni  Eropa  dan  NAFTA. 

Mereka  yang  mengusulkan  regionalisme 
terbuka  menganut  satu  pandangan  MFN 
yang  dinamakan  "MFN  inklusif '  di  mana 
mereka  yang  bukan  anggota  dapat  memper- 
oleh  keuntungan  yang  sama.  Hal  ini  berbeda 


dengan  paham  "MFN  eksklusif"  yang  me- 
rupakan  norma  GATT,  di  mana  MFN  ha- 
nyalah  untuk  para  anggotanya  saja.  Tam- 
bahan  pula  norma  resiprositasnya  terpencar 
(secara  umum  saling  menguntungkan)  dan 
bukannya  spesifik  (keseimbangan  keuntung- 
an yang  langsung).  Mereka  yang  skeptis  de- 
ngan   regionalisme    terbuka  berpendapat 
bahwa   mengizinkan   adanya  keuntungan 
yang  tersebar  dan  bukannya  resiprositas  spe- 
sifik akan  berpotensi  menimbulkan  pembon- 
ceng  gratis  yang  memperoleh  banyak  man- 
faat  dari  liberalisasi  APEC.  Fred  Bergsten 
(1994)  berpendapat  bahwa  prinsip  MFN  in- 
klusif hendaknya  diganti  dengan  "MFN 
kondisional  yang  sementara  sifatnya"  yang 
menggunakan  kemampuan  negosiasi  yang 
tersedia  bagi  APEC  mengingat  bobot  ekono- 
minya  yang  luas  untuk  mencapai  liberalisasi 
yang  semaksimal  mungkin  di  seluruh  dunia. 
Persoalan  mengenai  bagaimana  cara  mewu- 
judkan  perdagangan  bebas  di  kawasan  perlu 
segera  disepakati  oleh  para  anggota  APEC 
itu  sendiri.  Akan  tetapi,  APEC  hendaknya 
tidak  menjadi  suatu  organisasi  yang  hanya 
memiliki  satu  isu  tunggal;  liberalisasi  perda- 
gangan janganlah  dijadikan  satu-satunya 
agenda  APEC. 

Ditinjau  dari  pembahasan  ini,  struktur 
institusional  APEC  dapat  menjadi  amat  se- 
derhana.  APEC  sudah  membentuk  Komite 
mengenai  Perdagangan  dan  Investasi  atau 
CTI  yang  selanjutnya  mampu  mempromosi- 
kan  lebih  lanjut  aneka  kegiatan  yang  mendu- 
kung  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi. 
Suatu  komite  kedua,  Komite  mengenai  Ke- 
cenderungan dan  Masalah  Ekonomi  (Com- 
mittee for  Economic  Trends  and  Issues  - 
CETI)  dapat  dibentuk  dan  akan  memfokus- 
kan  diri  pada  masalah-masalah  yang  lebih 
struktural  yang  menyangkut  arus  perdagang- 
an dan  investasi  di  kawasan.  Komite  ketiga, 
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CDC  {Commit lee  for  Development  Coop- 
eration -  Komite  mengenai  Kerja  Sama  Pem- 
bangunan)  akan  menyediakan  payung  dan 
memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  pada 
berbagai  proyek  kerja  APEC  yang  sebegitu 
jauh  tampak  kurang  memiliki  sasaran  pem- 
bangunan  yang  koheren.  Struktur  berkaki 
tiga  yang  seimbang  ini  mampu  menampung 
kepentingan-kepentingan  anggota  APEC 
yang  bermacam-macam.  Akhirnya,  semua 
anggota  hendaknya  menerima  fakta  bahwa, 
rezim  APEC,  seperti  telah  diungkapkan  oleh 
Aggarval,  akan  merupakan  suatu  rezim  yang 
lemah.  Rezim  itu  lemah  karena  keanekara- 
gaman  kawasan  dan  karena  dorongan  pasar. 

Seandainya  itu  terjadi,  akan  bermanfaat 
dan  barangkali  akan  perlu  bagi  APEC  untuk 
memiliki  suatu  visi.  Dengan  adanya  visi 
setiap  anggota  akan  merasa  memiliki  arah, 
misi  dan  landasan  untuk  menyusun  suatu  ce- 
tak  biru  umum.  Sejak  November  1993 
APEC  telah  mulai  mengembangkan  suatu 
visi  mengenai  "perdagangan  bebas  dan  ter- 
buka  di  Asia  Pasifik"  yang  berlandaskan 
rekomendasi  EPG. 

Masih  belum  jelas  apakah  visi  tersebut 
sudah  diterima  secara  formal  oleh  APEC 
atau  belum,  namun  dalam  statement  menge- 
nai Visi  Ekonomi,  para  pemimpin  APEC 
"menyambut  baik  tantangan  ...  untuk  me- 
wujudkan  perdagangan  bebas  di  Asia  Pasi- 
fik". Hal  ini  sudah  merupakan  awal  yang 
cukup  agar  semuanya  dapat  berjalan  lancar. 
Yang  lebih  penting  lagi,  EPG  telah  diminta 
untuk  terus  melanjutkan  tugasnya,  khusus- 
nya  "untuk  menyampaikan  usulan-usulan 
lain  yang  lebih  spesifik  mengenai  bagaimana 
cara  merealisasikan  visi  jangka  panjang 
yang  sudah  direkomendasikan  itu". 

Sudah  hampir  dapat  dipastikan  bahwa 
Visi  APEC  mengenai  perdagangan  terbuka 


dan  bebas  di  kawasan  di  tahun  2000  akan  di- 
terima oleh  para  menteri  dan  kepala-kepala 
negara  APEC  dalam  pertemuan  yang  dise- 
lenggarakan  di  Jakarta  bulan  November 
1994.  Barangkali  mereka  tidak  akan  memba- 
has  secara  mendetail  mengenai  cara  menca- 
pai  perdagangan  yang  bebas  dan  terbuka 
dan  akan  meninggalkan  hal  ini  untuk  diba- 
has  lebih  lanjut  nanti.  Akan  tetapi  sudah 
pasti  bahwa  persoalan  mengenai  perbedaan 
langkah  yang  dialami  oleh  negara  berkem- 
bang  akan  dibahas,  mengingat  Presiden  Soe- 
harto  sudah  mengemukakan  pentingnya 
membahas  masalah  tersebut  {Jakarta  Post, 
18  September  1994).  Ada  beberapa  prinsip 
penting  lain  yang  bisa  atau  tidak  bisa  dipe- 
cahkan  dalam  pertemuan  di  Indonesia.  Ba- 
rangkali perlu  untuk  meneliti  semuanya  itu 
dalam  kaitannya  dengan  berbagai  cara  yang 
ada  untuk  merealisasikan  Visi  APEC. 

Untuk  memulainya,  barangkali  ada  man- 
faatnya  untuk  mendefinisikan  terlebih  dahu- 
lu  apa  yang  sebenarnya  menciptakan  perda- 
gangan yang  terbuka  dan  bebas  di  kawasan. 
Apakah  cukup  realistis  bila  hambatan  tarif 
dan  non-tarif  dihapuskan  sama  sekali?  Jika 
Singapura  dianggap  sebagai  salah  satu  con- 
toh  negara  yang  menjalankan  perdagangan 
terbuka  dan  bebas,  maka  dapat  disebutkan 
di  sini  beberapa  kriteria,  yakni:  (a)  bahwa 
99%  tarif  di  bawah  sembilan  digit  menurut 
System  Harmoni  dibatasi  pada  titik  nol;  (b) 
bahwa  angka  tarif  rata-rata  MFN  tidaklah 
melampaui  0,5%  dan  bahwa  tarif  impor  ha- 
nyalah  dikenakan  untuk  tujuan  yang  me- 
nyangkut  kesehatan,  sosial  dan  lingkungan; 
(c)  bahwa  NTB  (hanya  dalam  bentuk  larang- 
an  impor)  hanya  diterapkan  demi  alasan  ke- 
amanan  umum  dan  nasional  serta  untuk  me- 
lindungi  lingkungan  hidup;  (d)  bahwa 
sektor-sektor  jasa  sepenuhnya  terbuka  na- 
mun ada  kelonggaran  untuk  penerapan 
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hambatan  yang  amat  terbatas  dengan  alasan- 
alasan  seperti  tersebut  di  atas.  Singapura  te- 
lah  mencapai  derajat  keterbukaan  seperti  itu 
melalui  berbagai  liberalisasi  unilateral. 

Yang  menjadi  persoalan  mendesak  seka- 
rang  ini  ialah  apakah  APEC  mau  menyetu- 
jui  serangkaian  kriteria  perdagangan  ter- 
buka  dan  bebas  di  kawasan  dan  bagaimana 
hal  ini  dapat  dirundingkan.  Jawabannya  ter- 
gantung  pada  cara  pencapaian  perdagangan 
bebas  dan  terbuka  di  kawasan  yang  akan  di- 
setujui  oleh  APEC.  Berikut  ini  akan  ditelaah 
sekilas  beberapa  kemungkinan  yang  ada. 

Pertama  (Option  I)  adalah  dukungan 
APEC  atas  kesinambungan  liberalisasi  uni- 
lateral yang  dilakukan  oleh  anggota-anggo- 
tanya.  Aneka  usaha  yang  dilakukan  oleh 
anggota-anggota  APEC  untuk  konsultasi, 
kerja  sama  dan  kemudahan  perdagangan 
akan  dapat  membantu  menjamin  bahwa  itu 
semua  memenuhi  komitmen  mereka  pada  li- 
beralisasi Putaran  Uruguay.  APEC  memang 
dapat  mendorong  anggota-anggotanya  un- 
tuk mempercepat  pelaksanaan  komitmen 
mereka  dan  menjalankan  liberalisasi  dari 
komitmen  Putaran  Uruguay.  Di  sini  yang 
menjadi  alat  utama  adalah  tekanan  dari  se- 
sama  negara.  Barangkali  pendekatan  ini 
akan  disertai  dengan  beberapa  jadwal  libe- 
ralisasi progresif  yang  telah  disepakati  ber- 
sama  yang  berfungsi  sebagai  patokan  bagi 
usah  para  anggota  untuk  mengadakan 
liberalisasi  unilateral.  Option  ini  dapat 
dilihat  sebagai  suatu  pendekatan  "paling  Iu- 
nak"  ke  arah  perdagangan  bebas  dan  ter- 
buka di  kawasan. 

Option  kedua  adalah  modalitas  bagi  li- 
beralisasi perdagangan  regional  yang  semula 
merupakan  pemikiran  dari  pendukung 
konsep  "regionalisme  terbuka".  Dengan 
modalitas  ini  APEC  mulai  melakukan  pe- 


ngurangan  hambatan  dan  memperluas  libe- 
ralisasi regional  ke  mereka  yang  bukan  ang- 
gota atas  dasar  MFN  tanpa  syarat.  Pende- 
katan ini  dapat  dilaksanakan  secara  sektor 
demi  sektor.  Yang  menjadi  persoalan  utama 
di  sini  terletak  pada  pilihan  sektor  yang 
harus  dicantumkan  dalam  inisiatif  regional. 

Option  ketiga  mengenai  FTA  (free  trade 
area  -  wilayah  perdagangan  bebas)  di  mana 
anggota-anggota  APEC  dapat  mengadakan 
negosiasi  dan  melaksanakan  liberalisasi  re- 
gional sesuai  dengan  Pasal  24  GATT.  Sudah 
jelas  pada  saat  pembentukannya  di  tahun 
1989,  APEC  tidak  akan  menjadi  suatu  blok 
perdagangan  dan  karenanya  option  ini  tidak 
dapat  dibahas  tanpa  para  kepala  negara 
APEC  kembali  ke  meja  perundingan  dan 
mencari  konsensus  baru. 

Kelompok  tokoh  terkemuka  (EPG)  telah 
menawarkan  suatu  pendekatan  ke  arah  per- 
dagangan bebas  dan  terbuka  di  kawasan 
(EPG  Option)  yang  mencakup  Option  I  dan 
campuran  Option  II  dan  III.  Usulan  EPG  ini 
amat  mendukung  liberalisasi  lebih  lanjut 
yang  bersifat  unilateral.  Hal  ini  secara  jelas 
tertuang  dalam  halaman  27,  30  dan  42  dari 
Laporan  Kedua  EPG  (APEC,  1994).  Seba- 
gai tambahan,  diusulkan  pula  supaya  para 
anggota  melaksanakan  liberalisasi  regional 
~  yang  disebut  liberalisasi  APEC  -  yang 
dapat  diperluas  ke  yang  bukan  anggota  ha- 
nya  atas  dasar  hubungan  timbal  balik  (ha- 
laman 30).  Disarankan  pula  agar  lebih  lanjut 
masing-masing  memperluas  secara  unilateral 
liberalisasi  APEC  pada  negara  bukan  ang- 
gota atas  dasar  MFN  tanpa  syarat  (halaman 
33). 

Usulan  ini  perlu  diperjelas  sebagai  beri- 
kut: Bila  liberalisasi  ini  dilaksanakan  sesuai 
dengan  Pasal  24  Perjanjian  GATT,  apa  yang 
membedakannya  dengan  pendekatan  FTA? 
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Akan  tetapi  jika  liberalisasi  APEC  itu  dilak- 
sanakan  tidak  sesuai  dengan  Pasal  24 
GATT,  masih  sahkah  itu  menurut  GATT? 

Usulan  EPG  juga  menyarankan  tiga  cara 
pembedaan  dalam  jadwal  di  mana  negara- 
negara  maju  merupakan  negara  yang  paling 
cepat  menghapus  hambatan-hambatan  yang 
ada  (10  tahun),  dan  negara-negara  industri 
baru  memiliki  jadwal  menengah  (15  tahun) 
sedangkan  negara-negara  berkembang  akan 
menghapus  hambatan-hambatan  mereka 
dalam  kurun  waktu  20  tahun  (halaman  40). 
Hal  yang  masih  mendua  dalam  hal  ini  ialah 
apakah  selama  proses  ini  akan  terjadi  atau 
tidak  akan  terjadi  suatu  diskriminasi  di  an- 
tara  anggota  APEC?  Laporan  itu  memberi- 
kan  suatu  rekomendasi  agar  "implementasi 
yang  fleksibel"  dijadikan  suatu  prinsip  da- 
lam melaksanakan  liberalisasi  APEC  dalam 
arti  bahwa  anggota- anggota  yang  lebih  lam- 
bat  melakukan  liberalisasi  dibanding  jadwal 
liberalisasi  umum  tidak  akan  memperoleh 
keuntungan  timbal  balik  (halaman  43).  Bila 
prinsip  ini  diterapkan  maka  kawasan  ini 
akhirnya  akan  memiliki  skema  FTA  tiga  ta- 
hap.  Dalam  pertemuan  APEC  yang  diseleng- 
garakan  baru-baru  ini  di  Yogyakarta,  Fred 
Bergsten,  Ketua  EPG,  menekankan  bahwa 
usulan  EPG  untuk  diadakannya  liberalisasi 
antar  anggota  APEC  adalah  atas  dasar  MFN 
yang  tidak  diskriminatif. 

Option-option  Iainnya  dapat  dibuat. 
Akan  tetapi  dalam  analisis  terakhir,  muncul 
berbagai  masalah  fundamental  yang  diper- 
debatkan  oleh  para  kepala  negara  APEC, 
yakni: 

(1)  apakah  kawasan  ini  hanya  siap  untuk 
menerima  Option  I  atau  apakah  kawa- 
san ini  bersedia  untuk  melampauinya 
dan  menjalankan  liberalisasi  perdagang- 
an  regional  yang  telah  mereka  negosiasi- 
kan? 


(2)  apakah  liberalisasi  perdagangan  regional 
ini  akan  dikembangkan  ke  negara-nega- 
ra yang  bukan  anggota  atas  dasar  Op- 
tion II  tanpa  syarat  ataukah  atas  dasar 
MFN  tanpa  syarat  (Option  III  dan  Op- 
tion EPG)? 

Kalau  semua  persoalan  tersebut  tidak 
dapat  dijawab  dengan  jelas  kiranya  tidak 
akan  mudah  untuk  mencapai  kesepakatan 
mengenai  cara  mencapai  visi  APEC  menge- 
nai  perdagangan  bebas  dan  terbuka  di  ka- 
wasan. Agaknya  belum  ada  konsensus  da- 
lam APEC  sendiri  mengenai  masalah- masa- 
lah tersebut.  Bahkan  di  kalangan  ASEAN 
sendiri  ada  perbedaan  pandangan  yang  be- 
sar.  Menteri  Sekretaris  Negara,  Moerdio- 
no,  baru-baru  ini  menjelaskan  bahwa  bagi 
Presiden  Soeharto  perdagangan  bebas  di  ka- 
wasan berarti  perdagangan  bebas  yang  akan 
menguntungkan  semua  negara  di  dunia  dan 
bukan  hanya  perdagangan  bebas  di  antara 
para  anggota  APEC  semata  {Kompas,  1 
September  1994).  Ini  berarti  bahwa  liberali- 
sasi APEC  hendaknya  diperluas  ke  negara- 
negara  yang  bukan  anggota  atas  dasar  MFN 
tanpa  syarat. 

Perdana  Menteri  Malaysia,  Mahathir, 
juga  secara  keras  menentang  pembentukan 
blok  perdagangan  {Jakarta  Post,  18  Septem- 
ber 1994).  Akan  tetapi  Perdana  Menteri 
Singapura,  Goh  Chok  Tong,  berpendapat 
bahwa  liberalisasi  APEC  hendaknya  dikem- 
bangkan ke  yang  bukan  anggota  hanya  atas 
dasar  hubungan  timbal  balik  atau  MFN  ber- 
syarat  {Jakarta  Post,  8  September  1994).  Di- 
lihat  dari  segi  ini  tidaklah  mengherankan 
bahwa  dalam  pertemuan  yang  diadakan 
baru-baru  ini  Presiden  Ramos  dari  Filipina 
dan  Perdana  Menteri  Thailand,  Chuan, 
mengusulkan  agar  diadakan  suatu  pertemu- 
an informal  antar  kepala  negara  ASEAN  se- 
belum  pertemuan  para  kepala  negara  APEC 
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untuk  memformulasikan  posisi  bersama 
ASEAN  dalam  perkembangan  APEC  di 
masa  mendatang  {Jakarta  Post,  10  Septem- 
ber 1994).  Ini  memang  demi  kepentingan 
ASEAN  sendiri  akan  tetapi  akan  juga  amat 
penting  bagi  keberhasilan  APEC. 

Catatan  Akhir 

Visi  2020  APEC  mengenai  perdagangan 
bebas  dan  terbuka  di  kawasan  dapat  diteri- 
ma  melalui  pembentukan  rasa  saling  percaya 
dan  konsensus  yang  pragmatis  dan  dapat  di- 
laksanakan.  Sekiranya  delapan  prinsip  yang 
dituangkan  dalam  Ringkasan  Laporan  di- 
ikuti  melalui  urutan  yang  logis,  maka  imple- 
mentasi  dari  liberalisasi  perdagangan  dan  in- 
vestasi  akan  dapat  diteruskan  melalui  "jalur 
lunak"  dan  bukannya  "jalur  keras"  yang, 
mencakup  seruan,  ancaman,  diskriminasi 


dan  sejumlah  besar  negosiasi  yang  tidak  pro- 
duktif. 

Tugas-tugas  yang  masih  harus  diselesai- 
kan  untuk  menuju  ke  liberalisasi  perdagang- 
an APEC  adalah  untuk  menjamin  dilaku- 
kannya  ratifikasi  hasil  Putaran  Uruguay  dan 
pembentukan  berhasil  dari  WTO  (World 
Trade  Organization  -  Organisasi  Perdagang- 
an Dunia),  akselerasi  dari  liberalisasi  yang 
telah  disepakati  dalam  Putaran  Uruguay 
oleh  para  anggota  APEC  atas  dasar  MFN 
tanpa  syarat,  serta  menjamin  masuknya 
Cina  dan  Taiwan  ke  dalam  Organisasi  Per- 
dagangan Dunia  sebagai  anggota  pendiri. 
Akhirnya,  APEC  hendaknya  mendorong 
Uni  Eropa  untuk  bekerja  secara  konstruktif 
dengan  kawasan  Asia  Pasifik  menuju  libe- 
ralisasi global.  Cara  yang  terbaik  adalah  de- 
ngan memimpin  dan  memberi  contoh  dan 
bukannya  dengan  konfrontasi. 


KEPUSTAKAAN 


Vinod  K.,  Aggarval.  1993.  "Building  International 
Institutions  in  Asia  Pacific",  Asian  Survey  33,  no. 
11  (November):  1029-1042. 

Ali  Alatas.  1991.  "Asia  Pacific  Economic  Cooperation 
(APEC):  Implications  for  ASEAN".  Pidato  yang 
disampaikan  dalam  Konperensi  mengenai  ASEAN 
yang  diselenggarakan  oleh  The  Asia  Society,  Bali, 
bulan  Maret. 

Asia  Pacific  Economic  Cooperation.  1993.  "Suatu  Visi 
untuk  APEC  -  Menuju  Komuriitas  Ekonomi  Asia 
Pasifik,"  Laporan  Kelompok  Tokoh  Terkemuka 
(Eminent  Persons  Group)  untuk  para  Menteri 
APEC. 

Asia  Pacific  Economic  Cooperation.  1994.  "Mencapai 
Visi  APEC  ~  Perdagangan  yang  Bebas  dan  Terbuka 
di  Asia  Pasifik,"  Laporan  Kedua  EPG. 


C.  Fred  Bergsten.  1993.  "APEC  and  World  Trade". 
Foreign  Affairs  73,  no.  3  (Mei/Juni):  20-26. 

Rose  Garnaut.  1994.  "APEC  After  Seattle  and  the  Uru- 
guay Round."  Makalah  yang  disajikan  pada  Perte- 
muan  Umum  Internasional  X,  PECC,  Kuala  Lum- 
pur, 22-24  Maret. 

Suhadi  Mangkusuwondo.  1994.  An  Indonesian  View  of 
APEC.  Pidato  Santap  Siang,  yang  disampaikan  pa- 
da  Konperensi  mengenai  "Taking  Stock  of  the  Asia 
Pacific  Economic  Agenda"  yang  diselenggarakan 
oleh  Centre  for  Asian  Pacific  Affairs,  The  Asia 
Foundation,  San  Francisco,  18  April. 

Hadi  Soesastro.  1994.  "APEC's  Form  Totally  Clear, 
Logical" ,  Jakarta  Post,  31  Januari. 

Tan  Kong  Yam,  Toh  Mun  Heng,  Linda  Low.  1992. 
"ASEAN  and  Pacific  Economic  Cooperation," 
ASEAN  Economic  Bulletin  8,  no.  3  (Maret):  309- 
332. 


Peranan  Australia  dan  Selandia  Baru 

di  Pasifik  Selatan 


Ikrar  Nusa  Bhakti 


Pendahuluan 


DALAM  konteks  global  —  sistem  in- 
ternasional  ~  Australia  yang  ber- 
penduduk  sekitar  17  juta  jiwa  dapat 
dikategorikan  sebagai  kekuatan  menengah 
(medium  power),  sedangkan  Selandia  Baru 
yang  berpenduduk  3,3  juta  jiwa  dapat  dika- 
tegorikan sebagai  negara  kecil.  Namun  da- 
lam  konteks  regional  -  sub-sistem  kawasan 
Pasifik  Selatan,  kedua  negara  adalah  kekuat- 
an besar  (major powers)}  Ditinjau  dari  per- 
bandingan  kekuatan  nasional  negara- negara 
di  kawasan  Pasifik  Selatan,  Australia  dan 
Selandia  Baru  adalah  pemeran/pelaku  eko- 
nomi,  politik  dan  militer  yang  besar.  Sesuai 
dengan  kepentingan  nasionalnya  masing- 

'Definisi  tentang  kategori  ini  secara  lengkap  ditulis 
oleh  Ramesh  Takur,  Australia,  New  Zealand,  and  Small 
States  in  World  Order,  dalam  konferensi  tentang  "New 
Directions  in  International  Relations:  Implications  for 
Australasia",  Department  of  International  Relations 
with  Cooperation  from  the  Peace  Research  Centre,  Re- 
search School  of  Pacific  Studies,  Australian  National 
University,  Canberra,  February  15-17,  1989. 


masing,  kedua  negara  memiliki  peranan 
yang  amat  penting  di  dalam  mendorong  sta- 
bilitas  politik,  militer  dan  pembangunan 
ekonomi  di  Pasifik  Selatan.  Sebagai  dua 
negara  yang  terletak  di  belahan  bumi  paling 
selatan,  keduanya  amat  membutuhkan  ke- 
stabilan  politik  dan  pembangunan  ekonomi 
di  negara- negara  tetangga  utaranya,  khusus- 
nya  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  Selatan,  agar 
bisa  tetap  bertahan  hidup  dan  memajukan 
ekonomi  negaranya.  Dengan  kata  lain,  sta- 
bilitas  politik  dan  pembangunan  ekonomi 
kawasan  merupakan  dua  dari  sekian  mata 
rantai  penunjang  bagi  stabilitas  politik  dan 
pembangunan  ekonomi  Australia  dan  Selan- 
dia Baru  sendiri. 

Sampai  dengan  akhir  dekade  1980- an, 
Australia  dan  Selandia  Baru  menganggap 
bahwa  kawasan  Pasifik  Selatan  adalah  ba- 
gian  dari  wilayah  pengaruhnya.  Kedua  nega- 
ra juga  dapat  dikatakan  menganggap  bahwa 
perkembangan  di  negara-negara  Pasifik  Se- 
latan bisa  dikendalikannya,  khususnya  kare- 
na  kedekatan  para  pemimpinnya  dengan 
para  pemimpin  kedua  negara  "metropoli- 
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tan",  yaitu  Australia  dan  Selandia  Baru. 
Namun  demikian,  pergantian  pimpinan  di 
beberapa  negara  seperti  di  Papua  Niugini 
(PNG)  dan  Fiji,  semakin  kuatnya  etnona- 
sionalisme  di  PNG,  Fiji,  Vanuatu  dan  Kale- 
donia  Baru  serta  perubahan  ekonomi  dan 
politik  internasional  pada  1980- an  telah 
membuka  mata  para  perancang  dan  peng- 
ambil  keputusan  di  kedua  negara  bahwa  me- 
reka  kurang  mampu  mengantisipasi  perkem- 
bangan  tersebut  di  atas.  Selain  itu,  kedua  ne- 
gara dalam  kadarnya  yang  berbeda,  juga  ter- 
lalu  reaktif  dalam  menghadapi  persoalan  po- 
litik di  Pasifik  Selatan  pada  dekade  1980- an, 
seperti  masalah  bermainnya  RRC,  Uni  So- 
viet, dan  Libya  di  Pasifik  Selatan;  kudeta  di 
Fiji  yang  berlanjut  dengan  pendekatan  Fiji 
terhadap  negara-negara  di  Asia;  perkem- 
bangan  politik  di  Kaledonia  Baru;  ketidak- 
stabilan  politik  di  Vanuatu;  mengeruhnya 
masalah  perbatasan  Indonesia- PNG  antara 
1983-1985,  dan  perkembangan  di  Bougain- 
ville,  Papua  Niugini.  Karena  itu  sejak  akhir 
dekade  1980- an  dan  memasuki  dekade  1990- 
an  Australia  dan  Selandia  Baru  berupaya 
mengubah  citranya  di  Pasifik  Selatan  agar  ti- 
dak  dipandang  terlalu  menggurui  atau  ber- 
tingkah  laku  sebagai  big  brothers  dalam  hu- 
bungannya  dengan  negara-negara  di  kawa- 
san  tersebut. 


2Tentang  masalah  ini  lihat,  David  Hegarty,  South 
Pacific  Security  Issues:  An  Australian  Perspective, 
Working  Paper  no.  147  (Canberra:  The  Research 
School  of  Pacific  Studies,  Australian  University,  De- 
sember  1987),  lihat  juga  Henry  S.  Albinski,  et.al.,  The 
South  Pacific:  Political,  Economic,  and  Military  Trends 
(Washington,  D.C.:  Institute  for  Foreign  Policy  Ana- 
lysis, 1989). 

3Diskusi  tentang  ini,  lihat,  Ikrar  Nusa  Bhakti,  "Ge- 
rakan  Etno-Nasional  di  Bougainville:  Krisis  yang  Tak 
Kunjung  Terpadamkan",  Global.  Jurnal  Politik  Inter- 
nasional, no.  3,  Jakarta:  Jurusan  Hubungan  Interna- 
sional FISIP-UI  dan  Gramedia,  1992. 


Makalah  ini  akan  membahas  peranan 
Australia  dan  Selandia  Baru  di  kawasan  Pa- 
sifik Selatan.  Bagian  kedua  makalah  ini 
akan  menganalisis  politik  luar  negeri  kedua 
negara  dan  peranannya  di  Pasifik  Selatan. 
Sedangkan  bagian  terakhir  merupakan  ke- 
simpulan  dan  prediksi  akan  peran  kedua  ne- 
gara di  masa  mendatang. 


Politik  Luar  Negeri  Serta  Peran  Aus- 
tralia dan  Selandia  Baru 

Untuk  memahami  peranan  Australia  dan 
Selandia  Baru  di  Pasifik  Selatan,  ada  baik- 
nya  kita  juga  memahami  politik  luar  negeri 
kedua  negara  pada  dekade  1980- an  dan  me- 
masuki 1990-an,  khususnya  terhadap  kawa- 
san Pasifik  Selatan.  Secara  umum,  kedua 
negara  memiliki  kepentingan  untuk  mendo- 
rong  stabilitas  dan  pembangunan  ekonomi 
di  Pasifik  Selatan.  Namun  secara  khusus, 
kedua  negara  juga  memiliki  fokus  perhatian 
yang  berbeda,  Australia  lebih  condong  ke 
negara-negara  Melanesia,  khususnya  bekas 
negara  jajahannya  yaitu  PNG,  sedangkan 
Selandia  Baru  walaupun  memiliki  hubungan 
yang  kuat  dengan  negara-negara  Melanesia, 
khususnya  Fiji,  tapi  juga  memfokuskan  per- 
hatiannya  ke  negara-negara  Polinesia  karena 
kedekatan  etnik  antara  penduduk  aslinya, 
Maori,  dengan  orang-orang  Polinesia. 

Di  dalam  situasi  dunia  yang  sedang  beru- 
bah,  baik  Australia  maupun  Selandia  Baru 
menyadari  bahwa  ideologi  tidak  lagi  meme- 
gang  peranan  penting  di  dalam  hubungan 
Timur  dan  Barat,  ekonomi  internasional  sa- 
ling  tergantung  satu  sama  lain,  dunia  sema- 
kin multipolar,  dan  timbul  masalah-masalah 
baru  seperti  perselisihan  atas  dasar  etnik, 
agama  ataupun  etnonasionalisme  lainnya. 
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Dalam  konteks  internasional  ini,  kedua  ne- 
gara  menyadari  akan  kemampuan  masing- 
masing  untuk  mempengaruhi  perkembangan 
internasional  dan  juga  perkembangan  di  ka- 
wasannya.  Karena  itu,  kedua  negara  berupa- 
ya  untuk  menyesuaikan  politik  luar  negeri- 
nya  di  tahun  1980- an  sampai  sekarang  agar 
bisa  menempatkan  diri  sebagai  pemain  di  du- 
nia  internasional  sesuai  dengan  kemampuan- 
nya  masing-masing.  Dengan  kata  lain,  di  da- 
lam politik  luar  negeri,  seperti  juga  di  dalam 
politik  domestik,  untuk  menghadapi  peru- 
bahan-perubahan  yang  cepat  tersebut  kedua 
negara  membutuhkan  kemampuan  mana- 
jemen  politik  yang  baik.  Masalah  ini  secara 
singkat  akan  dibahas  di  dalam  bagian  ini. 


Australia 

Australia  sebagai  negara  di  Pasifik  Sela- 
tan  yang  letak  geografisnya  terisolir  di  Sela- 
tan  dan  berbatasan  dengan  Asia,  berupaya 
untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkem- 
bangan politik  dan  ekonomi  internasional 
serta  kawasan.  Dalam  konteks  ini,  sejak  Bob 
Hawke  menjadi  perdana  menteri  Australia 
di  bulan  Maret  1983  yang  dilanjutkan  oleh 
PM  Paul  Keating  sejak  akhir  1991,  Australia 
menerapkan  empat  prioritas  di  dalam  politik 
luar  negerinya,  yaitu:  (1)  mempertahankan 
suatu  lingkungan  keamanan  positif  dan  stra- 
tegis  di  kawasannya  sendiri  (Maintaining  a 
Positive  and  Strategic  Environment  in  Our 
Own  Region);  (2)  mencari  kerja  sama  per- 
dagangan,  investasi  dan  ekonomi  (Pursuing 
Trade,  Investment  and  Economic  Coopera- 
tion); (3)  menyumbang  pada  keamanan  glo- 
bal (Contributing  to  Global  Security);  (4) 
menyumbang  sebagai  penyebab  bagi  kewar- 
ganegaraan  internasional  yang  baik  (Contri- 
buting to  the  Cause  of  Good  International 


Citizenship).* 

Pertama,  menjaga  integritas  fisik  dan  ke- 
daulatan  merupakan  prioritas  utama  Aus- 
tralia, seperti  juga  negara-negara  lain  di  du- 
nia.  Dengan  demikian,  diplomasi  Australia 
yang  paling  utama  ialah  mempertahankan 
suatu  lingkungan  keamanan  dan  strategis 
yang  positif  di  kawasannya.  Dalam  kaitan 
ini,  sesuai  dengan  Buku  Putih  Keamanan 
Australia,  ada  lingkaran  konsentris  di  dalam 
pertahanan  Australia,  yaitu  "Our  Own  Re- 
gion", melingkupi  seluruh  wilayah  kedaulat- 
an  Australia,  "Zone  of  Direct  Military  In- 
terest" membentang  dari  Australia,  Selandia 
Baru  dan  negara-negara  Pasifik  Selatan  ter- 
dekat,  Papua  Niugini,  Indonesia,  dan  "area 
of  primary  strategic  interest",  melingkupi 
bagian  timur  Samudera  India,  sisa  dari  nega- 
ra-negara Asia  Tenggara  dan  Pasifik  Sela- 
tan.5 

Sesuai  dengan  prioritas  tersebut,  kepada 
negara-negara  yang  tergabung  di  dalam  Fo- 
rum Pasifik  Selatan,  Australia  menerapkan 
kebijakan  "Constructive  Commitment". 
Dalam  hal  ini,  tanpa  memandang  luas  wila- 
yah Australia  yang  lebih  besar  dan  kemam- 
puan ekonomi  yang  kuat,  Australia  mende- 
kati  negara-negara  Pasifik  Selatan  dalam 


Apabila  tidak  diberi  catatan  kaki,  paragraf-para- 
graf  di  bawah  ini  diolah  dari  tulisan-tulisan  Senator 
Gareth  Evans,  "Australian  Foreign  Policy:  Priorities  in 
a  Changing  World",  Australian  Outlook  43,  no.  2 
(Agustus  1989):  1-15;  lihat  juga,  Gareth  Evans  and 
Bruce  Grant,  A ustralia's  Foreign  Relations  in  the  World 
of  the  1990s  (Melbourne:  Melbourne  University  Press, 
1991),  182-184;  Australian  Government  Publishing  Ser- 
vice, Canberra,  1992,  Yearbook  Australia,  Chapter  3: 
International  Relations,  34-50. 

5Evans,  ibid.,  6-7,  dan  Paul  Dibb,  Review  of 
Australia's  Defence  Capabilities,  Report  to  the  Minister 
for  Defence  (Canberra:  Australian  Government  Pub- 
lishing Service,  1986),  2-4. 
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suatu  kerangka  kemitraan  regional  dan  bu- 
kan  dominan.  Artinya,  Australia  tidak  me- 
mandang  kawasan  Pasifik  Selatan  sebagai 
wilayah  pengaruhnya  baik  atas  kemampuan 
sendiri  maupun  sebagai  wakil  dari  kepen- 
tingan-kepentingan  aliansi  Barat  yang  lebih 
besar.  Australia  hanya  ingin  memiliki  penga- 
ruh  dalam  konteks  kerangka  hubungan  bila- 
teral yang  lebih  dekat  dan  saling  percaya  da- 
lam mana  ia  menunjang  stabilitas  regional 
melalui  pembangunan  ekonomi  dan  mendo- 
rong  persamaan  persepsi  terhadap  kepen- 
tingan-kepentingan  strategis  dan  keamanan 
bersama.  Dalam  kaitan  ini,  Australia  me- 
nyadari  bahwa  pendekatan  tradisional  atas 
wilayah  pengaruh  merupakan  kebijakan 
yang  bukan  lagi  pada  tempatnya  di  dalam 
suatu  wilayah  negara-negara  kecil  yang  amat 
rentan  di  mana  politik  dan  kelembagaan 
amat  dipersonalitas  dan  para  pemimpin  baru 
Pasifik  Selatan  juga  tidak  memiliki  kedekat- 
an  emosional  dengan  negara-negara  metro- 
politannya.   Pendekatan  komitmen  kon- 
struktif  ini  juga  didasari  oleh  kenyataan 
bahwa  Australia  merupakan  bagian  dari  ka- 
wasan Pasifik  Selatan.  Karena  itu  Australia 
ingin  menjadi  tetangga  penolong  yang  siap 
menggunakan  sumber-sumber  kekuatan  na- 
sionalnya  bagi  kemaslahatan  bersama  di 
Pasifik  Selatan.  Lewat  bantuan  konstruktif 
ini,  maka  salah  satu  kepentingan  Australia 
di  Pasifik  Selatan  akan  tercapai,  yaitu  terca- 
painya  stabilitas  regional. 

Sesuai  dengan  pendekatan  ini,  Australia 
mencoba  untuk  mengubah  sikapnya  terha- 
dap pemerintah  baru  di  Fiji  setelah  Kudeta 
di  negeri  itu  pada  1987,  yaitu  dengan  mem- 
berikan  bantuan  luar  negeri  dan  melancar- 
kan  perdagangan  bilateralnya.  Australia 
juga  ikut  serta  di  dalam  Perjanjian  Raro- 
tonga  1989  soal  Zona  Bebas  Nuklir  di  Pasi- 
fik Selatan,  walaupun  Australia  juga  meru- 


pakan pencetus  gagasan  agar  penerapan  ke- 
bijakan tersebut  diserahkan  kepada  masing- 
masing  negara.  Ini  untuk  menjaga  hubungan 
baiknya  dengan  Amerika  Serikat.  Pendekat- 
an Australia  ini  juga  amat  berbeda  dengan 
sikap  Selandia  Baru  yang  jelas-jelas  menen- 
tang  berlayar  atau  berlabuhnya  kapal-kapal 
yang  bersenjata  ataupun  bertenaga  nuklir. 

Secara  konkret,  untuk  menjaga  keaman- 
an di  perairan  Pasifik  Selatan,  yang  berarti 
juga  menjaga  keamanan  Australia,  negeri 
Kanguru  ini  memberikan  bantuan  melalui 
program  kapal  patroli  (the  Pacific  Patrol 
Boat)  kepada  negara-negara  Pasifik  Selatan 
senilai  lebih  dari  A$90  juta,  termasuk  pela- 
tihan  dan  perawatan.6  Selain  itu,  khusus  un- 
tuk membantu  kekuatan  militer  PNG  dalam 
menghadapi  pemberontakan  di  Bougain- 
ville, Australia  pada  1990  memberikan  em- 
pat  buah  helikopter  Iriqui  kepada  PNG  dan 
juga  pelatihan  militer  untuk  menambah  dan 
membuat  terampil  tentara  PNG.  Dalam  hu- 
bungannya  dengan  Selandia  Baru,  Australia 
juga  membuat  program  penjualan  kapal- 
kapal  fregat  kepada  Selandia  Baru.  Program 
ini  didasarkan  oleh  suatu  kepentingan  untuk 
mengurangi  beban  Australia  karena  Selan- 
dia Baru  sejak  keluar  dari  ANZUS  ternyata 
mendapatkan  lindungan  keamanan  yang 
gratis  dari  hubungan  AS- Australia. 

Dalam  kerangka  komitmen  konstruktif 
ini,  Australia  memberikan  prioritas  khusus- 
nya  pada  PNG,  karena  PNG  bukan  saja  be- 
kas  negara  jajahannya  tetapi  juga  negara 
terdekat  yang  merupakan  zona  penyangga 
keamanan  Australia  serta  salah  satu  tumpu- 
an  kepentingan  ekonomi  Australia  lewat  in- 
vestasi  dan  perdagangannya  yang  amat  be- 


Dora  Alves,  "Innovative  Strategy  Needed",  Asia- 
Pacific  Defence  Reporter  (Februari-Maret  1992),  10,  11 
dan  13. 
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sar.  Karena  itu,  Australia  dan  PNG  menan- 
datangani  Joint  Declaration  of  Principles 
pada  1987,  membentuk  Australia-PNG 
Ministerial  Forum  sebagai  suatu  struktur  un- 
tuk  mengelola  kepentingan-kepentingan  ke- 
dua  negara  di  bidang  politik,  keamanan  dan 
ekonomi.  Walaupun  Australia  tak  ingin  ikut 
campur  langsung  di  dalam  masalah  perba- 
tasan  Indonesia-PNG,  namun  ia  juga  beru- 
saha  membantu  kelancaran  komunikasi  dan 
membantu  mengurangi  ketegangan  antara 
RI-PNG. 

Khusus  untuk  kawasan  Asia  Tenggara, 
Australia  menerapkan  kebijakan  "compre- 
hensive engagement",  yaitu  keinginan  untuk 
membangun  keterhubungan  dengan  Asia 
Tenggara  sedapat  mungkin  berskala  besar. 
Dalam  konteks  ini,  Australia  menerapkan 
pendekatan  multidimensional  yang  bukan 
saja  lewat  diplomasi  politik  dan  militer,  te- 
tapi  juga  lewat  perdagangan,  investasi,  ban- 
tuan  luar  negeri  dan  saling  kunjung  antara 
pejabat  negara  dan  rakyat  biasa.  Indonesia 
sebagai  negara  terdekat  di  Asia  Tenggara 
juga  mendapat  tempat  yang  layak  di  dalam 
politik  luar  negeri  Australia.7 

Kedua,  mengejar  kerja  sama  perdagang- 
an, investasi  dan  ekonomi.  Prioritas  kedua 
ini  ditujukan  agar  ekonomi  Australia  bisa  te- 
tap  survive  dan  berjaya  menjelang  abad  ke- 
21.  Dalam  konteks  dalam  negeri,  Australia 
berupaya  untuk  melakukan  deregulasi  eko- 

7Tentang  masalah  ini  lihat,  Ikrar  Nusa  Bhakti, 
"Facing  the  21st  Century:  Trends  in  Australia's  Rela- 
tions with  Indonesia",  Indonesian  Quarterly  XX,  no.  2: 
142-155;  lihat  juga,  Ikrar  Nusa  Bhakti,  "Perkembangan 
Ekonomi-Politik  Asia  Pasifik  dan  Pengaruhnya  Bagi 
Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia  Dewasa  Ini 
dan  Memasuki  Abad  ke-21",  makalah  dibawakan  pada 
"Seminar  Hubungan  Indonesia- Australia  Memasuki 
Abad  XXI",  diselenggarakan  oleh  Pusat  Kajian  Aus- 
tralia-Universitas  Indonesia,  Auditorium  Kedutaan  Be- 
sar Australia,  Jakarta,  13  Oktober  1993. 


nomi,  keuangan  dan  perburuhan,  sedangkan 
dalam  konteks  regional  Asia-Pasifik,  Aus- 
tralia berupaya  untuk  mengintegrasikan 
ekonominya  dengan  kawasan  Asia  Pasifik 
melalui  upayanya  menjadi  pencetus  gagasan 
Kerja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC) 
pada  1989. 

Dalam  konteks  Pasifik  Selatan,  Austra- 
lia sebagai  negara  donor  terbesar  bagi  Fo- 
rum Pasifik  Selatan  berupaya  untuk  meng- 
giatkan  kerja  sama  di  Pasifik  Selatan  mela- 
lui Forum  Sekretariat  (dulu  bernama  The 
South  Pacific  Bureau  for  Economic  Coop- 
eration -  SPEC),  Forum  Fisheries  Agency, 
dan  badan-badan  kerja  sama  lainnya.  Aus- 
tralia bersama  Selandia  Baru  juga  mencetus- 
kan  South  Pacific  Regional  Trade  and  Eco- 
nomic Cooperation  (SPARTECA),  yaitu  un- 
tuk memudahkan  perdagangannya  dengan 
Pasifik  Selatan.  Sedangkan  dengan  Selandia 
Baru  juga  dilakukan  integrasi  ekonomi  me- 
lalui pembentukan  Australia-New  Zealand 
Closer  Economic  Relations  Trade  Agree- 
ment (ANZCERTA)  atau  lebih  dikenal  de- 
ngan CER  (Closer  Economic  Cooperation). 
CER  ini  tampaknya  lebih  menguntungkan 
Selandia  Baru,  sedangkan  SPARTECA 
masih  tetap  menguntungkan  Australia  dan 
Selandia  Baru  ketimbang  negara- negara  Pa- 
sifik Selatan.  Namun  demikian,  Australia  te- 
tap menempatkan  PNG  sebagai  wilayah  ke- 
pentingan  perdagangan  dan  investasinya. 
Sebagai  contoh,  ekspor  Australia  ke  PNG 
pada  1989  sebesar  A$807  juta  dan  kini  mele- 
bihi  A$l  milyar,  sedangkan  investasinya  me- 
lebihi  A$l,8  milyar.  Dalam  bantuan  luar  ne- 
geri, PNG  juga  menempati  tempat  pertama, 
yaitu  sekitar  A$275  juta  untuk  menunjang 
APBN  PNG  dan  A$30  juta  untuk  proyek 
bantuan  luar  negeri  pada  1990-1991.  Sampai 
1993,  bantuan  proyek  akan  menjadi  A$35 
juta  sedangkan  bantuan  APBN  akan  diku- 
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rangi  secara  persentase  tetapi  nilai  riilnya 
akan  mencapai  A$275-A$300  juta.  Australia 
dan  PNG  juga  membentuk  Papua  New 
Guinea-Australia  Trade  and  Commercial 
Relations  Agreement  (PATCRA)  untuk  me- 
mudahkan  arus  perdagangan  antara  kedua 
negara. 

Lepas  dari  semua  hal  di  atas,  Australia 
tetap  menempatkan  kawasan  Asia,  khusus- 
nya  Jepang  dan  RRC  sebagai  mitra  ekonomi 
yang  amat  penting.  Kawasan  Asia  Pasifik 
merupakan  kawasan  masa  depan  Australia 
untuk  tetap  hidup  dan  berjaya  di  abad  men- 
datang,  sedangkan  kawasan  Pasifik  Selatan 
hanya  sebagai  tempat  untuk  menjaga  stabi- 
litas  regionalnya  saja.  Artinya,  melalui  ban- 
tuan  luar  negeri  dan  perdagangan,  maka  sta- 
bilitas  di  negara- negara  Pasifik  Selatan  bisa 
tetap  terjaga  dan  ini  akan  mengurangi  arus 
migrasi  ke  Australia  yang  bisa  berdampak 
negatif  bagi  perekonomian  Australia.  Selain 
o    itu,  melalui  program  bantuan  ekonomi  dan 
perdagangan,  Australia  paling  tidak  akan 
bisa  mempertahankan  pengaruhnya  di  Pasi- 
fik Selatan  dan  mengurangi  upaya-upaya 
negara-negara  Pasifik  Selatan  untuk  men- 
cari  mitra  dari  luar  kawasan,  khususnya  dari 
negara-negara  yang  bertentangan  dengan  ke- 
pentingan  Australia  dan  Selandia  Baru  khu- 
susnya dan  Barat  pada  umumnya. 

Ketiga,  menyumbang  pada  keamanan 
global.  Dalam  kaitan  ini  walaupun  Australia 
berupaya  mengurangi  ketergantungannya 
pada  AS  untuk  memayungi  keamanannya 
dan  Pasifik  Selatan,  namun  kerja  sama  de- 
ngan AS  tetap  menjadi  fokus  perhatian  uta- 
ma.  Australia  dan  AS  memiliki  fasilitas  mili- 
ter/intelijens  gabungan  seperti  di  Pine  Gap 
dan  Nurrungar.  Bersama  AS  juga  diperta- 
hankan  kerja  sama  pertahanan  bilateral  me- 
lalui ANZUS,  sejak  Selandia  Baru  masih  be- 
lum  mau  ikut  kembali.  Untuk  kawasan  Asia 


Tenggara,  Australia  juga  menggabungkan 
dirinya  dengan  Five  Powers  Defence  Ar- 
rangement (FPDA)  bersama  Selandia  Baru, 
Inggris,  Malaysia  dan  Singapura.  Dalam 
kacamata  Australia,  semua  ini  ditujukan  un- 
tuk menyumbang  keamanan  global. 

Selain  itu,  Australia  juga  menjadi  negara 
pendukung  non-proliferasi  nuklir  dan  juga 
kawasan  bebas  nuklir  Pasifik  Selatan.  De- 
ngan demikian,  Australia  menentang  perco- 
baan  nuklir  Perancis  di  pulau  atol  Mururoa, 
walaupun  pada  kenyataannya  Australia  te- 
tap mengekspor  bahan-bahan  nuklir  ke  Pe- 
rancis dan  juga  membolehkan  kapal-kapal 
AS  berlayar  dan  berlabuh  di  Australia  serta 
tidak  mempedulikan  kebijakan  AS  "Neither 
Confirm  Nor  Deny".  Secara  singkat  dapat 
disimpulkan  bahwa  Australia  memiliki  ko- 
mitmen  yang  mendua  di  dalam  masalah 
nuklir  ini. 

Selain  hal  di  atas,  Australia  juga  berupa- 
ya menyumbang  bagi  perdamaian  kawasan 
Asia  Tenggara,  khususnya  dalam  penyelesai- 
an  politik  menyeluruh  soal  Kamboja.  Ini 
merupakan  peran  Australia  yang  patut  di- 
banggakan,  karena  sebagai  negara  mene- 
ngah  yang  memiliki  kapasitas  terbatas,  ia 
ikut  serta  di  dalam  suatu  penyelesaian  poli- 
tik di  kawasan  Asia  Tenggara.  Peran  terba- 
tas Australia  ini  bisa  dilihat  dari  pembuatan 
"Buku  Merah"  (karena  bersampul  merah) 
departemen  luar  negeri  dan  perdagangan 
Australia  tentang  penyelesaian  masalah 
Kamboja  dan  juga  lewat  keikutsertaannya 
dalam  pasukan  keamanan  PBB  di  negeri  itu. 

Keempat,  warga  negara  internasional 
yang  baik.  Dalam  konteks  ini  Australia  ber- 
upaya untuk  mempertahankan  reputasi  dan 
kehormatan  nasionalnya  sendiri  sebagai  ne- 
gara menengah  yang  mampu  menjadi  warga 
negara  internasional  yang  baik.  Untuk  itu 
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Australia  ikut  dalam  menyelesaikan  masa- 
lah-masalah  global  seperti  lingkungan  hi- 
dup,  masalah  kesehatan  global  seperti 
AIDS,  perdagangan  narkotika  internasio- 
nal,  pertumbuhan  penduduk,  pemukiman 
kembali  dan  perawatan  terhadap  para  pe- 
ngungsi  dan  penyelesaian  utang-utang  nega- 
ra  berkembang. 

Namun  demikian,  hal  yang  paling  me- 
nonjol  dari  usaha  Australia  ini  ialah  melalui 
bantuan  luar  negeri  yang  terbagi  atas  empat 
macam  bantuan:  Global  Programme,  Coun- 
try Programme  dan  Corporate  Service.  Pada 
1990-1991,  bantuan  luar  negeri  Australia 
melalui  Official  Development  Assistance 
(ODA)  sebesar  A$1.266,8  juta,  terdiri  atas 
A$453,8  juta  untuk  program  global,  A$734,5 
untuk  bantuan  antar  negara  (Country  Pro- 
gramme) dan  A$30,9  juta  untuk  corporate 
service,  yaitu  menggaji  orang-orang  yang 
mengelola  program. 

Seperti  telah  disebutkan  di  atas,  khusus 
untuk  kawasan  Pasifik  Selatan,  PNG  men- 
duduki  tempat  pertama  dan  merupakan  se- 
paruh  dari  seluruh  bantuan  luar  negeri  Aus- 
tralia lewat  Country  Programme.  Tempat  ke- 
dua  diduduki  oleh  Indonesia  yang  terletak  di 
Asia  Tenggara.  Penekanan  pada  kedua  ne- 
gara ini  dapat  dimaklumi,  karena  secara 
strategis  kedua  negara  termasuk  "zone  of 
direct  military  interests"  bagi  Australia. 

Selain  masalah-masalah  di  atas,  Austra- 
lia juga  mendukung  masalah-masalah  hak- 
hak  asasi  manusia,  baik  secara  internasional 
maupun  regional  Asia  Tenggara  dan  Pasifik 
Selatan.  Namun  di  dalam  penerapannya 
pada  politik  luar  negeri  Australia,  masalah 
hak-hak  asasi  manusia  ini  dilakukan  sesuai 
dengan  ekspresi  "pragmatisme  idealistik" 
kepentingan  nasional  Australia.  Karena  itu, 
dalam  mengeritik  masalah  ini,  Australia 


juga  berupaya  agar  hubungan  bilateralnya 
dengan  negara  yang  dikritiknya  tidak  sam- 
pai  terganggu.  Contoh  dari  ekspresi  ini  bisa 
dilihat  dalam  kasus  Bougainville  di  PNG, 
kasus  pendekatan  Australia  pada  pemerin- 
tah  baru  Fiji  pasca  kudeta  dan  juga  terhadap 
pengkaitan  antara  bantuan  luar  negeri  AS 
dengan  masalah-masalah  hak-hak  asasi  ma- 
nusia di  Indonesia  dan  RRC. 

Selandia  Baru 

Seperti  juga  Australia,  Selandia  Baru 
adalah  negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan 
yang  mayoritas  penduduknya  berkulit  putih. 
Sejarah  koloni  Selandia  Baru  mirip  dengan 
Australia,  karena  itu  Selandia  Baru  secara 
kultural  amat  erat  kaitannya  dengan  pera- 
daban  Eropa,  khususnya  Inggris.  Nama  Se- 
landia Baru  sendiri  berasal  dari  seorang  na- 
vigator Belanda,  Abel  Tasman,  yang  dikirim 
dari  Batavia  (Jakarta)  pada  1642  "untuk 
menemukan  dan  mengeksplorasi  tanah  di 
Selatan  dan  Timur  yang  mungkin  kaya".  Ia 
memberi  nama  "Nieuw  Zeeland"  pada  wila- 
yah  itu. 

Baru  seabad  kemudian  penjelajah  Ing- 
gris, James  Cook,  mendarat  di  Selandia 
Baru  dan  sejak  itulah  penduduk  berkulit 
putih  mulai  berdatangan.  Koloni  Selandia 
Baru  berawal  sejak  1840,  yaitu  sejak 
pemerintah  Inggris  menandatangani  Perjan- 
jian  Waitangi  (Waitangi  Treaty)  dengan  pen- 
duduk asli  bangsa  Maori,  yang  memperluas 
proteksi  kerajaan  Inggris  sebagai  ganti 
penerimaan  kedaulatan  Inggris  atas  Selan- 
dia Baru.8  Dalam  sejarahnya,  tidaklah 
mengherankan  jika  Selandia  Baru  kemudian 
lebih  dekat  secara  budaya,   politik  dan 

8Dubes  Selandia  Baru  di  Jakarta,  "The  South 
Pacific  of  the  I990's:  A  New  Zealand  Perspective",  tan- 
pa  tahun. 
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ekonomi  dengan  Eropa.  Bahkan  sebagian 
besar  warganya  lebih  merasa  dirinya  bagian 
dari  Eropa  ketimbang  Pasifik,  walaupun 
letak  Selandia  Baru  di  Pasifik  Selatan. 

Seiring  dengan  perubahan  politik  inter- 
nasional  dan  regional  Asia  Pasifik,  rakyat 
Selandia  Baru  belajar  untuk  hidup  di  dua 
dunia:  negara-negara  besar  dan  kecil.  Seper- 
ti  juga  Australia,  secara  ekonomi  negeri 
Kiwi  (Selandia  Baru)  ini  juga  pernah  meng- 
gantungkan  keamanan  dan  ekonominya  ke- 
pada  Inggris  dan  kemudian  AS.  Namun  se- 
jak  perubahan  politik  internasional  pada 
1980-an,  di  bawah  PM  David  Lange  dari 
Partai  Buruh,  Selandia  Baru  berupaya  untuk 
mengurangi  ketergantungan  keamanannya 
pada  AS.  Ia  tidak  lagi  memandang  bahwa 
mantan  Uni  Soviet  dan  Jepang  adalah  an- 
caman  bagi  keamanannya.  Bahkan  keikut- 
sertaannya  di  dalam  ANZUS  justru  diang- 
gap  sebagai  ancaman  bagi  keamanan  nasio- 
nalnya  yang  rapuh  dan  mudah  menjadi  sa- 
saran  serangan  Rusia.  Karena  itulah  David 
Lange   mengurangi   keikutsertaannya  di 
dalam  ANZUS  dan  melarang  kapal-kapal 
perang  AS  berlayar  dan  berlabuh  di  perairan 
dan  wilayahnya  jika  tidak  memberitahu 
apakah  kapal-kapal  itu  bertenaga  dan/atau 
bersenjata  nuklir.y  Sedangkan  dari  segi  eko- 
nomi, Selandia  Baru  juga  melakukan  dere- 
gulasi  ekonomi,  keuangan  dan  perbankan  di 
dalam  negeri  agar  ekonominya  bisa  berkem- 
bang.  Diversifikasi  ekspornya  juga  semakin 
digalakkan,  khususnya  ke  Asia  Pasifik.  Se- 
bagai contoh  bisa  dikemukakan  perbedaan 

9Diskusi  tentang  masalah  nuklir  ini  bisa  dilihat 
pada,  Andrew  Mack,  "Denuclearisation  in  Australia 
and  New  Zealand:  Issues  and  Prospects",  Australian 
Outlook  43,  no.  3  (Desember  1989):  18-50;  Iihat  juga, 
Robert  E.  White,  The  New  Zealand  Nuclear  Ship  Ban: 
Is  Compromise  Possible?,  Working  Paper  no.  30, 
Canberra:  The  Australian  National  University,  Peace 
Research  Centre. 


perdagangan  Selandia  Baru  pada  1966  dan 
1992.  Pada  1966  tujuan  ekspor  Selandia 
Baru  ialah:  Australia,  5%;  Eropa,  62%;  AS, 
14%;  Jepang,  7%;  negara-negara  Asia  lain, 
3%;  dan  lain-lain,  9%.  Sedangkan  pada 
1992:  Australia,  19%;  Eropa,  17%;  AS, 
13%;  Jepang,  15%;  negara-negara  Asia  lain, 
15%;  dan  lain-lain,  21%  (Reserve  Bank  of 
New  Zealand). 

Dalam  konteks  ekonomi  dan  pertahanan 
keamanan  ini,  Selandia  Baru  tidak  pernah 
bergantung  pada  negara-negara  Pasifik  Sela- 
tan. Kepentingan  nasional  Selandia  Baru  di 
Pasifik  Selatan  hanya  terbatas  pada  menun- 
jang  stabilitas  politik  dan  kemakmuran  eko- 
nomi di  kawasan  tersebut.10  Ini  ditujukan 
agar  jalur  laut  ke  utara  Selandia  Baru  tetap 
terjaga  karena  posisinya  yang  berada  di  be- 
lahan  selatan  dunia. 

Secara  lebih  jelas  lagi,  politik  luar  negeri 
Selandia  Baru  terhadap  kawasan  Pasifik  Se- 
latan pada  dekade  1990- an  ialah  bagaimana 
negeri  ini  bisa  mendapatkan  akses  ke  dan  ke- 
inginan  untuk  mendengarkan  pendapat  para 
pemimpin  negara-negara  Pasifik  Selatan. 
Selandia  Baru  tidak  ingin  mengajari,  meng- 
gurui  atau  mengklaim  perhatian  khusus 
ataupun  superioritas  moral  terhadap  Pasifik 
Selatan.  Fokus  kontemporer  merupakan  ba- 
gian dari  kebijakan-kebijakan  Pasifik-Selan- 
dia  Baru.  Injeksi  realisme  ini  sudah  agak  ter- 
lambat.11  Pernyataan  tersebut  merupakan 

10Lihat  pernyataan  David  Lange  yang  dikutip  oleh 
Denis  Mclean,  "Perspective  from  New  Zealand:  In- 
terests, Objectives,  Means  and  Prospects",  dalam  Hen- 
ry S.  Albinski,  et.al.,  eds.,  The  South  Pacific:  Political, 
Economic,  and  Military  Trends  (Washington,  D.C.:  In- 
stitute for  Foreign  Policy  Analysis,  Special  Report 
1989),  85-87. 

"Pernyataan  Menlu  Don  McKinnon  yang  dikutip 
oleh  Menteri  Perdagangan  Selandia  Baru,  Philip  Bur- 
don,  "Opening  Up  Trade  with  the  Region",  Pacific 
Islands  Monthly  (April  1993),  42. 
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suatu  kesadaran  akan  kesalahan  Selandia 
Baru  (dan  Australia)  dalam  menghadapi  per- 
kembangan  politik  internal  dan  regional 
yang  amat  drastis  di  Pasifik  Selatan  pada  de- 
kade  1980-an.  Itulah  sebabnya  Selandia 
Baru  ingin  mendengar  dan  mendapatkan 
akses  informasi  dari  tangan-tangan  pertama. 

Seperti  juga  Australia,  Selandia  Baru 
juga  memegang  peranan  penting  di  dalam 
kerja  sama  regional  di  Pasifik  Selatan.  Da- 
lam bidang  perdagangan,  pasar  Pasifik  Sela- 
tan sampai  Juni  1992  bernilai  $631  juta.  Eks- 
por  ini  setara  dengan  3,67  persen  total 
ekspor  Selandia  Baru.  Fiji  merupakan  nega- 
ra terbesar  tujuan  ekspor  SB  di  Pasifik  Sela- 
tan, yaitu  mencapai  $156  juta  pada  1992,  di- 
susul  oleh  PNG,  $92  juta;  Polinesia  Peran- 
cis,  $97  juta;  dan  Samoa  Barat,  $76  juta.  Na- 
mun demikian  impor  SB  dari  Pasifik  Selatan 
masih  mengecewakan,  yaitu  hanya  sebesar 
$124  juta,  di  antaranya  $67  juta  berasal  dari 
Fiji.  Dari  sini  tampak  bahwa  ketidakseim- 
bangan  neraca  ekspor-impor  antara  SB  dan 
Pasifik  Selatan  amat  besar,  dan  SPARTE- 
CA  belum  menguntungkan  negara-negara  di 
Pasifik  Selatan.  Ini  juga  disebabkan  oleh  ke- 
nyataan  bahwa  ekspor  dari  negara-negara  di 
Pasifik  Selatan  masih  terbatas  dan  sulit  ber- 
saing  di  pasaran  internasional. 

Selandia  Baru  juga  bersaing  dengan  Aus- 
tralia untuk  menarik  mahasiswa  dari  negara- 
negara  di  Pasifik  Selatan.  Namun  tampak- 
nya  Australia  lebih  berhasil  dalam  kompetisi 
tersebut,  baik  melalui  beasiswa  maupun  le- 
wat  mahasiswa  yang  membayar  penuh  di 
perguruan-perguruan  tinggi  di  Australia. 
Keuntungan  yang  didapat  Australia  paling 
tidak  ada  dua:  pertama,  melalui  jalur  pendi- 
dikan  tinggi  ini,  Australia  bisa  mempenga- 
ruhi  kawasan  Pasifik  Selatan  karena  banyak 
alumni  Australia  di  negara-negara  tersebut; 
kedua,  Australia  bisa  mendapatkan  tenaga- 


tenaga  terdidik  dari  negara-negara  di  Pasifik 
Selatan  yang  tidak  mau  kembali  ke  negara- 
nya.  Namun  kerugian  yang  didapat  negara- 
negara  di  Pasifik  Selatan  ialah  terjadinya 
arus  keluar  sumber  daya  manusia  yang  amat 
dibutuhkan  oleh  negara-negara  tersebut  bagi 
pembangunan  nasionalnya.  Satu  hal  yang 
tampak,  baik  Australia  maupun  Selandia 
Baru  lebih  memfokuskan  perhatian  pada 
pendidikan  tinggi  dan  bukan  pada  pendidik- 
an  dasar  dan  menengah.  Padahal,  pendidik- 
an dasar  dan  menengah  ini  amat  diperlukan 
untuk  mendapatkan  tenaga-tenaga  berkuali- 
tas  menengah  di  Pasifik  Selatan.  Pengaruh 
lainnya,  perkembangan  di  Universitas  Pasi- 
fik Selatan  di  Fiji  dan  universitas- universitas 
di  PNG  menjadi  agak  terhambat.  Padahal 
selama  ini  PNG  dan  Fiji  adalah  tempat  me- 
nempuh  pendidikan  tinggi  bagi  orang-orang 
dari  Pasifik  Selatan.12 

Dari  gambaran  di  atas  tampak  jelas  bah- 
wa terdapat  persamaan  kepentingan  antara 
Australia  dan  Selandia  Baru  di  Pasifik  Sela- 
tan. Namun  demikian,  selain  terjadi  kerja 
sama  untuk  mendorong  stabilitas  politik  dan 
pembangunan  ekonomi,  terjadi  juga  per- 
saingan  kecil  antara  kedua  negara  dalam 
menjaga  hubungan  mereka  dengan  negara- 
negara  di  Pasifik  Selatan. 

Kesimpulan  dan  Prediksi 

Perkembangan  politik  di  kawasan  Pasi- 
fik Selatan  pada  dekade  1980-an  telah  mem- 
buka  mata  Australia  dan  Selandia  Baru  bah- 
wa mereka  kurang  memiliki  akses  informasi 
intelijens  yang  mendalam  tentang  negara- 
negara  tersebut.  Ini  mungkin  disebabkan 
oleh  anggapan  bahwa  kawasan  tersebut  bu- 

12Jemima  Garrett,  "Robbing  the  Pacific",  Pacific 
Islands  Monthly  (June  1993),  11. 
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kanlah  daerah  konflik  yang  teramat  penting. 
Selain  itu,  hubungan  pribadi  antara  para  pe- 
mimpin  kedua  negara  dengan  para  pemim- 
pin  di  Pasifik  Selatan,  seperti  dengan  Ratu 
Sir  Kamisese  Mara  dari  Fiji  dan  Michael 
Somare  dari  PNG,  selama  ini  baik.  Perubah- 
an  politik  yang  menaikkan  tokoh-tokoh 
muda  di  Fiji,  PNG  dan  Vanuatu  yang  lebih 
nasionalis  dan  tidak  memiliki  ikatan  emo- 
sional  dengan  Australia  dan  Selandia  Baru, 
telah  mengejutkan  kedua  negara,  bahwa  ne- 
gara-negara  di  Pasifik  Selatan  tidak  lagi  bisa 
disepelekan  dan  digurui. 

Perkembangan  1990- an  dan  mendatang 
tidaklah  sama  dengan  pada  dekade  1980-an 
lalu.  Berbagai  masalah  yang  dikhawatirkan, 
seperti  peran  Uni  Soviet  dan  Libya,  kini 
tinggal  sejarah  belaka.  Mantan  Uni  Soviet 
telah  tiada  dan  penggantinya,  Rusia,  masih 
terbelenggu  oleh  masalah-masalah  politik 
dan  ekonomi  di  dalam  negerinya.  Karena  itu 
tidaklah  mengherankan  jika  rencana  pembu- 
kaan  Kedutaan  Besarnya  di  PNG  juga  dihen- 
tikan  karena  tiadanya  biaya.  Demikian  pula 
hubungannya  dengan  Kiribati  dan  Vanuatu 
di  bidang  perikanan  juga  tidak  dilanjutkan. 
Libya  juga  tidak  lagi  mau  bermain  di  Pasifik 
Selatan  seperti  pada  dekade  1980-an  ketika 
ia  membantu  mendidik  orang-orang  asli 
Australia,  Kaledonia  Baru,  Selandia  Baru 
dan  Irian  Jaya  di  Libya  untuk  menjadi  geril- 
yawan  ataupun  teroris  yang  tangguh.  Selain 
itu,  masalah  perbatasan  RI-PNG  juga  sudah 
diselesaikan.  Bahkan  hubungan  RI-PNG 


saat  ini  boleh  dikatakan  mencapai  titik  pun- 
cak  sejak  ditandatanganinya  Treaty  of 
Mutual  Respect  pada  1986,  State  of  Forces 
Agreement  pada  1992  dan  juga  pembukaan 
Konsulat  masing-masing  PNG  di  Jayapura 
dan  Indonesia  di  Vanimo. 

Namun  demikian,  masih  terdapat  masa- 
lah-masalah rawan  1980-an  yang  tetap  ada 
pada  1990-an,  seperti  perkembangan  di  Ka- 
ledonia Baru,  di  Bougainville,  persaingan 
antara  kelompok  Melanesia  dan  Polinesia  di 
dalam  Forum  Pasifik  Selatan  dan  juga  ma- 
salah-masalah ekonomi  domestik  negara- 
negara  Pasifik  Selatan.  Berbagai  perkem- 
bangan ini  tentunya  membutuhkan  perha- 
tian  dari  Australia  dan  Selandia  Baru,  jika 
kedua  negara  tidak  ingin  perkembangan  po- 
litik dan  ekonomi  internal  serta  regional  ter- 
sebut  berkembang  ke  arah  yang  negatif. 

Politik  luar  negeri  dan  peran  kedua 
negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan  di  masa 
datang  tampaknya  belumlah  berubah  dras- 
tis.  Meskipun  ada  beberapa  negara  Barat 
dan  Asia  yang  membantu  negara- negara  di 
Pasifik  Selatan,  Australia  dan  Selandia  Baru 
tetap  merupakan  dua  negara  besar  pemberi 
donor  di  kawasan  tersebut. 

Lepas  dari  semua  itu,  kepentingan  kedua 
negara  lebih  didasari  oleh  motif  politik  dan 
strategis  ketimbang  kepentingan  ekonomi. 
Sebab,  negara-negara  di  Pasifik  Selatan 
terlalu  kecil  dan  tersebar  untuk  bisa  dijadi- 
kan  pasar  menengah  bagi  kedua  negara. 


Peningkatan  Kekuatan  Militer 
Negara-negara  Asia  Pasifik  dan 
Implikasinya  Terhadap 
Keamanan  Regional 

Edy  Prasetyono 


BERAKHIRNYA  Perang  Dingin  telah 
menghapus  polarisasi  dua  blok  ka- 
wasan  Asia  Pasifik.  Bahaya  konfron- 
tasi  militer  antara  dua  negara  adidaya  juga 
telah  hilang  seiring  dengan  berkurangnya  ke- 
hadiran  militer  Amerika  Serikat  (AS)  dan 
ditarik-mundurnya  kekuatan  militer  bekas 
Uni  Soviet  dari  kawasan  ini.  Akan  tetapi 
ironisnya,  tidak  seperti  di  Eropa  dan  Ameri- 
ka di  mana  berakhirnya  persaingan  Timur- 
Barat  dibarengi  dengan  munculnya  tekanan- 
tekanan  tentang  perlunya  pengurangan  ang- 
garan  militer  dan  tuntutan  akan  keuntungan 
dari  suatu  perdamaian  (peace  dividend),  di 
Asia  Pasifik  terjadi  perkembangan  yang 
sebaliknya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir 
ini,  terutama  sejak  akhir  tahun  1980-an, 
anggaran  militer  Asia  Pasifik  meningkat  ta- 
jam.  Dalam  edisinya  tanggal  20  Februari 
1993  The  Economist  mencatat  bahwa  negara 
negara  Asia  kini  sedang  terlibat  dalam  pro- 
ses pembangunan  kekuatan  militer.1  Penga- 
matan  serupa  juga  dinyatakan  oleh  seorang 


'"Asia's  Arms  Race",  Economist,  20  Februari 
1993:  19. 


analis  dalam  tulisannya  di  Foreign  Affairs, 
edisi  Summer  1993,  bahwa  perlombaan  sen- 
jata  akan  berlangsung  secara  intensif  di  Asia 
Pasifik.  Berbagai  jenis  senjata  modern 
telah  diimpor  atau  diproduksi  oleh  negara- 
negara  di  kawasan  ini.  Taiwan,  misalnya, 
beberapa  waktu  yang  lalu  membeli  sekitar 
150  pesawat  tempur  F-16  dari  AS  dan  60 
Mirage  dari  Perancis.3  Sementara  itu  Cina 
telah  memperkuat  angkatan  udaranya 
dengan  72  SU-27  dan  24  MiG-31.  Negara- 
negara  Asia  Pasifik  yang  lain,  misalnya  In- 
donesia, Jepang,  Taiwan,  Malaysia,  Singa- 
pura,  Thailand,  dan  Korea,  juga  tidak  mau 
ketinggalan  dalam  memperkuat  angkatan 
bersenjatanya. 

Perkembangan  yang  terjadi  di  Asia  Pasi- 
fik tersebut  tampak  ironis  karena  kawasan- 
kawasan  lain,  mungkin  dengan  perkecualian 

2Michael  T.  Klare,  "The  Next  Great  Arms  Race", 
Foreign  Affairs  72,  no.  3  (Summer  1993):  136-152. 

3David  Shambaugh,  "Growing  Strong:  China's 
Challenge  to  Asian  Security",  Survival  36,  no.  2  (Sum- 
mer 1994):  49;  Far  Eastern  Economic  Review,  6  Juli 
1992:  9-10  dan  24  September  1992:  24. 


500 


ANALISIS  CSIS,  1994-6 


Timur  Tengah  dan  Asia  Selatan,  menunjuk- 
kan  penurunan  persaingan  militer.  Yang 
menjadi  pertanyaan  adalah  jika  negara- 
negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  saat  ini  telah 
terbebas  dari  bahaya  konfrontasi  militer 
negara-negara  adidaya,  alasan-alasan  apa- 
kah  di  balik  pembangunan  kekuatan  militer 
mereka.  Pertanyaan  di  atas  menjadi  lebih 
penting  dan  beralasan  karena  senjata-senja- 
ta  baru  yang  mereka  beli  atau  produksi  da- 
pat  dipergunakan  untuk  tujuan-tujuan  ofen- 
sif.  Meskipun  persaingan  militer  di  kawasan 
ini  belum  mengkhawatirkan,  karena  masih 
terbatasnya  kemampuan  negara-negara  Asia 
Pasifik,  namun  persaingan  tersebut  secara 
kualitatif  cenderung  meningkat. 

Tulisan  ini  membahas  dua  masalah  po- 
kok,  yaitu  pertama,  faktor-faktor  yang  me- 
nyebabkan  meningkatnya  pembangunan  ke- 
kuatan militer  di  Asia  Pasifik  dan  kedua, 
implikasinya  terhadap  keamanan  regional. 
Sebelumnya  akan  dipaparkan  data  dan  gam- 
baran  tentang  peningkatan  kekuatan  militer 
di  Asia  Pasifik.  Dua  indikator  yang  akan 
dipakai  untuk  memahami  peningkatan  ke- 
kuatan militer  adalah:  anggaran  belanja 
militer  negara-negara  Asia  Pasifik  dan  ting- 
kat  penggelaran  kekuatan  militer  mereka  di 
kawasan  ini. 

Anggaran  Militer 

Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelum- 
nya, sejak  tahun  1989  anggaran  militer  nega- 
ra-negara Asia  Pasifik  meningkat  secara  ta- 
jam.  Dengan  menurunnya  anggaran  perta- 
hanan  di  Eropa,  AS,  dan  Rusia,  peningkat- 
an ini  menggandakan  persentase  sumbangan 
Asia  dalam  total  anggaran  militer  dunia.4 

4Desmond  Ball,  "Arms  and  Affluence:  Military  Ac- 
quisitions in  the  Asia-Pacific  Region",  International 
Security  18,  no.  3  (Winter  1993/94):  79. 


Memang  secara  nominal,  anggaran  militer 
negara-negara  Asia  Timur,  Asia  Tenggara, 
dan  Australia  masih  lebih  kecil  dibanding 
Amerika  Serikat,  Eropa,  dan  Rusia.  Namun 
dalam  beberapa  tahun  terakhir,  tidak  seperti 
yang  terjadi  di  AS,  Eropa,  dan  Rusia,  ang- 
garan militer  negara-negara  Asia  Pasifik  me- 
ningkat terus.  Menurut  sebuah  perkiraan, 
pada  tahun  1992  Asia  Timur,  Asia  Teng- 
gara, dan  Australia  membelanjakan  sekitar 
US$105  milyar.  Jumlah  ini  diperkirakan 
akan  terus  meningkat  dan  akan  mencapai 
sekitar  US$130  milyar  pada  tahun  1995. 5 

Yang  menarik  di  sini  adalah  bahwa  dari 
jumlah  tersebut,  sekitar  US$71,72  milyar  di- 
belanjakan  oleh  Asia  Timur  atau  suatu  ke- 
naikan  sebesar  20,88%  dibanding  tahun 
1990.  Anggaran  pertahanan  Cina  sendiri 
dari  tahun  1992  ke  tahun  1993  naik  sebesar 
12,5%.  Sementara  itu  pada  tahun  1994, 
jika  dihitung  dalam  mata  uang  Cina,  Yuan, 
anggaran  pertahanan  negara  tirai  bambu  ini 

o 

naik  sekitar  25%.  Ini  merupakan  kenaikan 
di  atas  10%  selama  empat  tahun  berturut- 
turut  sejak  tahun  1990  dan  anggaran  militer 
Cina  perlu  dilihat  secara  hati-hati.  Para  pe- 
jabat  Cina  menyatakan  bahwa  anggaran 
mereka  sekitar  US$6-7  milyar.  Tetapi  menu- 
rut  sumber-sumber  lain  misalnya  CIA,  IISS 
London,  dan  SIPRI  Stockholm,  anggaran 

pertahanan  Cina  kira-kira  dua  sampai  empat 

o 

kali  lebih  besar  daripada  versi  pemenntah. 
5Ibid. 

6 'Military  Balance  1993-1994  (London:  IISS,  1993): 
152,  157,  159,  161,  dan  168. 

7Ball,  "Arms  and  Affluence":  80. 

8" China's  New  Model  Army",  Economist,  1L  Juni 
1994:  71. 

9Shambaugh,  "Growing  Strong":  54.  Lihat  juga, 
Nicholas  D.  Kristof,  "The  Rise  of  China",  Foreign  Af- 
fairs 72,  no.  5  (Summer  1993):  65. 
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Pada  tahun  1993  Korea  Selatan  membe- 
lanjakan  US$12,06  milyar  pada  sektor  perta- 
hanan,  naik  sebesar  7,8%  dibanding  tahun 
1992  (US$11,19  milyar).10  Hal  serupa  juga 
terjadi  di  Taiwan.  Pada  tahun  1993  ang- 
garan  militer  Taiwan  sebesar  US$10,45  mil- 
yar. Diperkirakan  pada  tahun  1994  ini  akan 
meningkat  12,6%.  Sementara  itu,  anggaran 
pertahanan  Jepang,  meskipun  persentase  ke- 
naikannya  adalah  terkecil  dibandingkan  de- 
ngan  negara-negara  lain  di  Asia  Pasifik,  te- 
tap  merupakan  salah  satu  yang  terbesar  di 
dunia.  Pada  tahun  1993  misalnya  Jepang 
membelanjakan  sekitar  US$39,71  milyar  un- 
tuk  sektor  pertahanan.  Jumlah  ini  naik  men- 
jadi  US$45  milyar  pada  taun  1994. 11 

Khusus  mengenai  anggaran  militer  nega- 
ra-negara Asia  Tenggara,  terutama  negara- 
negara  ASEAN,  mereka  menunjukkan  ciri- 
ciri  yang  berbeda.  Meskipun  juga  mening- 
kat, secara  riil  mereka  masih  lebih  kecil  di- 
banding dengan  anggaran  pertahanan  Korea 
Selatan.  Anggaran  pertahanan  masing- 
masing  negara-negara  ASEAN  hanya  berki- 
sar  antara  US$l-3  milyar.  Jumlah  ini  diper- 
kirakan akan  meningkat  sejalan  dengan  pro- 
gram modernisasi  militer,  terutama  ang- 
katan  laut  dan  udara,  yang  kini  dilakukan 
oleh  negara-negara  ASEAN. 

Sementara  itu,  transfer  dan  impor  sen- 
jata  oleh  negara-negara  Asia  Pasifik  juga 
meningkat.  Pada  tahun  1982  transfer  senjata 
ke  Asia  Pasifik  sekitar  15,5%  dari  keselu- 
ruhan  transfer  persenjataan  dunia.  Pada 
tahun  1992  meningkat  menjadi  29,71%. 
Dari  tahun  1988  sampai  1992  saja  total 
belanja  peralatan  militer  negara-negara  di 
kawasan  ini  sekitar  US$25,642  milyar  atau 


^Military  Balance  1 993- 1 994:  161. 

""All  Dressed  Up  and  Nowhere  to  Go",  Eco- 
nomist, 18  Juni  1994:  82. 


16,98%  dari  nilai  total  transfer  persenjataan 

•  12 

dunia.  Dalam  periode  yang  sama  Jepang, 
Korea  Selatan,  dan  Taiwan  menduduki  lima 
belas  besar  pengimpor  persenjataan  konven- 
sional  dunia.  Hal  ini  tampaknya  akan  me- 
ningkat terus.  Cina  misalnya  pada  tahun 
1993  diberitakan  membelanjakan  sekitar 
US$5-6  milyar.14  Baru-baru  ini  Malaysia 
juga  membeli  18  MiG-29  dari  Rusia,  seharga 
US$550  juta.15  Hal  yang  sama  juga  dilaku- 
kan oleh  Taiwan,  Korea  Selatan,  Indonesia 
dan  Singapura. 

Penggelaran  Kekuatan  Militer  dan 
Akuisisi  Senjata  di  Asia  Pasifik 

Indikator  kedua  yang  mengungkapkan 
adanya  pembangunan  kekuatan  militer  di 
Asia  Pasifik  adalah  tingkat  penggelaran  mi- 
liter dan  akuisisi  senjata  di  kawasan  ini.  Asia 
Pasifik  memang  telah  sarat  dengan  berbagai 
jenis  senjata,  sekalipun  tanpa  memasukkan 
kehadiran  kekuatan  militer  AS  dan  Rusia. 
Jika  dilihat  dengan  cermat,  meskipun  secara 
kuantitatif  peningkatan  penggelaran  kekuat- 
an militer  di  kawasan  ini  tidak  begitu  signi- 
fikan,  apa  yang  terjadi  di  Asia  Pasifik  mem- 
punyai  karakteristik  yang  perlu  digarisba- 
wahi.  Pertama,  dalam  pembangunan  ke- 
kuatan militer  mereka,  negara-negara  Asia 
Pasifik  menekankan  pada  senjata- senjata 
dengan  teknologi  modern  yang  mempunyai 
kemampuan   untuk   melakukan  proyeksi 
jarak  jauh.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  priori- 
es//'/?/ Yearbook  1993:  World  Armaments  and 
Disarmament:  479-482. 

,3Ibid.:  445. 

MShambaugh,  "Growing  Strong":  52. 

l5Michael  Vatikiotis,  "Wings  of  Change:  Malaysian 
Jet  Deal  Gives  Russia  an  ASEAN  Foothold",  Far 
Eastern  Economic  Review,  16  Juni  1994:  20. 
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tas  mereka  pada  pembangunan  angkatan 
laut  dan  udara,  serta  fasilitas- fasilitas  pen- 
dukungnya.16  Kedua,  pembangunan  militer 
Asia  Pasifik  didukung  oleh  infrastruktur  in- 
dustri  militer  domestik  di  masing-masing  ne- 
gara.  Cina,  Jepang,  Taiwan,  Korea,  Singa- 
pura,  Malaysia,  Thailand,  dan  Indonesia 
kini  telah  mengembangkan  industri  yang  da- 
pat  menghasilkan  peralatan  militer.  Semua 
negara-negara  NICs  (Newly  Industrial  Coun- 
tries) bersama-sama  dengan  Cina,  Jepang, 
dan  Korea  Utara  juga  semakin  mandiri  da- 
lam  produksi  senjata.  Bahkan  beberapa  di 
antara  mereka  telah  menjadi  pemasok  uta- 
ma  persenjataan.  Sejalan  dengan  pertum- 
buhan  ekonomi  mereka  tampaknya  gejala 
ini  akan  berlanjut  karena  kemajuan-kemaju- 
an  ekonomi  yang  mereka  capai  berjalan  ber- 
sama-sama dengan  perkembangan  teknologi 
yang  mempunyai  implikasi  terhadap  industri 

17 

militer  mereka. 

Di  Asia  Pasifik  saat  ini  telah  digelar  151 
kapal  selam,  245  kapal  tempur  utama  per- 
mukaan,  dan  6.937  pesawat  tempur  (tidak 
termasuk  pembom).18  Data  di  atas  tidak 
mencakup  senjata- senjata  baru  yang  diper- 
oleh  pada  tahun  1993.  Diperkirakan  negara- 
negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  akan  mem- 
peroleh  sekitar  3.000  pesawat  tempur  baru. 
Sementara  itu,  kira-kira  dalam  jumlah  sama 
akan  dilakukan  up-grade  terhadap  pesawat 
tempur  dengan  jenis-jenis  senjata  baru.19 
Dari  penambahan  di  atas,  sekitar  1.500  pesa- 


16Desmond  Ball,  "The  Council  for  Security 
Cooperation  in  the  Asia  Pacific  (CSCAP)",  Indonesian 
Quarterly  XXI,  no.  4  (Fourth  Quarter  1993):  497. 

l7Klare,  "The  Next  Great  Arms  Race":  140. 

^Military  Balance  1993-1994:  149-172. 

19Ball,  "Arms  and  Affluence":  98,  mengutip 
Prasun  Sengupta,  "Forecast  Asia  Pacific:  Tension  Re- 
mains", Aerospace,  September  1992:  54. 


wat  tempur  baru  akan  digelar  oleh  negara- 
negara  Asia  Timur,  dengan  perincian  Cina 
550  pesawat,  Jepang  400,  Taiwan  466,  dan 
Korea  Selatan  170.  Untuk  kawasan  Asia 
Tenggara,  dalam  dasawarsa  1990- an  ini  di- 
perkirakan ASEAN  akan  menambah  ke- 
kuatan  udara  mereka  dengan  300  pesawat 

20 

tempur  baru. 

Sementara  itu,  untuk  kekuatan  laut,  Asia 
Timur  dan  Asia  Tenggara  akan  membeli  dan 
memproduksi  sekitar  400  kapal.  Cina  dan 
Jepang  bahkan  telah  secara  serius  memper- 
timbangkan  pembelian  kapal  induk.  Di  Asia 
Tenggara,  Thailand,  Singapura,  dan  Malay- 
sia untuk  pertama  kalinya  akan  memperkuat 
kekuatan  laut  mereka  dengan  kapal-kapal 

21 

selam.  Indonesia,  di  samping  telah  mem- 
beli 39  kapal  dari  Jerman,  diberitakan  juga 
telah  memesan  tiga  kapal  selam  dari  negara 
yang  sama  yang  akan  dikirim  pada  perte- 
ngahan  kedua  tahun  1990-an  ini. 

Perlu  dicatat  di  sini  bahwa  di  antara 
negara-negara  Asia  Pasifik,  modernisasi 
militer  Cina  tampaknya  paling  banyak  men- 
dapat  sorotan.  Memang,  Cina  adalah  bagian 
terpenting  dari  modernisasi  dan  pembangun- 

22 

an  militer  Asia  Pasifik.  Cina  tidak  hanya 
telah  mengembangkan  industri  persenjataan 
domestik  yang  cukup  kuat,  tetapi  juga  telah 
membelanjakan  sebagian  besar  anggaran 
pertahanannya  untuk  meningkatkan  ke- 
mampuan  proyeksi  militer  di  luar  batas- 

23 

batas  nasionalnya.     Selain  telah  memper- 


20ibid. 

21Dong  Tsuruoka,  "Just  Looking  Thanks",  Far 
Eastern  Economic  Review,  7  April  1994:  61. 

22Barry  Buzan  dan  Gerald  Segal,  "Rethinking  East 
Asian  Survey",  Survival  36,  no.  2  (Summer  1994):  8. 

23Mengenai  pembangunan  kekuatan  militer  Cina 
lihat  Bin  Yu,  "Sino-Russian  Military  Relations:  Impli- 
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kuat  kemampuan  serang  kekuatan  laut  dan 
udaranya,  misalnya  dengan  pesawat  tempur 
SU-27,  MiG-31,  dan  TU-22,  Cina  juga  telah 
mengembangkan  pertahanan  udara;  Di  sam- 
ping  itu,  Cina  juga  sedang  mengembangkan 
kemampuan  isi  bahan  bakar  di  udara  dan  di- 
beritakan  pula  bahwa  Cina  akan  memper- 
kuat  angkatan  lautnya  dengan  kapal  induk. 
Banyak  pihak  khawatir  program  pemba- 
ngunan  militer  tersebut  akan  menjadikan 
Cina  sebagai  kekuatan  utama  di  Asia  Timur 
dan  Asia  Tenggara,  di  mana  banyak  sengke- 
ta  tentorial  masih  belum  terpecahkan.  Tam- 
paknya  kekhawatiran  ini  beralasan  karena 
Cina  sendiri  terus  melanjutkan  pembangun- 
an  pangkalan  militernya  di  Pulau  Hainan 
dan  Woody.  Hal  ini  akan  memunculkan  per- 
sepsi  bahwa  Cina  memang  ingin  mendomi- 
nasi  Laut  Cina  Selatan  secara  militer. 

Negara-negara  lain  di  Asia  Pasifik  juga 
melakukan  hal  yang  sama.  Taiwan  dan  Ko- 
rea Selatan  mulai  mengembangkan  kemam- 
puan operasi  militer  jarakjauh,  misalnya  de- 
ngan membeli  pesawat  dan  kapal  tempur 
baru  dari  AS  dan  Perancis.  Sementara  itu, 
Korea  Utara,  karena  kesulitan  ekonomi  dan 
keuangan,  untuk  bersaing  dengan  para  te- 
tangganya,  cenderung  mengembangkan  tek- 
nologi  peluru  kendali  dan  senjata  penghan- 
cur  massal.  Sementara  itu,  kekuatan  militer 
Jepang,  walaupun  tidak  dilengkapi  dengan 
kemampuan  ofensif  dan  operasi  jarak  jauh, 
misalnya  pengisian  bahan  bakar  di  udara, 
kapal  induk,  dan'  transportasi  jarak  jauh, 
namun  dalam  standar  regional  merupakan 
salah  satu  kekuatan  paling  modern  dan  ter- 
kuat.  Angkatan  laut  Jepang  lebih  besar  dari- 
pada   gabungan   seluruh    kekuatan  laut 

cation  for  Asian-Pacific  Security",  Asian  Survey  33, 
no.  3  (Maret  1993):  307-308.  Larry  M.  Wortzel,  "China 
Pursues  Great- Power  Status",  Orbis  38,  no.  2  (Spring, 
1994):  157-175;  Shulong  Chu,  "The  PRC  Girds  for 
Limited,  High-Tech  War",  Orbis  38,  no.  2  (Spring, 
1994):  177-191. 


ASEAN,  Australia,  dan  Selandia  Baru.  Di 
Jepang  sendiri  kini  berkembang  pembicara- 
an  tentang  akuisisi  kapal-kapal  tanki  militer 
dan  sistem  transportasi  udara  jarak  jauh. 
Dengan  akses  impor  senjata- senjata  modern 
dari  AS,  kekuatan  ekonomi  dan  teknologi, 
akan  sangat  mudah  bagi  Jepang  untuk  men- 
jadi  kekuatan  militer  regional.  Perkembang- 
an  yang  sama  juga  berlangsung  di  Asia  Teng- 
gara tetapi  dengan  intensitas  yang  lebih  ke- 
cil. 

Faktor-faktor  yang  Menyebabkan 
Pembangunan  Militer 

Berbagai  analisis  tentang  pembangunan 
kekuatan  militer  di  Asia  Pasifik  telah  ba- 
nyak dikemukakan  oleh  para  pakar  masa- 
lah-masalah  strategis  yang  secara  umum  se- 
pakat  bahwa  perkembangan  ini  disebabkan 
oleh  banyak  faktor  yaitu  sebagai  berikut. 

Menurunnya  Kehadiran  Militer  Amerika  Se- 
rikat 

Salah  satu  faktor  terpenting  yang  menje- 
laskan  meningkatnya  kekuatan  militer  nega- 
ra-negara-Asia  Pasifik  adalah  persepsi  bah- 
wa AS  akan  terus  mengurangi  kehadiran  mi- 
liternya di  kawasan  ini.  Ini  berarti  negara- 
negara  Asia  Pasifik  harus  mengembangkan 
kemampuan  mereka  sendiri  untuk  memper- 
tahankan  keamanan  nasional  dan  regional. 

24Paul  Dibb,  "The  Trend  Towards  Military  Build- 
up and  Arms  Proliferation  in  the  Asia-Pacific  Region", 
makalah  yang  disampaikan  pada  The  Sixth  Internation- 
al Security  Forum  tentang  "Prospect  of  Security  Frame- 
works in  the  Asia  Pacific  Region",  Ministry  of  Foreign 
Affairs,  Japan,  24-25  Februari  1993:  3. 

Andrew  Mack,  "Reassurance  Versus  Deterrence 
Strategies  for  the  Asia- Pacific  Region",  Working 
Paper,  no.  103,  Februari  1993,  Peace  Research  Centre, 
The  Australian  National  University:  8. 
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Persepsi  seperti  itu  tampaknya  semakin  kuat 
karena  pemerintah  AS  sendiri  kini  sedang 
menghadapi  tekanan-tekanan  dalam  negeri 
untuk  mengurangi  anggaran  pertahanan  dan 
pembatasan  operasi-operasi  militer  di  luar 
wilayah  AS.26  AS  juga  terus  memberi  tekan- 
an  kepada  negara-negara  sahabatnya  ten- 
tang  perlunya  berbagLbeban  dalam  menang- 
gung  biaya  keamanan  regional  dan  global. 
Oleh  karena  itu  sangat  beralasan  jika  ba- 
nyak  negara  di  kawasan  ini  mulai  meragu- 
kan  komitmen  AS  terhadap  keamanan  Asia 
Pasifik. 

Ada  dua  alasan  mengapa  pengurangan 
kehadiran  militer  AS  di  Asia  Pasifik  menim- 
bulkan  kekhawatiran  negara-negara  di  ka- 
wasan ini.  Pertama,  AS  selama  ini  dipan- 
dang  sebagai  pilar  stabilitas  dan  keamanan 
kawasan.  Tidak  ada  negara  lain  yang  dapat 
menggantikan  posisi  AS  tanpa  menimbulkan 
kecurigaan,  ketegangan,  atau  mungkin  kon- 
flik.  Seorang  pengamat  menyatakan:  "Ada- 
lah  paradoks  bahwa  Amerika  Serikat,  kalah 
di  Vietnam,  mundur  dari  Filipina,  ditentang 
oleh  Korea  Utara,  ...  kini  menjadi  satu-satu- 
nya  pengikat  yang  dapat  menyatukan  seba- 
gian  besar,  jika  tidak  seluruhnya,  negara- 
negara  Asia  Pasifik,  dalam  suatu  kerangka 

27 

keamanan."  Yang  menjadi  persoalan  ada- 
lah  bahwa  setelah  Perang  Dingin  berakhir 
pilar  terpenting  kehadiran  militer  AS  men- 
jadi tidak  relevan  lagi.  Sementara  itu,  di  lain 
pihak  kehadiran  AS  masih  dianggap  pen- 
ting,   karena  ketidakpastian  hubungan- 

26John  R.  Faust,  "The  Emerging  Security  System  in 
East  Asia",  Journal  of  East  Asian  Affairs  8,  no.  1 
(Winter/Spring  1994):  85. 

27Lau  Teik  Soon,  "Prospect  of  Security  Framework 
in  the  Asia  Pacific  Region",  makalah  disampaikan 
pada  The  Sixth  International  Security  Forum,  The  Min- 
istry of  Foreign  Affairs,  Japan,  24-25  Februari  1993: 
5-6. 


hubungan  strategis,  terutama  berkenaan  de- 
ngan  masalah  Korea,  Cina-Taiwan,  dan 
sengketa-sengketa  tentorial  di  Asia  Timur 
dan  Asia  Tenggara. 

Dalam  situasi  seperti  di  atas  itulah  terle- 
tak  esensi  kekhawatiran  tentang  kekosongan 
kekuatan  (power  vacuum)  yang  pada  dasar- 
nya  menggarisbawahi  kekhawatiran  menge- 
nai  kemungkinan  negara-negara  tertentu 
menggunakan  kekuatan  militer  mereka  un- 
tuk melindungi  kepentingan-kepentingan 
mereka  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Meskipun 
kemungkinan  petualangan  militer  oleh  suatu 
negara  masih  kecil,  prospek  dan  implikasi 
kekhawatiran  tentang  power  vacuum  tam- 
paknya mempengaruhi  secara  kuat  pemikir- 
an-pemikiran  tentang  masalah  keamanan 
kawasan  Asia  Pasifik  bahwa  stabilitas  dan 
keamanan  kawasan  tidak  dapat  lagi  tergan- 
tung  pada  kehadiran  militer  AS.  Ini  berarti 
negara-negara  Asia  Pasifik  harus  lebih  man- 
diri  dalam  mengembangkan  kekuatan  mili- 
ter mereka  yang  dikhawatirkan  akan  dapat 
memicu  perlombaan  senjata. 

Alasan  kedua  mengapa  kehadiran  militer 
AS  penting  adalah  karena  hal  ini  berkaitan 
dengan  tatanan  regional.  Benar  bahwa  sela- 
ma Perang  Dingin,  Asia  Pasifik  berada  da- 
lam situasi  berbahaya  karena  dihadapkan 
pada  kemungkinan  pecahnya  konfrontasi 
militer  antara  AS  dan  bekas  US.  Dalam  si- 
tuasi seperti  itu  AS,  di  samping  melindungi 
kepentingan  strategisnya  sendiri,  juga  ber- 
peran  sebagai  pelindung  para  sekutunya  de- 
ngan membentuk  beberapa  kerja  sama  ke- 
amanan bilateral  dengan  Jepang,  Korea  Se- 
latan,  Filipina,  dan  Thailand.  Ini  berarti  Pe- 
rang Dingin  menciptakan  hubungan-hu- 
bungan  strategis  yang  jelas,  meskipun  ber- 
bahaya, antara  dua  blok,  AS  vs  bekas  Uni 
Soviet  serta  para  sekutunya. 
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Masalahnya  adalah  bahwa  dengan  ta- 
tanan  regional  seperti  di  atas  AS  selalu  me- 
nekankan  pentingnya  pendekatan  hubungan 
militer  bilateral,  tanpa  disertai  upaya-upaya 
yang  memadai  untuk  mengembangkan  ke- 
rangka  kerja  sama  keamanan  secara  multi- 
lateral di  mana  negara-negara  di  kawasan  ini 
dapat  mengembangkan  persepsi  dan  kepen- 
tingan  keamanan  bersama.  Bahkan  ketika 
menghadapi  kesulitan  ekonomi,  AS  selalu 
menekankan  pentingnya  berbagi  beban 
(burden  sharing)  di  mana  Washington  akan 
memberikan  perlindungan  keamanan,  se- 
mentara  para  sekutunya  diminta  untuk 
memberi  andil  secara  finansial.  Memang  be- 
nar  bahwa  sejak  tahun-tahun  pertama  dasa- 
warsa  1990-an  AS  mengubah  peranannya  se- 
bagai  kekuatan  pembendung  ancaman  So- 
viet menjadi  kekuatan  penyangga  stabilitas 
keamanan  regional,  sebagai  kekuatan  penye- 
imbang  yang  akan  mampu  mencegah  mun- 
culnya  persaingan  antara  kekuatan- kekuat- 
an regional  di  Asia  Pasifik.  Sejalan  dengan 
perubahan  peran  ini,  AS  juga  telah  mulai 
mengembangkan  pendekatan  multilateral 
dalam  masalah-masalah  keamanan  Asia 
Pasifik.  Namun  yang  menjadi  masalah  di 
sini  adalah  bahwa  AS  telah  mewariskan  ta- 
tanan  regional  yang  untuk  sementara  tergan- 
tung  pada  kehadiran  kekuatan  AS,  terutama 
untuk  kawasan  Asia  Timur. 

Dengan  keadaan  seperti  di  atas,  penarik- 
an  kekuatan  militer  AS  akan  membuat  Asia 
Pasifik  dalam  situasi  yang  tidak  menentu,  di 
mana  bentuk-bentuk  baru  hubungan  strate- 
gis  pada  pasca  Perang  Dingin  masih  belum 

28 

jelas.  Sehingga  dapat  dimengerti  mengapa, 
dibandingkan  dengan  negara-negara  Eropa, 


Paul  M.  Evans,  "Managing  Security  Relations 
After  the  Cold  War:  Prospect  for  the  Council  for  Secu- 
rity Cooperation  in  Asia  Pacific",  Indonesian  Quarterly 
22,  no.  1  (First  Quarter  1994):  63. 


Asia  Pasifik  lebih  khawatir  terhadap  pena- 
rikan  pasukan  AS.  Contohnya  hubungan  ke- 
amanan AS-Jepang.  Kebijaksanaan  perta- 
hanan  Jepang  selama  ini  didasarkan  atas 
aliansi  bilateral  dengan  AS.  Dengan  demi- 
kian  dampak  penarikan  kekuatan  AS  dari 
Jepang  akan  lebih  signifikan  baik  terhadap 
Jepang  maupun  kawasan,  karena  memang 
aliansi  AS-Jepang  bersifat  bilateral,  tidak 
terkait  dalam  kerangka  kerja  sama  keaman- 
an regional  multilateral  sebagaimana  dilaku- 
kan  oleh  AS  dengan  para  sekutunya  di  Ero- 
pa. 

Meningkatnya  Proyeksi  Militer  Kekuatan- 
kekuatan  Regional 

Pembangunan  kekuatan  militer  negara- 
negara  Asia  Pasifik  juga  didorong  oleh  ke- 
khawatiran  tentang  meningkatnya  kekuatan 
militer  Cina,  Jepang,  dan  India. 

Modernisasi  dan  pembangunan  kekuatan 
militer  Cina  belakangan  ini  memang  paling 
banyak  mendapat  sorotan  dan  sekaligus  me- 
nimbulkan  kekhawatiran.  Kekuatan  udara 
Cina  kini  telah  diperkuat  dengan  72  SU-27 
dan  MiG-31,  dan  mungkin  pembom  TU-22 
Backfire.  Cina  juga  diberitakan  akan  mem- 
beli  satu  kapal  induk,  sebagai  bagian  dari 
program  mengembangkan  kemampuan  ope- 
rasi  laut  biru  (blue  navy  capability).  Banyak 
pihak  khawatir  bahwa  kemampuan  ini  akan 
meningkatkan  supremasi  militer  Cina  atas 
negara-negara  tetangganya  yang  terlibat  da- 
lam sengketa  tentorial  di  Laut  Cina  Selatan. 
Ini  sangat  beralasan,  karena  Cina  merupa- 
kan  satu-satunya  kekuatan  yang  pernah 
menggunakan  kekuatan  militer  dalam  seng- 
keta kepulauan  di  Laut  Cina  Selatan, 
sebagaimana  ditunjukkan  dalam  pertem- 
puran  laut  dengan  Vietnam  pada  bulan  Ma- 
ret  1988  yang  lalu.  Selain  itu  pada  tahun 
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1992  Cina  juga  merebut  dua  pulau  di  wila- 
yah  yang  kini  jadi  ajang  perebutan  terse- 

29 

but.  Untuk  memperkuat  klaimnya,  pada 
bulan  Februari  1992,  Cina  mengeluarkan 
undang-undang  tentang  wilayah  tentorial 
yang  antara  lain  mengklaim  seluruh  kepu- 
lauan  di  Laut  Cina  Selatan.  Perilaku  Cina 
ini  mendorong  negara-negara  tetangga  un- 
tuk memperkuat  kekuatan  militer  mereka.30 

Selain  terhadap  Cina,  Asia  Pasifik  juga 
menaruh  perhatian  terhadap  Jepang,  karena 
pengalaman  penjajahan  Jepang  semasa  Pe- 
rang  Dunia  II.  Oleh  karena  itu,  meskipun 
hubungan  ekonomi  antara  Jepang  dan  nega- 
ra-negara Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara  ter- 
jalin  erat,  peran  Jepang  dalam  masalah  ke- 
amanan  dan  militer  masih  merupakan  isu 
sensitif.  Apalagi  kekuatan  militer  Jepang 
sendiri,  meskipun  berorientasi  defensif,  me- 
rupakan kekuatan  militer  terkuat  dan  paling 
modern  di  Pasifik  Barat.  Selain  itu,  menurut 
para  pengamat,  kekuatan  ekonomi,  teknolo- 
gi,  dan  industri  Jepang  bilamana  perlu  dapat 
diubah  untuk  tujuan-tujuan  militer. 

Perhatian  terhadap  Jepang  memang  ber- 
alasan  karena  besarnya  kepentingan  Jepang 
di  Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara.  40%  dari 
total  perdagangan  dunia  dan  sekitar  80% 
pasokan  minyak  untuk  Jepang  melalui  per- 
airan  di  kawasan  ini.31  Selain  itu  kawasan  ini 
juga  merupakan  pemasok  bahan-bahan 
mentah  untuk  keperluan  industri  Jepang, 
pasar  bagi  barang-barang  Jepang,  dan  yang 


^Lee  Lai  To,  "ASEAN- PRC  Political  and  Security 
Cooperation:  Problems,  Proposals,  and  Prospects", 
Asian  Survey  33,  no.  11  (November  1993):  1098. 

30WilIiam  T.  Tow,  "Reshaping  Asian- Pacific  Secu- 
rity", Journal  of  East  Asian  Affairs  8,  no.  1  (Winter/ 
Spring  1994):  94. 

3,Leszek  Buszynski,  "ASEAN's  Security  Dilem- 
mas", Survival  34,  no.  4  (Winter  1993):  95. 


lebih  penting  lagi  kini  menjadi  jaringan  eko- 
nomi Jepang.  Ini  berarti  setiap  perubahan  di 
Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara  akan  berpe- 
ngaruh  besar  terhadap  Jepang. 

Sejauh  ini  kebijaksanaan  keamanan  Je- 
pang dikoordinasi  bersama-sama  dengan  AS 
dalam  suatu  aliansi  militer.  Aliansi  ini  pada 
dasarnya,  selain  memberikan  perlindungan 
keamanan  terhadap  Jepang,  juga  membatasi 
kekuatan  militer  Jepang  dan  sekaligus  mem- 
berikan jaminan  bahwa  Jepang  tidak  akan 
bertindak  secara  independen  untuk  melin- 
dungi  kepentingannya  di  kawasan  Asia  Pa- 
sifik. Akibatnya,  peran  regional  Jepang 
sangat  terbatas  dan  sebagian  besar  dirumus- 
kan  dalam  bentuk  peran  ekonomi  dan  poli- 
tik.  Karena  Jepang  sangat  sensitif  terhadap 
perubahan  internasional,  maka  yang  men- 
jadi pertanyaan  adalah  apa  yang  akan  dila- 
kukan  oleh  Jepang  jika  perlindungan  AS 
dipandang  tidak  cukup  memberi  jaminan 
keamanan  kepada  Jepang. 

Pertanyaan  ini  tampaknya  masih  mengu- 
sik  para  pemikir  strategis  negara-negara  di 
Pasifik  Barat.  Memang  benar  terdapat  bebe- 
rapa  hambatan  terhadap  kekuatan  militer 
dan  kemungkinan  bangkitnya  kembali  mili- 
terisme  Jepang.  Batasan-batasan  tersebut 
antara  lain:  anggaran  pertahanan  harus  ber- 
kisar  l°7o  dari  pendapatan  nasional  (GNP), 
prinsip-prinsip  non-nuklir,  tidak  mengubah 
pasal  9  konstitusi  Jepang,  dan  bahwa  Jepang 
tidak  akan  mengambil  alih  seluruh  tanggung 
jawab  masalah  pertahanan  dan  keamanan 
nasionalnya.32  Selain  itu,  masalah-masalah 


^Hikmahanto  Juwana,  "Japan's  Defense  Concep- 
tion and  Its  Implication  for  Southeast  Asia",  Indo- 
nesian Quarterly  XXI,  no.  4  (Fourth  Quarter,  1993): 
486.  Lihat  juga,  Harrison  M.  Holland,  "An  Alliance  in 
Need  of  Therapy:  The  Troubled  US- Japan  Relation- 
ship", Journal  of  East  Asian  Affairs  VII,  no.  I 
(Winter/Spring  1993):  199. 
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militer  selalu  menjadi  isu  sensitif  dalam  po- 
litik  dalam  negeri  dan  luar  negeri  Jepang. 
Yang  lebih  mendasar  lagi  adalah  bahwa 
sampai  saat  ini  di  Jepang  masih  terdapat 
kontroversi  apakah  keberadaan  kekuatan 
militer  Jepang  secara  hukum  sesuai  dengan 
konstitusi  damai  negara  tersebut. 

Namun,  semua  itu  tidak  berarti  bahwa 
kewaspadaan  dan  kekhawatiran  terhadap 
Jepang  telah  hilang.  Kemungkinan  Jepang 
melakukan  tindakan-tindakan  seperti  yang 
pernah  dilakukan  pada  Perang  Dunia  II  me- 
mang  hampir  mustahil.  Tetapi  yang  dikha- 
watirkan  adalah  munculnya  situasi  yang  da- 
pat  mendorong  Jepang  mengambil  opsi  mi- 
liter. Situasi  ini  misalnya:  jika  aliansi  perta- 
hanan  AS- Jepang  dipandang  tidak  lagi 
mampu  memberi  jaminan  keamanan  pada 
Jepang;  jika  lingkungan  strategis  di  sekitar 
Jepang  berubah  secara  drastis  misalnya  ti- 
dak selesainya  masalah  nuklir  di  semenan- 
jung  Korea;  jika  Cina  makin  keras  meng- 
klaim  kedaulatan  atas  Taiwan,  Kepulauan 
Senkoku  di  Laut  Cina  Timur,  dan  pulau- 
pulau  di  Laut  Cina  Selatan.33  Dalam  kom- 
pleksitas  masalah  keamanan  Jepang  dan 
kaitannya  dengan  keamanan  regional  itulah 
hubungan  keamanan  AS- Jepang,  pengu- 
rangan  kehadiran  pasukan  AS,  masalah  ber- 
bagi  beban  menjadi  isu  sensitif  bagi  Asia 
Pasifik. 

Pembangunan  angkatan  udara  dan  laut 
India  juga  disorot  terutama  oleh  negara- 
negara  Asia  Tenggara.  Saat  ini  India  telah 
memiliki  satu  kapal  induk  dan  diberitakan 
akan  membeli  satu  lagi.  India  juga  sedang 
mengembangkan  pangkalan  laut  dan  udara 
di  Kepulauan  Nicobar  dan  Andaman  yang 

33Jusuf  Wanandi,  "The  Trend  Toward  Military 
Build-up  and  Arms  Proliferation  in  the  Asia-Pacific 
Region",  Occasional  Paper,  M  104/1993  (Jakarta: 
CSIS):  8. 


dekat  ke  Asia  Tenggara.  Memang  India 
tidak  mempunyai  kepentingan  keamanan 
langsung  di  Asia  Tenggara.  Namun  masa- 
lahnya  adalah  seberapa  jauh  dan  bagaimana 
pembangunan  kekuatan  militer  India  dipan- 
dang oleh  kekuatan  regional  lain,  terutama 
Cina  dan  Jepang,  sebagai  pesaing  yang  akan 
mempertajam  persepsi  ancaman  satu  sama 
lain  di  Asia  Tenggara.  Dengan  masih  adanya 
kecurigaan-kecurigaan  dan  konflik-konflik 
regional,  menurunnya  kehadiran  AS  di  Asia 
Pasifik,  maka  sangat  beralasan  bahwa  pe- 
ningkatan  kekuatan  militer  Cina,  Jepang, 
dan  India  dapat  mendorong  negara-negara 
lain  di  kawasan  ini  untuk  juga  memperkuat 
kemampuan  militer  mereka. 


Kecurigaan  dan  Konflik  Regional 

Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas, 
salah  satu  konsekuensi  berakhirnya  per- 
saingan  Timur- Barat  adalah  munculnya  ke- 
curigaan dan  konflik-konflik  regional.  Ti- 
dak terkecuali  di  Asia  Pasifik.  Konflik- 
konflik  regional  mempunyai  otonomi  yang 
lebih  besar  untuk  berkembang  menjadi  kon- 
flik yang  lebih  serius  dan  mengancam  stabi- 
litas  kawasan. 

Sampai  saat  ini  sikap  saling  curiga  masih 
berlangsung  di  Asia  Timur  dan  Asia  Teng- 
gara. Persepsi  ancaman  di  antara  mereka 
sangat  kompleks,  tidak  seperti  dikotomi  Pe- 
rang Dingin.  Di  Asia  Tenggara  misalnya  In- 
donesia, Malaysia,  dan  Vietnam,  tidak  se- 
perti Singapura  dan  Thailand,  lebih  khawa- 
tir  terhadap  Cina.  Vietnam  dan  Thailand  ju- 
ga masih  memandang  satu  sama  lain  sebagai 
ancaman  potensial  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara daratan.  Sementara  itu  di  Asia  Timur, 
Korea  masih  tetap  waspada  terhadap  bang- 
^Ball,  "Arms  and  Affluence":  87. 
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kitnya  kembali  militerisme  Jepang.  Korea 
Utara  dipandang  sebagai  ancaman  oleh 
Korea  Selatan,  sebagaimana  Cina  di  mata 
Taiwan.  Bahkan  di  lingkungan  ASEAN, 
sampai  saat  ini  masih  ada  kekhawatiran  ten- 
tang  Indonesia  pada  masa  yang  akan  da- 
tang.  Ini  merupakan  warisan  sejarah  ketika 
pemerintahan  Orde  Lama  Indonesia  pernah 
menjalankan  kebijaksanaan  agresif  terha- 
dap  negara-negara  tetangganya.  Kekhawa- 
tiran seperti  itu  misalnya  dapat  disimak  dari 
ucapan  Perdana  Menteri  Singapura  Goh 
Chok  Tong:  "Singapura  tidak  akan  pernah 
menjadi  negara  seperti  Kuwait,  sebuah  nega- 
ra  kaya  yang  tidak  mampu  mempertahankan 

35 

diri".  Meskipun  tidak  secara  eksplisit  me- 
nunjuk  negara  tertentu,  pernyataan  seperti 
itu  dapat  menimbulkan  perasaan  tidak  enak 
di  negara  tetangganya  yang  lebih  besar,  Ma- 
laysia dan  Indonesia. 

Persepsi  ancaman  dan  saling  curiga  di 
atas  diperumit  oleh  masalah  kedaulatan  dan 
konflik-konflik  tentorial.  Masalah  kedaulat- 
an atau  klaim  keabsahan  rezim  misalnya  ter- 
jadi  antara  Cina  dan  Taiwan  dan  antara  Ko- 
rea Utara  dan  Korea  Selatan.  Masalah  ten- 
torial misalnya  antara  Jepang  dan  Cina  me- 
ngenai  Kepulauan  Senkoku,  Indonesia  dan 
Malaysia  mengenai  Sipadan  dan  Ligitan,  an- 
tara Singapura  clan  Malaysia  atas  Pulau 
Putih  di  Selat  Johor,  antara  Filipina  dan 
Malaysia  atas  Sabah,  dan  antara  Vietnam 
dan  Cina  atas  Kepulauan  Paracel.  Yang  pa- 
ling mengkhawatirkan  banyak  pihak  adalah 
sengketa  Kepulauan  Spratly  di  Laut  Cina  Se- 
latan yang  melibatkan  Cina,  Taiwan,  Viet- 
nam, Thailand,  Malaysia,  Filipina,  dan  Bru- 
nei. Sejauh  ini  masalah-masalah  tentorial  di 
atas  belum  dapat  diselesaikan,  kecuali  untuk 
beberapa  kasus  pihak-pihak  yang  terlibat 

35Dikutip  oleh  Buszynski,  "ASEAN's  Security  Di- 
lemmas": 98. 


sepakat  untuk  mempertahankan  status  quo 
wilayah-wilayah  yang  disengketakan  terse- 
but.  Namun,  status  quo  itu  sendiri  pada  da- 
sarnya  menunjukkan  belum  adanya  mekan- 
isme  pemecahan  masalah,  jadi  akan  mem- 
perkuat  persepsi  ketidakpastian  perilaku 
negara-negara  lain  yang  terlibat  dalam  seng- 
keta-sengketa  tentorial  tersebut. 

Sengketa  tentorial  di  atas  memicu  pem- 
bangunan  militer  negara-negara  Asia  Pasifik 
terutama  dengan  penekanan  pada  kemam- 
puan  patroli  udara  dan  laut,  operasi  militer 
jarak  jauh  baik  defensif  maupun  ofensif, 
dan  perangkat  perang  elektronik.  Kekuatan 
ini  tidak  hanya  sebagai  persiapan  jika  terjadi 
skenario  terburuk,  tetapi  juga  untuk  menun- 
jukkan bahwa  kehadiran  militer  mereka  di 
sekitar  daerah  yang  disengketakan  adalah 
simbol  kedaulatan  mereka  di  kawasan  terse- 
but. Modernisasi  angkatan  laut  dan  udara 
Cina  dengan  kemampuan  melakukan  ope- 
rasi militer  di  Laut  Cina  Selatan  adalah  con- 
toh  paling  jelas  mengenai  perkembangan  di 
atas.  Hal  serupa  juga  dilakukan  oleh  Malay- 
sia ketika  negara  ini  membeli  pesawat-pesa- 
wat  tempur  baru  MiG-29  dari  Rusia  dan 
F-18  dari  AS  yang  mampu  beroperasi  sam- 
pai ke  Kepulauan  Spratly  yang  disengketa- 
kan itu. 


Tekanan  dari  Pemasok  Senjata 

Selain  alasan-alasan  strategis,  peran  pe- 
masok juga  perlu  dilihat  dalam  menjelaskan 
pembangunan  militer  di  Asia  Pasifik.  De- 
ngan berakhirnya  Perang  Dingin,  banyak  in- 
dustri  militer  di  Barat  dan  Rusia  sangat 
khawatir  terhadap  tekanan-tekanan  tentang 
peace  dividend.  Hampir  setiap  orang  yang 
terlibat  secara  langsung  dalam  sektor  persen- 
jataan  prihatin  atas  menurunnya  anggaran 
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pertahanan  di  Barat  dan  pengaruhnya  terha- 
dap  industri  militer.  Diperkirakan  antara 
tahun  1990  dan  1994  ini  sekitar  650.000 
orang  telah  kehilangan  pekerjaan  dari  sektor 
industri  pertahanan.36  Selain  itu,  negara- 
negara  Barat  kini  mengalami  surplus  persen- 
jataan. 

Untuk  mengatasi  masalah-masalah  di 
atas  para  produsen  senjata  di  Barat  gencar 
mencari  pembeli  di  pasar  internasional  seba- 
gai  kompensasi  atas  menurunnya  perminta- 
an  dalam  negeri.  Kompetisi  di  antara  para 
produsen  senjata  menjadi  makin  intensif 
dan  terbuka,  dan  mereka  menawarkan  harga 
dan  insentif  yang  menarik.  Hal  ini  menye- 
babkan  negara-negara  Asia  Pasifik  sangat 
mudah  memperoleh  akses  pasar  senjata  in- 
ternasional, terutama  senjata- senjata  buatan 
Rusia.  Banyak  perjanjian  pembelian  senjata 
antara  negara-negara  Asia  Pasifik  kini  se- 
dang  dibuat,  bahkan  dalam  beberapa  kasus 
antara  dua  pihak  yang  sebelumnya  tidak  per- 
nah  membuat  perjanjian  jual-beli  senjata 
karena  satu  sama  lain  memandang  sebagai 
ancaman.  Ini  dapat  dilihat  dalam  kasus 
transfer  senjata  dari  Rusia  ke  Cina  dan 
Malaysia. 

Alasan-alasan  Lain 

Telah  menjadi  anggapan  umum  bahwa 
teknologi  militer  dapat  diaplikasikan  dalam 
bidang-bidang  sipil  dan  komersial.  Oleh 
karena  itu  sering  dikemukakan  bahwa  akui- 
sisi  senjata-senjata  modern  akan  mendatang- 
kan  keuntungan,  sebagai  bagian  dari  trans- 
fer teknologi.  Pembelian  pesawat  tempur 


Betty  G.  Lall  and  John  Tepper  Marlin,  Building  a 
Peace  Economy:  Opportunities  and  Problems  of  Post 
Cold  War  Defense  Cuts  (Oxford:  Westview  Press, 
1992):  11. 


mutakhir  misalnya  akan  memberikan  akses 
pada  teknologi  logam,  khususnya  tentang 
bahan-bahan  komposit  mutakhir.  Di  bidang 
informasi  pembelian  perangkat  perang  elek- 
tronik  dapat  memberikan  infrastruktur  sis- 

37 

tern  informasi  modern. 

Peningkatan  kekuatan  militer  negara- 
negara  Asia  Pasifik  juga  karena  semakin 
luasnya  kepentingan  keamanan  mereka.  Ini 
terkait  dengan  masalah  perlindungan  jalur 
komunikasi  laut  (sea  lanes  of  communica- 
tion -  SLOC)  dan  zona  ekonomi  eksklusif 
(exclusive  economic  zone  -  EEZ).  Selain  itu 
kawasan  laut  di  Asia  Pasifik,  terutama  di 
Asia  Tenggara,  sangat  kaya  akan  bahan- 
bahan  mineral.  Perlindungan  atas  EEZ, 
SLOC,  dan  sumber-sumber  kekayaan  alam 
tersebut  menuntut  kemampuan  melakukan 
pengawasan  dan  proyeksi  kekuatan  ke  ka- 
wasan-kawasan  tersebut. 

Implikasi  Peningkatan  Kekuatan  Mi- 
liter Terhadap  Keamanan  Regional 

Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa 
Asia  Pasifik  kini  sedang  dihadapkan  pada 
perkembangan-perkembangan  kawasan 
yang  sangat  kompleks.  Masih  menjadi  perta- 
nyaan  bagaimanakah  tatanan  regional  Asia 
Pasifik  pada  pasca  Perang  Dingin  dan  lang- 
kah-langkah  strategis  apakah  yang  akan 
diambil  oleh  negara-negara  di  kawasan  ini. 
Dalam  situasi  demikian  masalah  utama  yang 
perlu  dibahas  dalam  menganalisis  implikasi 
peningkatan  kekuatan  militer  terhadap  ke- 
amanan regional  di  Asia  Pasifik  adalah  apa- 
kah perkembangan  ini  dapat  memperumit 
situasi  sehingga  akan  terjadi  perlombaan 
senjata  dan  apakah  pembangunan  militer 
perlu  dipermasalahkan? 

"Ball,  "Arms  and  Affluence":  92. 
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Jawaban  atas  pertanyaan  di  atas  cukup 
banyak.  Secara  teoritis  ada  dua  penjelasan 
atas  pertanyaan  di  atas:  paradigma  realis 
dan  liberal.  Dalam  perspektif  realis,  pening- 
katan  militer  adalah  konsekuensi  wajar  sis- 
tern  internasional  yang  bersifat  anarki,  yaitu 
suatu  sistem  yang  terdiri  dari  negara-negara 
berdaulat  yang  tujuan  utamanya  adalah 
mempertahankan  diri  dan  melindungi  ke- 
pentingan  nasional.  Negara  dan  perilakunya 
tidak  dibatasi  oleh  institusi  internasional  apa 

38 

pun.  Akibatnya,  setiap  negara  dihadapkan 
pada  ketidakpastian  tentang  keamanan  me- 
reka.  Menurut  paradigma  realis,  keamanan 
nasional  adalah  kemampuan  nasional  untuk 
memberikan  perlindungan  fisik  dari  an- 
caman  luar.  Langkah-langkah  yang  biasa- 
nya  diambil  adalah  meningkatkan  kekuatan 
militer,  membentuk  aliansi,  dan  langkah- 
langkah  strategis  lain.39  Di  sini,  lingkaran 
setan  terjadi,  karena  langkah-langkah  di 
atas  dapat  dipandang  sebagai  ancaman  oleh 
negara  lain.  Gejala  ini  disebut  sebagai  secu- 
rity dilemma  dalam  hubungan  antar  neea- 
ra.40 

Dengan  pandangan  seperti  di  atas  para- 
digma realis  melihat  perang  dan  damai  seba- 

38Barry  Buzan,  "People  State  and  Fear:  The  Na- 
tional Security  Problem  in  the  Third  World",  dalam 
Edward  E.  Azar  dan  Chung-in  Moon,  ed.,  National 
Security  in  the  Third  World:  The  Management  of  Inter- 
nal and  External  Threats  (Maryland:  Center  for  Inter- 
national Development  and  Conflict  Management, 
1988):  27. 

39Kenneth  N.  Waltz,  Theories  of  International 
Politics  (Reading  Mass.:  Addison  Wesley,  1979):  118. 

^Bahasan  lengkap  tentang  konsep  security  dilemma 
lihat  Robert  Jervis,  "Cooperation  under  the  Security 
Dilemma",  World  Politics,  no.  2  (Januari  1978):  167- 
214.  Lihat  juga  Barry  Buzan,  People  States  and  Fear: 
An  Agenda  for  International  Security  Studies  in  the 
Post  Cold  War  Era  (New  York:  Harvester  Wheatsheaf, 
1992),  Bab  8. 


gai  fenomena  wajar  dalam  hubungan  inter- 
nasional sebagai  hasil  hubungan-hubungan 
strategis  yang  didasarkan  atas  kekuatan  mi- 
liter. Stabilitas  dan  keamanan  dilihat  sebagai 
fungsi  keseimbangan  kekuatan  (balance  of 
power)  antar  negara.  Karena  kekuatan  mili- 
ter merupakan  unsur  penting  kekuatan  ne- 
gara dan  hubungan  internasional,  maka  se- 
tiap peningkatan  militer  akan  mengancam 
keamanan  internasional. 

Sebaliknya  dalam  pandangan  liberal 
pembangunan  militer  tidak  perlu  dikhawa- 
tirkan  karena  setiap  negara  kini  hidup  dalam 
situasi  saling  ketergantungan.  Kepentingan 
satu  negara  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ke- 
pentingan negara  lain.  Asumsi-asumsi  hu- 
bungan antar  negara  tidak  didasarkan  atas 
zero-sum  game  sebagaimana  dalam  pan- 
dangan realis,  melainkan  atas  dasar  kepen- 
tingan bersama  untuk  memajukan  pemba- 
ngunan ekonomi,  mencegah  perang,  mema- 
jukan nilai-nilai  demokrasi,  dan  mengem- 
bangkan  norma-norma  kerja  sama  interna- 
sional.41 Kepentingan- kepentingan  bersama 
di  atas  akan  dapat  mengarah  pada  pemben- 
tukan  kerja  sama  keamanan. 

Argumen-argumen  paradigma  liberal 
memang  benar  bahwa  perdamaian,  stabili- 
tas, dan  memajukan  pembangunan  ekonomi 
merupakan  kepentingan  umum  setiap  nega- 
ra. Namun,  dalam  konteks  Asia  Pasifik 
mereka  cenderung  mengabaikan  kompleksi- 
tas  regional.  Dengan  penekanan  pada  kepen- 
tingan ekonomi  bersama  dalam  masyarakat 
internasional  yang  saling  tergantung,  ke- 
amanan dan  stabilitas  dilihat  sebagai  sesuatu 
yang  taken  for  granted  sebagai  hasil  hubung- 
an-hubungan ekonomi. 

"'Richard  K.  Betts,  "Wealth,  Power,  and  Instabili- 
ty: East  Asia  and  the  United  States  After  the  Cold 
War",  International  Security  18,  no.  3  (Winter,  1993/ 
1994):  38-39. 
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Masalahnya  adalah  bahwa  negara- 
negara  Asia  Pasifik  tidak  pernah  mempu- 
nyai  pengalaman  dalam  kerja  sama  keaman- 
an  regional.  Sejak  masa  lampau  hingga  saat 
ini  hubungan-hubungan  di  antara  mereka 
banyak  diwarnai  oleh  saling  curiga  dan 
konflik-konflik  lokal.  Seorang  analis  bah- 
kan  berpendapat  bahwa  hal  tersebut  me- 
mang  merupakan  ciri  utama  hubungan  inter- 
nasional  di  kawasan  ini.42  Masalah-masalah 
lokal,  yang  selama  Perang  Dingin  tertutup 
oleh  isu-isu  persaingan  global,  dikhawatir- 
kan  muncul  ke  permukaan  pada  era  pasca 
Perang  Dingin  ini.  Dalam  konteks  demikian 
kekhawatiran  tentang  dampak  negatif  pe- 
ningkatan  kekuatan  militer  di  kawasan  ini 
tampak  sangat  beralasan.  Terlebih  lagi, 
tidak  seperti  di  Barat,  belum  ada  bentuk  ker- 
ja sama  keamanan  Asia  Pasifik  setelah  usai- 
nya  persaingan  Timur- Barat.  Ini  merupakan 
sisi  negatif  Asia  Pasifik  di  mana  kerja  sama 
ekonomi  di  kawasan  ini  tidak  disertai  oleh 
kerja  sama  keamanan  secara  multilateral. 
Yang  ada  hanyalah  aliansi  militer  bilateral 
warisan  Perang  Dingin,  seperti  aliansi  Je- 
pang-AS,  AS- Thailand,  AS-Korea  Selatan, 
AS-Filipina,  dan  AS-Australia.  Di  sini  keli- 
hatan  peran  sentral  AS. 

Berkaitan  dengan  pembangunan  militer 
di  Asia  Pasifik,  masalah-masalah  di  atas  me- 
nunjukkan  belum  adanya  transparansi  me- 
ngenai  doktrin  militer,  sasaran  strategis 
jangka  panjang,  dan  motivasi-motivasi  di 
balik  pembangunan  militer  tersebut.  Kekha- 
watiran tentang  peningkatan  kekuatan  mili- 
ter di  Asia  Pasifik  juga  karena  senjata- 
senjata  yang  dikembangkan  atau  dibeli  da- 
pat  digunakan  untuk  tujuan-tujuan  ofensif. 
Oleh  karena  itu  meskipun  banyak  pihak  ber- 
pendapat bahwa  apa  yang  terjadi  adalah 

42Buzan  and  Segal,  "Rethinking  East  Asian  Securi- 
ty": 7. 


sekedar  modernisasi,  bukan  perlombaan 
senjata,  perkembangan  tersebut  dapat  ber- 
dampak  negatif  terhadap  keamanan  regio- 
nal. 

Kerja  Sama  Keamanan  Regional 

Sasaran 

Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  di 
balik  peningkatan  kekuatan  militer  di  Asia 
Pasifik  terdapat  perkembangan-perkem- 
bangan  regional  yang  kompleks.  Ini  mem- 
berikan  dasar  pemikiran  tentang  perlunya 
suatu  forum  diskusi  masalah  keamanan, 
khususnya  tentang  kerja  sama  keamanan  re- 
gional di  Asia  Pasifik.  Tujuan  pokoknya  bu- 
kanlah  menciptakan  aliansi  militer  untuk 
melawan  negara  tertentu,  melainkan  untuk 
memberikan  landasan  dan  mengatur  hu- 
bungan-hubungan strategis  di  antara  negara- 
negara  Asia  Pasifik,  termasuk  di  dalamnya 
mencari  mekanisme  dan  bentuk-bentuk  ke- 
hadiran  militer  negara-negara  besar  di  ka- 
wasan ini. 

Pemikiran  di  atas  melandasi  beberapa 
usulan  dan  inisiatif  ke  arah  institusionalisasi 
kerja  sama  keamanan  regional.  Dalam  hu- 
bungannya  dengan  masalah  peningkatan  mi- 
liter, institusionalisasi  semacam  itu  diharap- 
kan  dapat  menjadi  mekanisme  di  mana  ang- 
garan  pertahanan,  kebijaksanaan  dan  dok- 
trin militer,  serta  produksi  atau  pembelian 
senjata  dapat  dibuat  transparan  satu  sama 
lain-  Hal  itu  dapat  menciptakan  saling  pe- 
ngertian  mengenai  kepentingan  dan  kepedu- 
lian  masing-masing  negara,  mencegah  rasa 
saling  tidak  percaya  dan  kecurigaan.  Jika 
hal  ini  tidak  diperhatikan,  maka  apa  yang 
terjadi  di  Asia  Pasifik  saat  ini  dikhawatirkan 
akan  mengarah  pada  perlombaan  senjata 
dan  persaingan  kekuatan  di  mana  suatu 
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konflik  kecil  akan  dapat  memicu  penggelar- 
an  militer  dalam  skala  besar.  Yang  lebih 
mendasar  adalah  bahwa  institusionalisasi 
kerja  sama  keamanan  dapat  diarahkan  men- 
jadi  mekanisme  pembatasan  dan  pengawas- 
an  senjata  di  Asia  Pasifik  sehingga  dapat 
memperkuat  proses  menumbuhkan  rasa  sa- 
ling  percaya  {Confidence  Security  Building 
Measures  -  CSBMs)  di  kawasan  ini. 

Beberapa  Inisiatif  dan  Usulan 

Secara  umum  ada  tiga  alternatif  yang 
pernah  diajukan  dapat  digunakan  sebagai 
mekanisme  institusionalisasi  kerja  sama  ke- 
amanan, yaitu:  (1)  menciptakan  forum  re- 
gional baru;  (2)  pembicaraan  masalah  ke- 
amanan di  dalam  APEC  (Asia-Pacific  Eco- 
nomic Cooperation)',  dan  (3)  mengembang- 
kan  ASEAN- PMC  (ASEAN- Post  Minis- 
terial Conference)  untuk  membahas  masa- 
lah-masalah  keamanan  Asia  Pasifik. 

Mengenai  pembentukan  forum  baru  ma- 
salah keamanan  di  Asia  Pasifik,  dalam  lima 
tahun  terakhir  ini  usulan  Australia  dan  Ka- 
nada  paling  banyak  mendapat  sorotan.  Pada 
tahun  1990  Australia  dan  Kanada  masing- 
masing  mengusulkan  pembentukan  CSCA 
(Conference  on  Security  Cooperation  in 
Asia  Pacific)  dan  NPCSD  (North  Pacific 
Cooperative  Security  Dialogue).  Kedua  ga- 
gasan  itu  banyak  dipengaruhi  oleh  CSCE 
(Conference  on  Security  Cooperation  '  in 
Europe).  Karena  itu  banyak  kritik  ditujukan 
terhadap  usulan-usulan  tersebut  yang  secara 
garis  besar  menyatakan  bahwa  kawasan 
Asia  Pasifik  tidak  dapat  meniru  model 

43 Abdul  Razak  Abdullah  Baginda,  "Military  Build- 
up in  the  Asia  Pacific  Region:  Modernization  or  Arms 
Race?",  makalah  disampaikan  pada  The  Seventh  Inter- 
national Security  Forum,  The  Ministry  of  Foreign  Af- 
fairs, Tokyo,  Jepang,  15-16  Maret  1994:  8. 


CSCE  Eropa  karena  perbedaan  yang  besar 
antara  kedua  kawasan  ini.  Tidak  seperti 
Eropa,  di  mana  persepsi  ancaman  terbagi 
secara  tegas,  situasi  Asia  Pasifik  sangat 
kompleks  dan  tidak  ditemukan  persepsi 
yang  sama  mengenai  ancaman  bersama.  Hu- 
bungan  antar  mereka  juga  masih  diwarnai 
oleh  kecurigaan  yang  berakar  pada  masalah 
etnis,  sejarah,  dan  konflik-konflik  tentorial. 

AS,  Jepang,  dan  ASEAN  mempunyai 
pandangan-pandangan  yang  berbeda  menge- 
nai ketidaksetujuan  mereka  atas  usulan 
CSCA.  Di  satu  pihak  AS  dan  Jepang  melihat 
bahwa  CSCA  dapat  merongrong  keberada- 
an  aliansi  bilateral  mereka  dan  aliansi  militer 
bilateral  yang  ada  di  Asia  Pasifik.44  Semen- 
tara  itu  bagi  ASEAN,  CSCA  dapat  meng- 
arah  pada  dominasi  negara-negara  besar 
yang  akan  mengurangi  peran  ASEAN  dalam 
masalah  keamanan  regional. 

Menanggapi  kritik-kritik  di  atas,  Austra- 
lia menyatakan  bahwa  meskipun  CSCA  sulk 
diterapkan  di  Asia  Pasifik,  tetapi  tetap  pen- 
ting  karena  mengandung  gagasan  CSBM 
yang  relevan  dengan  adanya  kecenderungan 
peningkatan  kekuatan  militer  di  kawasan 
ini.  Oleh  karena  itu  negara-negara  di  kawa- 
san ini  harus  mengembangkan  CSBM  versi 
mereka  sendiri.  Dan  memang  Australia  sen- 
diri  tidak  pernah  mengartikan  CSCA  seba- 
gai suatu  organisasi  atau  struktur  formal, 
melainkan  seperangkat  pengaturan  dan  hu- 
bungan-hubungan  untuk  mempertahankan 
keamanan  regional  bersama.45 

"Masashi  Nishihara,  "Lessons  of  CSCE  and  Securi- 
ty in  the  Asia  Pacific  Region",  makalah  disampaikan 
pada  The  Sixth  International  Security  Forum,  The  Min- 
istry of  Foreign  Affairs,  Japan,  24-25  Februari  1993:  3. 

45Stewart  Henderson,  "Canada  and  Asia  Pacific 
Security:  The  North  Pacific  Cooperative  Security 
Dialogue  Recent  Trends" ,  Policy  Planning  Staff  Paper, 
External  Affairs  and  International  Trade,  Canada,  no. 
92/93:  13. 
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Hal  yang  sama  juga  dialami  oleh  usul  Je- 
pang.  Pada  AMM  di  Kuala  Lumpur  1991, 
Jepang  mengusulkan  agar  dibentuk  forum 
khusus  dialog  keamanan  regional.  Usui  ini 
ditanggapi  secara  dingin  oleh  ASEAN  dan 
negara-negara  lain  di  kawasan  karena  peri- 
laku  Jepang  selama  Perang  Dunia  II.  Nega- 
ra-negara tetangga  Jepang  masih  tetap  sen- 
sitif  terhadap  prospek  Jepang  memainkan 
peran  dominan  dalam  masalah  keamanan 
dan  strategis. 

Alternatif  kedua,  pembahasan  masalah 
keamanan  dalam  APEC,  juga  dihadapkan 
pada  banyak  masalah.  Kerja  sama  ekonomi 
dalam  APEC  masih  perlu  dikembangkan 
dan  bahkan  banyak  menemui  kesulitan.  Ma- 
salah keamanan  hanya  akan  menambah  be- 
ban  masalah  yang  saat  ini  dihadapi  oleh 
APEC.  Oleh  karena  itu  memperluas  APEC 
menjadi  forum  yang  juga  mencakup  masa- 
lah keamanan  hampir  tidak  mungkin.46 
Apalagi,  di  samping  tidak  mencakup  Rusia, 
APEC  mempunyai  tiga  anggota  "Cina" 
yaitu  Cina,  Taiwan,  dan  Hongkong.  Setiap 
pembicaraan  masalah  keamanan  yang  meli- 
batkan  mereka,  terutama  Taiwan,  pasti  di- 
tentang  oleh  Cina. 

Alternatif  ketiga,  yaitu  menjadikan 
ASEAN-PMC  sebagai  forum  utama  ke- 
amanan Asia  Pasifik  tampaknya  paling 
komprehensif  dan  wajar.  Bukan  karena 
PMC  sudah  menjadi  pertemuan  tahunan  ru- 
tin sejak  tahun  1978,  tetapi  juga  karena 
PMC  melibatkan  negara-negara  yang  me- 
mainkan peran  penting  dalam  keamanan  re- 
gional. Di  samping  itu,  AS  juga  mulai  me- 
ngubah  kebijaksanaannya  terhadap  Asia  Pa- 
sifik dengan  mendukung  upaya-upaya  multi- 


Stephen  Kirby,  "Degrees  of  Order  in  Asia:  The 
New  Regional  Security  Dialogues",  RUSI  Journal 
138,  no.  6  (Desember  1993):  50. 


lateral  terhadap  masalah  keamanan  regio- 
nal. Gagasan  untuk  menjadikan  ASEAN- 
PMC  sebagai  forum  kerja  sama  keamanan 
regional  untuk  pertama  kalinya  dibahas  oleh 
ASEAN- ISIS  (ASEAN-Institute  for  Strate- 
gic and  International  Studies)  pada  tahun 

1990  yang  kemudian  disampaikan  kepada 
negara-negara  ASEAN  pada  tahun  1991. 47 
Pada  AMM  (ASEAN  Ministerial  Meeting) 

1991  gagasan  ini  disetujui  dan  kemudian 
diterima  sepenuhnya  oleh  ASEAN  pada 
KTT-ASEAN  di  Singapura  pada  bulan  Ja- 
nuari  1992. 

Namun  demikian,  PMC  juga  mem- 
punyai beberapa  masalah.  Sebagai  forum 
diskusi  dan  tukar  pendapat,  masih  menjadi 
pertanyaan  apakah  lembaga  ini  mampu  me- 
ngatasi  masalah  keamanan  yang  konkret 
seperti  masalah  Korea  dan  sengketa  tento- 
rial di  Laut  Cina  Selatan.  Masalah-masalah 
tersebut  sangat  rumit  dan  penyelesaiaannya 
memerlukan  pendekatan  yang  berbeda,  atau 
bahkan  pendekatan-tradisional  seperti  yang 
pernah  terjadi  semasa  Perang  Dingin. 

Perkembangan  selanjutnya  berlangsung 
sangat  cepat.  Pada  AMM  1993  di  Singapura 
disepakati  bahwa  forum  dialog  keamanan 
PMC  diubah  menjadi  ARF  (ASEAN  Re- 
gional Forum).  Perubahan  ini  karena  PMC 
telah  melibatkan  sebagian  besar  negara-ne- 
gara Asia  Pasifik  di  mana  masalah  keaman- 
an mereka  menjadi  makin  kompleks  dan  sa- 
ling  terkait.  Masalah-masalah  di  Asia 
Timur,  Asia  Tenggara,  dan  keterlibatan 
negara-negara  tidak  dapat  dipisahkan.  Ini 
berarti  menempatkan  masalah  keamanan 
hanya  sebagai  bagian  bahasan  dalam  PMC 
tidak  akan  cukup.  Masalah  keamanan  harus 


47  ASEAN- ISIS,  A  Time  for  Initiative:  Proposal  for 
the  Consideration  of  the  Fourth  ASEAN  Summit,  4 
Juni  1991:  4-5. 
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dibahas  secara  komprehensif.  Bagi  ASEAN 
sendiri,  ARF  mengisyaratkan  dan  mensya- 
ratkan  peran  yang  lebih  aktif  dan  tidak  ada 
dominasi  oleh  kekuatan  tertentu  dalam  fo- 
rum tersebut.  Negara-negara  anggota  ARF 
adalah  enam  negara  ASEAN,  tujuh  mitra 
dialog  (AS,  Australia,  Jepang,  Kanada,  Ko- 
rea Selatan,  Masyarakat  Eropa,  dan  Selan- 
dia  Baru),  dua  negara  mitra  konsultasi  (Cina 
dan  Rusia),  serta  tiga  peninjau  (Laos,  Viet- 
nam, dan  PNG). 

Pertemuan  pertama  ARF  diselenggara- 
kan  di  Bangkok  pada  tanggal  25  Juli  1994. 
Ini  merupakan  langkah  maju  ASEAN,  kare- 
na  untuk  pertama  kalinya  para  pejabat  ting- 
gi  sebagian  besar  negara-negara  Asia  Pasifik 
bertemu  dalam  satu  forum  untuk  membica- 
rakan  masalah  politik  dan  kerja  sama  ke- 
amanan  regional.  Yang  lebih  penting  lagi 
adalah  bahwa  Konferensi  ARF  di  Bangkok' 
menyetujui  digunakannya  prinsip-prinsip 
TAC  (Treaty  of  Amity  and  Cooperation) 
ASEAN  sebagai  code  of  conduct  dalam  hu- 
bungan  antar  negara  di  kawasan.48 

Peran  Lembaga-lembaga  Non-Pemerintah 

Sementara  itu,  secara  informal,  pemba- 
hasan  masalah  keamanan  regional  dilaku- 
kan  secara  intensif  oleh  lembaga-lembaga 
kajian  strategis.  Lembaga-lembaga  ini  juga 
mempunyai  andil  sangat  besar  dalam  proses 
pembentukan  kerja  sama  keamanan  multi- 
lateral. Mereka  giat  menyelenggarakan  ke- 
giatan-kegiatan  seminar  dan  penelitian  atas 
masalah  keamanan  yang  konkrit  misalnya 
masalah  sengketa  di  Laut  Cina  Selatan,  jalur 
komunikasi  laut  (SLOC),  dan  bahkan  pros- 
pek  kerja  sama  pertahanan  regional.  Forum 


Lihat  Chairman's  Statement,  The  First  Meeting  of 
the  ASEAN  Regional  Forum  (ARF),  25  July  1994. 


informal  yang  menonjol  adalah  Asia  Pasifik 
Roundtable  (APRT)  yang  disponsori  oleh 
Malaysian- ISIS  dan  Security  Cooperation  in 
Asia  Pacific  (SCAP)  yang  dibentuk  oleh 
ASEAN- ISIS  bersama-sama  dengan  Japan 
Institute  of  International  Affairs  (Tokyo), 
Pacific  Forum  (Honolulu),  dan  Seoul  Forum 
for  International  Studies.  Salah  satu  hasil 
terpenting  yang  dicapai  oleh  SCAP  adalah 
dibentuknya  CSCAP  (Council  for  Security 
Cooperation  in  the  Asia  Pacific)  pada  tang- 
gal 8  Juni  1993.  Tujuan  forum- forum  itu 
adalah  memberi  sumbangan  pada  upaya  me- 
numbuhkan  rasa  saling  percaya  dan  mem- 
perkuat  keamanan  regional  melalui  dialog, 
konsultasi,  dan  kerja  sama. 

Tentu  saja  terlalu  dini  untuk  menilai  apa- 
kah  semua  inisiatif  di  atas  menunjukkan  ke- 
berhasilan  negara-negara  Asia  Pasifik  dalam 
upaya  membentuk  wadah  kerja  sama  ke- 
amanan multilateral.  Akan  tetapi,  dalam 
kaitannya  dengan  peningkatan  kekuatan  mi- 
liter  di  kawasan  ini,  semua  proses  formal 
dan  informal  itu  sangat  penting.  Langkah- 
langkah  di  atas  sangat  dibutuhkan  karena 
sampai  saat  ini  belum  ada  forum  untuk 
membahas  masalah  pengawasan  dan  pemba- 
tasan  senjata.  Di  samping  itu  semua  upaya 
tersebut  penting  karena  CSBMs  dan  pem- 
bentukan kerja  sama  keamanan  multilateral 
harus  dimulai  dari  dialog.  Di  sinilah  forum- 
forum  dialog  seperti  ASEAN- PMC,  ARF, 
APRT,  dan  CSCAP  dapat  memberikan  sum- 
bangan penting  terhadap  upaya  mencipta- 
kan  keamanan  regional  Asia  Pasifik  pasca 
Perang  Dingin. 


Prospek  Keamanan  Regional 

Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  pem- 
bangunan  militer  dan  kerja  sama  keamanan 
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regional  kini  menjadi  agenda  utama  Asia 
Pasifik.  Bila  dikaji  dari  dua  perkembangan 
itu,  prospek  keamanan  regional  akan  tergan- 
tung  pada  strategi  macam  apa  yang  akan  di- 
ambil  oleh  negara-negara  di  kawasan  ini. 
Apakah  mereka  tetap  yakin  bahwa  pening- 
katan  kekuatan  militer  adalah  strategi  ter- 
baik  untuk  melindungi  kepentingan  keaman- 
an mereka?  Atau,  apakah  mereka  lebih  me- 
nekankan  pada  pembentukan  kerja  sama 
multilateral?  Tidak  ada  pilihan  yang  mudah. 
Ini  terutama  karena  mereka  masih  percaya 
bahwa  dalam  membentuk  kerja  sama  ke- 
amanan multilateral,  unsur  terpenting  dari 
power,  yaitu  kekuatan  militer  tidak  dapat  di- 
abaikan.  Oleh  karena  itu,  dapat  dimengerti 
mengapa  sampai  saat  ini  kehadiran  kekuat- 
an militer  AS,  terutama  di  Jepang  dan  Korea 
Selatan,  masih  sangat  penting  dan  dibutuh- 
kan. 

Masalah  lain  yang  mempengaruhi  pros- 
pek keamanan  Asia  Pasifik  adalah  seberapa 
jauh  kerja  sama  keamanan  multilateral  akan 
efektif  dalam  mengatasi  masalah-masalah 
regional.  Pertanyaan  ini  muncul  karena  dua 
alasan,  yaitu  karena  adanya  kompleksitas 
masalah  keamanan  tanpa  ada  persepsi  an- 
caman  bersama  dan  munculnya  konflik- 
konflik  lokal  dan  karena  negara-negara  di 


kawasan  ini  kurang  pengalaman  dalam  me- 
ngembangkan  kerja  sama  multilateral.  Ke- 
khawatiran  tentang  efektivitas  kerja  sama 
keamanan  multilateral  cukup  beralasan  ka- 
rena ketidakseimbangan  distribusi  kekuatan 
di  Asia  Pasifik.  Kekuatan  militer  di  kawasan 
ini  didominasi  oleh  negara-negara  Pasifik 
Barat,  Asia  Timur.  Tidak  satu  pun  negara- 
negara  Asia  Tenggara  dapat  menandingi  ke- 
kuatan militer  Cina  atau  Jepang.  Selain  itu, 
dua  negara  Asia  Timur  ini  juga  mempunyai 
kemampuan  industri  yang  dapat  dikembang- 
kan  untuk  memperkuat  kekuatan  militer  me- 
reka. Di  sini  masalah  utamanya  adalah  sebe- 
rapa jauh  kerja  sama  keamanan  yang  kini 
dirintis  akan  memberi  jaminan  keamanan 
kepada  negara-negara  yang  lebih  kecil. 

Dari  uraian  di  atas,  tampak  bahwa  ke- 
amanan regional  akan  banyak  dipengaruhi 
oleh  interaksi  antara  perkembangan  kerja 
sama  keamanan  dan  peran  kekuatan  militer 
sebagai  komponen  kebijaksanaan  keaman- 
an. Bagi  negara-negara  Asia  Pasifik,  inter- 
aksi antara  kedua  variabel  ini  menyebabkan 
mereka  menempuh  strategi  ganda  yaitu  me- 
ngembangkan  kerja  sama  keamanan  regio- 
nal multilateral  dan  pada  saat  yang  sama 
mereka  juga  mempertahankan  aliansi  militer 
atau  kerja  sama  pertahanan  dengan  AS. 


Visi  dan  Pilihan  Strategis  Jepang 
Pasca  Perang  Dingin: 

Implikasinya  untuk  Keamanan  Asia  Pasifik 

dan  Peran  ASEAN 

Ban  tar  to  Bandoro 


SELAMA  empat  dasawarsa  setelahber- 
akhirnya  Perang  Dunia  II,  posisi  inter- 
nasional  Jepang  sangat  ditentukan' 
oleh  hubungannya  dengan  Amerika  Serikat. 
Dalam  arti  hubungan  Jepang- Amerika  Seri- 
kat yang  bersifat  patron-client  sampai  batas 
tertentu  berfungsi  sebagai  kendala  bagi  pe- 
ran internasional  Jepang.  Jaminan  keaman- 
an Amerika  Serikat,  rasa  takut  akan  bang- 
kitnya  militerisme  Jepang,  baik  yang  muncul 
dari  dalam  negeri  maupun  dari  negara  te- 
tangga  Jepang,  dan  "kewajiban"  Jepang 
untuk  selalu  terikat  pada  kepemimpinan 
strategis  Amerika  Serikat- adalah  tiga  dari 
sekian  banyak  faktor  yang  memaksa  pemim- 
pin  Jepang  tetap  mempertahankan  Doktrin 
Yoshida.1  Apresiasi  para  pemimpin  Jepang 
terhadap  Doktrin  tersebut  telah  memungkin- 
kan  Jepang  berkembang  menjadi  salah  satu 
kekuatan  ekonomi  terkemuka  di  dunia,  se- 
mentara  pada  saat  yang  sama  menikmati  pa- 

1  Doktrin  Yoshida,  yang  diambil  dari  nama  perdana 
menteri  Jepang  periode  1946-1954,  adalah  sebuah 
doktrin  yang  menyerukan  agar  Jepang  mempertahan- 
kan sikap  low  profile  dalam  masalah-masalah  inter- 
nasional, termasuk  masalah  keamanan. 


yung  keamanan  Amerika  Serikat.  Karena 
keterikatannya  yang  begitu  kuat  pada  dok- 
trin tersebut,  Jepang  oleh  masyarakat  inter- 
nasional telah  dijuluki  sebagai  negara  yang 
"tidak  normal". 

Berakhirnya  era  Perang  Dingin  dengan 
implikasi-implikasi  politik  dan  keamanan 
yang  ditimbulkannya,  telah  mendorong  ne- 
gara-negara  besar  termasuk  Jepang  menin- 
jau  kembali  posisi  internasional  dan  kebijak- 
an  luar  negeri  mereka.  Keharusan  untuk 
meninjau  ulang  ini  tentu  didasari  oleh  asum- 
si-asumsi  tertentu,  yaitu:  (1)  perubahan  da- 
lam peringkat  global  akan  memberikan  ke- 
untungan  ekonomis,  politis  dan  keamanan; 
dan  (2)  tersedianya  peluang  yang  lebih  besar 
untuk  mempengaruhi  arah  perkembangan 
internasional. 

Bagi  Jepang,  perubahan-perubahan  da- 
lam lingkungan  internasional  telah  mem- 
bangkitkan  perdebatan  sengit  di  dalam  mau- 
pun di  luar  negeri  mengenai  peran  interna- 
sional Jepang  dan  visi  strategisnya.  Salah 
satu  argumentasi  yang  diajukan  adalah 
bahwa  dalam  pasca  Perang  Dingin  ini,  per- 
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janjian  keamanan  Jepang-Amerika  Serikat 
dianggap  telah  kehilangan  landasan  rasio- 
nalnya  dan  bahwa  keputusan  Amerika  Seri- 
kat untuk  mengurangi  kehadiran  pasukan- 
nya  di  kawasan  Pasifik  akan  melahirkan  im- 
plikasi  keamanan.  Oleh  karena  itu,  Jepang 
dituntut  memainkan  peran  yang  lebih  aktif 
dan  besar  dalam  masalah-masalah  interna- 
sional.  Tuntutan  demikian  mengandung  arti 
bahwa  Doktrin  Yoshida  sulit  dipertahankan 
pada  era  pasca  Perang  Dingin.  Pertanyaan 
kunci  yang  dihadapi  oleh  Jepang  adalah  apa- 
kah  pada  era  pasca  Perang  Dingin  ini  Jepang 
harus  menjadi  negara  "normal",  yaitu  nega- 
ra  yang  mandiri  secara  strategis  dan  memain- 
kan peran  politik,  ekonomi  dan  militer  se- 
suai  dengan  kapabilitas  ekonominya. 

Pertanyaan  demikian  sampai  saat  ini  ha- 
ngat  diperdebatkan  di  kalangan  para  peng- 
ambil  keputusan,  elite  dan  media  massa  Je- 
pang dan  masyarakat  internasional.  Jepang 
sendiri  sebenarnya  menghadapi  masalah 
yang  kronis,  yaitu  ketidakmampuannya  un- 
tuk mengartikulasikan  kebijaksanaannya  se- 
cara  jelas  dan  pasti.  Ini  dapat  menimbulkan 
kekhawatiran  dan  mispersepsi  dari  negara- 
negara  tetangganya.  Terlepas  dari  masalah 
ini,  perdebatan  domestik  ini  harus  dipan- 
dang  sebagai  tanggapan  Jepang  terhadap 
perubahan  dalam  lingkungan  internasional 
dan  upaya  Jepang  dalam  merumuskan  visi 
strategi  dan  mencari  pilihan-pilihan  yang  le- 
bih luas  mengenai  peran  internasionalnya. 

Dalam  menghadapi  perubahan-perubah- 
an  internasional,  Jepang  dihadapkan  pada 
dua  pilihan  kebijakan,  yaitu  mempertahan- 
kan  strategi  pasca  perang  (Doktrin  Yoshida) 
atau  mengembangkan  kemampuan  militer 


Lihat  David  Arase,  "Larger  Role  Ahead  for  Japan 
in  ASEAN  Security,"  Strait  Times,  1  Agustus  1994. 


dan  politik  yang  independen  (pilihan  inde- 
pendensi  strategis).  Masing-masing  pilihan 
di  atas  mempunyai  keuntungan  dan  kerugi- 
an  serta  resiko  bagi  Jepang.  Pilihan  mana 
yang  akan  diambil  oleh  Jepang  akan  sangat 
tergantung  pada  pertimbangan  kedua  faktor 
di  atas. 

Bagi  ASEAN,  Jepang  merupakan  aktor 
politik  dan  keamanan  Asia  Pasifik  yang  pe- 
rannya  tidak  dapat  diabaikan  dalam  pe- 
ngembangan  saling  percaya  (CBMs)  dan 
pencarian  pengaturan  keamanan  Asia  Pasi- 
fik. kebijakan  keamanan  Jepang  pasca  Pe- 
rang Dingin  tidak  hanya  akan  mempenga- 
ruhi  perdebatan  mengenai  keamanan  Pasi- 
fik, tetapi  juga  akan  menentukan  stabilitas 
kawasan  dan  hubungan  Jepang  dengan  ne- 
gara-negara  Asia  Tenggara.  Oleh  karena  itu, 
kebijakan  keamanan  macam  apa  pun  yang 
diambil  oleh  Jepang  pada  pasca  Perang  Di- 
ngin harus  dipandang  oleh  ASEAN  sebagai 
bagian  dari  kontribusi  Jepang  pada  keaman- 
an kawasan  Asia  Pasifik  secara  keseluruhan. 
Partisipasi  Jepang  dalam  ASEAN  Regional 
Forum  hendaknya  juga  harus  dipandang  da- 
lam konteks  di  atas.  Saatnya  telah  tiba  bagi 
ASEAN  untuk  membentuk  agenda  regional 
yang  dapat  menjadi  landasan  bagi  peran  dan 
kontribusi  Jepang  dalam  masalah  keamanan 
kawasan  Asia  Pasifik. 

Tulisan  ini  mengkaji  visi  keamanan  Je- 
pang pasca  Perang  Dingin  dan  kemungkinan 
implikasinya  terhadap  keamanan  kawasan 
Asia  Pasifik.  Bagian  akhir  dari  tulisan  akan 
menyoroti  peran  ASEAN  dalam  membentuk 
dan  mempengaruhi  peran  keamanan  Je- 
pang. Tulisan  ini  akan  diawali  oleh  sebuah 
kajian  teoritis  mengenai  posisi  internasional 
Jepang  sebagai  landasan  untuk  memahami 
lebih  jauh  peran  dan  kontribusinya  dalam 
masalah-masalah  keamanan  Pasifik. 
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Jepang  dalam  Sfruktur  Internasional 

Dalam  bukunya  War  and  Change  in 
World  Politics,  Robert  Gilpin  membedakan 
dua  faktor  untuk  melihat  pilihan-pilihan 
yang  dihadapi  oleh  suatu  negara,  yaitu 
struktur  internasional  prestise  dan  privilege 
dan  distribusi  kemampuan  negara.3 
Menurut  Gilpin,  penyelesaian  konflik  secara 
damai  menyusul  perang  global  akan  mencip- 
takan  hirarki  prestise  dan  privilise,  hirarki 
mana  tercermin  dari  kekuatan  relatifnya 
terhadap  negara  lain.  Selama  periode  per- 
damaian  ini,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi 
yang  tidak  merata  antarnegara  akan  mencip- 
takan  perubahan-perubahan  dinamis  pada 
hirarki  kapabilitas,  sementara  hirarki  presti- 
se tetap  tidak  berubah.  Ini  pada  gilirannya 
mengakibatkan  ketimpangan  dalam  kedua 
hirarki  di  atas. 

Ketimpangan  demikian  akan  menghasil- 
kan  ketegangan  ketika  suatu  negara  mampu 
meningkatkan  kapabilitas  mereka,  dan  ini 
dengan  sendirinya  akan  menimbulkan  peru- 
bahan  dalam  hirarki  prestise.  Dengan  perka- 
taan  lain,  peningkatan  dalam  kapabilitas 
akan  meningkatkan  hirarki  dari  prestise.  Ji- 
ka  pendekatan  demikian  dikaitkan  dengan 
Jepang,  maka  persoalan  yang  dihadapi  Je- 
pang pada  tahun  1945  adalah  memulihkan 
posisinya  sebagai  negara  besar  dalam  kedua 
hirarki  di  atas.  Dalam  paradigma  Gilpin, 
strategi  negara  normal  adalah  membangun 
kapabilitas  ekonomi  dan  militer  secara  si- 
multan  dan  menggunakan  kapabilitas  demi- 
kian untuk  meningkatkan  posisinya  dalam 
hirarki  prestise  internasional.  Sejak  tahun 
1950-an,  Jepang  telah  menjalankan  strategi 
bukan  memajukan  kesejahteraan  ekonomi, 
melainkan  meningkatkan  kekuatan  ekono- 

3Robert  Gilpin,  War  and  Change  in  World  Politics 
(London:  Cambridge  University  Press,  1981). 


minya.  Selama  satu  dasawarsa,  Jepang 
menjalankan  kebijaksanaan  yang  secara  je- 
las  menampilkan  karakteristik  pemikiran 
realis  dalam  hubungan  internasional,  yaitu 
bahwa  politik  internasional  pada  dasarnya 
bersifat  anarkis  dan  untuk  menjamin  ke- 
amanan,  negara  harus  meningkatkan  ke- 
kuatan ekonominya. 

Perdana  Menteri  Shigeru  Yoshida  adalah 
arsitek  dari  strategi  di  atas,  strategi  mana 
kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Doktrin 
Yoshida.  Menurut  doktrin  ini,  Jepang  de- 
ngan sengaja  membiarkan  dirinya  menjadi 
pembonceng  gratis  pada  jaminan  keamanan 
Amerika  Serikat.  Dan  strategi  demikian  me- 
mungkinkan  Jepang  memberi  perhatian 
yang  lebih  besar  pada  pembangunan  kekuat- 
an ekonomi  dan  teknologinya.  Tetapi,  da- 
lam pikiran  Yoshida  strategi  demikian  hanya 
bersifat  sementara.  Ia  mengatakan  "The  day 
will  come  when  our  livelihood  recovers.  It 
may  sound  devious,  but  let  the  Americans 
handle  (our  security)  until  then".5 

Jadi,  Jepang  pasca  perang  lebih  mengu- 
tamakan  upaya  memulihkan  kekuatan  dan 
pembangunan  ekonomi6  sebagai  dasar  un- 
tuk meningkatkan  posisinya  dalam  hirarki 
kapabilitas.  Implikasi  dari  Doktrin  Yoshida 
ini  adalah  apabila  Jepang  telah  memiliki 
kapabilitas  ekonomi  yang  cukup,  maka  ia 
akan  mampu  mengembangkan  kapabilitas 
politik  dan  militernya  dan  membebaskan 


Samuel  Hutington,  "Why  International  Primacy 
Matter,"  International  Security  17,  no.  4  (Spring  1993): 
72. 

5Kenneth  B.  Pyle,  The  Japanese  Question:  Power 
and  Purposes  in  a  New  Era  (Washington,  D.C.:  Ameri- 
can Enterprise  Institute,  1992):  26. 

6Mengenai  komponen-komponen  dari  strategi  pe- 
ningkatan kekuatan  ekonomi  Jepang,  lihat  Hutington, 
"Why  International  Primacy  Matters,"  73-82. 
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dirinya  dari  ketergantungan  politik  dan  mili- 
ter  yang  "tidak  normal"  dari  Amerika  Seri- 
kat. 

Pilihan  Jepang  untuk  meningkatkan  ke- 
kuatan  ekonominya  ini  membuat  Jepang 
pada  tahun  I960- an  memperoleh  status  ne- 
gara  maju  dalam  GATT  dan  Dana  Keuang- 
an  Internasional  {International  Monetary 
Fund  -  IMF)  dan  bahkan  menjadi  negara 
non-Barat  pertama  yang  bergabung  dalam 
Organisasi  Pembangunan  dan  Kerja  Sama 
Ekonomi  {Organisation  for  Economic  Co- 
operation and  Development  -  OECD).  Sta- 
tus Jepang  semakin  meningkat  pada  tahun 
1970- an  ketika  ia  menjadi  anggota  pertemu- 
an  tingkat  tinggi  para  pemimpin  negara  Ba- 
rat,  dan  dalam  KTT  negara- negara  Barat  di 
Toronto  tahun  1988  Jepang  bahkan  mulai 
berbicara  atas  nama  bangsa-bangsa  Asia. 
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  Je- 
pang tidak  hanya  mencari  kemitraan  global 
dengan  Amerika  Serikat,  tetapi  juga  mengin- 
car  kursi  tetap  di  Dewan  Keamanan  PBB. 

Keberhasilan  strategi  pasca  perang  Je- 
pang telah  menaikkan  posisi  Jepang  dalam 
hirarki  prestise  dan  privilise,  dan  karena  itu 
Jepang  mampu  menjadi  sebuah  negara  Asia 
yang  sangat  diperhitungkan  perannya  dalam 
mengatasi  masalah-masalah  internasional. 
Fakta  demikian  membawa  kita  pada  perta- 
nyaan,  apakah  Jepang  telah  memiliki  kapa- 
bilitas  ekonomi  yang  dibutuhkan  untuk 
menjadi  negara  normal?  Bahwa  Jepang 
telah  menjadi  salah  satu  negara  donor  terbe- 
sar  di  dunia,  menjadi  wakil  Asia  dalam  per- 
temuan  para  pemimpin  negara  Barat  (G7), 
memiliki  surplus  perdagangan  yang  tinggi7 

7Keberhasilan  Jepang  mempertahankan  surplus  per- 
dagangan baik  secara  umum  maupun  dalam  hubungan- 
nya  dengan  Amerika  Serikat  telah  menciptakan  kapa- 
bilitas  ekonomi  melalui  mana  Jepang  dapat  menjalan- 
kan  pengaruh  dan  kekuatannya  terhadap  negara  lain. 
Lebih  lanjut  lihat  ibid.:  75. 


dan  dianggap  sebagai  ancaman  terhadap 
pertumbuhan  ekonomi  Amerika  Serikat 
merupakan  bukti  bahwa  Jepang  telah  memi- 
liki kapabilitas  ekonomi. 

•  Tetapi  justru  karena  kapabilitas  ekonomi 
Jepang  inilah  kemudian  Amerika  Serikat 
mulai  mengurangi  komitmennya  untuk  me- 
lindungi  kepentingan  keamanan  Jepang 
yang  semakin  Iuas.  Pada  waktu  yang  sama, 
lingkungan  keamanan  regional  pasca  Perang 
Dingin  yang  masih  sulit  diramalkan,  telah 
menimbulkan  masalah-masalah  baru  bagi 
kepentingan  keamanan  Jepang.  Para  pe- 
mimpin Jepang  berpendapat  bahwa  stabili- 
tas  yang  diciptakan  pada  masa  Perang  Di- 
ngin telah  digantikan  oleh  lingkungan  ke- 
amanan yang  tidak  pasti  dan  bahkan  lebih 
berbahaya  daripada  era  Perang  Dingin.9 
Jepang  tidak  mungkin  mengatasi  masalah 
baru  ini  hanya  melalui  checkbook  diploma- 
cy.10 Ia  dituntut  untuk  mengambil  peran 
yang  lebih  aktif  dan  konstruktif  yang  me- 
lampaui  batasan  dari  checkbook  diplomacy. 
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  kapabilitas 
ekonomi  Jepang  sekarang  ini  memungkin- 
kan  Jepang  memiliki  kemampuan  untuk  ber- 
peran  lebih  aktif  dalam  masalah-masalah  in- 
ternasional. Singkatnya,  Jepang  kini  telah 
menjadi  negara  normal,  bukan  hanya  karena 


8Ibid.,  77. 

9Mengenai  penilaian  Jepang  terhadap  lingkungan 
keamanannya,  lihat  Research  Institute  for  Peace  and 
Security,  Asian  Security,  1991-1992  (London:  Brassey, 
1991)  dan  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Diplomatic  Blue- 
book  1991:  Japan's  Diplomatic  Activities  (Tokyo, 
Ministry  of  Foreign  Affairs,  1991). 

10Yang  dimaksud  dengan  "checkbook  diplomacy" 
adalah  upaya  Jepang  meningkatkan  prestise  internasio- 
nalnya  melalui  bantuan  pembangunan  resminya  (Of- 
ficial Development  Assistance  -  ODA)  sesuai  dengan 
sasaran  yang  tercantum  dalam  Buku  Biru  Diplomatik 
Jepang. 
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ia  telah  memenuhi  prasyarat  yang  diperlu- 
kan  untuk  menjadi  negara  semacam  itu,  te- 
tapi  juga  karena  insentif-insentif  struktural 
yang  muncul  akibat  berakhirnya  era  Perang 
Dingin.  Bagian  di  bawah  ini  akan  mengkaji 
bentuk-bentuk  insentif  struktural  yang  men- 
dorong  Jepang  mengambil  peran  yang  lebih 
aktif  dan  independen. 

Insentif  Struktural 

Salah  satu  bentuk  dari  insentif  struktural 
ini,  yang  merupakan  dampak  dari  perilaku 
Amerika  Serikat  terhadap  Jepang,  adalah 
pengurangan  suplai  kebutuhan-kebutuhan 
kolektif  Amerika  Serikat  kepada  Jepang  de- 
ngan  masalah  keamanan.  Seperti  diketahui 
bahwa  pengurangan  kehadiran  Amerika  Se- 
rikat di  kawasan  Asia  Pasifik  akibat  masa- 
lah-masalah  domestik  Amerika  Serikat  sen- 
diri,  telah  menimbulkan  persoalan  bagi 
Amerika  Serikat  untuk  melindungi  kepen- 
tingan  keamanan  global  dan  regional  Je- 
pang. Dalam  laporan  tahunannya,  buku  A- 
sian  Security  edisi  1992-1993  menekankan 
kecemasan  para  pemimpin  Jepang  mengani 
prospek  pengurangan  pasukan  Amerika  Se- 
rikat di  kawasan  Pasifik  maupun  di  wilayah 
Jepang.11  Kecemasan  ini  cukup  beralasan 
karena  ketergantungan  keamanan  Jepang 
pada  Amerika  Serikat  selama  ini  telah  mem- 
beri  andil  yang  besar  kepada  Jepang  dalam 
membangun  kekuatan  ekonominya. 

Amerika  Serikat  tetap  pada  komitmen- 
nya  untuk  mengurangi  kehadirannya  di  ka- 
wasan Pasifik.  Dalam  laporannya  yang  ber- 
judul  National  Military  Strategy  of  the 
United  States  tahun  1992,  Kepala  Staf  Ga- 

"Seperti  dikutip  oleh  Eugene  Brown,  "Japanese 
Security  Policy  in  the  Post  Cold  War  World:  Threat 
Perception  and  Strategic  Opinion,"  Journal  of  East 
Asian  Affairs  VIII,  no.  2  (Summer/Fall,  1994):  360. 


bungan  AS  Jenderal  Collin  Powel  mengata- 
kan  "Logika  mendikte  bahwa  perubahan- 
perubahan  sulit  dihindari,  tetapi  periode 
transisi  kemungkinan  akan  menghadapi  resi- 
ko  yang  besar."12  Buku  Tahunan  SIPRI  ta- 
hun 1993  seakan-akan  memperkuat  pernya- 
taan  Powel,  karena  saham  Asia  untuk  impor 
senjata  meningkat  dari  seperempat  pada 
tahun  1980- an  menjadi  sepertiga  pada  tahun 
1990-an.13  Perlombaan  senjata  ini,  sebagai 
akibat  meningkatnya  impor  senjata,  dapat 
menjadi  awal  dari  konflik  baru  di  kawasan 
Asia  dan  oleh  karena  itu  Amerika  Serikat  di- 
harapkan  tetap  mempertahankan  kehadiran- 
nya di  kawasan  Pasifik,  antara  lain  untuk 
mengawasi  dampak  dari  perlombaan  senja- 
ta. 4  Tetapi  ada  yang  berpendapat  bahwa 
tidak  ada  kebutuhan  bagi  Amerika  Serikat 
untuk  menjadi  polisi  regional,15  dan  bahwa 
Amerika  Serikat  perlu  melepaskan  komit- 
men  keamanan  Asia-nya  setelah  ada  penye- 
lesaian  terhadap  masalah  Korea.16 

l2Seperti  dikutip  oleh  ibid.,  401. 

l3StockhoIm  International  Peace  Research  Institute, 
SIPRI  Yearbook  1993:  World  Armaments  and  Disar- 
mament (New  York:  Oxford  University  Press,  1993), 
476. 

l4Pandangan  umum  para  pembuat  keputusan  Je- 
pang adalah  bahwa  berakhirnya  era  Perang  Dingin  te- 
lah membuat  lingkungan  keamanan  Asia  menjadi  ku- 
rang  stabil  dan  karenanya  Jepang  menekankan  pen- 
tingnya  mempertahankan  perjanjian  keamanan  Jepang- 
Amerika  Serikat.  Brown,  "Japan's  Security  Policy,": 
358. 

Edward  A.  Olsen,  "A  New  American  Strategy  for 
Asia,"  Asian  Survey  31,  no.  12  (Desember  1991): 
1139-1154. 

16 John  E.  Endicot,  "Can  the  US- Japanese  Security 
Partnership  Continue  into  te  21st  Century?"  dalam 
Dora  Alves,  ed.,  Change,  Interdependence  and  Security 
in  the  Pacific  Basin  (Washington,  D.C.:  National 
Defense  University  Press,  1919):  103-113.  Lihat  juga, 
Chalmer  Johnson,  "Rethinking  Asia,"  National  In- 
terest 32  (Summer,  1993):  20-28. 


JEPANG  PASCA  PERANG  DINGIN 


521 


Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa 
perilaku  Amerika  Serikat  pasca  Perang 
Dingin  telah  membentuk  persepsi  Jepang 
mengenai  bagaimana  harus  merumuskan 
sikapnya  menghadapi  lingkungan  yang  beru- 
bah,  termasuk  dampak  dari  pengurangan  ke- 
hadiran  Amerika  Serikat  di  kawasan  Pasi- 
fik.  Implikasi  dari  perilaku  strategis  Ameri- 
ka Serikat  yang  berubah  ini,  adalah  bahwa 
di  mata  Jepang,  Amerika  Serikat  semakin 
kurang  diandalkan  sebagai  penjamin  ke- 
amanan  Jepang,  dan  tindakan  Amerika  Seri- 
kat sendiri  sesungguhnya  telah  memberikan 
insentif  yang  lebih  besar  kepada  Jepang  un- 
tuk  menjadi  mandiri  secara  strategis  dalam 
peran  internasionalnya.  Singkatnya,  "erosi" 
jaminan  keamanan  Amerika  Serikat  telah 
memaksa  Jepang  memikirkan  kembali  lan- 
dasan-landasan  keamanannya. 

Selain  bersumber  dari  lingkungan  ekster- 
nal,  insentif  struktural  bagi  Jepang  yang 
mandiri  juga  bersumber  dari  kondisi  domes- 
tik  Jepang.  Faktor-faktor  domestik  ini  me- 
ngalami  perubahan  sejalan  dengan  perubah- 
an  dalam  tingkat  internasional.  Dan  peru- 
bahan dalam  faktor  domestik  telah  mempe- 
ngaruhi  konsepsi  Jepang  mengenai  peran  in- 
ternasionalnya. 

Salah  satu  insentif  adalah  perdebatan 
apakah  Jepang  perlu  mempertahankan  Dok- 
trin  Yoshida  dalam  lingkungan  yang  baru 
ini.  Terdapat  argumentasi  yang  mendukung 
pendapat  bahwa  Jepang  akan  menjadi 
kekuatan  sipil  yang  tidak  dipersenjatai  da- 
lam era  pasca  Perang  Dingin.  Argumentasi 
ini  mewakili  pendapat  yang  tidak  menghen- 
daki  Jepang  memainkan  peran  internasional 
yang  lebih  besar  pada  pasca  Perang  Dingin. 
Tetapi,  pandangan  yang  lebih  nasionalis  me- 
nekankan  perluasan  peran  keamanan  inter- 
nasional dari  Pasukan  Bela  Diri  Jepang 
(SDF)  di  bawah  naungan  PBB.  Profesor  Sei- 


zaburo  Sato,  salah  satu  penganut  pandangan 
nasionalis,  mengatakan  bahwa  "untuk  jang- 
ka  panjang  sangat  tidak  mungkin  untuk 
membatasi  peran  militer  Jepang  ...  dan  Je- 
pang perlu  mengubah  interpretasi  resminya 
mengenai  konstitusi  Jepang  ...17  Diterima- 
nya  Undang-undang  mengenai  PKO  (Peace 
Keeping  Operation)  tahun  1992  yang  me- 
mungkinkan  Jepang  mengirim  kontingennya 
di  bawah  pasukan  PBB  adalah  sebuah  re- 
fleksi  dari  perubahan  dalam  kondisi  domes- 
tik Jepang  guna  memenuhi  tuntutan  akan 
peran  internasional  SDF  yang  lebih  luas. 
Partisipasi  Jepang  dalam  operasi  perdamai- 
an  PBB  mencerminkan  suatu  cara  konkrit 
dalam  menjalankan  tanggung  jawab  interna- 
sional Jepang.18 

Diplomasi  internasional  Jepang  kelihat- 
annya  juga  dipengaruhi  oleh  perdebatan  di 
dalam  negerinya,  dan  ini  antara  lain  terlihat 
dari  upaya  Jepang  mengincar  keanggotaan 
tetap  Dewan  Keamanan  PBB.  Jepang  me- 
mang  membutuhkan  kursi  dalam  Dewan  Ke- 
amanan PBB  apabila  keamanan  kolektif 
PBB  ingin  dipandang  sebagai  pilihan  ke- 
amanan yang  dapat  diandalkan  pada  masa 
pasca  Perang  Dingin  ini.  Dalam  kerangka 
ini,  Jepang  juga  perlu  memperbesar  peran 
SDF-nya  untuk  memperluas  pilihan-pilihan 
strategisnya.  Sebenarnya  Jepang  telah  mem- 
perluas peran  SDF-nya  atas  dasar  regional 
dalam  bidang-bidang  pertukaran  informasi, 
pengawasan  laut  dan  latihan  gabungan  yang 
tidak  melibatkan  komitmen  militer  di  luar 
wilayah  Jepang.  Jika  kegiatan-kegiatan  se- 
macam  ini  dapat  terus  dikembangkan,  maka 


Seizaburo  Sato,  "Japanese  Perceptions  of  the  New 
Security  Situation",  dalam  Trevor  Taylor,  ed.,  The 
Collapse  of  the  Soviet  Empire:  Managing  the  Regional 
Fallout  (London:  Royal  Institute  of  International  Af- 
fairs, 1992),  185-186. 

l8Brown,  "Japanese  Security  Policy,":  349. 
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perluasan  peran  SDF  termasuk  fungsi  penga- 
wasan  laut  dan  fungsi  keamanan  akan  lebih 
mudah  dilakukan.  Bekas  wakil  menteri  luar 
negeri  Jepang  Hisashi  Owada  mengatakan 
bahwa  jika  Jepang  ingin  memperoleh  kursi 
tetap  Dewan  Keamanan  PBB,  maka  ia  harus 
memperluas  peran  SDF-nya  termasuk  peng- 
gunaan  kekuatan  dalam  tindakan  keamanan 
kolektif  PBB.19  Tetapi  untuk  itu,  Jepang 
tampaknya  harus  terlebih  dahulu  mengubah 
definisinya  mengenai  perang  atau  mengubah 
konstitusinya. 

Insentif-insentif  struktural  sebagaimana 
diuraikan  di  atas  tidak  hanya  mendorong 
Jepang  menilai  kembali  posisi  internasional- 
nya,  tetapi  juga  memaksa  Jepang  meninjau 
kembali  relevansi  dari  Doktrin  Yoshida.  Le- 
bih dari  itu,  karena  perubahan-perubahan 
internasional,  Jepang  dihadapkan  pada  be- 
berapa  pilihan  strategis,  pilihan  mana  akan 
sangat  menentukan  hubungan  Jepang  de- 
ngan  negara-negara  lainnya  di  kawasan  Asia 
Pasifik  dan  stabilitas  kawasan  tersebut.  Di 
bawah  ini  akan  dibahas  visi  Jepang  menge- 
nai peran  internasional  dan  pilihan-pilihan 
strategisnya. 


Visi  dan  Pilihan  Strategis  Jepang 

Visi  Jepang  mengenai  peran  internasio- 
nalnya  antara  lain  dapat  dilacak  dari  penda- 
pat  para  pemimpin  opini  Jepang.  Perdebat- 
an  mengenai  peran  internasional  Jepang  di 
antara  para  elite  politik  Jepang  berkisar  an- 
tara dua  paradigma,  yaitu  visi  yang  mene- 
kankan  pada  kawasan  Asia  Pasifik  di  mana 
Jepang  dapat  memainkan  peran  kepemim- 

l9Seperti  dikutip  oleh  David  Arase,  "Japan's  Evolv- 
ing Security  Policy  After  the  Cold  War,"  Journal  of 
East  Asian  Affairs  VIII,  no.  2  (Summer/Fall,  1994): 
406. 


pinan  yang  lebih  besar  -  visi  regionalis,  dan 
visi  yang  lebih  mengutamakan  peran  dalam 
kerangka  kemitraan  global  dengan  Amerika 
Serikat  ~  visi  bilateralis. 

Visi  regionalis  muncul  karena  ketegang- 
an  hubungan  Jepang-Amerika  Serikat  dan 
munculnya  pengelompokan  ekonomi  regio- 
nal di  Eropa  dan  Amerika  Utara.  Fakta  de- 
mikian  telah  menstimulasi  seruan-seruan 
agar  Jepang  menjadikan  peran  regionalnya 
di  Asia  sebagai  fokus  kebijaksanaan  luar  ne- 
gerinya.  Visi  regionalisme  ini  antara  lain 
dianut  oleh  Profesor  Tatsumi  Okabe,  penu- 
lis  masalah-masalah  Asia  dan  Yotaro  Koba- 
yashi,  pemimpin  bisnis  yang  berpengaruh. 
Mereka  berpendapat  bahwa  "kebijaksanaan 
Jepang  harus  memperhatikan  struktur  re- 
gional Asia,  karena  Asia  merupakan  natural 
home  bagi  Jepang".20  Pendapat  serupa  di- 
kemukakan  oleh  Naoki  Tanaka,  pengamat 
ekonomi  dari  Research  Institute  of  National 
Economy  Jepang,  bahwa  "karena  potensi 
ekonomi  Jepang  yang  demikian  besar,  maka 
ada  kebutuhan  bagi  Jepang  untuk  berparti- 
sipasi  aktif  dalam  membangun  tatanan  di- 
plomatik  dan  politik  di  Asia".21 

Pendapat-pendapat  di  atas  mengakui  arti 
penting  Asia  secara  ekonomi  bagi  strategi  Je- 
pang di  masa  depan,  tetapi  yang  menjadi 
masalah  adalah  bagaimana  Jepang  dapat 
menanamkan  pengaruhnya  di  kawasan.  Da- 
lam hal  ini  terdapat  tiga  paradigma  yang  di- 
perdebatkan  oleh  para  pemimpin  opini  Je- 
pang, yaitu:  (1)  Jepang  sebagai  wakil  suara 
Asia  dalam  Pertemuan  Para  Pemimpin  Ne- 


"Seperti  dikutip  oleh  Eugene  Brown,  "The  Debate 
Over  Japan's  Strategic  Future.  Bilateralism  Versus  Re- 
gionalism," Asian  Survey  XXXIII,  no.  6  (Juni  1993): 
546-547. 

21  Naoki  Tanaka,  "Japan  Takes  a  New  Economic 
Look  at  Asia,"  Japan  Times  Weekly,  22-28  April  1991. 
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gara  Barat;  (2)  Jepang  sebagai  peserta  aktif 
dalam  pengaturan  keamanan  Asia;  dan  (3) 
Jepang  sebagai  pusat  pengelompokan  eko- 

.22 

nomi  regional  Asia. 

Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa 
upaya  Jepang  menemukan  visi  strategisnya 
akan  selalu  mempertimbangkan  pandangan- 
pandangan  para  pemimpin  opini  yang  me- 
nyerukan  agar  Jepang  memberi  perhatian 
yang  lebih  besar  pada  kawasan  Asia. 

Berbeda  dengan  visi  di  atas,  visi  bilate- 
ralis  lebih  mengutamakan  kesinambungan 
hubungan  Jepang  dengan  Amerika  Serikat 
dan  visi  demikian  antara  lain  dianut  oleh 
Toshinori  Shigeie,  bekas  pejabat  pada  De- 
partemen  Luar  Negeri  Jepang.  Ia  mengata- 
kan  bahwa  "tidak  ada  negara  lain  yang  da- 
pat  menggantikan  Amerika  Serikat  di  Pasi- 
fik  dan  bahwa  Jepang  harus  mendidik  rak- 
yatnya  dan  mendukung  struktur  dasar  Asia 
di  mana  kehadiran  Amerika  Serikat  merupa- 
kan  pilar  dari  struktur  tersebut".23  Pejabat 
lainnya  di  Departemen  yang  sama  juga  me- 
ngatakan  bahwa  "kebijakan  yang  harus  di- 
ambil  oleh  Jepang  adalah  kebijakan  yang 
mempertahankan  internasionalisme  Ameri- 
ka Serikat  sekalipun  Amerika  Serikat 
menghadapi  kesulitan  finansial"  .24 

Rasionale  dari  visi  demikian  adalah  ber- 
akhirnya  era  Perang  Dingin  yang  membuat 
lingkungan  keamanan  Asia  menjadi  kurang 
stabil,  dan  oleh  karena  itu  Jepang  perlu 
memberi  perhatian  lebih  besar  pada  hubung- 
annya  dengan  Amerika  Serikat.  Ketika  ma- 
sih  menjabat  sebagai  perdana  menteri,  Mi- 

22Uraian  lebih  rinci  mengenai  paradigma-paradigma 
ini  lihat  Brown,  "The  Debate  Over  Japan's  Strategic 
Future,":  458. 

23Seperti  dikutip  oleh  ibid.:  554. 

24Ibid.:  554. 


yazawa  ikut  menyuarakan  kekhawatiran 
anggota  bilateralis  lainnya,  bahwa  "Ameri- 
ka Serikat  yang  lemah  dan  terlalu  memen- 
tingkan  dirinya  sendiri  akan  membuatnya 
tidak  mampu  mempertahankan  pilarnya  da- 
lam visi  strategis  Jepang  yang  bersifat  bila- 
teralisme".  Pernyataan  "keprihatinan"  Mi- 
yazawa  ini  menunjukkan  bahwa  visi  bilate- 
ralis kelihatannya  lebih  menonjol  dalam  per- 
sepsi  Jepang  mengenai  peran  internasional- 
nya,  terutama  karena  visi  demikian  dianut 
oleh  pengambil  keputusan  utama  Jepang. 

Perdebatan  strategis  di  atas  merupakan 
gejala  dari  sebuah  negara  yang  sedang  men- 
cari  rumusan  mengenai  peran  internasional- 
nya  dalam  pasca  Perang  Dingin.  Perdebatan 
ini  sesungguhnya  juga  mencerminkan  dilema 
keamanan  yang  dihadapi  oleh  Jepang,  yaitu 
bahwa  untuk  jangka  pendek  memang  tidak 
ada  alternatif  lain  yang  dapat  menggantikan 
kerangka  keamanan  Jepang-Amerika  Seri- 
kat, tetapi  untuk  jangka  panjang  kerang- 
ka keamanan  ini  mungkin  belum  tentu  mem- 
beri kestabilan  dan  keamanan  bagi  keaman- 
an nasional  Jepang.  Ini  berarti  bahwa  fokus 
upaya  politik  dan  keamanan  Jepang  diletak- 
kan  pada  perluasan  pilihan-pilihan  politik 
dan  milker  yang  dapat  mempertahankan  ke- 
rangka keamanan  Jepang-Amerika  Serikat. 
Pada  waktu  yang  sama  pilihan-pilihan  terse- 
but juga  memungkinkan  Jepang  mengganti- 
kan kerangka  keamanan  di  atas  dengan  pos- 
tur  strategis  alternatif. 

Dalam  hal  ini,  Jepang  dihadapkan  pada 
dua  pilihan  kebijakan,  yaitu:  (1)  memperta- 
hankan strategi  Jepang  pasca  perang;  atau 
(2)  melepaskan  kemitraan  globalnya  dengan 
Amerika  Serikat  dengan  mengembangkan 
kemampuan  militer  dan  politik  yang  inde- 
penden.  Visi  regionalis  tersirat  dalam  pilihan 
ini.  Dalam  arti,  Jepang  dapat  memberi  per- 
hatian yang  lebih  besar  pada  Asia  tanpa 
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harus  tergantung  pada  kemitraan  politik  dan 
militernya  dengan  Amerika  Serikat.  Analisis 
mengenai  pilihan-pilihan  Jepang  ini  akan 
menjadi  lebih  akurat  apabila  dikaitkan  de- 
ngan persoalan  hirarki  prestise  dan  privilege. 

Jika  Jepang  memilih  pilihan  pertama 
(strategic  dependence  policy  option),  maka 
Jepang  akan  menghadapi  beberapa  masalah, 
yaitu:  (1)  sulit  melepaskan  diri  dari  posisi  in- 
ferior dalam  hirarki  prestise;  (2)  ketergan- 
tungan  kebijakan  politik,  ekonomi  dan  ke- 
amanan  yang  lebih  besar  pada  Amerika  Seri- 
kat; dan  (3)  jaminan  keamanan  Amerika  Se- 
rikat yang  semakin  problematik.  Selain  ke- 
rugian,  pilihan  pertama  ini  juga  akan  mem- 
beri  beberapa  keuntungan  kepada  Jepang, 
yaitu:  (1)  percepatan  pertumbuhan  ekonomi 
dan  pembangunan  teknologi;  (2)  terbukanya 
pasar  bagi  perdagangan  dan  investasi  Je- 
pang; (3)  mengurangi  kemungkinan  Jepang 
menjadi  sasaran  akibat  resiko  kebijaksana- 
an  keamanan  dan  profil  politik  yang  tinggi 
dan  independen.  Strategi  menukar  (trade- 
off) prestise  politik  dengan  pertumbuhan 
ekonomi  yang  lebih  cepat  hingga  kini  me- 
mang  dapat  diterima,  tetapi  strategi  demi- 
kian  kelihatannya  sulit  dipertahankan  pada 
saat  Jepang  sedang  mencari  status  politik 
baru  sesuai  dengan  kapabilitas  ekonominya. 
Karena  kapabilitas  ekonominya  telah  diakui 
secara  luas  oleh  masyarakat  internasional,25 
maka  Jepang  tampaknya  akan  lebih  mengu- 
tamakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi 
daripada  prestise  dan  menguatnya  jaminan 
keamanan  Amerika  Serikat.  Economic 
primacy  yang  diperoleh  Jepang  melalui  pe- 
ngembangan  kekuatan  ekonominya  ini  tidak 

25 

Pengakuan  demikian  diberikan  karena  kemampu- 
an  Jepang  merancang  strategi  kekuatan  ekonomi  yang 
mengutamakan  kompetisi  ekonomi  sebagai  hal  utama 
dalam  hubungan  antar  negara.  Mengenai  strategi  yang 
demikian  ini,  lihat  lebih  lanjut  Hutington,  "Why  Inter- 
national Primacy  Matters,"  73-77. 


hanya  akan  meningkatkan  kemampuan  Je- 
pang untuk  membentuk  sikap  masyarakat 
internasional  terhadap  status  dan  peran  Je- 
pang, tetapi  juga  akan  meningkatkan  penga- 
ruhnya  di  negara-negara  maju  maupun  di 
negara  berkembang. 

Pilihan  kebijakan  Jepang  yang  kedua 
(strategic  independence  option)  berkaitan 
dengan  dilema  keamanan  Jepang.  Akuisisi 
kekuatan  militer  yang  lebih  besar  untuk  me- 
ningkatkan keamanan  sebuah  negara  mung- 
kin  akan  menjadi  bumerang  bagi  dirinya, 
apabila  akuisisi  itu  dipandang  sebagai  an- 
caman  terhadap  negara  lainnya  yang  mung- 
kin  juga  akan  membalas  dengan  melakukan 
aksi  yang  sama.  Robert  Jervis  menegaskan 
bahwa  "pembangunan  militer  dapat  me- 
ningkatkan stabilitas  dan  keamanan  suatu 
negara,  jika  negara  lainnya  secara  jelas  me- 
lihat  intensi  defensif  dan  bukan  intensi  ofen- 
sif,  dari  pembangunan  militer".26  Dilihat 
dari  perspektif  demikian  pilihan  indepen- 
densi  bagi  Jepang  secara  teoretis  merupakan 
pilihan  yang  terbuka,  tetapi  kesalahan  da- 
lam menangani  pilihan  itu  akan  menimbul- 
kan  beberapa  konsekuensi  serius  bagi  Je- 
pang, yaitu:  (1)  berakhirnya  jaminan  ke- 
amanan AS  dan  akses  Jepng  ke  teknologi 
Amerika  Serikat;  (2)  berkurangnya  akses  ke 
pasar  Asia  dan  Eropa;  dan  (3)  perlombaan 
senjata  dengan  negara-negara  besar  lainnya. 
Jika  pilihan  ini  diambil,  maka  prediksi  Her- 
man Kahn  pada  tahun  1970- an  bahwa  Je- 
pang akan  menjadi  kekuatan  nuklir  akan 
menjadi  kenyataan.27 


Robert  Jervis,  "Cooperation  Under  Security  Di- 
lemma," World  Politics  30,  no.  2  (Januari  1978). 

27Herman  Kahn,  The  Emerging  Japanese  Super- 
state: Challenge  and  Response  (Englewood  Cliffs,  N.  J.: 
Prentice  Hall,  1970).  Lihat  juga  Edwin  P.  Hoyt,  The 
Militarists:  The  Rise  of  Japanese  Militarism  Since 
World  War  II  (New  York:  Fine,  1985). 


JEPANG  PASCA  PERANG  DINGIN 


525 


Pilihan  di  atas  akan  memberikan  keun- 
tungan  tertentu  kepada  Jepang,  yaitu:  (1) 
menghindari  resiko  terlibat  dalam  konflik 
Amerika  Serikat  dengan  pihak  ketiga;  (2)  Je- 
pang akan  memiliki  otonomi  yang  lebih  be- 
sar  dalam  kebijakan  dalam  negeri  dan  luar 
negeri;  dan  (3)  Jepang  akan  dapat  mengem- 
bangkan  kebijakan  keamanan  yang  lebih 
mandiri.  Sekalipun  Jepang  mengambil  pilih- 
an ini,  posisi  strategis  Jepang  tampaknya 
akan  tetap  inferior  terhadap  Cina,  Rusia 
atau  Amerika  Serikat,  karena  secara  geogra- 
fis  negara-negara  ini  tidak  begitu  rawan  ter- 
hadap serangan  nuklir  dan  bahkan  lebih 
mampu  memproyeksikan  kekuatan.  Tetapi 
karena  kredibilitas  Amerika  Serikat  mulai 
menurun  pada  masa  pasca  Perang  Dingin 
ini,  maka  pengembangan  kemampuan  nuklir 
yang  independen  dipandang  sebagai  kebu- 
tuhan  yang  mendesak.  Melalui  pilihan  ini, 
Jepang  dapat  meningkatkan  prestise  dan 
otonominya  dan  membiarkan  pertumbuhan 
ekonominya  berada  pada  tingkat  yang  ren- 
dah. 

Kedua  pilihan  di  atas  adalah  pilihan  yang 
memiliki  landasan  cukup  rasional,  tetapi  de- 
ngan konsekuensi  yang  belum  tentu  mengun- 
tungkan  posisi  Jepang.  Dilema  yang  diha- 
dapi  Jepang  adalah  bahwa  ia  tidak  dapat 
bergantung  pada  jaminan  keamanan  Ameri- 
ka Serikat  yang  tidak  pasti,  sementara  pada 
saat  yang  sama  tidak  tersedia  alternatif  lain. 
Oleh  karena  itu,  tidak  ada  cara  lain  bagi  Je- 
pang kecuali  memperluas  pilihan-pilihan 
dan  peran  keamanannya,  sambil  tetap  mem- 
pertahankan  status  quo  hubungan  keaman- 
an dengan  Amerika  Serikat.  Pilihan  yang 
bersifat  sementara  ini  memungkinkan  Je- 
pang mengulur-ulur  waktu  sambil  memper- 
siapkan  pilihan  kebijakan  keamanan  alter- 
natif. Pilihan  kebijakan  keamanan  Jepang 
tidak  hanya  akan  menentukan  stabilitas  ka- 


wasan  Pasifik,  tetapi  juga  hubungan  Jepang 
dengan  negara-negara  di  kawasan  tersebut. 
Di  bawah  ini  akan  dibahas  implikasi  strate- 
gis pilihan-pilihan  Jepang  di  atas  terhadap 
keamanan  Asia  Pasifik  dan  peran  ASEAN 
dalam  membentuk  peran  dan  kontribusi  ke- 
amanan Jepang. 

Implikasi  Strategis 

Di  antara  negara-negara  besar  di  dunia, 
Jepang  adalah  satu-satunya  negara  yang  me- 
miliki status  superpower  ekonomi,  status 
mana  diperoleh  tanpa  harus  menggunakan 
kekuatan  politik  dan  militer.  Karena  status- 
nya  yang  demikian  ini,  Jepang  dipandang 
sebagai  negara  yang  "tidak  normal",  karena 
peran  politik  dan  militernya  tidak  sebanding 
dengan  kapabilitas  ekonominya.  Postur  Je- 
pang demikian  mulai  dipertanyakan  pada 
era  pasca  Perang  Dingin,  terutama  setelah 
ada  gejala  menurunnya  kredibilitas  jaminan 
keamanan  Amerika  Serikat. 

Seperti  telah  dikatakan  di  atas,  pada 
pasca  Perang  Dingin  ini  Jepang  dihadapkan 
pada  dua  pilihan  krusial.  Yaitu  memperta- 
hankan  Doktrin  Yoshida,  yang  berarti  me- 
lanjutkan  ketergantungan  strategis  pada 
Amerika  Serikat  dan  mengutamakan  per- 
tumbuhan ekonomi  dalam  negeri  Jepang  (vi- 
si  bilateralis).  Atau  mengembangkan  kapa- 
bilitas politik  dan  militer  yang  mandiri,  yang 
berarti  melepaskan  ketergantungan  politik 
dan  keamanan  yang  tidak  normal  pada 
Amerika  Serikat  dan  melibatkan  diri  dalam 
pembangunan  tatanan  politik  dan  keamanan 
baru  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Pilihan  apa  pun  yang  diambil  oleh  Je- 
pang sebagai  aktor  Asia,  akan  mempenga- 
ruhi  lingkungan  strategis  kawasan  Pasifik. 
Terbukanya  pilihan-pilihan  Jepang  itu  juga 
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akan  menstimulir  perdebatan  di  kalangan 
negara-negara  Pasifik  mengenai  implikasi 
pilihan  Jepang  terhadap  hubungan  Jepang 
dengan  negara-negara  di  kawasan  dan  pros- 
pek  tatanan  politik  dan  keamanan  kawasan 
Pasifik. 

Implikasi  strategis  dari  pilihan  Jepang 
yang  pertama  adalah  sebagai  berikut.  Impli- 
kasi pertama  didasarkan  atas  asumsi  bahwa 
berakhirnya  era  Perang  Dingin  akan  mem- 
buat  lingkungan  keamanan  Pasifik  menjadi 
kurang  stabil  dan  oleh  karena  itu  hubungan 
keamanan  Jepang-  Amerika  Serikat  perlu  di- 
beri  penekanan  yang  lebih  besar.  Ini  berarti 
era  pasca  Perang  Dingin  di  kawasan  Pasifik 
akan  diwarnai  oleh  hubungan  keamanan 
Jepang- Amerika  Serikat  yang  lebih  kuat. 
Hubungan  yang  demikian  antara  lain  dapat 
berfungsi  sebagai  penangkal  kemungkinan, 
terjadinya  konflik  di  kawasan  Asia  Timur. 
Selain  itu,  pilihan  kebijakan  Jepang  ini  juga 
akan  menghapuskan  kekhawatiran  negara- 
negara  Asia  Tenggara  bahwa  Jepang  akan 
berjalan  sendiri  dalam  masalah-masalah  ke- 
amanan. Ini  berarti  bahwa  hubungan  ke- 
amanan Jepang-Amerika  Serikat  pasca  Pe- 
rang Dingin  akan  tetap  dipandang  sebagai 
pilar  utama  keamanan  dan  stabilitas  kawa- 
san Asia  Pasifik.29 


Shinichi  Ogawa,  dari  National  Institute  of  Defense 
Studies  Jepang,  menekankan  pentingnya  hubungan 
Jepang-Amerika  Serikat  dan  menegaskan  bahwa  ke- 
hadiran  pasukan  Amerika  Serikat  di  Jepang  merupakan 
simbol  dari  sebuah  perjanjian  dan  pengurangan  komit- 
men  keamanan  Amerika  Serikat  di  Jepang  dan  kawasan 
Pasifik  dapat  memicu  konflik  antara  Rusia,  Cina  dan 
Korea.  Seperti  dikutip  oleh  Brown,  "Japanese  Security 
Policy":  360. 

29Pandangan  ini  antara  lain  dikemukakan  oleh 
seorang  peneliti  pada  leading  Indonesian  think  tank.  Li- 
hat  K-RECS  Report,  East  Asia  and  Japan  (Research 
Team  for  Corporate  Strategy,  the  Kansai  Electric 
Power,  Co.  Inc.,  1994). 


Implikasi  kedua  dapat  dilihat  dari  kon- 
sentrasi  Jepang  pada  pertumbuhan  ekono- 
minya.  Sikap  low  profile  dalam  masalah  in- 
ternasional  dan  jaminan  keamanan  Amerika 
Serikat,  adalah  faktor-faktor  yang  menyum- 
bang  pada  percepatan  pertumbuhan  ekono- 
mi  Jepang.  Karena  kemajuan  ekonominya, 
Jepang  berhasil  menjadi  salah  satu  kekuatan 
ekonomi  terkemuka  di  dunia  dan  menjadi 
penggerak  pertumbuhan  ekonomi  Pasifik. 
Sesaat  setelah  menjabat  sebagai  perdana 
menteri  Jepang,  Kiichi  Miyazawa  mengata- 
kan  bahwa  "pada  awal  abad  21,  pertumbuh- 
an zone  ekonomi  Asia  akan  melampaui  per- 
tumbuhan zone  ekonomi  Amerika  dan  Ero- 

30 

pa".  Meskipun  tidak  secara  eksplisit  me- 
nyebut  peran  Jepang  dalam  pertumbuhan 
itu,  faktor  Jepang  kiranya  akan  tetap  me- 
nentukan  kelanjutan  dari  pertumbuhan  eko- 
nomi Asia.  Secara  singkat  dapat  dikatakan, 
bahwa  pilihan  Jepang  berkonsentrasi  pada 
pembangunan  ekonomi  (sambil  menikmati 
jaminan  keamanan  Amerika  Serikat)  akan 
menyumbang  pada  terciptanya  orde  baru 
Pasifik  yang  stabil  di  mana  jaringan  inter- 

31 

aksi  ekonomi  merupakan  intinya. 

Meningkatkan  hirarki  prestise  dengan 
mengembangkan  kapabilitas  politik  dan  mi- 
liter  yang  mandiri  adalah  pilihan  Jepang 
yang  kedua.  Pilihan  ini  mungkin  didasarkan 
atas  pemikiran  "neorealis"  yang  meramal- 
kan,  bahwa  peralihan  aliansi  sesudah  Perang 
Dingin  dan  menurunnya  peran  hegemoni 


30Kiichi  Miyazawa,  seperti  dikutip  oleh  Kenneth  B. 
Pyle,  "How  Japanese  Sees  Itself,"  American  Enterprise 
2  (November- Desember  1991),  dalam  Hutington,  "Why 
International  Economic  Primacy  Matters":  76. 

31Di  waktu  lampau,  biasanya  yang  menjadi  inti  dari 
suatu  orde  internasional  adalah  faktor  keamanan  mili- 
ter.  Ada  saran  agar  orde  baru  Pasifik  tidak  didasarkan 
semata-mata  atas  faktor  geopolitis.  Jaringan  interaksi 
ekonomi  harus  menjadi  inti  dari  orde  tersebut. 


JEPANG  PASCA  PERANG  DINGIN 
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Amerika  Serikat  akan  membuyarkan  Per- 
janjian  Keamanan  Jepang- Amerika  Serikat. 
Sebagai  akibatnya  Jepang  akan  menjadi  ti- 
dak  stabil  karena  dipaksa  untuk  berjalan 
sendiri.32  Sebagian  dari  pemimpin  opini  Je- 
pang sadar  akan  implikasi  berakhirnya  Pe- 
rang  Dingin  bagi  Jepang,  terutama  menge- 
nai  komitmen  Amerika  Serikat  terhadap  ke- 
amanan Jepang.  Oleh  karena  itu,  ada  yang 
mengusulkan  agar  Jepang  mengambil  kebi- 
jakan  keamanan  yang  independen  dan  mem- 
pelajari  alternatif  pilihan-pilihan  keamanan 
Jepang  akibat  menurunnya  kredibilitas 

33 

Amerika  Serikat. 

Pilihan  Jepang  yang  demikian  itu  akan 
memberikan  beberapa  implikasi  penting  un- 
tuk keamanan  Asia  Pasifik.  Pertama,  Je- 
pang akan  dipandang  sebagai  ancaman  uta- 
ma  stabilitas  kawasan.  Negara-negara  di 
Asia  Tenggara  akan  memberikan  reaksi 
yang  keras  terhadap  kecenderungan  itu,  dan 
ini  dapat  mempengaruhi  stabilitas  hubungan 
Jepang  dengan  negara-negara  Asia  Tengga- 
ra. Kedua,  pilihan  itu  akan  memancing  per- 
saingan  dengan  Cina,  apalagi  Cina  sendiri 
tetap  menginginkan  Jepang  sebagai  negara 
"tidak  normal".34  Jepang  yang  mandiri  se- 
cara  politik  dan  militer  akan  berhadapan 
dengan  Cina,  tanpa  keduanya  mengetahui 
secara  pasti  apa  yang  akan  dilakukan  oleh 
yang  satu  terhadap  yang  lain.  Hubungan 
Jepang- Cina  yang  tidak  pasti  akibat  pilihan 


Lihat  Hadi  Soesastro,  "Implikasi  Situasi  Keaman- 
an dan  Politik  Pasca  Perang  Dingin  Terhadap  Pereko- 
nomian  Pasifik,"  Analisis  CSIS,  no.  4  (Juli-Agustus 
1993):  274. 

33Lihat  Francis  Fukuyama  dan  Kong  Dan  Oh,  The 
US- Japan  Security  Relationship  After  the  Cold  War 
(Santa  Monica,  C.A.:  RAND,  1993),  43. 

34Andrew  K.  Hanami,  "Japan  and  the  Military 
Balance  of  Power  in  Northeast  Asia,"  Journal  of  East 
Asian  Affairs  VIII,  no.  2  (Summer/Fall,  1994):  374. 


Jepang  itu,  akan  mempengaruhi  stabilitas 
kawasan  Pasifik  dan  proses  membangun  sa- 
ling  percaya.  Ketiga,  postur  Jepang  yang  in- 
dependen akan  mengubah  konfigurasi  ke- 
kuatan  di  Asia  Timur.  Selama  ini,  negara- 
negara  Asia  Timur  tidak  pernah  terlibat  da- 
lam  konflik  langsung  adalah  karena  faktor 
Amerika  Serikat.  Tetapi,  Jepang  yang  man- 
diri secara  strategis  tidak  hanya  akan  me- 
mancing perlombaan  senjata,  tetapi  juga 
konflik  di  antara  negara-negara  Asia  Timur. 
Dengan  postur  itu,  Jepang  akan  semakin  su- 
lit  hidup  berdampingan  secara  damai  dengan 
negara  tetangganya.  Dan  postur  Jepang  se- 
macam  itu  akan  membuat  bidang  keamanan 
menjadi  masalah  yang  semakin  kritis  di  Asia 
Timur. 

Pilihan  mana  yang  akan  diambil  oleh  Je- 
pang, akan  sangat  tergantung  dari  pertim- 
bangan  untung  rugi  bagi  posisi  internasional 
Jepang.  Jepang  dapat  saja  mengorbankan 
pembangunan  ekonominya  demi  prestise 
dan  otonomi  yang  lebih  besar.  Sekalipun 
memilih  untuk  mandiri  secara  strategis,  tam- 
paknya  Jepang  akan  tetap  dipandang  seba- 
gai negara  yang  memiliki  pertumbuhan  dan 
kapabilitas  politik  dan  militer  yang  terlalu 
kecil  untuk  menciptakan  dominasi  regional. 
Ini  disebabkan  GNP  Jepang  yang  hanya  dua 
pertiga  dari  GNP  Amerika  Serikat  dan  per- 
cepatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  Cina. 
Sebaliknya,  kalau  Jepang  tidak  melakukan 
sesuatu  untuk  meningkatkan  prestise  dan 
otonominya  atau  tetap  mempertahankan 
Doktrin  Yoshida,  maka  Jepang  akan  tetap 
terkunci  dalam  posisi  inferior  dan  ketergan- 
tungan  strategis  yang  permanen. 

Dalam  menentukan  pilihan  itu,  sudah 
tentu  Jepang  akan  mempertimbangkan  ber- 
bagai  implikasi  dari  pilihan-pilihannya. 
ASEAN  adalah  salah  satu  aktor  kawasan 
yang  tentu  akan  ikut  merasakan  implikasi 
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dari  pilihan  yang  diambil  Jepang.  Apa  pun 
implikasinya,  ASEAN  tetap  memandang  Je- 
pang sebagai  aktor  penting  dan  ASEAN 
mempunyai  kepentingan  untuk  menjaga  sta- 
bilitas  kawasan.  Dalam  konteks  inilah  dili- 
hat  pentingnya  peran  ASEAN  dalam  mem- 
bentuk  landasan  dan  kontribusi  Jepang  da- 
lam masalah  keamanan  kawasan  Pasifik, 
terutama  dalam  membangun  saling  percaya. 

Peran  ASEAN 

Taruhan  ekonomi  dan  politik  Jepang 
yang  besar  di  kawasan  Asia  Tenggara,  meru- 
pakan  alasan  yang  cukup  kuat  bagi  Jepang 
untuk  memainkan  peran  politik  dan  ke- 
amanan yang  lebih  besar  daripada  dua  dasa- 
warsa  yang  lalu.  Tetapi  upaya  Jepang  untuk 
merumuskan  bentuk  peran  barunya  ini,  apa- 
lagi  menyampaikan  usul  mengenai  perannya 
itu  kepada  negara-negara  Asia  Tenggara 
mengalami  berbagai  kendala.  Selain  itu,  Je- 
pang sendiri  menghadapi  masalah,  yaitu  ti- 
dak  mampu  mengartikulasikan  kebijakan 
secara  jelas,35  sehingga  dapat  menimbulkan 
mispersepsi  dari  negara-negara  Asia  Teng- 
gara. Setiap  gagasan  Jepang  mengenai  peran 
barunya  selalu  ditanggapi  secara  dingin  oleh 
negara-negara  di  kawasan.  Contohnya  ada- 
lah  ketika  Jepang  pada  tahun  1991  mengu- 
sulkan  agar  forum  ASEAN  PMC  membahas 
masalah  keamanan  regional.  Majalah  Eco- 
nomist mencatat  bahwa  upaya  Jepang  men- 
cari  peran  keamanan  regional  yang  lebih  be- 
sar telah  membangkitkan  kekhawatiran 
negara-negara  Pasifik.36 

Usui  Jepang  untuk  melembagakan  dis- 
kusi  keamanan  dalam  forum  ASEAN  PMC 

35Arase,  "Laeger  Role  Ahead  for  Japan." 

36"A  Hesitant  Patroler  of  the  Pacific,"  Economist, 
27  Juli  1991. 


memang  sulit  diterima  oleh  ASEAN,  tetapi 
ASEAN  sendiri  dapat  memahami  tekanan- 
tekanan  yang  dihadapi  Jepang  untuk  me- 
mainkan peran  politik  dan  keamanan  yang 
lebih  besar.  Meskipun  usul  Jepang  tidak 
diterima  oleh  ASEAN,  namun  ASEAN  tetap 
memandang  Jepang  sebagai  aktor  keamanan 
kunci  dalam  masalah  keamanan  kawasan. 
Keterlibatan  Jepang  tetap  penting  dalam 
proses  membangun  saling  percaya.  Usui  Je- 
pang di  atas  merupakan  bukti  besarnya  per- 
hatian  Jepang,  sebagai  aktor  keamanan  da- 
lam masalah  keamanan  Pasifik  pasca  Pe- 
rang  Dingin.  Doktrin  Miyazawa37  yang  di- 
keluarkan  pada  akhir  tahun  1992  di  Bang- 
kok, sekali  lagi  menegaskan  perlunya  kawa- 
san Pasifik  mengembangkan  visi  jangka 
panjang  mengenai  tatanan  perdamaian  dan 
keamanan  kawasan. 

Gagasan- gagasan  Jepang  di  atas  memang 
dikeluarkan  pada  saat  masyarakat  Asia 
Tenggara  sedang  mencari  kerangka  yang  co- 
cok  untuk  membahas  masalah  keamanan. 
Sayangnya  gagasan  Jepang  itu  disampaikan 
tidak  melalui  forum  yang  khusus  membahas 
masalah  keamanan,  apalagi  Jepang  sendiri 
menghadapi  masalah  dalam  mengartikulasi- 
kan kebijakannya  yang  dapat  menimbulkan 
mispersepsi  dan  kekhawatiran  di  kalangan 
negara-negara  Asia  Tenggara  mengenai  apa 
yang  hendak  dilakukan  oleh  Jepang.  Ini 
berarti  diperlukan  sebuah  forum  di  mana  Je- 
pang dapat  mengartikulasikan  kebijakannya 
secara  lebih  memadai. 

Dalam  konteks  di  atas,  ASEAN  dapat 
memainkan  peran  konstruktif  dalam  mem- 
bentuk  peran  keamanan  regional  Jepang. 

37Doktrin  ini  menegaskan  bahwa  waktunya  telah 
tiba  bagi  Jepang  untuk  memainkan  peran  yang  lebih  be- 
sar dalam  perdamaian  dan  stabilitas  kawasan  Pasifik. 
Ini  merupakan  kebijaksanaan  Jepang  Asia  pada  pasca 
Perang  Dingin. 


JEPANG  PASCA  PERANG  DINGIN 
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Forum  Regional  ASEAN  (ASEAN Regional 
Forum  -  ARF),  suatu  keputusan  yang  diteri- 
ma  oleh  KTT  ASEAN  III  tahun  1992  di 
Singapura,  adalah  sebuah  forum  dialog  mul- 
tilateral mengenai  masalah-masalah  politik 
dan  keamanan.  Melalui  forum  semacam  ini, 
ASEAN  tidak  hanya  menyediakan  kerangka 
untuk  membangun  kerja  sama  keamanan 
dengan  Jepang,  tetapi  ASEAN  juga  dapat 
membentuk  agenda  regional  yang  dapat 
menjadi  landasan  bagi  pilihan  dan  kon- 
tribusi  Jepang  dalam  masalah  keamanan  re- 
gional. 

Perlu  dicatat  bahwa  ARF  mendukung 
kerangka  dasar  ASEAN  untuk  tatanan  baru 
di  kawasan,  yaitu  Treaty  of  Amity  and  Co- 
operation (TAQ  sebagai  landasan  bagi  code 
of  conduct  negara-negara  di  kawasan  Pasi- 
fik.  ASEAN  dapat  mengembangkan  lan- 
dasan ini  dengan  mengajak  anggota  ARF 

lainnya  mengambil  langkah-langkah  ke- 

38 

amanan  komprehensif.  Melalui  mekanis- 
me  demikian,  ASEAN  dapat  menggerakkan 
Jepang  untuk  mengartikulasikan  gagasan- 


Mohamed  Jawhar  Hassan,  "Regional  Security  Be- 
yond ASEAN".  Makalah  disampaikan  pada  ASEAN 
ISIS  Colloquium  on  New  Directions  for  ASEAN, 
Singapore,  12-14  September  1994. 


gagasannya  mengenai  keamanan  regional, 
dan  ASEAN  akan  memandang  hal  ini  seba- 
gai sebuah  kontribusi  penting  dalam  mem- 
bangun saling  percaya. 

ARF  setidaknya  juga  menjadi  bagian 
penting  dari  sebuah  laporan  Kelompok  Pe- 
nasehat  Perdana  Menteri  mengenai  Isu  Per- 
tahanan  Jepang  yang  dikeluarkan  akhir 
Agustus  lalu.  Dalam  laporan  ini  disebutkan 
bahwa  Jepang  perlu  menjalankan  kebijakan 
keamanan  kooperatif  pada  tingkat  regional 
melalui  ARF  dan  Dewan  Kerja  Sama  Ke- 
amanan Asia  Pasifik  (Council  on  Security 
Cooperation  in  the  Asia  Pacific  -  CSCAP).39 
Ini  berarti  bahwa  ASEAN  melalui  ARF 
cukup  berperan  dalam  memberikan  masuk- 
an  yang  berarti  bagi  para  pengambil  kepu- 
tusan Jepang.  Melalui  mekanisme  ARF  ini, 
Jepang  pun  akan  memahami  secara  lebih  da- 
lam pandangan-pandangan  ASEAN  menge- 
nai peran  keamanan  macam  apa  yang  dapat 
dimainkan  oleh  Jepang.  Secara  tidak  lang- 
sung,  ASEAN  dan  forum  regionalnya  dapat 
dianggap  sebagai  faktor  yang  ikut  berperan 
dalam  mengubah  Jepang  menjadi  negara 
"normal". 

39Lihat  Torkel  Patterson,  "Japan's  Defense  Policy 
Entering  New  Era,"  PactNaet,  8  September  1994. 


PBB  Menjelang  Setengah  Abad 

Wisnu  Dewanto 


SEJALAN  dengan  berakhirnya  Perang 
Dingin,  semakin  tampak  kebersamaan 
internasional  menggunakan  aturan 
Piagam  PBB  untuk  menangani  masalah  ke- 
amanan  internasional.  Hal  ini  berbeda  de- 
ngan era  Perang  Dingin,  di  mana  PBB  sering 
dianggap  lumpuh  karena  perilaku  negara- 
negara  besar  (the  Big  Five).  Sebagai  lembaga 
PBB  yang  mendapat  mandat  khusus  mengu- 
rusi  masalah  pemeliharaan  perdamaian  dan 
keamanan  internasional  (Pasal  24  Piagam 
PBB),  Dewan  Keamanan  tampak  mulai 
mandiri  dalam  tugasnya.  Kini  tugas-tugas 
lembaga  ini  semakin  lancar  karena  anggota 
tetap  Dewan  Keamanan  semakin  jarang 
menggunakan  hak  vetonya.1 

Sehubungan  dengan  itu  banyak  negara 
mulai  berpaling  kepada  PBB  dan  meminta 
jasanya  untuk  menyelesaikan  konflik  baik 
yang  menyangkut  dirinya  maupun  konflik- 

Sejak  era  Perang  Dingin  berlangsung  tercatat  279 
veto  dikeluarkan  oleh  anggota  tetap  Dewan  Keamanan 
dalam  berbagai  kasus,  sedangkan  veto  terakhir  tercatat 
tanggal  31  Mei  1990  dan  hingga  pertengahan  tahun  1994 
belum  Iagi  terjadi  veto  di  Dewan  Keamanan. 


konflik  internasional  lainnya.  Keberhasilan 
PBB  menyelesaikan  konflik  di  Kamboja, 
Namibia,  perang  Iran-Irak,  dan  untuk  ting- 
kat  tertentu  di  Kuwait  dan  Somalia  disebab- 
kan  terjalinnya  kerja  sama  yang  baik  antara 
negara-negara  anggota  tetap  Dewan  Ke- 
amanan. Dimungkinkannya  penerapan  ke- 
tentuan  pemaksaan  (enforcement  action) 
Bab  VII  Piagam  PBB,  yang  sejak  berdirinya 
PBB  belum  sepenuhnya  bisa  diterapkan  se- 
cara  efektif,  merupakan  bukti  lain  semakin 
baiknya  kerja  sama  tersebut. 

Kendati  pelaksanaannya  masih  banyak 
mengundang  kontroversi,  tindakan  PBB  me- 
nerapkan  tindakan  pemaksaan  dalam  wujud 
operasi  militer  di  Irak,  Somalia  dan  di  bekas 
Yugoslavia,  telah  meningkatkan  citra  PBB 
sebagai  ofganisasi  dunia  yang  tidak  hanya 
bisa  mengambil  keputusan  yang  tegas,  tetapi 
juga  mampu  menerapkan  tindakan-tindakan 
konkret.  Langkah-langkah  PBB  ini  telah 
membangkitkan  citra  positif  PBB  di  mata 
masyarakat  internasional  menjelang  usianya 
ke-50  tahun. 

Meningkatnya  citra  PBB  dalam  menja- 
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lankan  fungsi  pemeliharaan  keamanan  bu- 
kanlah  tanpa  kendala.  Kontroversi  tentang 
pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penerapan 
sanksi  internasional,  anggapan  bahwa  PBB 
hanya  siap  melancarkan  operasi  milker  ber- 
sama  terhadap  negara  yang  kemampuan  mi- 
liternya  lemah,  semakin  rawannya  tugas  The 
Blue  Helmet  di  berbagai  daerah  konflik,  raa- 
salah  pendanaan  bagi  kegiatan  PBB,  meru- 
pakan  bidang-bidang  yang  ban  yak  menda- 
pat  sorotan.  Isu  demokratisasi,  revitalisasi 
dan  restrukturisasi  PBB  kini  menjadi  bah  an 
kajian  yang  semakin  hangat  dibicarakan. 

Tulisan  berikut  akan  melihat  tantangan- 
tantangan  yang  dihadapi  PBB  dalam  eksis- 
tensinya  menjelang  setengah  abad  ini.  Kaji- 
an diawali  dengan  pemaparan  ide  Sekjen 
PBB,  Boutros  Ghali,  yang  dikenal  dengan 
nama  '''Agenda  Perdamaian".  Ide  yang  di- 
maksudkan  untuk  memperbarui  cara  kerja 
PBB  agar  lebih  efektif,  dalam  prakteknya 
mengundang  banyak  reaksi  internasional. 
Bagaimana  ide  tersebut  terlaksana  di  tengah- 
tengah  perkembangan  internasional  yang 
sangat  dinamis  akhir-akhir  ini  dan  kesiapan 
PBB  memasuki  abad  ke-21,  merupakan 
tema  kajian  selanjutnya. 

Agenda  Perdamaian 

Rancangan  kerja  Boutros  Ghali  yang 
dikenal  sebagai  An  Agenda  for  Peace  sebe- 
narnya  merupakan  jawaban  atas  kesepakat- 
an  KTT  Pertama  Anggota  Tetap  Dewan  Ke- 
amanan tanggal  31  Januari  1992, 3  di  sam- 

2Lihat  di  antaranya  Saadia  Touval,  "Why  te  UN 
Fails",  Foreign  Affairs  (September-Oktober  1994): 
44-57. 

3KTT  ini  merupakan  yang  pertama  dalam  sejarah 
PBB  di  mana  kelima  kepala  pemerintahan  negara  pemi- 
lik  veto  bersidang  dalam  kerangka  Dewan  Keamanan 


ping  untuk  lebih  memfungsikan  PBB  seba- 
gai pencipta  perdamaian  (peace-making), 
pengawas  perdamaian  (peace- keeping)  dan 
pembangun  perdamaian  (peace-building). 
Ghali  mengakui  bahwa  rancangan  ini  meru- 
pakan suatu  usaha  awal  yang  ditawarkan 
untuk  mewujudkan  sistem  keamanan  inter- 
nasional pasca  Perang  Dingin.  Rancangan 
ini  memuat  ide-ide  konkret  mengenai  cara- 
cara  penanganan  konflik,  mulai  dari  pening- 
katan  diplomasi  preventif  hingga  pemben- 

tukan  pasukan  permanen  PBB. 

• 

Dalam  Agenda  Perdamaian  diusulkan, 
bahwa  secara  ideal  upaya  PBB  mewujudkan 
perdamaian  dan  keamanan  harus  dilakukan 
melalui  tiga  tahap.  Pertama  adalah  upaya 
yang  diarahkan  untuk  membuat  terwujud- 
nya  perdamaian  melalui  tindakan  menghen- 
tikan  situasi  konflik  yang  sedang  berlang- 
sung  (peace- making).  Kedua  adalah  upaya 
yang  diarahkan  untuk  melerai  pihak-pihak 
yang  bermusuhan  dan  menciptakan  kondisi 
yang  dapat  mendorong  minat  mengakhiri 
sengketa  melalui  cara  damai  (peace- 
keeping). Dan  ketiga  adalah  upaya  yang  di- 
harapkan  dapat  menciptakan  kondisi  yang 
lebih  menjamin  terbinanya  suasana  damai 
antara  pihak-pihak  yang  telah  mengakhiri 
sengketa  (peace-building). 

Untuk  mendukung  langkah-langkah  ter- 
sebut, diusulkan  agar  PBB  meningkatkan  di- 
plomasi preventif  sesuai  dengan  Pasal  99 
Piagam  PBB.4  Selain  itu,  diusulkan  pula 


membahas  tugas  dan  wewenang  PBB  dalam  penciptaan 
perdamaian  dunia.  Sidang  dipimpin  oleh  John  Major 
yang  mengetuai  Dewan  Keamanan,  dan  dihadiri  13 
kepala  pemerintahan  dan  dua  utusan  khusus.  Biasanya 
sidang  Dewan  Keamanan  hanya  diwakili  oleh  utusan 
setingkat  menteri/duta  besar. 

Dalam  penjabarannya,  Pasal  99  Piagam  ini  mem- 
beri  wewenang  khusus  kepada  Sekjen  untuk  berupaya 
secepat  mungkin  melakukan  upaya-upaya  penemuan 
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pembentukan  pasukan  permanen  PBB  un- 
tuk  menjaga  perdamaian  internasional.  Da- 
lam  pemikiran  Ghali  pasukan  permanen 
PBB  tersebut  diharapkan  dilengkapi  dan  di- 
latih  bertempur  maupun  bertugas  sebagai 
polisi  yang  dapat  digunakan  untuk  meng- 
hentikan  konflik  di  antara  pihak-pihak  yang 
berperang  sesegera  mungkin. 

Sebagai  rincian  teknisnya  ia  mengajukan 
usulan  meminta  negara-negara  anggota  PBB 
untuk  menyediakan  satu  batalyon  (sekitar 
1.000  personel  militer),  yang  selalu  siaga  un- 
tuk ditugaskan  dalam  operasi-operasi  peme- 
liharaan  perdamaian,  yang  diotorisasi  oleh 
Dewan  Keamanan  dan  disuplai  dari  depot- 
depot  PBB  di  seluruh  dunia.  Sekjen  juga 
menghimbau  anggota  PBB  agar  meramping- 
kan  dan  memobilisasi  segala  sumber  daya 
guna  pembangunan  nasional  negara,  menja7 
min  hak  minoritas  dan  penciptaan  stabilitas 
sosial  dengan  semakin  memacu  peranserta 
organisasi-organisasi  regional  yang  ada. 

Mengenai  masalah  sumber  dana.'meng- 
ingat  semakin  minimnya  anggaran  PBB, 
negara-negara  anggota  dihimbau  agar  segera 
melunasi  tunggakan  iuran  dan  bahkan  se- 
cara  khusus  dihimbau  untuk  ikut  mendu- 
kung  operasi  pemeliharaan  perdamaian5  me- 
lalui  anggaran  pertahanan  mereka.  Sumber 


fakta  (fact-finding),  langkah  membangun  saling  per- 
caya  (confidence-building  measures),  kontak  personal, 
dan  pelaksanaan  jasa-jasa  baik  (good  offices)  untuk 
memadamkan  sumber  konflik  sedini  mungkin.  Sekjen 
mengakui  bahwa  tugas  ini  telah  menyita  20%  dari  se- 
mua  tugas  kesekjenannya  dan  dirasa  akan  meningkat 
untuk  masa  mendatang. 

5Sejak  tahun  1945  hingga  pertengahan  1993  ini 
operasi  pemeliharaan  perdamaian  tercatat  ditempatkan 
di  26  tempat  dengan  melibatkan  500.000  personel  (seki- 
tar 800  orang  gugur)  dari  43  negara.  Untuk  tahun  1992 
saja  biaya  operasi  mencapai  US$3  milyar  dengan  tung- 
gakan pembayaran  sekitar  US$800  juta. 


dana  lain  menurut  Sekjen  akan  dicoba  me- 
lalui  pajak  penjualan  senjata  internasional 
dan  pembentukan  Dana  Sumbangan  Perda- 
maian PBB  dengan  target  awal  US$1  milyar 
untuk  membiayai  semua  operasi  pemelihara- 
an perdamaian  yang  kini  dilaksanakan. 

Sekjen  juga  mendesak  supaya  Komite 
Staf  Militer  diaktifkan  kembali,6  dan  diberi 
wewenang  menyeluruh  atas  pasukan  PBB  ini 
di  bawah  komando  Sekjen.  Ia  mengusulkan 
supaya  pasukan  PBB  dikirim  ke  negara- 
negara  (idealnya  atas  persetujuan  mereka) 
guna  menjalankan  pencegahan  preventif  me- 
lerai  pihak-pihak  yang  potensial  bermusuh- 
an,  menyediakan  bantuan  kemanusiaan, 
hingga  menyiapkan  pembentukan  zona  de- 
militerisasi.  Selelah  gencatan  senjata  terca- 
pai,  tugas  selanjutnya  adalah  melakukan 
operasi  pemeliharaan  perdamaian  secara 
tradisional  seperti  yang  diamanatkan  Pasal 
40-42  Piagam  PBB.7 

Kenyataan  Lapangan 

Sejak  rancangan  agenda  ini  dipublikasi- 
kan,  berbagai  reaksi  muncul.  Di  forum  Ma- 
jelis  Umum  PBB  tampak  tidak  ada  keberat- 
an  tentang  usulan  mendukung  kapasitas 

6Pembentukan  Komite  Staf  Militer  tercantum  dalam 
Pasal  45-47  Piagam  yang  anggotanya  terdiri  dari  kepala 
staf  angkatan  perang  kelima  anggota  tetap  Dewan  Ke- 
amanan yang  akan  memberikan  saran  kepada  Dewan 
untuk  setiap  tindakan  militer  yang  akan  dilancarkan 
terhadap  negara  pembangkang. 

7Tentang  Agenda  Perdamaian,  lihat  lebih  Ianjut, 
Boutros  Ghali,  An  Agenda  for  Peace:  Preventive  Diplo- 
macy, Peace  Making  and  Peace  Keeping  (New  York: 
United  Nations,  1992),  tentang  permasalahan  yang  me- 
nyangkut  ide  Agenda  Perdamaian  dan  permasalahan- 
nya  lihat  di  antaranya  Robert  Adam,  "The  United  Na- 
tions and  International  Security",  Survival  35,  no.  2 
(Summer  1993):  3-30. 
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PBB  sebagai  sponsor  utama  diplomasi  pen- 
cegahan,  peace-making,  peace-keeping  dan 
peace-building.  Tetapi,  mengenai  ambisi 
membentuk  pasukan  permanen  PBB  beserta 
rancangan  pembiayaan  dan  sebagainya 
agaknya  masih  menimbulkan  pro  dan  kon- 
tra  di  kalangan  negara  anggota  PBB. 

Sebagaimana  diakui  oleh  Ghali  sendiri, 
upayanya  menemukan  sistem  keamanan  in- 
ternasional  pasca  Perang  Dingin  seperti  dija- 
barkan  dalam  agenda  perdamaiannya 
adalah  sebagai  langkah  awal  yang  tidak  mu- 
dah.  Hal  ini  mengingat  konsekuensi  yang 
akan  timbul  dari  langkah-langkah  tersebut 
terasa  bagi  semua  anggota  PBB.  Apakah  ne- 
gara berkembang  mampu  menyediakan  sa- 
rana  untuk  mendukung  operasi  perdamaian 
PBB  misalnya,  dan  sejauh  mana  negara  be- 
sar  bersedia  menjadi  tulang  punggung  seka- 
ligus  penyedia  dana  bagi  pelaksanaan  ope- 
rasi perdamaian  dan  apakah  dapat  menang- 
gapi  proposal  ini  dengan  obyektif,  merupa- 
kan  contoh  masalah  yang  muncul. 

Diakui  bahwa  hasil  kerja  PBB  selama 
kurun  waktu  tahun  1987-1992  telah  menaik- 
kan  kembali  kepercayaan  masyarakat  inter- 
nasional  kepada  lembaga  dunia  ini  dalam 
melaksanakan  fungsinya.8  Konsekuensi  dari 
perkembangan  ini  adalah  semakin  banyak 
negara  menuntut  PBB  menyelenggarakan 
Operasi  Pemeliharaan  Perdamaiannya  ke 
berbagai  kawasan  konflik.  Pengiriman  Pa- 
sukan Pemeliharaan  Perdamaian  di  bebera- 

g 

Kepercayaan  ini  di  antaranya  disebabkan  oleh  ke- 
berhasilan  PBB  menuntaskan  konflik  Iran-Irak,  keha- 
diran  Afrika  Selatan  di  Namibia,  Uni  Soviet  di  Afgha- 
nistan, Vietnam  di  Kamboja  dan  pengusiran  Irak  dari 
Kuwait.  Selain  itu  diakui  pula  bahwa  PBB  masih  lebih 
berwibawa  dibandingkan  organisasi  regional  mana  pun 
dalam  menangani  masalah  keamanan,  di  antaranya  ka- 
rena  sifat  kelembagaannya  yang  universal  di  samping 
reputasinya  dan  ketersediaan  mekanisme  penyelesaian 
konflik  yang  baik. 


pa  kawasan  konflik  dewasa  ini  memang  di- 
sambut  positif.  Tetapi  kenyataan  menunjuk- 
kan,  bahwa  kapasitas  alat  kelengkapan  PBB 
dan  dukungan  dana  untuk  menangani  sede- 
mikian  banyak  masalah  dan  mengatur  begi- 
tu  banyak  operasi  pemeliharaan  perdamaian 
kini  mulai  disangsikan. 

Banyaknya  masalah  yang  harus  dita- 
ngani  PBB  telah  diakui  sendiri  oleh  Sekjen 
PBB.  PBB  yang  sarat  dengan  beban  ini  me- 
ngandung  banyak  konsekuensi  serius.  Per- 
tama,  anggota  PBB  yang  lebih  banyak  terli- 
bat  dalam  kewajiban  membayar  iuran  dan 
terlibat  operasi  keamanan  akan  semakin 
khawatir  terhadap  tanggung  jawabnya  yang 
akan  semakin  besar  pula.9  Kedua,  kemung- 
kinan  negara  yang  diharapkan  mampu  me- 
laksanakan tindakan  pemaksaan  akan  me- 
nyalahgunakan  kepercayaan  internasional 
demi  kepentingannya  sendiri.10  Ketiga,  ke- 
mungkinan  semakin  munculnya  pelecehan 
kemampuan  PBB  itu  sendiri  dalam  pena- 
nganan  konflik  yang  tidak  segera  teratasi.11 

Hal  ini  berkaitan  dengan  berubahnya  ka- 
rakteristik  konflik  internasional  yang  kini 
muncul.  Konflik  yang  kini  berkembang  ber- 
beda  dengan  pengertian  konflik  yang  ter- 


Sebagai  contoh  dalam  tahun  1992  Amerika  Serikat 
telah  memberikan  sumbangan  kepada  PBB  sebesar 
US$300  juta  (25%  dari  total  sumbangan  anggota  yang 
jumlahnya  US$1,2  milyar).  Dalam  tahun  yang  sama 
negara  berkembang  masih  menunggak  iurannya  sebesar 
US$1,85  milyar.  Sedangkan  biaya  operasi  pemeliharaan 
perdamaian  saja  hingga  tahun  1992  mencapai  US$8,3 
milyar  dan  masih  dibutuhkan  lagi  dana  sekitar  US$3 
milyar  sebagai  tambahan. 

l0Hal  ini  disinyalir  dilakukan  Amerika  Serikat  da- 
lam melakukan  tekanan  kepada  Irak  yang  menginvasi 
Kuwait  awal  tahun  1990. 

"Misalnya  yang  menyangkut  konflik  di  bekas  Uni 
Soviet,  termasuk  Georgia,  Nagorno  Karabakh'dan  Taji- 
kistan. 
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tuang  dalam  Piagam  PBB.  Jika  Piagam 
masih  menempatkan  konflik  antar  negara 
sebagai  konflik  yang  utama  untuk  diselesai- 
kan,  maka  kini  bentuk-bentuk  konflik  yang 
dipacu  oleh  faktor  non-militer  seperti  keti- 
dakadilan  sosial  dan  ekonomi,  etnis,  komu- 
nal  serta  tekanan  politik  di  dalam  negeri 
suatu  negara  justru  semakin  menonjol.  Hal 
ini  dalam  prakteknya  telah  menjadi  ancam- 
an  baru  bagi  keamanan  internasional  dan 
mempengaruhi  strategi  PBB  dalam  pena- 
nganan  konflik. 

Tercapainya  sejumlah  konsensus  di  ka- 
langan  negara  anggota  tetap  Dewan  Ke- 
amanan dalam  memecahkan  konflik  pada 
era  pasca  Perang  Dingin  memang  sesuatu 
yang  positif.  Tetapi  di  balik  kesepakatan- 
kesepakatan  tersebut,  potensi  kerawanan 
yang  dilatar-belakangi  masalah  sejarah  dan 
kepentingan  nasional  masing-masing  negara' 
masih  selalu  ada.  Dari  latar  belakang  sejarah 
misalnya,  beberapa  negara  bisa  menganggap 
bahwa  dominasi  kolonialisme  dan  imperial- 
isme  merupakan  masalah  paling  serius  da- 
lam hubungan  internasional  yang  perlu  se- 
gera  dituntaskan.  Di  sisi  lain  mungkin  ada 
yang  melihat  perang  saudara  sebagai  an- 
caman  yang  sangat  berbahaya  terhadap  ke- 
amanan internasional,  atau  bahkan  melihat 
penaklukan  secara  agresif  dan  perang  dunia 
sebagai  masalah  yang  paling  utama. 

Perbedaan  persepsi  tersebut  biasanya 
tampak  dalam  perdebatan  sidang  Dewan  Ke- 
amanan untuk  memutuskan  apakah  suatu 
konflik  perlu  diselesaikan  dengan  pengirim- 
an  pasukan  pemelihara  perdamaian  PBB 
atau  tidak.  Perbedaan  persepsi  di  antara  ke- 
lima  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  dalam 

12Tentang  hal  ini,  lebih  lanjut  lihat  misalnya  Ste- 
phen Ray,  Ethnis  Conflict  and  International  Relations 
(Aldershot:  Dartmouth  Publishing  Co.  Ltd.,  1990), 
khususnya  Bab  V,  119-150. 


kasus  Yugoslavia  misalnya,  merupakan  con- 
toh  yang  paling  aktual.  Latar  belakang  kede- 
katan  Rusia  dengan  Serbia  menjadikan 
Moskow  enggan  menerapkan  sanksi  keras, 
yang  membedakan  dirinya  dengan  posisi  ne- 
gara Barat.  Demikian  pula  posisi  Cina  yang 
selalu  cenderung  khawatir  akan  pengaruh 
asing,  dan  teguh  pada  prinsip  kedaulatan  ne- 
gara, serta  sikapnya  yang  berpihak  kepada 
kepentingan  negara  berkembang,  menjadi- 
kan kesepakatan  Dewan  Keamanan  seakan- 
akan  rapuh. 

Berkaitan  dengan  itu,  masalah  struktur 
Dewan  Keamanan  kini  mulai  dibicarakan. 
Inti  perdebatan  adalah  apakah  struktur  De- 
wan Keamanan  yang  merupakan  pencermin- 
an  kepentingan  The  Big  Five  sebagai  peme- 
nang  Perang  Dunia  II,  masih  relevan?  Hal 
ini  berkenaan  dengan  realitas  bahwa  pihak 
yang  kalah  perang  ( Jepang  dan  Jerman)  kini 
merupakan  negara  besar  yang  layak  diper- 
timbangkan  sebagai  anggota  tetap  Dewan 
Keamanan.  Sejalan  dengan  itu  masalah  de- 
mokratisasi  juga  muncul  sehubungan 
dengan  keinginan  negara  berkembang  turut 
serta  dalam  pengambilan  keputusan  penting 
PBB,  baik  di  Majelis  Umum  maupun  di 
Dewan  Keamanan.13 

Masalah  kerja  PBB  terutama  penerapan 
tindakan  pemaksaan  (enforcement  action) 
kini  menjadi  pusat  pembicaraan.  Hal  ini 
disebabkan  prestasi  PB  dalam  menjaga  per- 
damaian lebih  banyak  diharapkan  dari  tin- 

13Berkembangnya  ide  demokratisasi  PBB,  menyang- 
kut  pemikiran  dilibatkannya  peran  negara  berkembang 
untuk  ikut  menentukan  keputusan  Dewan  Keamanan. 
Tuntutan  bagi  penambahan  jumlah  anggota  tidak  tetap 
Dewan  Keamanan,  hingga  usulan  memasukkan  negara 
dengan  jumlah  penduduk  tertentu,  atau  ketua  gerakan 
tertentu  (misalnya  Gerakan  Non  Blok)  menjadi  anggota 
tetap  Dewan  Keamanan  di  samping  Jepang  dan  Jerman 
kini  muncul  ke  permukaan  dan  secara  terbuka  didisku- 
sikan  di  Forum  PBB. 
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dakan  ini.  Tetapi  dalam  praktek  pelaksana- 
an  tindakan  ini  dihantui  oleh  minimal  dua 
hal.  Pertama,  masalah  kedaulatan  negara 
yang  merupakan  atribut  tertinggi  yang  dimi- 
liki  negara  untuk  menjalankan  segala  ke- 
kuasaannya.  Dalam  sistem  PBB  diakui  bah- 
wa  PBB  bukanlah  lembaga  supra  nasional 
(Pasal  12  ayat  1  Piagam  PBB).  Kedaulatan 
masing-masing  negara  anggotanya  sangat 
dihormati  atas  dasar  prinsip  kesamaan.  De- 
ngan  demikian  PBB  tidak  dapat  bertindak 
seperti  negara,  yang  menurut  sistem  hukum 
internasional  berhak  berbuat  apa  saja,  asal- 
kan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  hu- 
kum secara  umum  atau  kewajiban  yang  di- 
tentukan  oleh  suatu  perjanjian. 

Meskipun  dikatakan  bahwa  Dewan 
Keamanan  mempunyai  kekuasaan  luar  biasa 
(ultra-vires),  kekuasaan  tersebut  masih  tetap 
dibatasi  secara  hukum,  dalam  hal  ini  aturan- 
aturan  Piagam  PBB.  Pelaksanaan  Operasi 
Pemeliharaan  Perdamaian  perlu  dipertim- 
bangkan  masalah  penghormatan  kedaulatan 
suatu  negara,  seperti  hak  mempertahankan 
kemerdekaan  politik  dan  keutuhan  politik 
dan  keutuhan  wilayah  serta  tidak  diperke- 
nankannya  mencampuri  urusan  dalam  nege- 
ri  suatu  negara  (kecuali  dalam  tindakan  pe- 
maksaan  Bab  VII  Piagam).  Kenyataan  inilah 
yang  sering  digunakan  oleh  negara  sebagai 
perisai  untuk  menolak  kehadiran  kekuatan 
Pasukan  Pemelihara  Perdamaian  PBB. 

Selanjutnya  tindakan  collective  security 
kini  menimbulkan  kontroversi  yang  cukup 
besar.  Terhadap  ancaman  macam  apakah 
sistem  keamanan  kolektif  itu  akan  diterap- 
kan.  Belum  ada  kesepakatan  bahwa  keaman- 
an kolektif  akan  diterapkan  sama  dalam  ma- 
salah-masalah  seperti,  agresi  besar-besaran 
dan  aneksasi,  pelintasan  batas,  masalah  ling- 
kungan,  tindakan  terhadap  terorisme,  pe- 
langgaran  hak  asasi  manusia,  konflik  komu- 


nal  dan  etnik,  lenyapnya  negara  karena  opo- 
sisi  dari  dalam  negeri  dan  sebagainya.  Selain 
itu,  bentuk  tindakan  macam  apa  yang  patut 
dilakukan  sebagai  tindakan  pemaksaan  juga 
belum  ada  kesamaan  pendapat.  Sanksi  eko- 
nomi,  embargo  senjata,  zona  larangan  ter- 
bang  dan  usaha  memaksakan  gencatan  sen- 
jata dengan  kehadiran  militer  terbatas  meru- 
pakan pilihan-pilihan  yang  dapat  dijadikan 
alternatif. 

Dalam  praktek  langkah-langkah  seperti 
ini  kini  kurang  menampakkan  hasil,  seperti 
terlihat  di  medan  konflik  Bosnia.  Penerapan 
kombinasi  metode  di  atas  menimbulkan  aki- 
bat  yang  tragis,  terutama  terhadap  Muslim 
Bosnia  yang  menderita  kelaparan  dan  teran- 
cam  keselamatannya  karena  senjata  untuk 
membela  diri  tidak  dapat  diperoleh.  Demiki- 
an pula  sanksi  ekonomi  terhadap  Libya  ter- 
nyata  tidak  membawa  pengaruh  berarti,  ka- 
rena masih  ada  negara  yang  mau  bekerja- 
sama  demi  kepentingan  nasionalnya  dengan 
negara  yang  dijatuhi  sanksi  PBB. 

Masalah  siapa  yang  akan  membiayai  tin- 
dakan keamanan  bersama  juga  merupakan 
masalah  yang  pelik.  Pengalaman  membukti- 
kan  bahwa  penanggungan  beban  bersama 
dalam  masalah  keamanan  internasional  me- 
rupakan masalah  yang  sangat  kompleks,  se- 
perti halnya  pengalaman  NATO,  Operasi 
Pemelihara  Keamanan  PBB  dan  operasi  mi- 
liter  PBB  dalam  krisis  Teluk  tahun  1990  lalu. 
Anggaran  bagi  pasukan  perdamaian  PBB  di 
13  medan  tugas  saat  ini,  setiap  tahunnya 
mencapai  US$2,8  milyar.  Hal  ini  tidak  sepe- 
nuhnya  terpenuhi  sebagai  akibat  banyaknya 
tunggakan  bayaran  dari  anggota  yang  telah 
menyatakan  kesanggupan.  Jumlah  biaya  ini 
tercatat  (September  1992)  sekitar  US$800 
juta  dan  pada  awal  tahun  1993  telah  berhasil 
turun  hingga  US$670  juta.  Masalah  penda- 
naan  ini  akan  sangat  bergantung  pada  ke- 
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adaan  lapangan.  Jika  situasi  konflik  mem- 
buruk  tentunya  konsekuensi  anggaran  pun 
akan  semakin  besar. 

Tantangan 

Sejak  KTT  pertama  Dewan  Keamanan 
yang  diikuti  munculnya  rancangan  Agenda 
Perdamaian,  reaksi  masyarakat  internasio- 
nal  berkembang  ke  arah  positif,  artinya  ba- 
nyak  negara  menaruh  harapan  besar  terha- 
dap  keberhasilan  langkah-Iangkah  Sekjen 
PBB.  Tiga  langkah  ideal  mewujudkan  per- 
damaian dan  keamanan  teiah  dicoba  secara 
maksimal  oieh  Sekjen  terhadap  konflik- 
konflik  yang  muncul.  Langkah  diplomasi 
preventif,  penciptaan  perdamaian,  dan  pen- 
jagaan  perdamaian  kini  terasa  memasyara- 
kat  di  kalangan  anggota  PBB. 

Diplomasi  preventif  sebagai  langkah  da- 
sar  kini  giat  dilaksanakan  dengan  penempat- 
an  pengamat  (observer)  dan  misi  penemuan 
fakta  (fact-finding  mission)  seperti  dilaku- 
kan  di  Afrika  Selatan,  Macedonia  (bekas 
Yugoslavia),14  Irak  dan  Kamboja.  Bahkan 
berdasarkan  Resolusi  Majelis  Umum  47/120 
tahun  1992  telah  dibentuk  pula  mekanisme 
untuk  menanggulangi  masalah  pengungsi 
dan  orang-orang  terlantar  akibat  perang,  de- 
ngan lebih  menggiatkan  anggota  PBB  untuk 
memberi  laporan  dini  kepada  Sekjen  PBB 
secara  langsung  jika  terjadi  hal-hal  yang  ber- 
kaitan  dengan  masalah  ini. 

Dalam  masalah  penciptaan  perdamaian 
(peace- making)   Resolusi  Majelis  Umum 

I4Khusus  di  Macedonia  berdasar  Resolusi  DK  796 
bulan  Desember  1992  dibentuk  United  Nations  Protec- 
tion Force  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  semakin 
meluasnya  pertempuran  di  Balkan.  Misi  ini  diberi  we- 
wenang  antara  lain  melakukan  upaya  membangun  sa- 
ling  percaya  di  pihak  yang  bersengketa  melalui  kontak 
personal  atau  pemanfaatan  jasa  baik  (good  offices). 


47/120  menegaskan  kembali  upaya  penyele- 
saian  sengketa  internasional  secara  damai 
(Bab  VI  Piagam  PBB).  Sebagai  bukti  Sekjen 
telah  meningkatkan  misi  khususnya  untuk 
menangani  masalah  tertentu,  misalnya  di 
negara- negara  baru  bekas  Uni  Soviet  yang 
akhirnya  menyepakati  adanya  UN  Interim 
Offices  di  negara  Armedia,  Belarus,  Geor- 
gia, Kazakhstan,  Ukraine  untuk  menjadi  ka- 
wasan  mandiri  yang  aman.  Hal  yang  sama 
dilakukan  pula  di  bekas  Yugoslavia  yang 
melibatkan  peran  Cyrus  Vence  dan  David 
Owen  untuk  membantu  mewujudkan  damai 
di  kawasan  konflik  Bosnia. 

Dalam  hal  pemeliharaan  perdamaian 
(peace- keeping),  peran  PBB  kini  memang  se- 
makin nyata.  Sekitar  60.000  orang  sipil  dan 
militer  terlibat  dalam  13  operasi  pemelihara- 
an keamanan  PBB.  Di  Somalia  PBB  mem- 
beri mandat  khusus  untuk  melakukan  tindak 
pemaksaan  sesuai  Bab  VII  di  bawah  peng- 
awasan  Dewan  Keamanan.  Kekurangan 
koordinasi  di  markas  besar  PBB  diupayakan 
diatasi  Sekjen  dengan  mengundang  negara- 
negara  mengirim  personel  dalam  penangan- 
an  operasi  pemeliharaan  perdamaian  di  mar- 
kas besarnya,  bahkan  jika  perlu  disewa  un- 
tuk sementara. 

Dalam  masalah  pembangunan  perda- 
maian sebagai  langkah  terakhir  penciptaan 
keamanan  internasional,  PBB  telah  banyak 
menggelar  kegiatan  positif.  Salah  satu  lang- 
kah yang  diambil  PBB  untuk  pembangunan 
perdamaian  adalah  memasyarakatkan  pemi- 
kiran  demokrasi.  Perdamaian  sendiri  adalah 
prasyarat  pembangunan  dan  tanpa  pemba- 
ngunan tidak  mungkin  ada  demokrasi.  Sa- 
ling  keterikatan  tiga  unsur  ini  mendasari 
pemikiran  PBB  untuk  membangun  perda- 
maian di  negara-negara  anggota  yang  diwu- 
judkan  dengan  bantuan  penyelenggaraan  pe- 
milihan  umum  seperti  di  Kamboja,  Nicara- 
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gua  dan  Angola  dan  pengiriman  pengamat- 
pengamat  seperti  di  Afrika  Selatan.  Kendati 
banyak  hambatan,  termasuk  ditolaknya 
peran  PBB  dalam  membantu  penyelenggara- 
an  pemilu,  tetapi  Sekjen  masih  terus  berha- 
rap  pembangunan  perdamaian  ini  sebagai 
usaha  yang  perlu  dilanjutkan.15 

Dari  tiga  tahapan  ini,  tantangan  terha- 
dap  pelaksanaan  peace  keeping,  khususnya 
menyangkut  perlunya  tindakan  militer  (col- 
lective security)  menjadi  tantangan  terbesar 
PBB.  Tiga  kali  dalam  era  PBB  operasi  mili- 
ter besar  yang  disahkan  oleh  PBB  telah  di- 
laksanakan  di  bawah  komando  Amerika  Se- 
rikat,  bukan  PBB.  Tahun  1950-1953  di  Ko- 
rea, Irak  tahun  1990-1991  dan  Somalia 
tahun  1992-1993.  Fakta  ini  mengisyaratkan 
munculnya  suatu  sistem  di  mana  PBB  meng- 
izinkan  tindakan  militer,  yang  selanjutnya 
diletakkan  di  bawah  pengawasan  dan  kon- 
trol  suatu  negara  atau  kelompok  negara. 

Di  satu  sisi  sistem  ini  memiliki  keuntung- 
an,  karena  diakui  bahwa  tidak  semua  negara 
perlu  merasakan  beban  keterlibatan  yang 
sama  dalam  setiap  tindakan  pemaksaan.  Hal 
ini  berkaitan  dengan  fakta  bahwa  pelaksa- 
naan tindakan  militer  memerlukan  koordi- 
nasi  yang  benar-benar  solid  antara  ketang- 
guhan  intelijen  dan  tindakan  operasi,  meka- 
nisme  pengambilan  keputusan  yang  padu 
dan  kesamaan  pengalaman  dalam  mengem- 
ban  tugas,  yang  dalam  hal  ini  lebih  mampu 
terwujud  dalam  suatu  kekuatan  militer  na- 
sional  atau  aliansi  militer  dibandingkan  da- 
lam struktur  komando  PBB. 

Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  dalam 
Agenda  Perdamaian  Sekjen  diusulkan  pem- 
bentukan  pasukan  permanen  PBB  yang  dila- 
tih  dan  dipersiapkan  khusus  dalam  standar 

l5Lebih  lanjut  lihat,  Boutros  Ghali,  "An  Agenda  for 
Peace:  One  Year  Later",  Orbis  (Summer  1993): 
323-332. 


tertentu,  seperti  yang  diamanatkan  Pasal  43 
Piagam.  Tanggapan  kritis  kemudian  mun- 
cul,  apakah  hal  ini  tidak  merupakan  suatu 
bentuk  diskriminasi.  Apakah  ada  jaminan 
bahwa  pasukan  yang  akan  terbentuk  nanti- 
nya  cukup  tangguh  untuk  menangkal  an- 
caman  dari  kekuatan  negara  besar  yang 
menjadi  subyek  sengketa.  Apakah  PBB 
hanya  akan  siap  menggunakan  kekuatannya 
terhadap  Negara  Dunia  Ketiga,  dan  tidak 
kepada  negara  besar.  Demikian  pula,  apa- 
kah negara  bisa  mengatakan  netral  untuk 
melakukan  tindakan  keamanan  bersama  ka- 
rena alasan  tertentu  yang  mungkin  menyang- 
kut kepentingan  nasionalnya. 

Banyak  alasan  yang  dipakai  negara  ang- 
gota  PBB  untuk  tidak  menyerahkan  perso- 
nel  militernya  kepada  pasukan  perdamaian 
PBB.  Alasan- alasan  beban  anggaran  nasio- 
nal  masing-masing  negara,  ketidakpastian 
tugas,  kekhawatiran  akan  jenis  dan  bentuk 
medan  tugas,  menjadi  alasan  yang  sering 
muncul.  Cukup  beralasan  jika  Indonesia  me- 
nolak  mengirim  satu  batalion  pasukan  tem- 
pur  untuk  penugasan  di  Bosnia,  mengingat 
medan  tugas  yang  cukup  jauh,  kurang  me- 
nentu  (saat  ini)  dan  ditafsirkan  lebih  tepat 
untuk  ditangani  oleh  pasukan  NATO  misal- 
nya.16 

Berbagai  kesulitan  ini  harus  dicari  peme- 
cahannya.  Kemungkinan  tiap  negara  ang- 
gota  PBB  menyiapkan  dan  melatih  unit-unit 
militer  nasionalnya  yang  dapat  digunakan 
dalam  operasi  keamanan  PBB  adalah  suatu 
pilihan  yang  perlu  dicoba  mewujudkan. 

l6Akhir  bulan  September  1994,  Indonesia  akhirnya 
mengirimkan  219  personel  Batalion  Kesehatan  selain  30 
personel  Pengamat  Militer  yang  tergabung  dalam  Kon- 
tingen  Garuda  XIV  untuk  bertugas  di  kawasan  Balkan. 
Untuk  pengiriman  pasukan  ini  Indonesia  mengeluarkan 
dana  sekitar  Rp50  milyar,  mengingat  peralatan  dan  per- 
lengkapan  personel  harus  sesuai  dengan  standar  NATO. 
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Awal  tahun  1993  Sekjen  PBB  tampaknya 
menerima  kesimpulan  ini  manakala  ia 
mengusulkan  bahwa  struktur  kekuatan  pa- 
sukan  PBB  tersebut  dapat  dipecah  menjadi 
beberapa  bagian  seperti  batalion  infanteri, 
kesatuan  medis,  kesatuan  angkutan,  dan  tim 
pengamat.  Ia  mengusulkan  agar  negara- 
negara  anggota  yang  berminat  dapat  melatih 
dan  memelihara  unit-unit  tersebut  dengan 
suatu  standar  PBB.  Pelatihan  pasukan  na- 
sional  untuk  operasi  dan  kerja  sama  secara 
internasional  dapat  dikoordinasikan  dengan 
Sekjen  melalui  perjanjian  di  markas  PBB  di 
New  York. 

Tetapi  dalam  praktek,  hal  di  atas  ter- 
bukti  mengandung  banyak  kerawanan.  Kon- 
flik  antara  otoritas  PBB  dan  pimpinan  mili- 
ter  nasional  di  medan  tugas  sering  terjadi. 
Semakin  kaburnya  tugas  operasi  pemelihara- 
an  perdamaian  dan  tindakan  keamanan  ko- 
lektif  ikut  mempersulit  koordinasi  kerja.  Le- 
mahnya  masalah  komando  pengawasan  te- 
lah  diakui  oleh  Sekjen,  bahwa  operasi  ke- 
amanan PBB  memang  diletakkan  di  bawah 
komando  Sekjen  yang  bertanggungjawab 
pada  Dewan  Keamanan.  Struktur  yang  ada 
di  New  York  tampaknya  mengalami  kesulit- 
an  dalam  merencanakan  dan  mengontrol  ke- 
giatan  operasi  perdamaian  yang  kini  jumlah- 
nya  sangat  meningkat.  Sementara  itu,  Komi- 
te  Staf  Militer  yang  diharapkan  mampu 
mengkoordinasi  kegiatan  operasi  ternyata 

1  *j 

belum  bisa  diwujudkan. 

Terkait  dengan  beban  PBB,  sekarang  ini 
muncul  pemikiran  mengenai  bagaimana  me- 
ngembangkan  sistem  berbagi  beban  (burden- 
sharing)  dengan  berbagai  organisasi  regional 

17Dalam  penanganan  masalah  Bosnia  dan  bekas 
Yugoslavia,  Sekjen  PBB  terpaksa  menciptakan  sistem 
khusus  untuk  mengkoordinasikan  operasi  pemeliharaan 
perdamaian  yang  diambil  dari  negara  penyumbang  pa- 
sukan dan  markas  besar  PBB. 


yang  menangani  masalah  keamanan.  Lem- 
baga-lembaga  regional  khususnya  di  Eropa 
yang  berkecimpung  dalam  masalah  keaman- 
an, seperti  Conference  on  Security  and  Co- 
operation in  Europe  (CSCE),  NATO  dan 
EC,  Western  European  Union  (WEU)  me- 
mang dapat  dimanfaatkan  untuk  membantu 
tugas  PBB.  Hal  ini  sebenarnya  juga  telah  di- 
atur  dalam  Pacific  Settlement  of  Interna- 
tional Disputes  Pasal  33  Piagam  PBB,  khu- 
susnya tentang  peran  organisasi  regional.18 

Suatu  perkembangan  menarik  dewasa  ini 
adalah  dilibatkannya  NATO  dalam  pena- 
nganan krisis  Bosnia,  dengan  pemberian 
kuasa  penuh  untuk  melakukan  tindakan  pe- 
maksaan  terhadap  Serbia  atas  nama  PBB 
jika  diperlukan.19  Masalah  Bosnia  juga  telah 
memacu  pemikiran  tentang  perubahan  pola 
konflik  dalam  masyarakat  internasional  de- 
wasa ini.  Keterlibatan  PBB  dalam  menanga- 
ni konflik  etnis  misalnya,  memang  bukanlah 
masalah  baru.  Tetapi  pelajaran  yang  dapat 
dipetik  dari  hal  ini  adalah  bahwa  konflik  et- 
nis mempunyai  konsekuensi  penanganan 
dan  penyelesaian  yang  khusus. 

Konflik  internal  khususnya  menyangkut 
etnis,  cenderung  bersifat  licik,  brutal  dan 


Pasal  33  menghimbau  pihak-pihak  yang  berseng- 
keta  untuk  selalu  mengupayakan  penyelesaian  damai 
melalui  tahapan-tahapan  seperti  perundingan,  penyeli- 
dikan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrasi  dan  ajudikasi 
(International  Court  of  Justice)  dan  kemungkinan  me- 
lalui peran  organisasi  regional. 

I9Ide  berbagi  beban  ini  telah  menjadi  kesepakatan 
PBB  dengan  berbagai  organisasi  regional.  Pada  tanggal 
31  Maret  1993  lalu,  Dewan  Keamanan  telah  memanggil 
organisasi  regional  yang  ada  untuk  memberi  prioritas 
kegiatan  penanganan  keamanan  regional.  Hasil  kese- 
pakatan ini  di  antaranya  OAS  menangani  konflik  Haiti, 
OAU,  OKI  dan  Liga  Arab  menangani  Somalia,  ASEAN 
untuk  masalah  Kamboja,  CSCE  untuk  negara-negara 
bekas  Uni  Soviet  dan  MEE  bersama  NATO  untuk  kon- 
flik Bosnia. 
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potensial  menjadi  konflik  yang  berkepan- 
jangan.  Di  samping  itu,  konflik  internal  bia- 
sanya  melibatkan  unsur  non  pemerintah 
yang  akan  menyulitkan  hubungan  dengan 
aparat  PBB  dalam  pelaksanaan  tugasnya. 
Terlibatnya  penggunaan  kekerasan  yang  di- 
tujukan  langsung  terhadap  penduduk  sipil 
dan  penggunaan  senjata  tradisional  misal- 
nya,  akan  menimbulkan  permasalahan  da- 
lam kaitan  masalah  perlindungan  penduduk 
sipil  dan  metode  pengawasan  senjata.  Kon- 
flik internal  juga  akan  menyulitkan  kerja 
PBB  dalam  masalah  penanganan  gencatan 
senjata,  mengingat  biasanya  akan  terjadi  ke- 
rancuan  dalam  penetapan  batas  demarkasi 
perang. 


Menyongsong  Abad  ke-21 

Memasuki  abad  ke-21,  PBB  tampaknya 
akan  ditantang  kemampuannya  untuk  men- 
jawab  harapan  masyarakat  internasional 
akibat  perubahan  konstalasi  internasional 
yang  cepat  dan  mendasar.  Dengan  berbagai 
keterbatasan  Agenda  Perdamaian  dibuat  un- 
tuk menjembatani  sikap  konsisten  PBB  pada 
Piagamnya  dengan  perkembangan  interna- 
sional yang  ada.  Dari  kajian  di  atas  bebera- 
pa  hal  penting  dapat  ditarik  dalam  rangka 
kesiapan  PBB  memasuki  abad  mendatang. 

Hal  utama  yang  kiranya  menjadi  tuntut- 
an  masa  depan  PBB  adalah  masalah  restruk- 
turisasi.  Jika  dibuat  suatu  skala  prioritas, 
tampak  bahwa  prioritas  pertama  adalah 
pembenahan  Sekretariat  PBB  yang  kini  se- 
makin  terbebani  dengan  banyaknya  perma- 
salahan. Oleh  karenanya  pantas  dipikirkan 
adanya  wakil  Sekjen  minimal  di  empat  bi- 
dang  masalah  yaitu  keamanan  dan  pemeliha- 
raan  perdamaian,  sosial  ekonomi,  kemanu- 
siaan,  dan  manajemen  administrasi. 


Prioritas  selanjutnya  menyangkut  masa- 
lah pembayaran  iuran  wajib  dari  anggota  ke- 
pada  PBB  dan  mekanisme  pendanaan  bagi 
kegiatan  operasi  perdamaian  PBB  yang  kini 
semakin  banyak  dan  kompleks.  Upaya  Sek- 
jen untuk  menggali  potensi  pendanaan  bagi 
kegiatan  PBB  perlu  dicoba,  disertai  dengan 
pembenahan  manajemen  operasi  perdamai- 
an itu  sendiri.  Dalam  kaitan  ini  kerja  sama 
PBB  dengan  organisasi  regional  untuk  mem- 
bentuk  pasukan  pemelihara  perdamaian 

20 

perlu  dicoba  perwujudannya.  Prioritas 
berikutnya  adalah  usaha  pencegahan  konflik 
secara  dini  (preventif-diplomacy)  untuk 
mendukung  peran  PBB  menciptakan  perda- 
maian dan  keamanan  internasional. 

Prioritas  restrukturisasi  selanjutnya  yang 
juga  menjadi  tantangan  besar  PBB,  adalah 
menyangkut  komposisi,  tugas  dan  tanggung 
jawab  Dewan  Keamanan  PBB.  Brian  Urqu- 
hart,  seorang  tokoh  PBB,  berpendapat  bah- 

21 

wa  untuk  menciptakan  dunia  yang  tertib 
dan  adil,  peran  hukum  internasional  men- 
jadi penting.  Hal  ini  sangat  relevan  dengan 
beban  tugas  Dewan  Keamanan  yang  kini  se- 
makin meningkat  perannya,  sejalan  dengan 
berkembangnya  kesadaran  masyarakat  in- 
ternasional untuk  memakai  aturan  PBB  se- 
bagai  piranti  menyelesaikan  sengketa. 


Ide  membentuk  pasukan  perdamaian  di  tingkat  re- 
gional untuk  membantu  tugas  PBB  kini  semakin  ber- 
kembang.  Seperti  dalam  KTT  OAU  di  Tunis  (Juni  1994) 
negara-negara  Afrika  telah  memikirkan  hal  ini  berkait- 
an  dengan  Krisis  Rwanda.  Hal  yang  sama  juga  menjadi 
pemikiran  awal  di  kalangan  negara  ASEAN.  Lebih  lan- 
jut  lihat,  Major-General  Indar  Jit  Rikhye  (ret.),  Streng- 
thening UN  Peace-Keeping:  New  Challenges  and  Pro- 
posal (Washington,  D.C.:  United  States  Institute  ot 
Peace,  1992). 

2lLihat,  Brian  Urquhart,  "The  UN  in  1992:  Prob- 
lems and  Opportunities",  International  Affairs  68,  no. 
2  (April  1992):  311-318. 
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Dalam  konteks  ini  perlu  dipertanyakan, 
mampukah  Dewan  Keamanan  PBB  mene- 
gakkan  hukum  internasional  secara  adil  dan 
tidak  memihak.  Jika  mampu,  maka  konse- 
kuensinya  adalah  Dewan  Keamanan  PBB 
perlu  mengambil  sejumlah  langkah  penye- 
suaian  sejalan  dengan  perkembangan  situasi 
internasional  saat  ini.  Tidak  layak  misalnya, 
jika  lima  anggota  tetap  Dewan  Keamanan 
masih  terus  mendominasi  forum  ini.  De- 
mokratisasi  PBB  seperti  dituntut  dalam  "Pe- 
san  Jakarta"  yang  disampaikan  Presiden 
Soeharto  di  depan  sidang  Majelis  Umum 
PBB  tahun  1992  menjadi  sangat  relevan. 

Masalah  yang  selanjutnya  dijadikan 
usulan  agar  Jepang  dan  Jerman  serta  ke- 
mungkinan  India,  Brazil,  Nigeria  atau  In- 
donesia sendiri  menjadi  anggota  tetap  De- 
wan Keamanan  kiranya  layak  dipikirkan  le- 
bih  serius.  Jika  Dewan  Keamanan  akan  di- 
pakai  sebagai  kekuatan  pemaksa  bagi  di- 
taatinya  hukum  internasional,  maka  pembe- 
nahan  cara  kerja  khususnya  dalam  pengha- 
pusan  dominasi  satu  atau  kelompok  negara 
memang  harus  dilaksanakan.  Hal  yang  sama 
berlaku,  jika  sekiranya  alternatif  pilihan  ter- 
tuju  pada  Mahkamah  Internasional.  Perlu 
dipikirkan  pemberian  wewenang  internasio- 
nal khusus  kepada  lembaga  ini,  agar  mem- 
punyai  kekuasaan  peradilan  yang  sifatnya 
wajib  bagi  setiap  pelanggaran  ketentuan  hu- 
kum internasional. 

Upaya  ideal  yang  bisa  diwujudkan  ada- 
lah menjadikan  Mahkamah  Internasional  se- 
bagai lembaga  peradilan  internasional  bagi 
semua  masalah  pelanggaran  hukum  interna- 
sional, dan  Dewan  Keamanan  menjadi  ke- 
kuatan pemaksa  bagi  ditaatinya  keputusan 
Mahkamah  Internasional  tersebut.  Meski- 
pun  sifatnya  masih  ideal,  hal  ini  perlu  diper- 
juangkan  jika  dikehendaki  munculnya  suatu 
tertib  dunia  melalui  piranti  hukum  interna- 


sional. Peran  pasukan  perdamaian  PBB 
yang  kini  semakin  diakui,  terlebih  dengan 
kesediaan  Amerika  Serikat  mendukung  ope- 
rasi  semacam  ini,  tentunya  mempunyai  pros- 
pek  cerah  untuk  dijadikan  law  enforcement 
dalam  praktek  hukum  internasional. 

Mengenai  prioritas  restrukturisasi  perlu 
disadari  bahwa  jika  pada  masa  pendirian 
PBB  pendekatan  perdamaian  dan  keamanan 
lebih  didasarkan  pada  pertimbangan  dan 
orientasi  yang  menitikberatkan  kekuatan  mi- 
liter  (military  power),  kini  tampaknya  orien- 
tasi telah  berubah.  Salah  satu  faktor  yang 
mewarnai  era  pasca  Perang  Dingin  adalah 
munculnya  kekuatan-kekuatan  baru  yang 
berorientasi  atau  bersifat  non-militer  seperti 
pembangunan  (ekonomi,  lingkungan  hidup), 
demokrasi,  dan  hak  asasi  manusia,  yang  di- 
yakini  dapat  membawa  potensi  ancaman 
dan  gangguan  terhadap  perdamaian  dan  ke- 
amanan internasional  di  masa  mendatang. 

Terkait  dengan  masalah  di  atas,  prioritas 
lain  yang  perlu  dikembangkan  PBB  adalah 
menjabarkan  konsep  "Agenda  Pembangun- 
an" yang  merupakan  sisi  lain  dari  Agenda 
Perdamaian.  Agenda  yang  kini  tengah  dima- 
tangkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  memuat 
acuan  tentang  bagaimana  pembangunan  so- 
sial  ekonomi  internasional  dapat  diselaras- 
kan.  ECOSOC  sebagai  lembaga  PBB  yang 
bertanggungjawab  pada  masalah  ini  diha- 
rapkan  akan  membuat  rekomendasi  dan 
usulan  konkret,  sehingga  kesan  ECOSOC 
sebagai  lembaga  yang  dianggap  mandul 
hingga  saat  ini  dapat  dihapuskan.22 


Lebih  lanjut  tentang  Agenda  for  Development, 
lihat  Klaus  Hufner,  "The  UN  System:  An  Agenda  of 
Reform  Priorities",  Jurnal  Peace  and  the  Science  (De- 
sember  1993):  1-3.  Lihat  juga,  Yuwono  Sudarsono, 
"Panca-Tunggal  Pembangunan  PBB",  Kompas,  6  Juni 
1994. 
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Menjelang  abad  ke-21  masih  banyak  ma- 
salah  yang  mengganjal,  seperti  kerja  PBB 
yang  oleh  negara  anggota  sering  menjadi  sa- 
saran  kritik  dan  koreksi.  Banyaknya  badan- 
badan  PBB  berkedudukan  di  negara  maju, 
mengesankan  bahwa  kerja  PBB  lebih  dido- 
minasi  kepentingan  negara  maju:  keduduk- 
an  markas  besar  ILO,  WHO,  G ATT  dan 
bahkan  markas  besar  PBB  yang  kini  masih 
berada  di  negara  maju  Eropa  dan  Amerika 
Serikat  adalah  beberapa  contoh  di  antara- 
nya.  Masalah  klasik  seperti  masalah  kepemi- 
likan  suara  veto  yang  hanya  dimiliki  The  Big 
Five  dan  bagaimana  memfungsikan  forum 
Majelis  Umum  PBB  untuk  lebih  mendukung 
kepentingan  negara  berkembang  merupakan 
masalah  lain  yang  menunggu  jawaban. 

Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  ka- 
jian  di  atas  adalah  bahwa  menjelang  usia  ke- 
50,  sekaligus  menyongsong  abad  ke-21  PBB 


masih  dihadapkan  pada  berbagi  tantangan. 
Meskipun  telah  banyak  berhasil  dalam  tu- 
gasnya,  berbagai  tantangan  masih  mengha- 
dang  di  masa  depan.  Perbedaan  persepsi  ter- 
hadap  masalah  keamanan  internasional  di 
antara  negara  besar,  konflik  regional  yang 
terus  berlanjut,  kerusuhan  etnis,  transfer 
persenjataan,  isu  nuklir,  bencana  ekologi, 
pengungsian  penduduk  dan  ketimpangan 
ekonomi  antara  negara  maju  dan  miskin  ma- 
sih akan  menjadi  pekerjaan  rumah  yang 
perlu  diselesaikan  oleh  PBB. 

PBB  memang  diharapkan  dapat  menga- 
tasi  semua  problema  ini.  Tetapi  kurang  bi- 
jaksana  jika  masyarakat  internasional  hanya 
mengandalkan  peran  seorang  Sekjen  PBB 
untuk  mengatasinya,  atau  mencela  semua 
kekurangan  PBB  tanpa  mengajukan  alter- 
natif  pemikiran.  Bagaimanapun  masa  depan 
PBB  menjadi  tanggung  jawab  semua  negara 
anggotanya. 
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n.  PERTEMUAN  APEC  ke-6 


Pertemuan  Para  Pernimpin  Ekonomi  Nega- 
ra-Negara  Asia  Pasifik  (ASEAN  Economic  Leaders 
Meeting  -  AELM)  yang  berlangsung  di  Bogor  tang- 
gal  15  November  1994  yang  dihadiri  para  pernim- 
pin ekonomi  18  negara  anggota  APEC  mempunyaj 
arti  penting,  sebab  selain  mengeluarkan  Deklarasi 
Bogor  yang  merupakan  kesepakatan  arah  dan  lang- 
kah  untuk  mempercepat  kerja  sama  ekonomi,  per- 
temuan Bogor  juga  akan  memperkuat  posisi  APEC 
dalam  perekonomian  dunia.  Meskipun  pertemuan 
Bogor  bam  merupakan  tahap  awal  dalam  usaha 
mewujudkan  kawasan  perdagangan  bebas,  tetapi 
berbagai  upaya  dalam  meningkatkan  dan  mem- 
perlancar  arus  investasi  dan  perdagangan  di  kawa- 
san Asia  Pasifik  telah  menunjukkan  perkembangan 
yang  berarti  bagi  integrasi  ekonomi.  Perkembangan 
ini  memberikan  peluang  kepada  kawasan  lain  untuk 
bersaing  dalam  kerja  sama  ekonomi  dan  perdagang- 
an di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  dunia  yang  sema- 
kin  terbuka  dan  dinamis.  Penetapan  tahun  2020  se- 
bagai  batas  waktu  pedagangan  dan  investasi  yang 


bebas  dan  terbuka  di  kawasan  Asia  Pasifik  yang  te- 
lah diputuskan  oleh  AELM  tersebut  adalah  sejar 
lan  dengan  ketentuan-ketentuan  GATT  yang  su- 
dah  ditandatangani  oleh  sebagian  besar  anggota 
APEC.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perdagangan 
bebas  dan  terbuka  di  kawasan  Asia  Pasifik  tidak 
inward  looking,  yang  artinya  tidak  hanya  untuk 
negara-negara  di  Asia  Pasifik,  tetapi  juga  bagi  se- 
luruh  dunia. 

Ringkasan  Peristiwa  edisi  ini  akan  menya- 
jikan  berita  tentang  SOM  ke^,  Konferensi  Ting- 
kat Menteri  ke-6  dan  Pertemuan  APEC  ke-6  di 
Bogor  15  November  1994. 

L  PERSIAPAN  PERTEMUAN  APEC  ke-6 

A.  PERTEMUAN  SOM  KE^  APEC 

Pertemuan  Tingkat  Pejabat  Tinggi  (Senior 
Official  Meeting  -  SOM)  ke-4  APEC  berlangsung 
di  Jakarta,  tanggal  8-10  November  1994  dan  diha- 
diri oleh  18  negara  dari  ASEAN,  AS,  Kanada,  Aus- 
tralia, Selandia  Baru,  Meksiko,  Jepang,  Cina,  Ko- 
rea Selatan,  Hongkong,  Taiwan,  Papua  Niugini  dan 
Chile  untuk  membicarakan  masalah  keanggotaan 
dalam  mempersiapkan  berakhirnya  masa  morato- 
rium keanggotaan  APEC  tahun  1 996. 
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Pertemuan  ini  didahului  oleh  pertemuan 
Para  Ahli  Masalah  Investasi  (Investment  Export 
Group  Meeting)  dan  Komite  Perdagangan  dan  In- 
vestasi {Committee  Trade  and  Investment  -  CTI) 
yang  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  4-6  November 
1994  untuk  membicarakan  prinsip  investasi  yang 
tidak  mengikat  (non-binding  investment). 

Dalam  pertemuan  Para  Ahli  Masalah  In- 
vestasi, kelompok  tersebut  gagal  mencapai  konsen- 
sus  untuk  merumuskan  prinsip  investasi  yang  ti- 
dak mengikat.  Tiga  prinsip  yang  belum  bisa  disepa- 
kati  dan  dianggap  perlu  pembahasan  lebih  lanjut 
menyangkut  perlakuan  nasional  (national  treat- 
ment), batasan  kinerja  (performance  requirement), 
serta  repatriasi  dan  pertukaran  (repatriation  and 
convertibility). 

Ketua  Delegasi  Indonesia,  RP  Napitupulu, 
mengatakan  bahwa:  (1 )  gagalnya  kelompok  Para  Ahli 
Investasi  APEC  dalam  mencapai  konsensus  peru- 
musan  prinsip  investasi  yang  tidak  mengikat  akan 
diserahkan  kepada  Komite  Perdagangan  dan  Inves- 
tasi; (2)  sejumlah  negara  berkembang  menghendaki 
diberikan  perlakuan  khusus  dan  berbeda  yang  me- 
nyangkut batasan  kinerja;  (3)  pada  masalah  repa- 
triasi dan  pertukaran  beberapa  negara  menolak  ka- 
rena  menganggap  prinsip  itu  tidak  sesuai  dengan 
peraturan  perundangan  yang  dianut  negaranya. 
Misalnya  AS,  mengaku  tidak  memperoleh  mandat 
penuh  untuk  mengambil  sikap  yang  berbeda  dari 
mandat  yang  diberikan  oleh  pemerintahnya. 

Ketua  Sidang  Nancy  Joan  Adams  dari  AS 
mengatakan  bahwa  ada  beberapa  kemajuan  teruta- 
ma  disetujuinya  5  prinsip  yang  berhasil  diputus- 
kan,  yaitu:  (1)  prinsip  nondiskriminasi  antar  pela- 
ku  ekonomi;  (2)  pengambilalihan  dan  kompensa- 
si  (expropriation  and  compensation);  (3)  penye- 
lesaian  sengketa;  (4)  masuk  dan  persinggahan  pega- 
wai  (entry  and.  sojurn  of  personel);  (5)  penghin- 
daran  pajak  berganda  (Kompas,  5-1 1-1996). 

Ketua  Delegasi  Indonesia  untuk  CTI,  Djo- 
ko  Moeljono,  mengatakan  bahwa:  (1)  CTI  gagal 
menuntaskan  kebuntuan  pembahasan  prinsip  in- 
vestasi yang  tidak  mengikat  (non-binding  invest- 


ment code);  (2)  AS  tetap  menolak  tiga  dari  12 
prinsip  yang  dimuat  dalam  persoalan  tersebut, 
yaitu  masalah  perlakuan  nasional  (national  treat- 
ment), batasan  kinerja  (performance  requirement), 
serta  masalah  repatriasi  dan  pertukaran  (repatria- 
tion and  convertibility);  (3)  CTI  akan  menyerah- 
kan  persoalan  tersebut  ke  tingkat  Pertemuan  Para 
Pejabat  Tinggi  (SOM)  APEC  ke-4  yang  akan 
berlangsung  di  Jakarta  tanggal  8-10  November 
1994. 

Direktur  Eksekutif  Pusat  Pengkajian  Ma- 
salah-masalah  Internasional  dan  Strategis  (CSIS) 
Dr.  Hadi  Soesastro,  mengatakan  bahwa  keberatan 
yang  disampaikan  AS  tentang  pembahasan  prinsip 
investasi  yang  tidak  mengikat  didasarkan  atas  ba- 
nyaknya  pengecualian  dalam  prinsip  investasi 
yang  tidak  mengikat.  Misalnya  tentang  perlakuan 
nasional.  Dalam  masalah  ini,  bila  prinsip  investasi 
disepakati,  seharusnya  tidak  boleh  ada  perbedaan 
antara  perusahaan  asing  (PMA)  dengan  perusaha- 
an  nasional  (PMDN)  dan  kalau  memang  mau 
mendorong  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi, 
maka  seharusnya  tidak  ada  lagi  pengecualian-pe- 
ngecualian  {Kompas,  7-11-1994). 

Prinsip  Investasi  yang  tidak  mengikat  yang 
merupakan  inisiatif  para  pemimpin  APEC  yang 
pertama  kali  diluncurkan  dalam  pertemuan  APEC 
di  Seattle  November  1993,  terdiri  dari:  (1)  trans- 
paransi;  (2)  nondiskriminasi  antar  sumber  eko- 
nomi, (3)  perlakuan  nasional;  (4)  insentif  investa- 
si; (5)  batasan-batasan  kinerja;  (6)  pengambil- 
alihan dan  kompensasi;  (7)  repatriasi  dan  pertu- 
karan; (8)  penyelesaian  perselisihan;  (9)  masuk  dan 
persinggahan  pegawai;  (10)  penghindaran  pajak 
berganda;  (11)  perilaku  investor;  (12)  penghapus- 
an  pembatasan  bagi  ekspor  modal. 

Yang  dimaksud  perlakuan  nasional  adalah 
suatu  pengecualian  yang  disediakan  oleh  undang- 
undang,  peraturan  dan  kebijakan  domestik  anggota 
ekonomi  APEC  menyetujui  investor  asing  dalam 
kaitan  mendirikan,  memperluas,  mengoperasikan, 
dan  melindungi  investasi  mereka.  Perlakuan  terha- 
dap  investor  asing  ini,  tidak  berbeda  dengan  inves- 
tor lokal.  Batasan  kinerja  dimaksudkan  untuk  me- 
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minimalkan  penggunaan  batasan-batasan  kinerja 
sebagai  alat  mencapai  tujuan  kebijaksanaan  dalam 
situasi  di  raana  mereka  menghambat  atau  memba- 
tasi  perluasan  perdagangan  dan  investasi.  Sedang- 
kan  yang  dimaksud  dengan  prinsip  repatriasi  dan 
pertukaran  adalah  para  anggota  diijinkan  untuk  me- 
lakukan  secara  bebas  dan  segera  pengalihan  dana 
dalam  kaitan  dengan  investasi  asing.  Mencakup 
masalah  keuntungan,  deviden,  royalti,  pembayaran 
utang,  dan  likuidasi  dalam  mata  uang  yang  bebas 
dipertukarkan  tapi  hams  mengacu  pada  undang- 
undang  dan  peraturan  di  setiap  anggota  ekonomi 
APEC  (Kompas,  8-1 1-1994). 

Pertemuan  SOM  tidak  melanjutkan  pem- 
bahasan  masalah  prinsip  investasi  yang  tidak  me- 
ngikat  (non-binding  investment  principles)  dan 
perluasan  keanggotaan  APEC.  Kedua  masalah  itu 
akan  langsung  diteruskan  ke  pertemuan  para  men- 
teri  APEC  (Konferensi  Tingkat  Menteri). 

Delegasi  AS  tetap  menolak  untuk  memberi-' 
kan  konsensus  atas  tiga  prinsip  dari  12  prinsip  in- 
vestasi yang  tidak  mengikat.  Penolakan  AS  untuk 
memberikan  konsensus  atas  tiga  prinsip  yaitu  per- 
lakuan  nasional,  batasan-batasan  kinerja,  serta  repa- 
triasi dan  pertukaran,  didasarkan  atas  posisi  de- 
legasi AS  yang  tidak  mendapat  kewenangan  dan 
mandat  untuk  menyetujui,  karena  APEC  merupa- 
kan  forum  kerja  sama  berdasarkan  konsensus.  Per- 
bedaan  pendapat  akan  diajukan  ke  pihak  yang  le- 
bih  tinggi  untuk  diselesaikan. 

Pendapat  delegasi  AS  mengenai  prinsip  per- 
lakuan  nasional  adalah  bahwa  liberalisasi  diber- 
lakukan  sepenuhnya  dan  bersifat  nondisbrimina- 
tif,  sedangkan  negara-negara  berkembang  perlu 
kualifikasi  untuk  menjaga  kepentingan  nasionalnya. 

Dasar  penolakan  AS  atas  prinsip  batasan- 
batasan  kinerja  adalah  bahwa  kalau  rumusan  prin- 
sip tersebut  dilakukan  seenaknya,  maka  hal  itu 
akan  menyebabkan  distorsi  perdagangan  yang 
mengalir  dan  terbuka.  Pihak  AS  ingin  mengha- 
puskan  rumusan  minimise  (meminimalkan)  dalam 
prinsip  batasan  kinerja,  sedangkan  delegasi  lain 
tetap  mempertahankan  kata  minimise  karena  me- 


rupakan  suatu  komitmen  bahwa  mereka  akan  me- 
nuju  ke  perdagangan  terbuka. 

Dalam  pembicaraan  masalah  keanggota- 
an APEC  terjadi  perdebatan  dalam  merumuskan 
siapa  yang  akan  menjadi  anggota  forum  konsultasi 
APEC.  Pembahasan  dimaksudkan  untuk  mem- 
persiapkan  berakhirnya  masa  moratorium  keang- 
gotaan APEC  tahun  1996.  Delegasi  Malaysia 
mempertanyakan  masalah  keanggotaan  APEC  yang 
harus  dibatasi,  sedangkan  sifat  dari  organisasi  re- 
gional tersebut  adalah  terbuka  dan  tidak  eksklusif. 

Dari  perdebatan  mengenai  masalah  keang- 
gotaan APEC  diputuskan  bahwa  AS  diserahi  tang- 
gung  jawab  untuk  menyusun  makalah  yang  akan 
mempersoalkan  masalah  keanggotaan  serta  negara- 
negara  yang  ingin  menjadi  pengamat  (Kompas,  9-1 1- 
1994). 

SOM  ke^l  mengeluarkan  Consideration  and 
Approval  of  the  Report  of  the  SOM  untuk  diaju- 
kan ke  pertemuan  para  menteri  APEC  (Konferensi 
Tingkat  Menteri-KTM)  yang  akan  berlangsung 
pada  tanggal  11-12  November  1994  dan  diformu- 
lasikan  oleh  kelompok  kerja  kecil  (small  working 
group)  dalam  bentuk  laporan. 

SOM  IV  menyetujui:  (1)  terms  of  reference 
dari  Task  Force  (gugus  tugas)  dan  struktur  Sekre- 
tariat  APEC  yang  diusulkan  Jepang.  Task  Force 
bertugas  mempelajari  dan  membuat  rekomendasi 
agar  tugas  Sekretariat  APEC  lebih  efektif  dan  efi- 
sien;  (2)  terms  of  preference  yang  menyangkut  ad- 
hoc  policy  level  group  of  Small  and  Medium  Enter- 
prises (SME)  yang  direkomendasikan  oleh  perte- 
muan Osaka  bulan  Oktober  1994  {Kompas,  10-11- 
1994). 

B.  KONFERENSI  TINGKAT  MENTERI  KE-6 
APEC 

Konferensi  Tingkat  Menteri  (KTM)  ke-6 
APEC  berlangsung  di  Jakarta  tanggal  11-12  Novem- 
ber 1994,  dihadiri  42  Menteri  dari  18  negara,  ter- 
masuk  Cile  yang  mulai  berpartisipasi  dalam  KTM 
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sesuai  dengan  keputusan  KTM  ke-5  di  Seattle,  AS 
17-19  November  1993.  Hadir  pula  wakil-wakil  dari 
Sekretariat  ASEAN,  Dewan  Kerja  Sama  Ekonomi 
Pasifik  (PECC),  dan  Forum  Pasiflk  Selatan  sebagai 
peninjau. 

Presiden  Soeharto  mengatakan  pada  pem- 
bukaan  konferensi  itu  bahwa:  (1)  APEC  tidak  akan 
menjadi  blok  perdagangan  yang  eksklusif  dan  ter- 
tutup.  Indonesia  telah  melakukan  tindakan-tindakan 
untuk  terus  memperjuangkan  tercapainya  perda- 
gangan dunia  yang  terbuka,  bebas,  dan  adil;  (2) 
dengan  melakukan  pembebasan  perdagangan  dan 
penanaman  modal  secara  sendiri-sendiri,  masing- 
masing  negara  mampu  mencapai  tingkat  pertum- 
buhan  ekonomi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan 
rata-rata  di  kawasan  lain;  (3)  tekad  untuk  melanjut- 
kan  dan  meningkatkan  upaya  memperlancar  arus 
investasi  dan  perdagangan,  baik  di  antara  negara- 
negara  APEC  maupun  dengan  negara-negara  lainnya 
perlu  dibarengi  dengan  konsultasi  di  bidang  makro 
ekonomi  serta  kerja  sama  efektif  dalam  peningkat- 
an  kualitas  prasarana  ekonomi,  peningkatan  sumber 
daya  manusia,  kuantitas  dan  kualitas  para  pengusaha 
kecil  dan  menengah,  serta  peningkatan  penguasaan 
dan  pengembangan  teknologi;  (4)  perbedaan  taraf 
ekonomi  di  antara  anggota  APEC  agar  diperkecil. 
Upaya  ini  bisa  dilakukan  melalui  kerja  sama  kemi- 
traan  yang  mampu  meningkatkan  peran  ekonomi 
anggota  APEC  di  dunia;  (5)  besarnya  peranan  per- 
dagangan luar  negeri  di  kawasan  Asia  Pasifik  telah 
meningkatkan  arus  investasi  di  antara  anggota  dan 
investasi  dari  kawasan  lain.  Hal  ini  terjadi  karena 
kawasan  lain  melihat  besarnya  peluang  yang  ter- 
buka sebagai  akibat  pertumbuhan  ekonomi  yang 
cepat  dan  dinamis  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Dalam  pertemuan  dengan  Sultan  Brunei 
Darussalam  Hassanal  Bolkiah,  Presiden  Soeharto, 
mengatakan  bahwa:  (1)  pertemuan  para  pemimpin 
APEC  tidak  dimaksudkan  untuk  membentuk  blok 
ekonomi;  (2)  APEC  didasari  oleh  semangat  untuk 
memberi  manfaat  yang  besar  bagi  scmua  negara  ang- 
gota dan  bagi  pcrbaikan  ekonomi  anggotanya;  (3) 
pertemuan  para  pemimpin  APEC  juga  mencermin- 
kan  berlangsungnya  Dialog  Utara-Sclatan;  (4)  kc- 
pentingan  yang  bcrbeda-beda  di  antara  anggota 


APEC  diharapkan  dapat  diatasi  dengan  pengam- 
bilan  keputusan  melalui  konsensus  yang  luwes,  ar- 
tinya  agar  keputusan  scbanyak  mungkin  menjadi  ke- 
sepakatan  bersama,  dan  negara-negara  yang  siap 
mclaksanakan  dapat  segera  melaksanakan,  sedang- 
kan  negara  yang  belum  siap  dapat  segera  menyu- 
sul;  (5)  dengan  mengembangkan  konsensus  yang 
luwes  APEC  diharapkan  tidak  kehilangan  dinamika 
dalam  menjawab  kesempatan  baru  yang  terbuka  da- 
lam dinamika  ekonomi  dunia  {Kompas,  12-1 1-1994). 

Kesepakatan  bersama  KTM  yang  tertuang 
dalam  Pernyataan  Bersama  setebal  1 5  halaman  (72 
butir)  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari 
seluruh  hasil  KTM  berisi  antara  lain:  (1)  tidak  me- 
ngambil  keputusan  mengenai  masalah  gagasan  untuk 
mengimplementasikan  perdagangan  bebas  dan  ter- 
buka di  kawasan  Asia  Pasifik  pada  tahun  2020. 
Keputusan  tersebut  sepenuhnya  menjadi  wewe- 
nang  Pertemuan  Para  Pemimpin  Ekonomi  APEC; 
(2)  mensahkan  prinsip-prinsip  investasi  yang  tidak 
mengikat  {non-binding  investment  principles).  Un- 
tuk itu,  mereka  menugaskan  Komite  Perdagangan 
dan  Investasi  (CTI)  menindaklanjuti  keikutsertaan 
masyarakat  bisnis  secara  aktif;  (3)  anggota  APEC 
memiliki  konsensus  bersama  mengenai  cara-cara 
mengelola  perdagangan  bebas.  Misalnya  mengenai 
kode  investasi  dan  perdagangan  yang  akan  dapat 
mendukung  penerbitan  berbagai  peraturan  di  negara 
masing-masing;  (4)  menerima  butir  agenda  7  menge- 
nai deklarasi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang 
diajukan  Indonesia.  Deklarasi  SDM  akan  menjadi 
payung  untuk  mengembangkan  program  SDM, 
pendidikan,  dan  keterampilan  manajemen  {Kompas, 
12-11-1994). 

Pelaksanaan  liberalisasi  perdagangan  meru- 
pakan usul  dari  Kelompok  Para  Pakar  {Eminent 
Persons  Group  -  EPG)  dan  Forum  Bisnis  Pasifik 
{Pacific  Business  Forum  -  PBF).  EPG  mengusulkan 
agar  perdagangan  bebas  di  kawasan  Asia  Pasifik  di- 
laksanakan  sepenuhnya  tahun  2020  melalui  be- 
berapa  tahap.  Tahun  2010  bagi  negara  maju,  tahun 
2015  untuk  negara  industri  baru,  dan  tahun  2020 
untuk  negara  bcrkembang.  Sedangkan  PBF  meng- 
usulkan liberalisasi  perdagangan  dimulai  tahun 
2002,  dan  diharapkan  tahun  2010  sepenuhnya  da- 
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pat  dilaksanakan. 

Menlu  AS  selaku  Ketua  KTM  ke-6  APEC, 
Warren  Christopher,  mengatakan  bahwa:  (1)  per- 
kembangan  APEC  menuju  liberalisasi  perdagangan 
regional  dan  investasi  bisa  menjadi  model  bagi  sis- 
tem  perdagangan  global  yang  terbuka  pada  abad 
21;  (2)  Indonesia  telah  mampu  mengidentifikasi 
pentingnya  partisipasi  sektor  swasta  sebagai  salah 
satu  tantangan  APEC;  (3)  keberhasilan  APEC  bisa 
diukur  dari  apakah  kegiatannya  memiliki  relevansi 
praktis  terhadap  masyarakat  bisnis  atau  tidak.  Ia 
mengusulkan:  (a)  dibentuknya  Forum  Bisnis  Asia 
Pasifik  yang  sifatnya  permanen.  Tujuannya  untuk 
mengidentifikasi  prioritas  usaha  serta  menilai  efi- 
siensi  langkah-langkah  yang  ditempuh  APEC  dalam 
upaya  memperluas  perdagangan  dan  investasi;  (b) 
dilangsungkannya  pertemuan  para  menteri  trans- 
portasi  APEC  guna  membahas  langkah-langkah 
yang  hams  ditempuh  untuk  memenuhi  kebutuhan 
infrastruktur  di  kawasan  Asia  Pasifik;  (c)  pembenT 
tukan  Yayasan  Pendidikan  APEC  yang  bersifat 
nirlaba,  dibiayai  secara  sukarela  oleh  swasta  (Kom- 
pas,  12-11-1994). 

Menteri  Perdagangan  dan  Industri  Hong- 
kong, Chau  Tak  Hay,  mengatakan  bahwa:  (1)  pene- 
tapan  batas  waktu  bagi  pembentukan  perdagangan 
bebas  di  Asia  Pasifik  merupakan  suatu  hal  yang 
penting  bagi  anggota  APEC;  (2)  pentingnya  mem- 
pertahankan  momentum  liberalisasi  perdagangan 
yang  sekarang  sudah  ada;  (3)  ada  empat  keuntung- 
an  apabila  APEC  melakukan  liberalisasi  perda- 
gangan, yaitu:  (a)  APEC  bisa  menunjukkan  kepada 
dunia  bahwa  mereka  serius  dengan  lembaga  ini;  (b) 
penting  untuk  meyakinkan  dunia  usaha;  (c)  APEC 
bisa  memanfaatkan  momentum  perubahan  yang 
sedang  terjadi  di  dunia  sekarang  ini;  (d)  APEC  bisa 
menunjukkan  bahwa  perbedaan  tingkat  ekonomi 
bisa  diselesaikan  secara  fleksibel. 

Wakil  PM  Jepang,  Yohei  Kono,  mengatakan 
bahwa:  (1)  pembentukan  daerah  perdagangan  be- 
bas di  kawasan  Asia  Pasifik  tidak  perlu  menim- 
bulkan  kekhawatiran  bahwa  wilayah  ini  akan  ter- 
tutup;  (2)  dalam  penciptaan  daerah  perdagangan 
bebas,  peran  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM) 


tetap  diperhatikan.  KTM  memutuskan  untuk  mem- 
bentuk  sebuah  lembaga  ad  hoc  untuk  memberi  ma- 
sukan  dalam  kebijaksanaan  masalah  UKM  (Kom- 
pas,  13-11-1994). 

Masalah  keanggotaan  APEC  pasca  mora- 
torium yang  akan  berakhir  tahun  1996  menjadi 
bahan  perdebatan  dalam  KTM  ke-6  APEC.  Para 
Menteri  aldurnya  menawarkan  empat  pilihan  sta- 
tus keikutsertaan  negara  lain  dalam  APEC,  yaitu 
menjadi  peninjau,  tamu,  mitra  dialog,  dan  partisipan 
di  kelompok  kerja.  Untuk  itu,  KTM  menugaskan 
SOM  merumuskan  rekomendasi  untuk  diajukan  ke 
KTM  ke-7  di  Osaka,  Jepang  tahun  1995  {Kompas, 
13-11-1994). 


II  PERTEMUAN  APEC  ke-6 

Pertemuan  Para  Pemimpin  Ekonomi  Kerja 
Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (Asia  Pacific  Economic 
Leaders  Meeting-AELM)  berlangsung  di  Bogor 
tanggal  15  November  1994  dihadiri  pemimpin  eko- 
nomi dari  18  negara,  yaitu  Presiden  RI  Soeharto, 
Presiden  AS  Bill  Clinton,  PM  Kanada  Jean  Chre- 
tien, PM  Jepang  Tomiichi  Murayama,  Presiden 
RRC  Jiang  Zemin,  Presiden  Korea  Selatan  Kim 
Young-sam,  Presiden  Filipina  Fidel  Ramos,  PM 
Thailand  Chuan  Leekpai,  PM  Malaysia  Mahathir 
Mohamad,  PM  Singapura  Goh  Chok  Tong,  Sultan 
Brunei  Darussalam  Hassanal  Bolkiah,  PM  Papua 
Niugini  Sir  Julius  Chan,  PM  Australia  Paul  Keating, 
PM  Selandia  Baru  Jim  Bolger,  Presiden  Meksiko 
Carlos  Salinas  de  Gortari,  Presiden  Cile  Eduardo 
Frei,  Menteri  Keuangan  Hongkong  Sir  Hamis  Mac 
Leod,  dan  Menteri  Negara/Ketua  Dewan  Peren- 
canaan  dan  Pengembangan  Ekonomi  Taiwan  Vincent 
C  Siew. 

Kesepakatan  yang  tertuang  dalam  Dekla- 
rasi  Tekad  Bersama  para  Pemimpin  Ekonomi  APEC 
yang  dibacakan  oleh  Presiden  Soeharto  selaku  Ke- 
tua AELM  antara  lain  berisi:  (1)  sepakat  untuk 
menetapkan  tujuan  jangka  panjang  APEC  pada  ta- 
hun 2020  sebagai  batas  waktu  pencapaian  perda- 
gangan dan  investasi  yang  bebas  dan  terbuka  di 
kawasan  Asia  Pasifik;  (2)  menyetujui  tahap  pelak- 
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sanaan  perdagangan  dan  investasi  disesuaikan  de- 
ngan  tingkat  kemajuan  ekonomi  negara  anggotanya. 
Bagi  negara  industri  pelaksanaannya  pada  tahun 
2010,  bagi  negara  industri  baru  (NICs)  tahun  2015 
dan  bagi  negara  berkembang  selambat-lambatnya 
tahun  2020;  (3)  sepakat  untuk  tetap  terikat  pada 
proses  menuju  liberalisasi  perdagangan  dan  inves- 
tasi yang  mengarah  pada  penghentian  pengambilan 
tindakan  proteksi;  (4)  menentang  pembentukan  sis- 
tem  blok  perdagangan  sendiri  (inward-looking)  yang 
tidak  mengarah  pada  perdagangan  bebas  global.  Tu- 
juan  investasi  dan  perdagangan  bebas  hams  sesuai 
dengan  persetujuan  GATT;  (5)  memutuskan  untuk 
memperluas  dan  mempercepat  program-program 
fasilitas  perdagangan  dan  investasi  dengan  menu- 
gaskan  para  menteri  dan  pejabat  untuk  menyusun 
usulan  mengenai  tindak  lanjut  pengaturan  pelaksa- 
naan  APEC  tentang  bea  cukai,  standarisasi,  prinsip- 
prinsip  investasi,  dan  hambatan-hambatan  admi- 
nistrasi  ke  arah  akses  pasar;  (6)  sepakat  untuk  meng- 
intensifkan  kerja  sama  pembangunan  guna  menjaga 
pertumbuhan  dan  pembangunan  serta  mengurangi 
kesenjangan  ekonomi.  Untuk  itu  ditetapkan  pro- 
gram-program di  bidang  pengembangan  sumber  da- 
ya  manusia  seperti  pendidikan  dan  pelatihan,  pem- 
bangunan pusat  studi  APEC,  kerja  sama  iptek,  pe- 
ningkatan  infrastruktur  ekonomi,  lingkungan  hidup, 
memajukan  usaha  menengah  dan  kecil,  serta  keikut- 
sertaan  swasta;  (7)  sepakat  untuk  melakukan  peng- 
kajian  pelayanan  mediasi  perselisihan  sebagai  pe- 
lengkap  dari  mekanisme  penyelesaian  perselisihan 
Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO);  (8)  kelom- 
pok  penasehat  ekonomi  APEC  dalam  EPG  dan  pe- 
nasehat  bisnis  dalam  Pacific  Business  Forum  (PBF) 
diminta  untuk  melanjutkan  aktivitas  mereka  guna 
membantu  kemajuan  APEC;  (9)  perdagangan  bebas 
dan  terbuka  dan  investasi  di  Asia  Pasifik  dimak- 
sudkan  untuk  mendorong  dan  memperkuat  liberal- 
isasi perdagangan  dan  investasi  di  seluruh  dunia; 
(10)  masyarakat  ekonomi  Asia  Pasifik  didasarkan 
atas  pengakuan  akan  tumbuhnya  saling  ketergan- 
tungan  dari  kawasan  yang  secara  ekonomi  berbe- 
da,  yang  terdiri  dari  negara  maju,  NICs  dan  negara 
berkembang:  ( 1 1 )  memperkuat  kerja  sama  ekonomi 
di  Asia  Pasifik  menjelang  abad  21  bcrdasarkan 
persamaan  derajat,  tanggung  jawab,  kepentingan 
bersama  dan  keuntungan  bersama  (The  Straits 


Times,  16  November  1994). 

Presiden  AS  Bill  Clinton  mengatakan  bah- 
wa:  (1)  deklarasi  Bogor  merupakan  tonggak  sejarah 
dalam  perdagangan  bebas  di  Asia  Pasifik.  Komit- 
men  tersebut  akan  menguntungkan  AS,  karena  akan 
menyediakan  tambahan  pekerjaan  dan  gaji  bagi 
pekerjanya;  (2)  AELM  sepakat  untuk  menyiapkan 
detail-detail  bagi  pencapaian  perdagangan  bebas 
guna  menghasilkan  cetak  biru  pada  pertemuan 
APEC  tahun  1995  di  Osaka,  Jepang;  (3)  APEC  akan 
tetap  melaksanakan  komitmen  untuk  mengurangi 
hambatan-hambatan  dengan  negara-negara  yang 
bukan  anggota  APEC  dan  menolak  pembentukan 
blok  perdagangan  yang  inward  looking;  (4)  APEC 
menempatkan  anggotanya  pada  jalur  kemakmuran 
baru.  Hal  ini  disebabkan  meningkatnya  perdagang- 
an dan  memberikan  prospek  penciptaan  lapangan 
kerja  serta  meningkatnya  peluang  bisnis;  (5)  masa- 
lah-masalah  yang  perlu  diselesaikan  antara  lain  pe- 
ngurangan  pajak  impor  dan  quota,  penyederhanaan 
prosedur  pabean  dan  standar  keamanan  serta  meng- 
hilangkan  hambatan-hambatan  investasi  anggota- 
nya; (6)  untuk  memenuhi  tujuan  APEC,  negara-ne- 
gara anggotanya  hams  menurunkan  pajak  impor 
yang  masih  dua  digit  dan  diharapkan  tidak  ada 
negara  yang  menjadi  pembonceng  (The  Asian  Wall 
Street  Journal,  16-11-1994). 

PM  Australia  Paul  Keating  mengatakan 
bahwa:  (1)  hasil  AELM  Bogor  merupakan  sebuah 
kemenangan  bagi  kawasan  Asia  Pasifik  dan  sekali- 
gus  Australia;  (2)  menghargai  usaha  keras  Presiden 
Soeharto  dalam  penyelenggaraan  APEC  di  Bogor 
sehingga  rencana  untuk  melaksanakan  liberalisasi 
perdagangan  di  kawasan  Asia  Pasifik  tercantum  da- 
lam Deklarasi  Bogor;  (3)  Deklarasi  tersebut  meru- 
pakan inisiatif  negara-negara  APEC  sendiri,  bukan 
pesanan  negara-negara  maju. 

Presiden  Cina  Jiang  Zemin  mengatakan  bah- 
wa Deklarasi  Bogor  merupakan  konsensus  seluruh 
anggota  APEC. 

PM  Jepang  Tomiichi  Murayama  mengata- 
kan bahwa:  (1)  pertemuan  AELM  in  tahun  depan 
di  Osaka,  Jepang,  diharapkan  mampu  menghasilkan 
cctak  bim  agenda  aksi  (action  agenda)  mengenai 
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liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  yang  bebas 
dan  terbuka;  (2)  program  aksi  tersebut  diharapkan 
akomodatif  terhadap  kesulitan  negara  anggota,  se- 
perti menyangkut  masalah  produk  pertanian;  (3) 
pembahasan  pada  pertemuan  SOM  dan  KTM  men- 
jelang  AELM  m  harus  dilakukan  secara  mendalam 
mengenai  modalitas  ke  arah  liberalisasi  perdagang- 
an; (4)  ada  tiga  arahan  mendasar  yang  telah  diten- 
tukan  para  pemimpin  dan  tercantum  dalam  dekla- 
rasi  yang  harus  menjadi  konsiderans  dalam  perte- 
muan-pertemuan  mendatang :  (a)  upaya  memperkuat 
sistem  perdagangan  multilateral  yang  terbuka;'  (b) 
fasilitasi  dan  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi 
di  kawasan  Asia  Pasifik;  (c)  peningkatan  kerja  sama 
bagi  pembangunan  di  kawasan  Asia  Pasifik  dan 
kawasan-kawasan  prioritas;  (5)  pentingnya  SOM 
dan  KTM  melakukan  pembahasan  yang  cukup  luas 
sebab  negara-negara  anggota  APEC  dalam  perte- 
muan AELM  telah  menunjukkan  sejumlah  kesu- 
litan untuk  melaksanakan  liberalisasi  perdagangan 
dan  investasi,  misalnya  dalam  masalah  pertanian; 
(6)  Deklarasi  Bogor  telah  menghasilkan  arahan  po- 
litik  {political  directions)  yang  penting;  (7)  Jepang 
memiliki  kepentingan  politik  dan  ekonomi  untuk 
ikut  membangun  kawasan  Asia  Pasifik,  tetapi  tidak 
memiliki  pretensi  untuk  mendikte  dan  mempenga- 
ruhi  negara-negara  tertentu  (Kompas,  16-11-1 994). 

Sementara  itu  PM  Malaysia  Mahathir  Mo- 
hamad mengajukan  beberapa  keberatan  atas  De- 
klarasi Bogor,  ia  mengatakan  bahwa:  (1)  dengan  li- 
beralisasi perdagangan  di  Asia  Pasifik,  ada  ke- 
mungkinan  berbagai  sektor  ekonomi,  terutama  sek- 
tor  jasa,  di  negara-negara  berkembang  seperti  Ma- 
laysia dan  Indonesia,  sulit  menghadapi  negara-ne- 
gara besar  yang  lebih  berpengalaman;  (2)  konsep 
perdagangan  bebas  yang  disiapkan  para  pemimpin 
ekonomi  negara-negara  APEC,  hendaknya  tidak 
kaku  dan  mengikat  semua  negara  anggotanya;  (3) 
adanya  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  me- 
mungkinkan  negara  maju  dan  negara  industri  baru 
yang  perekonomiannya  sudah  mapan,  akan  berge- 
rak  lebih  leluasa  dan  memungkinkan  untuk  meng- 
ungguli  sektor  usaha  yang  sama  di  negara  berkem- 
bang. Mereka  memiliki  seluruh  aset  produksi,  tek- 
nologi  dan  modal  serta  pengalaman  mereka  yang 


sudah  transnasional;  (4)  negara  anggota  APEC  ha- 
rus memprioritaskan  untuk  meratifikasi  dahulu  ke- 
sepakatan  Putaran  Uruguay/Organisasi  Perdagang- 
an Dunia  (WTO);  (5)  proses  liberalisasi  untuk 
mencapai  tujuan  tersebut  tidak  boleh  menciptakan 
sebuah  kawasan  perdagangan  bebas  yang  eksklusif 
di  Asia  Pasifik.  Proses  liberalisasi  harus  konsisten 
dengan  GATT/WTO  dan  perlakuan  most  favoured 
nation  (MFN)  tanpa  syarat;  (6)  liberalisasi  perda- 
gangan dan  investasi  sebaiknya  berdasarkan  kapa- 
sitas  dan  kemampuan  negara  masing-masing,  dise- 
suaikan  dengan  tingkat  pertumbuhan  negara  ber- 
sangkutan;  (6)  Eminent  Persons  Group  (EPG)  dan 
Pacific  Business  Forum  (PBF)  sudah  menyelesai- 
kan  tugasnya  dalam  APEC  dan  tidak  perlu  dilan- 
jutkan  lagi  pada  pertemuan-pertemuan  selanjutnya 
(Kompas,  17-11-1994). 

Presiden  Filipina  Fidel  V.  Ramos  mengata- 
kan bahwa  Filipina  tidak  takut  menghadapi  per- 
saingan  dalam  liberalisasi  perdagangan  Asia  Pasifik 
tahun  2020.  Pembangunan  di  bidang  infrastruktur 
ekonomi  dan  sumberdaya  manusia  di  Filipina  telah 
mengalami  beberapa  kemajuan,  sehingga  masuk- 
nya  investor  asing  sangat  diharapkan.  Filipina  su- 
dah melaksanakan  pemberian  ijin  bagi  penggunaan 
lahan  selama  75  tahun  kepada  investor  asing.  Di 
samping  itu  dalam  bidang  jasa,  seperti  keuangan, 
manajemen  dan  jasa  lainnya,  Filipina  siap  meng- 
hadapi liberalisasi  perdagangan  (Kompas,  17-11- 
1994). 

PM  Singapura  Goh  Chok  Tong,  mengata- 
kan bahwa:  (1)  pengambilan  keputusan  dalam 
APEC  harus  didasarkan  atas  konsensus  yang  flek- 
sibel,  dan  tidak  berarti  suara  bulat;  (2)  usul  untuk 
mengganti  cara  konsensus  dengan  suara  mayoritas 
ditolak  oleh  para  pemimpin  ekonomi  APEC;  (3) 
APEC  merupakan  suatu  pengelompokan  ekonomi 
sukarela  bagi  ekonomi  yang  mempunyai  persamaan 
cita-cita  tertentu;  (4)  untuk  mempertahankan  se- 
mangat  APEC  penolakan  terhadap  masalali  terten- 
tu dilakukan  dengan  mengajukan  argumentasi  (The 
Straits  Times,  17-11-1994). 

Kalau  dalam  pertemuan  di  Blake  Island 
tahun  1 993  para  pemimpin  APEC  setuju  mengenai 
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"visi"  kerja  sama  ekonomi  Asia  Pasifik,  maka  da- 
lam  pertemuan  di  Bogor  tahun  1994,  para  pemim- 
pin  APEC  sepakat  mengenai  "tujuan"  (goal)  dari 
kerja  sama  ekonomi  Asia  Pasifik.  Deklarasi  Bo- 
gor, sebuah  dokumen  penting  yang  dikeluarkan 
oleh  pertemuan  Bogor,- akan  menjadi  landasan  ba- 
ru  bagi  kerja  sama  ekonomi  Asia  Pasifik  di  masa- 
masa  mendatang,  karena  di  dalam  deklarasi  ini 
tercantum  berbagai  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh 
negara-negara  Asia  Pasifik  dalam  kerja  sama  eko- 
nomi antara  mereka.  Dalam  pertemuan  AELM  di 
Osaka  tahun  1995  para  pemimpin  APEC  diharap- 
kan  menyetujui  "cetak  biru"  (blue  print)  bagi  libe- 
ralisasi  perdagangan  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  para  pe- 
mimpin APEC  kelihatannya  memang  sangat  an- 
tusias.  Tetapi,  melalui  Deklarasi  Bogor,  mereka  se- 
sungguhnya  ingin  menunjukkan  pentingnya  kepe- 
mimpinan  APEC  (APEC  Leadership)  dalam  me- 
majukan  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  di 
kawasan  Asia  Pasifik. 

Deklarasi  Bogor  adalah  produk  dari  proses 
pembuatan  keputusan  dalam  AELM  yang  bercorak 


konsensus  yang  luwes  dalam  arti  bahwa  Deklarasi 
Bogor  tersebut  merupakan  persetujuan  umum  di- 
mana  negara-negara  yang  sudah  merasa  siap  dapat 
langsung  mengimplementasikan  Deklarasi  tersebut, 
sedangkan  negara-negara  yang  belum  siap  dapat 
mengimplementasikan  kemudian.  Jadi  Deklarasi 
Bogor  merupakan  wujud  dari  otoritas  yang  dimiliki 
oleh  AELM.  Mekanisme  pengambilan  keputusan 
seperti  tersebut  di  atas  akan  menjadi  model  peng- 
ambilan keputusan  dalam  pertemuan-pertemuan 
APEC  mendatang. 

Deklarasi  Bogor  1994  membuat  arah  kerja 
sama  ekonomi  Asia  Pasifik  menjadi  semakin  jelas, 
yaitu  bahwa:  (1)  APEC  tidak  akan  menjadi  blok 
perdagangan  yang  inward  looking;  (2)  hasil  akhir 
dari  liberalisasi  perdagangan  tidak  hanya  pengu- 
rangan  hambatan-hambatan  tarif  negara-negara  ang- 
gota  APEC,  tetapi  juga  antara  anggota  APEC  dan 
non-APEC;  dan  (3)  perhatian  khusus  perlu  diberi- 
kan  kepada  perdagangan  dengan  negara-negara 
non-APEC  sehingga  negara-negara  non-APEC  ini 
juga  dapat  memperoleh  manfaat  dari  liberalisasi 
perdagangan  yang  sesuai  dengan  aturan-aturan 
GATT  dan  WTO. 
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